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ABSTRAK

Judul Disertasi : KEDUDUKAN HUKUM BIDANG KEBERATAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK DALAM
PEMENUHANHAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Kata Kunci :  Kedudukan hukum bidang keberatan, sengketa pajak ,

surat ketetapan pajak.

Upaya wajib pajak untuk mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa
pajak atas Surat Ketetapan pajak melalui Keberatan tidak sesuai dengan yang di
harapkan. Pada awalnya Bidang Keberatan disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk mengurangi beban sengketa pajak yang ada di Pengadilan Pajak
dengan melakukan penelaahan dengan cepat dan akurat . Namun faktanya selama
ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini yang mendorong peneliti untuk
mengkaji dan meneliti kedudukan hukum bidang keberatan dalam penyelesaian
sengketa pajak. Disertasi ini berkaitan juga dengan konsep ideal bentuk
penyelesaian sengketa pajak untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang
dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan
dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping
itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder.
Teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis adalah Teori Negara
Hukum oleh Frederich Julius Stahl sebagai Grand Theory , dan Teori Keadilan
oleh John Rawls sebagai Middle Range Theory serta Teori Kepastian Hukum oleh
Wolfgang Friedmann sebagai Applied Theory.

Hasil kajian menunjukan bahwa Kedudukan Hukum Bidang Keberatan
berada di masing — masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, hal ini
menunjukkan bahwa bidang keberatan tidak independen, dan tidak berimbang (
imparsial ) sebab salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa pajak tersebut
menjadi juri atau hakim dalam menyelesaikan sengketa pajak tersebut, karena
memang merupakan pengadilan administrasi yang tidak murni.

Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Keberatan
dari Bidang Keberatan tidak independen , tidak ada kepastian hukum karena lebih
banyak yang ditolak dibandingkan dengan yang dikabulkan, kemudian wajib pajak
melanjutkan proses Banding di Pengadilan Pajak dan hasil putusan banding dari
Pengadilan Pajak lebih banyak yang dikabulkan dibandingkan dengan yang
ditolak. Saran Kedudukan hukum bidang keberatan harus di kaji ulang dengan



tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih independen dan
sebaiknya di isi oleh unsur Dirjen Pajak , Akademisi, lkatan Konsultan Pajak
Indonesia dan tokoh Masyarakat yang mengerti tentang pajak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang
tertera dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “mewujudkan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Wujud kongkrit dari tujuan
negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan umum tersebut adalah melalui
program pembangunan disegala bidang secara nasional yang harus
dilaksanakan terus-menerus secara berkesinambungan. Oleh karena itu dalam
konteks pembangunan secara nasional, negara memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki baik sumber daya
alam maupun sumber daya manusia seoptimal mungkin untuk mencari sumber
pendanaan bagi pelaksanaan pembiayaan pembangunan agar apa yang menjadi
tujuan negara’ dapat diwujudkan.

Terkait dengan sumber pendanaan tersebut, Pajak merupakan salah satu
sumber pemasukan kas negara yang dapat digunakan untuk pembangunan
nasional yang dilakukan secara terus-menerus.? Oleh karena itu, sebagai upaya

pemerintah untuk mewujudkan tujuannegara dalampembiayaan

! Tujuan negara sebagaimana tersurat dalam alenia Keempat Pembukaan UUD 1945 adalah: «. . .
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

’Rizky Argama, Pengadilan Pajak di Indonesia: Aturan dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi
Sengketa Pajak, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, him. 1. Bandingkan
pula dengan, Tutik Retnowati dan Sylvia Setjoatmadja, Tinjauan YuridisUpaya Penyelesaian Sengketa
Utang Pajak Melalui Pengadilan Pajak, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010, him. 1. Serta
lihat pula; Ismail Rumadan, Refor

masi Pengadilan Pajak, KUMDIL MA Press, Jakarta, 2014, him. 1



pembangunan dapat dilakukan dengan menggali sumber dana dari dalam negeri
melaluipajak.

Penghasilan negara dari rakyatnya melaluipungutan pajak, dan/atau dari
hasil kekayaan alamyang ada di dalam negara. Dua sumber itu
merupakansumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada
negara.’Penghasilan itu membiayaikepentingan umum yang akhirnya juga
mencakupkepentingan pribadi individu seperti untuk kesehatanrakyat,
pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.*

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak ialah iuran dari pihak rakyat kepada
Kas Negarauntuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnyadigunakan untuk
public saving yang merupakansumber utama untuk membiayai public
investment.” Peran penting sektorperpajakan dalam penyelenggaraan
pemerintahandapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
(APBN) vyang setiap tahun disampaikanpemerintah, yaitu terjadinya
peningkatan prosentasepenerimaan pajak dari tahun ke tahun.®

Di dalam pemungutan pajak terdapat hubunganhukum antara
pemerintah dengan rakyat, yaknipemerintah dalam kedudukannya sebagai
pemungutpajak/fiskus (fiscus) berhadapan dengan rakyat dalamkedudukannya
sebagai wajib pajak atau penanggungpajak yang merupakan hubungan hukum

yang lahirdari undang-undang. Pajak dapat dipandang sebagai sebuah iuran

’Agung Retno Rachmawati dan Joko NurSariono, UpaaHukumWajib PajakA@s
SuratKetetapan Pajak Kurang Bayaryang Ditetapkan oleh Fiskus dalam Pemenuhan HakWajib Pajak,
Jurnal Perpektif, Volume XVI edisi September No. 4, 2011, him. 196-197.

* Erly Suandy,HukumPajak,SalembaEmpat, Jakarta:2009, him. 9

Rochmat Soemitro, dalam Thomas Sumarsan, Perpajakanindonesia, Esia Media,Bogor:
2009, him. 3.

®Lihat, DataPokokAnggaranPendapatandanBelanjaNegaraTahun 2005-2010, dalam Agung
Retno, Op.cit., him. 197



dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada
pemerintah, merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan untuk itu upaya
dan kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat
melalui pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui
mekanisme perundang-undangan. Melalui undang-undang, rakyatlewat wakil-
wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyatmemberikan persetujuan mengenai
pengenaan pajak. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan
Pasal23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 vyang kemudian
telahdiamandemenkan dalam Pasal 23A amandemen ketigaUndang-Undang
Dasar 1945.”

Adriani berpendapat bahwa menurut sejarah pemungutan pajak itu tidak
selalu mengabdi pada keadilan. Sedangkan Prins berpendapat sebaliknya, yaitu
bahwa hukum pajak sebagai himpunan peraturan yang mengatur pemungutan
pajak, selalu mengabdi pada keadilan.?

Pada dasarnya bahwa dalam pelaksanaan perpajakan seharusnya
mengacu pada prinsip-prinsip pembebanan yang adil, berkepastian hukum,
pemungutan tepat waktu, ekonomis dan disetorkan secara benar serta
bertanggungjawab. Dari perspektif ekonomi, wajib pajak menginginkanagar
beban pajak yang dipikulnya betul-betuldidasarkan pada kebenaran yang
obyektif sesuaidengan peraturan perundangan-undangan. Sebaliknya, aparat

pajak pada dasarnya menginginkan agar wajib pajak dapat memenuhi

"Pasal 23A UUD 1945 Amandemen ketiga menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”
8Mr. Sindian Isa Djajadiningrat. Hukum Pajak Dan Keadilan. Bandung : N.V. ERESCO Djl.
Geusanuun, 1965, him. 10.



kewajiban perpajakan dengan baik, yaitu dapat melunasi pajak terutang yang

seharusnya dengan benar.

Pajak pada dasarnya adalah iuranrumah tangga dari anggota masyarakat
kepadapemerintah. Jadi, pajak adalah beban dan dalam pemungutannya dapat
dipaksakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemajakan terhadap
masyarakat atau Wajib Pajak (WP) harus berdasarkan prinsip pembebanan
yang adil. Masalah keadilan dalam pemungutanpajak dapat dibedakan atas:®
a. Keadilan horizontal. Pemungutan pajak adilsecara horizontal apabilabeban

pajaknya sama atassemua wajib pajak yang memperoleh penghasilanyang
sama dengan jumlah tanggungan yang sama,tanpa membedakan jenis
penghasilan atau sumberpenghasilan;

b. Keadilan vertikal. Pemungutan pajak adil secara vertikal apabila wajib
pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan dengan yang
lain, harus memikul beban pajak yang lebih besar dengan dikenakan
persentase tarif pajak yang lebih besar.

Pada dasarnya pemungutan pajak dilaksanakan oleh pemerintah dalam
hal ini Direktur Jenderal Pajak harus berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan yang tidak sesuai dengan
UU dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Hal tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya sengketa pajak antara WP (wajib pajak) dan
pemungut pajak atau fiskus.’® Sehingga dalam tataran praktisnya penerapan
peraturan perpajakan di lapangan terdapat perbedaan pendapat relatif sering
terjadi karenaadanya perbedaan penafsiran dan kepentinganantara petugas

pajak atau fiskus (Fiscus) dengan Wajib Pajak. Perbedaan pendapat atau

ketidaksamaan persepsi antara WP (wajib pajak) dengan Fiscus mengenai

*Waluyo,Perpajakan Indonesia, Salemba Empat,Jakarta: 2008, him. 14.
1%1smail Rumadan, Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Pusat
Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, him. 1



penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya penagihan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak inilah yang dapat menyebabkan
terjadinya sengketa pajak.

Sengketa pajak berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksuddengan
sengketa pajak adalah sengketa yang timbuldalam bidang perpajakan antara
wajib pajak ataupenanggung pajak dengan pejabat yang berwenangsebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapatdiajukan banding atau gugatan
kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-
undanganperpajakan,  termasuk gugatan atas pelaksanaanpenagihan
berdasarkan Undang-Undang, penagihanpajak dilakukan dengan surat paksa.

Upaya wajib pajak yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan dalam
penyelesaian sengketa dibidang perpajakan melalui tahapan administrasi awal
ditanganioleh peradilan administrasi tidak murni  dimanapengambilan
keputusan hakim yang tidak mandiri,melainkan bagian dari administrasi atau
disebut upaya hukum mencari keadilan melalui tahapan administrasi atau
peradilan semu Peradilan tersebutdinamakan Peradilan Semu atau Quasi
Peradilan, dandapat dilakukan melalui mekanisme:

a. Pengajuan peninjauan atas Ketetapan Pajak disampaikankepada Direktur
Jenderal Pajak.** Merupakan upaya permohonan yang dilakukan oleh wajib
pajak agar dilakukan koreksi terhadap ketetapan yang diterbitkan Fiskus.

Sifat kesalahan tersebut tidak mengandungperselisihan antara fiskus dan

1 Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa
Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hIm. 167



wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) masalah yang terjadi antara wajib pajak dan pejabat perpajakan pada
tahap ini masih dalam lingkup permohonan dimana sengketa pajak tidak
ada. Dengan demikian keputusan yang telah diterbitkan masih dapat
ditinjau kembali untuk dibetulkan atau sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau
dikurangkan.'® Dirjen Pajak dalam jangka waktu palinglama 6 (enam)
bulan sejak tanggal permohonanditerima, harus memberi keputusan atas
permohonanyang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telahlewat tetapi
Direktur Jenderal Pajak tidak memberisuatu keputusan, permohonan wajib
pajak dianggapdikabulkan;

b. Pengajuan Keberatan; Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang
diajukan oleh wajib pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran
dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu
kasus tertentu. Petugas pajak(Fiscus), dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak(SKP) berdasarkan hasil pemeriksaan maupun hasilpenelitian. Wajib
pajak yang tidak menyetujui SuratKetetapan Pajak dapat menyelesaikan
sengketanyadengan Fiscus dengan cara mengajukan keberatankepada
Dirjen Pajak. Selanjutnya Direktur JenderalPajak dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulanharus memberikan putusan. Apabila lewat waktu 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan ternyata Direktur

12 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara Pengadilan Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
him. 167



Jenderal Pajak (DJP) tidak memberikan keputusan, maka dianggap
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dikabulkan.
Terdapatkemungkinan terhadap putusan dari Direktur JenderalPajak
atas pengajuan keberatan diajukan oleh wajibpajak, yaitu:
a. Mengabulkan keberatan, baik untuksebagian atau seluruhnya;
b. Menolak keberatan, atau
c. Menambah besarnya pajak yang terutang yangditetapkan dalam
suratketetapan pajak atau yangdipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.
Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi
wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan
hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak.*®
Upaya hukum keberatan diajukan kepada pejabat administrasi perpajakan
sendiri, yaitu Direktur Jenderal Pajak (DJP) sebagai Pejabat tertinggi di
lingkungan Pajak, sehingga pengajuan keberatan ini lebih bersifat
administrasi.™
Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tertuju pada materi atau isi
dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong
atau pemungutan pajak, berupa:

a. Jumlah kerugian;

b. Jumlah besarnya pajak;

c. Pemotongan atau pemungutan pajak;
d. Penerapan tarif pajak;

e. Penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto;

¥ Muhammad Djafar Saidi, Op.cit., him. 167
¥ Muhammad Djafar Saidi, Hukum Acara, ... Op.cit., him.168.



Penerapan sanksi administrasi;

Penerapan penghasilan tidak kena pajak;

> @ -

Penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan; dan

Penghitungan kredit pajak.
Bentuk-bentuk perbuatan hukum dari pejabat pajak dalam melakukan
penagihan pajak yang dapat diajukan keberatan adalah:*
Surat ketetapan pajak kurang bayar;
Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;

Surat ketetapan pajak lebih bayar;
Surat ketetapan pajak nihil.

o0 o

Sementara itu, bentuk perbuatan hukum dari fiskus dalam melakukan
pemotongan atau pemungutan pajak adalah memberikan bukti pemotongan
atau pemungutan pajak kepada wajib pajak yang dikenakan pemotongan atau
pemungutan pajak. Apabila bukti pemotongan atau pemungutan pajak tidak
diberikan kepada wajib pajak tersebut, pemotong atau pemungut pajak pada
hakikatnya telah melakukan pelanggaran hukum pajak karena bukti
pemotongan atau pemungutan pajak merupakan hak wajib pajak untuk
mendapatkannya dari pemotong atau pemungut pajak. Sebaliknya, pemotong
atau pemungut pajak merupakan kewajiban untuk memberikan bukti
pemotongan atau pemungutan pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan.'®

Pada prinsipnya bahwa keputusan atas suatu keberatan harus diambil
berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat
menyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan

keberatan, kebenaran materil, penentuan dasar pengenaan pajak, maupun

> Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak, Op.cit., him. 168
"®Ibid, him. 169



penerapan peraturan perpajakan. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima, Dirjen Pajak sudah harus mengeluarkan
keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah
lewat, dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang
diajukan dianggap dikabulkan. Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat
berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.*’

Dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa pajak mempunyai
karakteristik tersendiri yang berbeda denganpenyelesaiansengketadalamsistem
peradilanpadaumumnya.Halyang membedakan penyelesaian sengketa pajak
dengan penyelesaian sengketa pada
umumnyaadalah;Pertama,mengenaiprosedur,dalam
penyelesaiansengetapajakada
ketentuanyangmenyatakanbahwa,pengajuankeberatan,bandingdangugatantidak
menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Undang-undangtidakmemberipenjelasan secarajelas,dasarjumlah
pajakyangharusdibayar apakahsesuaidengan
SPTatauSKP.Tidakadanyapengaturanyangjelasmengenai  ketentuan tersebut,
olen  fiskus ditafsirkan sebagai keharusan wajib  pajak  untuk
melunasiseluruhhutangpajaknyasesuaidenganjumlahyangtertuangdalam  SKP.
Apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak, penafsiran tersebut dianggap
kurang memberirasakeadilanbagiwajibpajak,

karenajumlahhutangpajakyangtertuang dalam

7 1bid, him. 169
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SKPjustrumerupakanobyekyangdisengketakan.Halinijugatidakkonsisten
dengan asas self assessment yang dianut. Syarat ini dirasa sangat memberatkan
wajib pajak dan tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi peradilan pada
umumnya, bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana dan biaya
murah.'®

Penafsiranketentuankeberatan,bandingtidakmenundapembayaranpajak
danpelaksanaanpenagihanutangpajak dengankeharusanmelunasiutangpajak
sejumlah yang tertuang dalam SKP menimbulkan masalah manakala dikaitkan
dengansyaratpengajuankeberatandanbandingitusendiri.Salah satu Syarat
pengajuanbandingadalahadanyakewajibanwajibpajakuntukmembayarsebesar50
% dari jumlah pajak yangterutang.Berkaitandengansyarat ini ketentuan “tidak
menundapembayaran pajak* dalam
bandingdiartikansebagaikeharusanmembayar pajak hanya sebesar 50% dari
jumlah yang terutang dalam SKP.

Dalam pengajuankeberatanmemangtidakada syarat yang mengharuskan
wajib pajak untuk melunasi seluruh utang pajaknya
sejumlahyangtertuangdalamSKP,tetapidenganadanyaketentuan“tidakmenundap
embayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak® diartikan oleh fiskus
sebagai keharusanuntukmelunasiutangpajaknyasebesaryangtertuangdalam
SKP,dan apabilatidakdilunasifiskusberwenang
melakukantindakanpenagihan,makasecara

tidaklangsungkeharusanmelunasiutangpajaksejumlahyangterteradalam

'8 Nabitatus Sa’adah, MembentukModel Upaya Hukum Pajak Yang SesuaiDengan Prinsip
Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan), Artikel bagian HukumAdministrasi
NegaraFakultasHukumUniversitas Diponegoro Semarang, 2009, him. 10
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SKPmenjadisyaratpengajuankeberatan.Ketidak
sesuaiansyaratantarakeberatandan  bandinginilahyangmenimbulkanpersoalan,
sedangkan pengajuan banding dalam penyelesaian sengketa pajak selalu
diawali dengan adanya pengajuan keberatan.
Syarat‘‘Pengajuankeberatan,banding tidak menunda pembayaran pajak® yang
oleh
fiskusditafsirkanmelunasisemuajumlahpajaksebagaimanayangtertuangdalam
SKPdalam UUKUPyangbaru(UUNo.28tahun2007) sudahdihapusdandiganti
dengan kewajiban membayar pajak minimal sesuai yang disepakati
wajib
pajak.Tetapiadaketentuanlainbahwaketikawajibpajakkalahdalamkeberatan
makawajibpajakdikenaisanksi50%dan apabilawajibpajakinginmelanjutkan
mencariupayahukum lanjutanyaitubandingdandalam
putusanbandingwajibpajak
diputuskalahmakawajibpajakdikenaisanksisebesar100%.  Disisi  lainketika
fiskus yangdinyatakankalahdalam
keberatanmaupunbanding,fiskushanyadikenaisanksi
pembayaranbunga2%sebulan.Berdasarkanhaltersebut terlihatada
ketidakseimbangan aturan antara wajib pajak dengan fiskus.Disamping itu
adanya sanksidendapembayaran50%dan100%jikawajibpajakkalahdalam
keberatandan  bandinglebihdirasasebagaisuatuancamanbagiwajibpajakdalam
mencariupaya hukum dalam

penyelesaiansengketapajak.Adanyasanksiyangtinggitentunyaakan ~ menambah
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rasa pesimistis wajib pajak apabila dikaitkan dengan kurang percayadirinya
wajib  pajak  dengan  kemampuanmenghitungkewajibanperpajakannya
mengingat cara perhitungan pajak yang cenderung rumit.Padahal pada
dasarnya dalamsuatu sengketa tidak selamanyaperhitungan wajib pajaklah yang
salah.*®

Berkaitan dengan adanya perubahan pengaturan mengenai prosedur
penyelesaian sengketa pajak di atas, maka dalam penyelesaian sengketa saat
ini, berlakulahaturanperalihan,bahwasengketayangmasuksebelum 1Januari2008
masihmenggunakanproseduryangsesuaidenganaturanyanglamadanyangmasukl
Januari 2008 atau sesudahnya memakai aturan yang baru.

Hal lain yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak
yang dirasa kurang memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak
adalah tidak adanyaketentuanyangmemuatdasar-dasar pengajuan
gugatan.Sedangkan syarat
pengajuangugatansebagaimanayangdiaturdalamPasal4layat(1)Undang-
UndangNomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajakditentukanbahwagugatanharusdisertai denganalasan-alasanyangjelas.
Sehubungantidakadanya  dasar-dasargugatandalam peraturanperundang-
undangan pajak,makadalam praktekdigunakanlahdasar-
dasargugatansebagaimanayang tercantum dalam Undang-
undangNo.5Tahun1986Jo.UUNo0.9Tahun2004tentang Pengadilan Tatata Usaha

Negarasebagaiaturanumum(lexgenerali),sedangkanpadadasarnyaobyekgugatan

19y, Sri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him. 87-88
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dalam pajaktentulahberbedadengangugatandalam PTUN,dalam sengketapajak
yang disengketakan pada dasarnya tidak hanya suatu keputusan tetapi berkaitan
juga dengannominaltertentuterkaitpembayaran pajak.

Kedua,mekanismepenyelesaiansengketa pajak. Sebagaimana diuraikan
di
atasbahwapenyelesaiansengketapajakmengenalduamodelpenyelesaianyaitu;pen
yelesaianmelaluiupayaadministratif yaitupenyelesaiansengketadimana
penyelesainya masih termasuk pihak berperkara yaitu fiskus dan penyelesaian
sengketa melalui lembaga peradilan murni yaitu Pengadilan Pajak.

Penyelesaian sengketa melalui upaya
administratif.Sebagaimanadiuraikandi atas adalah merupakan salah satu jalur
penyelesaian sengketapajakyangdapatditempuhuntuk menyelesaikan sengketa
pajak melalui upaya administratif yaitu
keberatan.Penyelesaiansengketamelaluiupaya
administratifinidimaksudkanuntukmemudahkan pencari keadilan memperoleh
keadilandanmemperolehperlindunganhukum.”

Namun pada kenyataannya penyelesaian melalui bidang keberatan ini
tidak memberikan porsi yang berimbang kepada wajib pajak. Umumnya
penyelesaian melalui bidang keberatan ini wajib pajak selalu kalah, sebab ruang
untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak melakukan pembelaan atas
surat ketetapan dan keberatan yang diputuskan tidak diberikan, bahkan terkesan

dipaksakan oleh fiskus. Dalam beberapa putusan keberatan yang ditetapkan

°Sumber data diolah dari Diretorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,
tentang Perkembangan Hak dan Kewajiban dalam Proses Keberatan dan Non-Keberatan, 2014
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misalnya setiap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak selalu ditolak. Contoh

tersebut sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.”*

I bid.



Tabel |
Jumlah Perkara Keberatan yang diputuskan
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Amar 2012 2013 2014 2015
Putusan
Jumlah ‘ % Jumlah ‘ % Jumlah ‘ % Jumlah ‘ %

Keberatan
Menolak 7.262 | 43,63% 7.793 | 51,82% | 10.152 | 75,94% | 9.231 | 73,03%
Mengabulkan | 8.212 | 49,33% 6.606 | 43,92% | 2.356 17,62% | 1.657 | 13,11%
Lain-lain 1.172 7,04% 639 4,25% 860 6,43% 1752 13,86%
Total 16.646 100% 15.038 100% 13.368 100% 12.640 100%

Demikian juga bahwa, sebagai suatu lembaga yang berwenang

menyelesaikan sengketa, upayaadministratif melalui bidang

keberatanmempunyai satu kelemahan, kelemahan ini berkaitan dengan
keobyektifanbidang keberatantersebut dalam menjatuhkan
putusan.Penyelesaiansengketapajakolen bidang keberatan, patut untuk

diragukan keobyektifannya karena yang memiliki kewenangan memutus
adalah salah satupihakyangmenjadi bagian dari pihak yang bersengketa.Hal
demikian tentu sangat tidak objektif. Sisi negatif dari penyelesaian sengketa
melalui upaya administrasi dapatterjadipadatingkat obyektifitas penilaian
karena Badan/Pejabat TataUsaha Negara yang menerbitkan SuratKeputusan
kadang-kadang

terkaitkepentingannya secaralangsungataupuntidak

langsungsehinggamengurangipenilaian maksimalyangseharusnyaditempuh.?

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih

?2Soemaryono,danAnnaErliyana, TuntunanPraktekBeracaradiPeradilanTataUsahaNegara, PT.

PramedyaPustaka,Jakarta,1999,him.8
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mendalam dalam bentuk disertasi dengan mengambil topik atau tema kajian
tentang: “KEDUDUKAN HUKUM BIDANG KEBERATAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN
PAJAK DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WAIJIB

PAJAK”.

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana dideskripsikan pada latar
belakang diatas, beberapa permasalahan pokok yang diidentifikasi untuk dikaji
dan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan hukum bidang keberatan dalam proses
penyelesaian sengketa pajak ?
2. Bagaimana konsepsi ideal bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa

pajak, untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak?

2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis dan menemukan solusi hukum, kedudukan hukum
bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak antara fiskus dan
wajib pajak.

b. Untuk menganalisis dan menemukan solusi hukum, konsepsi ideal
bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak, untuk

memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
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3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan kontribusi yang

berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan
pemikiran secara teoritis terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum
(basic research) khususnya hukum pajak yang merupakan suatu bidang
hukum yang memiliki Kkarakteristik tersendiri khususnya dalam
penyelesaian sengketa yang muncul antara fiskus dan wajib pajak.
Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis
mengenai berbagai persoalan hukum di seputar penyelesaian sengketa

pajak melalui bidang keberatan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis bagi
para praktisi (applied research), yakni para akademis khususnya bagi
dunia perguruan tinggi untuk terus mengkaji dan mengembangkan hukum
pajak secara terus menerus, pengambil kebijakan terutama bagi kementrian
keuangan atau lebih khusus bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penataan
ulang terhadap model penyelesaian sengketa pajak melalui bidang
keberatan, bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini

adalah Pemerintah maupun DPR untuk merumuskan atau menata ulang
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produk undang-undang yang saling tumpangtindih dalam mengatur masalah
perpajakan, kemudian penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi praktis
bagi praktisi hukum, aparatur penegak hukum, dan dunia usaha selaku
wajib pajak. Bagi kalangan dunia usaha hasil penelitian ini sangat berguna
manakala ia menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah

perpajakan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Kerangka Pemikiran

Mengkaji dan menganalisa tema penelitian tentang perlindungan hukum
yang seimbang dalam penyelesaian sengketa pajak melalui bidang
keberatanatas surat ketetapan pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh fiskus
dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak dan untuk menjawab
permasalahan yang terindentifikasi dalam penelitian ini, sebagai pisau analisis
digunakanlah 3 (tiga) teori sebagai dasar analisis. Ketiga teori tersebut yang
dibangun dalam sebuah kerangka teoritis yang meliputi, grand theory yang
menggunakan teori negara hukum, kemudian middle range theory
menggunakan teori keadilan yang digunakan untuk menganalisa penggunaan
dan pembebanan pajak yang seimbang bagi wajib pajak, dan teori kepastian
hukum yang digunakan sebagai appliedtheorydalam menganalisa yang sama

bagi fiskus dan wajib pajak.
Grand theory yang menggunakan teori negara hukum, Indonesia
adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi kita yaitu pasal

1 ayat (3) UUD 45.% Ketiganya merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai

%Undang-undang dasar 1945.
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oleh hukum secara bersamaan.?* Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai
Negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad
ke-19,meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.”® Cita Negara hukum itu
untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran
tersebut dipertegas oleh Aristoteles.?®Menurut Avristoteles, yang memerintah
dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan
kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut
Avristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan
konstitusi dan berkedaulatan hukum. la menyatakan :%’

“Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion
whether is better to be rulled by the best men or the best law,since a
goverrment in accordinace with law,accordingly the supremacy of law is
accepted by Avristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate
neceesity.”

Artinya ; Aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat,juga
dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang
terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik,selama pemerintahan menurut
hukum. Oleh sebab itu,supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai
pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang
tidak layak.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan

berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.

%Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),Jakarta, PT.
Toko Gunung Agung Tbk. 2002, hal. 84.

*Philipus.M.Hadjon.  Kedaulatan Rakyat,Negara Hukum dan Hak-hak Asasi
Manusia,Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Jakarta : Media
Pratama, 1996, him. 72,

®*NI’matul Huda. Negara Hukum,Demokrasi dan Judicial Riview. Yogyakarta : Ull Press,
2005, him. 1.

“’George  Sabine. A History of Political Theory.London : George G.Harrap
& CO.Ltd., 1995, him. 92 : juga Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak- hak
Asai Manusia, him. 22.
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Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan
ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-
wenang yang  mengesampingkan  konvensi  dan  konstitusi. Ketiga,
pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat.”®
Pemikiran Aristoteles tersebut diakui merupakan cita Negara hukum yang
dikenal sampai sekarang. Bahkan, ketiga unsur itu hampir ditemukan dan
dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai
Negara hukum.?

Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai
sebuah Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak
dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum,
kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum
diamandemen). Alinea | Pembukaan UUD 1945 mengandung kata
perikeadilan; dalam alinea 1l terdapat kata adil; dalam alinea Il terdapat kata
Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan
yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum,
karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.*

Pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka

pembangunan suatu negara, untuk itu berhasilnya suatu pembangunan di

28 H
Ibid.
»Satjipto Rahardjo Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia

dan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.80-81.

%Dahlan Thaib. Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia,Kumpulan

Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Jakarta : Media Pratama,1996,hml.

25.



21

pengaruhi produk peraturan yang mengaturnya.®’Di samping itu juga, hukum
sebagai alat untuk mengatur tata tertib masyarakat. Peraturan yang tumpang
tindih atau bertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-
undang yang lain sangat merugikan masyarakat dan negara, karena
menimbulkan “ambiguitas” dan ketidakpastian hukum. Untuk itu, hukum
sebagai sarana kontrol sosial dapat memberikan solusi dalam rangka memenuhi
tuntutan tersebut. Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun peranan
hukum memegang arti penting, fungsi peranan itu dilakukan dengan
memanfaatkan hukum yang telah dipercaya untuk mengembangkan misinya
yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial (social engineering)
dan sarana pembinaan hukum di masyarakat (social control and dispute
settlement).*> Kepercayaan ini didasarkan pada hakikat dan potensi hukum
sebagai inti kehidupan masyarakat.*®

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

3sudiknodanpPitlo, dalam Tjiplsmail,
TIMKOMPENDIUMBIDANGHUKUMTENTANGLEMBAGAPENYELESAIANSENGKETA
PERPAJAKAN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum
Nasional RI, Jakarta, 2011, him. 1

*Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2006, him. 79

%sudikno, Op.cit., him. 2
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rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

ancaman dari pihak manapun.®*

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia.*®

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.*® Perlindungan hukum
merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan
suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah  dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

*Satjipto Rahardjo. Loc Cit. him. 74
% Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. him. 3
% Muchsin. Op Cit. him. 14
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tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.®’

Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana
bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan
bahwa; ‘“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian secara
tegas diketahui bahwa Negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (maachtsstaat), hal ini ditemukan pada beberapa ketentuan yakni:

1. penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan,

2. penegasan penolakan terhadap kekuasaan yang bersifat absolutisme,

3. negara hukum di Indonesia dalam arti materiil,

4. sejalan dengan negara demokrasi,

5. kekuasaan kepala negara terbatas bukan tak terbatas,

6. dan dalam batang tubuh mengatur rumusan tentang hak-hak kemanusiaan.

Hal ini menggambarkan bahwa tatanan politik yang dikehendaki adalah
tatanan yang dijiwai dan yang mengacu pada asas kepastian hukum yang
mengimplikasikan asas legalitas dan asas-asas yang menjamin keutuhan
tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas
demokrasi, dan asas pemerintah (pengembang kekuasaan politik) berfungsi
mengabdi kepada rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang

meliputi pula asas peradilan yang imparsial-objektif. Dengan demikian, maka

7 1bid. him. 20
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semua tindakan pemerintah harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional dan
harus dapat dilegitimasi dari sudut asas-asas tersebut.*®

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara
Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:
1) Supremacy of Law.
2) Equality before the law.

3) Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘rechtsstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip ‘Rule
of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara
Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International
Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan
prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of
judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam
setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara
Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1) Negara harus tunduk pada hukum.
2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Sementara itu, Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau

Negara hukum Klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum

% Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
2000, him. 47-48
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modern®’. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat
formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.
Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materiel yang lebih mutakhir
mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang
Friedman dalam bukunya ‘Law in a Changing Society’ membedakan antara
‘rule of law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan
‘rule of law’ dalam arti materiel yaitu ‘the rule of just law’.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi
negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif,
terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat
dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi
oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan
sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian
negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta
belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah ‘the
rule of law’ oleh Friedman juga dikembangikan istilah ‘the rule of just law’
untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang ‘the rule of law’
tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar
memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun
istilah yang digunakan tetap ‘the rule of law’, pengertian yang bersifat luas
itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘the rule of law’ yang digunakan

untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

% Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962,
him.9.
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Lebih lanjut Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa disebut negara
hukum apabila:*

a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat
perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik
terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan
masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus
memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan

b. Semua penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Pada negara hukum, bukan hanya kekuasaan negara yang dibatasi,
melainkan juga seluruh penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus
tunduk pada hukum yang berlaku.** Bagir Manan dan Kuntana Magnar
menyatakan bahwa dalam negara hukum mengandung pengertian kekuasaan
itu dibatasi oleh hukum dan sekaligus menyatakan bahwa hukum adalah
suprema dibandingkan dengan alat kekuasaan yang lain.*? Tidak ada kekuasaan
di atas hukum (above to the law), semuanya ada di bawah hukum (under the
rule of law).*”®

Oleh karena itu dalam konteks negara hukum yang bertujuan
mensejahterakan seluruh warga negaranya (walfare state), pemungutan pajak
negara harus didasarkan pada undang-undang.Politik hukum nasional di bidang

perpajakan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII B Pasal

23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa

0 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas llmu Negara dan Politik, Bandung, Eresco, 1981,
him. 37

*1 Wirjono Prodjodikoro, dalam Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara
Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, him. 20.

%2 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,
Bandung, Alumni, 1993, him. 128.

* Reza A.A. Watimena, Melampui Negara Hukum Klasik (Locke — Rousseau — Habermas),
Yogyakarta, Kanisius, 2007, him. 55.
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untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Demikian pula di
negara-negara maju berlaku slogan dalam pemungutan pajak: “ro taxation
without representation” bahwa tidak ada pajak tanpa persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat atau ‘“taxation without representation is robbery” bahwa
pemungutan pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berarti
pencurian. Untuk itu fungsi pajak sangat vital dan strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan umum, pengaturan ekonomi, pemerataan
pendapat dan peningkatan pembangunan menyebabkan setiap negara
menghendaki agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik. Apalagi
penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci
keberhasilan pemerintah. Jika ditarik lebih lanjut, apapun sistem pajak yang
dilaksanakan maka ukuran keberhasilan akan berpulang pada jumlah setoran
pajak pada kas negara.** Hal tersebut bukan pekerjaan mudah untuk seluruh
aparatur Dirjen Pajak, mengingat perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax
payer) belum signifikan, sedangkan target perolehan pajak dari tahun ke tahun
diharapkan selalu meningkat.

Keberhasilan dalam pemungutan pajak dipengaruhi oleh sistem
perpajakan yang mana dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia
berlandaskan pada ajaran The Four Maxims. Adam Smith (1723-1970) dalam
bukunya yang berjudul An Inquire into the Nature and Cause of the Wealth of
Nations yang diterbitkan 1776 menyatakan asas the four maxims itu terdiri dari:

equity (keadilan), certainty (kepastian), ekonomis dan efisien (convenience of

*Tjip Ismail, Op.cit., him. 3
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payment)*®. Akan tetapi akan prakteknya sukar dipahami dan tidak sederhana
dalam implementasinya yang pada akhirnya berujung pada terusiknya rasa
keadilan masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Dalam
pemungutan pajak patut diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran
administrasi dan fiskus. Hal ini berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan
dari wajib pajak yang tidak mau menerima tindakan fiskus sehingga
menimbulkan adanya sengketa antara wajib pajak dan fiskus. Sengketa pajak
sangat terbuka mengingat wajib pajak sering berpendapat untuk membayar
pajak itu harus sekecil mungkin bahkan kalau perlu menghindarkan diri dari
kewajiban membayar pajak, sedang fiskus sebagai pemungut dibebani
pemasukan negara dari pajak yang sangat besar.

Oleh karena itu, Konsepkesetaraandan
keadilandibidangperpajakanmerupakan unsure yang paling esensial bagi sistem
perpajakanyangbaik.Pemimpin  politikmemberi penghargaan kepadacita-
citadihampirsetiapbidang pembuatan undang-
undangdanperaturanperpajakan.Warganegara, apalagi,amatpeka
terhadapargumententangkeadilan  dihampirsetiapdebatkebijakan perpajakan.

Namun,semuakontroversiyangbersifatpopulistersebut, keadilan pajak kurang

dipahami dan sering kali penerapannya
tidaksejalandengansistemperpajakanyangbaik.Konsepkeadilan dibidang
perpajakan inisekurang-kurangnyaterdiridaritigadimensiyangberbeda

*Hadilrawan,2003,hlm.10.danMoh.Zain,1990,hIm.33-35
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yaitu:keadilanhorizontal,vertikal ,dankeadilan individu.Penerapan di
antarakomponen-komponen inimempersulitupayauntukmencari
kebijakanpajakyangbaik,mendorong debatpolitikyanglebihbanyak
menyitaretorikakeadilan dibidangperpajakan tanpamenyentuh
substansinya.Argumenyangpalinggencartentangkeadilandibidangperpajakanada
lahpadahubunganyangtidaksimetrisantarakeadilanvertikalyangpalingseringdiw
ujudkanpadapenerapanpajakprogresif dan
strukturpengeluarandantuntutankeadilanindividu,dimanaindividu bebas
melakukan transaksi yang mereka pilih sendiri. Sementara dukungan
untukbeberapaaplikasikeadilanvertikaltampak jelas,dalam
penentuantingkatprogesivitas yang tepat,dalamhaliniaspekprogresif
dalamperpajakantelahterbuktisulituntukditerapkan.“®

Berbagai upaya secara teknis untuk mengimplementasikan ketiga
komponen keadilan di bidang perpajakan tersebut, sulit untuk dilaksanakan
secara simultan. Progresivitas dalam pengenaan pajak tetap menjadi batu ujian
dalam perdebatan kebijakan perpajakan. Untuk itu, banyak ahli menyarankan
bahwa ketika keadilan di bidang perpajakan tidak dapat diterapkan, maka
melalui kebijakan fiskal secara utuh koreksi atas kelemahan sistem perpajakan
sebaiknya dapat dilakukan terutama melalui kebijakan belanja Negara dan
daerah. Selain itu, kebijakan pajak yang adil semakin dirancukan dengan

pemikiran konvensional tentang pajak yang sesuai dengan dasar pengenaan

* Andi Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: 2003, him. 32.
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pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kekayaan atau dasar pengenaan
pajak yang lain.

Suatu basis pajak tertentu sering kali memiliki prinsip-prinsip dan
ukuran keadilan dan kesetaraan yang unik, berbeda dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kesetaraan sistem perpajakan secara umum. Kontroversi dan
kompleksitas masalah keadilan di bidang perpajakan ini, memunculkan banyak
teori yang memperkuat argumentasi masing-masing. Banyak ekonom,
khususnya, sering beranggapan bahwa keadilan lebih merupakan masalah
estetika dari pada analisis. Salah satu argument tentang keadilan di bidang
perpajakan adalah sudut pandang efisiensi ekonomi.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi
ius), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh
karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek
kehidupan masyarakat (poleksosbud-hankam) dengan tidak ada satupun
segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan
hukum.Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh
perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-
menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono
Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu
jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa
hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial

terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.*’

*T http://acceleneun.blogspot.co.id/2013/03/d.html
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa
efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :*®
Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kedudukan dan hubungan hukum pajak dalam tatanan hukum
nasional dijelaskan bahwa hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata
dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan
antara orang pribadi yang satu dengan yang lain. Sedangkan hukum publik
adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyatnya.
Menurut R. Santoso Brotodiharjo yang termasuk hukum publik adalah
hukum tata negara, hukum administrasi (tata usaha), hukum pajak, dan
hukum pidana. Meskipun demikian tidak berarti hukum pajak dapat berdiri
sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (Seperti hukum pidana dan
hukum perdata).

Kedudukan hukum (Rechtspositie) pemerintah, pada

kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping

**Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2008, him. 8.



32

melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat
dalam pemerintah sering tampil denga “rwee petten "dengan dua kepala,
sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik
dan wakil dari badan hukum (rechspersoon) yang tunduk pada hukum
privat. Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan.
Menurut Logemann dalam bentuk kenyataan sosial negara adalah
organisasi yang berkenan dengan berbagai fungsi. Pengertian fungsi adalah
lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan,
fungsi ini dinamakan fungsi jabatan Jabatan bersifat tetap sementara
pemegang jabatan dapat berganti-ganti.*’

Kedudukan hukum peradilan pajak memakai peradilan murni dan
peradilan tidak murni. Peradilan murni adalah peradilan yang melibatkan
tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus dan hakim yang mengadili. Wajib
pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa sedangkan hakim atau
majelis hakim adalah pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut.
Sedangkan peradilan tidak murni adalah peradilan administrasi yang hanya
melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus tanpa
melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang
bersengketa sekaligus sebagai pihak yang mengambil keputusan dalam
perselisinan pajak yang bersangkutan.”® Di Indonesia yang merupakan
negara hukum, menganut sistem hukum eropa kontinental (civil law system)

secara asli mendudukkan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik,

* Titik Triwulan Tutik. Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya : Pt. Prestasi Pustaka, 2006, him.

26.

%0 http://riandjavu.blogspot.co.id/2013/03/tugas-pajak-1_22.html
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karena pola hubungan yang antara negara dengan rakyatnya dan dalam
kerangka kepentingan umum yang lebih luas, yaitu usaha negara
mendapatkan sumber dana bagi pelaksanaan fungsi kekuasaannya.™

Middle range theory menggunakanteori keadilan, prinsip-prinsip
keadilan untuk menata masyarakat modern yang tertata secara baik
berdasarkan konsepsinya mengenai keadilan sebagai fairness. Hal yang
memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-
sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur
pembagian hak dan kewajiban di antara mereka dan yang bisa mendorong
anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam
berbagai kerja sama sosial dalam suatu tatanan sosial yang totaliter,
anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima
dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ditetapkan oleh rezim
totaliter tersebut, karena mereka mungkin merasa takut. Kesukarelaan
segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-
ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata
baik di mana keadilan sebagai fariness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip
pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.>?

Ketentutan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama,
merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di
antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak

dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu

*! https://phahlevy.wordpress.com/category/hukum-perpajakan/
52Rawls, John, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1971, him. 4-5.
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kerja sama sosial, menunjukan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan
perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara
seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang
memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban
yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang
berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang
fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang
mampu mendorong kerja sama sosial. Demikian, kesepakatan yang fair
adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Rawls
memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan
adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang
tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. Karenanya,
bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah “keadilan prosedural murni”.
> Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam
proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak
memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.

Posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-
keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil.
Adapun prosedur yang fair ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim
musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu
menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan

pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk

*Ujan, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls,
Yogyakarta: Kanisius, 2001, him. 42.
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memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang
disebutnya “posisi asali” (the original position).Rawls memunculkan
gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah
penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi
asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya kadilan sebagai
fairness. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu
yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner.
Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima,
karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural
murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls,
posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan
sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan
semua pihak secara fair.>

Kedua, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan
prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal
tersebut. Hanya saja, Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk
ke dalam posisi asali. Hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ke
dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan
bernalar sesuai dengan standar formal dalam dunia ilmu pengetahuan.
Ketentuan-ketentuan ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang untuk

masuk ke dalam proses musyawarah yang fair.>

>Rawls, John, Op. Cit., him. 120.
Ibid, him. 130-135.
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Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi
asali harus juga berada dalam keadaan “tanpa pengetahuan.” Melalui
gagasan tentang “keadaan-tanpa-pengetahuan” tersebut, Rawls ingin
menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki
pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi
mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama
keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi
syarat penting untuk menjamin fairness. Oleh karena itu, semua pihak yang
terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian
atas prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa dipandu oleh pertimbangan-
pertimbangan yang umum sifatnya.>

Dalam posisi asali tersebut semua pihak juga diandaikan bersikap
saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan
bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan
apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka
juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain
bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukan karikatur
orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerja sama
yang menjadi inti konsep keadilan sebagai fairness. Namun demikian,
penggambaran Rawls tentang sikap saling-tidak-peduli di antara orang-
orang yang ada dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah

pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan

1bid, him. 136-142.
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diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain.
Untuk itu, semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik
bagi dirinya sendiri. Para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan
yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi ‘“nilai-nilai primer”
(primary goods) yang fair. Dalam hal ini, “nilai-nilai primer” adalah satu-
satunya motivasi yang mendorong dan membimbing semua pihak dalam
usahanya memilih prinsip-prinsip pertama keadilan. Dengan nilai-nilai
primer, Rawls memaksudkan semua nilai sosial dasar yang pasti
diinginkan dan dikejar oleh semua manusia. Artinya, pelbagai manfaat
yang dilihat dan dihayati sebagai nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh
seseorang agar layak disebut manusia.>” Hal ini merupakan refleksi dari
konsep moral tentang person: setiap manusia diakui dan diperlakukan
sebagai person yang rasional, bebas, dan setara (memiliki hak yang sama).
Dalam pandangan Rawls, manusia sebagai person moral pada dasarnya
memiliki dua kemampuan moral, yakni:

1) kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan
dan dengan itu juga didorong untuk mengusahakan suatu kerja sama
sosial; dan

2) kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional
mengusahakan terwujudnya konsep yang baik. Rawls menyebut
kedua kemampuan ini sebagai a sense of justice dan a sense of the
good. Kemampuan-kemampuan moral itu memberikan kemungkinan

bagi manusia sebagai person moral untuk bertindak secara rasional

5 bid.
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dan otonom dalam menetapkan cara-cara dan tujuan-tujuan yang
dianggap baik bagi dirinya di satu sisi, serta bertindak berdasarkan
prinsip-prinsip keadilan di lain sisi.”®Rawls merumuskan kedua
prinsip keadilan sebagai berikut:

1. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua
orang;

2. Ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa
sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-
orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan
jabatan terbuka bagi semua orang.>®

Dengan demikian, untuk terjaminnya efektivitas dari kedua prinsip

keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam suatu
tatanan yang disebutnya serial order atau lexical order. Keadilan
memperlihatkan dukungan dan pengakuan yang kuat akan hak dan
kewajiban manusia, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang
ekonomi. Secara khusus, konsepsi keadilan tersebut menuntut hak
pastisipasi yang sama bagi semua warga masyarakat dalam setiap proses
pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan
bahwa seluruh struktur sosial dasar sungguh-sungguh mampu menjamin
kepentingan semua pihak.Dari sudut politik, konsepsi keadilan Rawls

diformulasikan ke dalam tiga sendi utama:

%81bid, him. 88.
¥Ibid, him. 60.
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(1) hak atas partisipasi politik yang sama;
(2) hak warga untuk tidak patuh; dan
(3) hak warga untuk menolak berdasarkan hati nurani.

Sistem politik demokrasi konstitusional di sini dicirikan oleh dua
hal utama: pertama, adanya suatu badan perwakilan yang dipilih melalui
suatu pemilihan yang fair dan bertanggung jawab kepada pemilihnya, yang
berfungsi sebagai badan legislatif untuk merumuskan peraturan-peraturan
dan kebijakan-kebijakan sosial; dan kedua, adanya perlindungan
konstitusional terhadap kebebasan-kebebasan sipil dan politik, seperti
kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berkumpul dan membentuk
organisasi politik.”° Teori keadilan dalam “politik redistribusi”, yakni
bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang, tapi di
saat yang sama teori keadilan tersebut mengabaikan masalah-masalah
“politik rekognisi”, yakni bagaimana menata relasi-relasi sosio-kultural
berbasis identitas. Prinsip-prinsip keadilan yang cenderung terjebak dalam
monologi di mana prinsip keadilan bisa dikonstruksi secara rasional oleh
seorang atau sekelompok orang ahli dengan mengabaikan ruang-ruang
dialogis yang bersifat deliberatif.** Metode yang dirumuskan oleh Rawls ini
tidak memberikan jalan bagi munculnya konsensus aktual yang dihasilkan
dalam percakapan-percakapan sosial yang bebas dominasi. Padahal, dalam

situasi konkret, kerja sama sosial seringkali terkendala oleh hambatan-

®Ihid, him. 222.
*Dwika. “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”. _http://hukum.kompasiana.com.
(02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.
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hambatan struktural dan kultural yang bersifat dominatif sehingga tidak ada
ruang bagi terciptanya konsensus tentang bagaimana kebijakan publik
sejatinya  dirumuskan.Mengenai  perbedaan  sosio-ekonomi  yang
diperbolehkan sejaun menguntungkan kelompok yang paling tidak
beruntung. Dalam hal ini, Rawls tidak memberikan batasan-batasan tentang
perbedaan yang ditoleransi. Jika batasannya semata-mata ‘“‘sejauh
menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung”, maka hal itu
menjadi sangat relatif. Selain itu, Rawls juga tidak bicara tentang siapa itu
kelompok yang paling tidak beruntung; apakah ketidakberuntungan mereka
itu diakibatkan oleh sesuatu yang bersifat arbiter atau akibat dari pilihan-
pilihan orang-orang yang bersangkutan. Peluang untuk menerapkan pajak
progresif dalam teori keadilan Rawls telah menjadikan kelompok yang
beruntung di dalam masyarakat sebagai alat untuk kepentingan orang-orang
yang tidak beruntung. Padahal, jika kita berbicara tentang martabat
manusia, sejatinya tidak diperkenankan ada manusia yang diposisikan
sebagai alat. Sebab, penghargaan atas martabat manusia diandaikan agar
kita senantiasa menjadikan seluruh manusia sebagai tujuan pada dirinya,
dan tidak pernah menjadikan alat untuk kepentingan-kepentingan di luar
dirinya.%*Teori keadilan ini setidak-tidaknya terdapat empat hal yang
penting, yaitu :

1) pandangan Rawls tentang subjek yang bersifat abstrak dan atomistik;

2) metode Rawls dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang

cenderung terjebak dalam monologi di mana prinsip keadilan bisa

%2 1hid.



41

dikonstruksi secara rasional oleh seorang atau sekelompok orang ahli
sembari mengabaikan ruang-ruang dialogis yang bersifat deliberatif;
3) pandangan Rawls tentang perbedaan sosio-ekonomi yang diperbolehkan
sejauh menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung; dan
4), peluang untuk menerapkan pajak progresif dalam teori keadilan Rawls
telah menjadikan kelompok yang beruntung di dalam masyarakat
sebagai alat untuk kepentingan orang-orang yang tidak beruntung.
Appliedtheorymenggunakan teorikepastian hukum menurut Kelsen,
hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang
menekankan aspek ‘“scharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harusdilakukan. Norma-norma adalah
produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-
aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian
hukum.®
KaumPositivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan
sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex,
summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali

keadilan yang dapatmenolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

%3peter Mahmud Marzuki. Pengantar llmu Hukum. Jakarta : Kencana, 2008, him.158.
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merupakan tujuan hukum satu-satunya akantetapi tujuan hukum yang paling
substantif adalah keadilan.®

_Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.®

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik
yang didasarkan pada aliranpemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena
bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi
penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum

dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.
Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak
bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-
mata untuk kepastian.®®

Konsep pengaruh berarti sikap tindak, prilaku yang dikaitkan dengan

suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan atau kebolehan,

*Dominikus  Rato. Filsafat Hukum Mencari: Memahami  dan Memahami  Hukum.
Yogyakarta : LakshangPressindo, 2010, hIm.59.
®Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari llmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti,
1999,him.23.
%Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta : Toko
GunungAgung, 2002, him.82-83.
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tanpa mempersoalkan apakah yang menjadi tujuan pembentuk hukum. Akan
tetapi didalam kenyataannya terdapat konsep pengaruh positif atau efektivitas,
yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Apabila
seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai
tujuanny, maka hal itu biasanya diukur dari apakah pengeruhnya berhasil
mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan
tertentu atau tidak. Sikap tindak atau prilaku yang sesuai dengan tujuan disebut

positif, sedangkan yang menjauhi tujuan disebut lazimnya dinamakan negatif.’

5. Metode Penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah.
Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan
mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta, dan mencari norma hukum
yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta
dan norma hukum tersebut.®® Kegiatan tersebut berlangsung dengan
mengkualifikasi fakta-fakta dan menginterpretasi norma-norma. Penelitian ini
mempergunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan hukum
terhadap fakta-fakta. Di samping itu, juga mempergunakan kajian empiris
dalam menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.

%7 Soerjono Soekanto. Efektifikasi Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung : CV Remadja Karya,
1985, him. 7.

%8 Agus Brotosusilo, et.al., Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen, Jakarta, Konsorsium
IImu Hukum, Departemen PDK, 1994, him.8.
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1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat
holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga tidak akan
menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi
keseluruhan situasi sistem hukum yang meliputi aspek tempat (place),
pelaku (actor) dan aktifitas (activity).*®

Dalam literatur dikenal berbagai pengertian tentang sistem hukum,
satu diantara pengertian sistem hukum yang paling sederhana adalah yang
dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang intinya sistem hukum
terdiri dari komponen subtansi, komponen stuktural, dan komponen budaya
hukum.” Dalam kajian ini pengertian sistem hukum sebagaimana
dikemukakan olen Lawrence M. Friedman dijadikan rujukan untuk
memperdalam pengertian, dan dipergunakan untuk mempertajam analisis.
Lawrence M. Friedman mengartikan legal subtance sebagai :

“..the actual rules, norms, and behavior paterns of people inside
the system, This is, first of all, ‘the law’ in the populer sence of the
term...”"t

la mengartikan legal stucture sebagai berikut . “...persistent, long-

term pattern—aspect of the system...its skelecton or framework... » 12

% Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit CV Alfabeta, Bandung, 2010, him.
® Lawrence M. Friedman, American Law, W.W. Norton & Company, New York, 1984 him.

I bid.
2| pid.



45

Selanjutnya dalam On Legal Development, Lawrence M. Friedman
mengartikan legal culture sebagai : “...those attitudes and values that relate
to law and the legal system, together with those attitudes and values
effecting behavior related to law and its institutions, either positively or
negatively...”.”

Pengkajian terhadap sistem hukum dilakukan terhadap bahan-bahan
hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder.”* Sebagai suatu penelitian yang menitik beratkan kepada
penelitian data sekunder, maka fokus yang akan diteliti adalah sistematika
dari perangkat peraturan yang terhimpun dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan khususnya yang menyangkut aspek
administrasi; Sedangkan kajian empirisnya menyangkut praktik

pemanfaatan bidang keberatandalam rangka penyelesaian sengketa pajak

yang muncul antara fiskus dan wajib pajak.

2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan objek Penelitian di atas, penelitian ini dikategorikan
sebagai penelitian hukum normatif (legal research).” Spesifikasi penelitian
adalah deskriptis analitis, karena pada dasarnya menggambarkan
fenomena/gejala yang berkenaan dengan senketa pajak yang muncul atas

dasar penetapan pajak kurang bayar oleh wajib pajak.

”® Lawrence M. Friedman, On Legal Development, 24 Rulgers Law Review 11, 53, 1969,
him. 28.

™ Rony Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, him. 23.

"Ibid. him. 10.
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Tahapan penelitian diawali dangan penelitian kepustakaan yaitu
untuk menelusuri dan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan- bahan
hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagi
bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder yang digunakan
berbagai literatur mengenai hukum pajak terutama yang terkait dengan
ketentuan umum tata cara perpajakan.

. TeknikPengumpulan Data

Tahapan penelitian lebih lanjut untuk mendukung dan melengkapi
data sekunder yang telah diperoleh dilakukan pengumpulan data dari hasil
wawancara beberapa narasumber terpilih. Penelitian dilaksanakan di kota
Jakarta dan sekitarnya dengan mengunjungi beberapa lokasi yang
menyediakan sumber referensi dan bahan hukum yang terkait dengan objek
penelitian.Selaras dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, maka
data yang diperoleh melalui study atau penelitian dengan mengkaji
perundang-undangan serta literatur yang berkaitan kepustakaan (library
research), dengan objek penelitian yang meliputi bahan Primer dan Tertier :
a. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 dan peraturan perundang-

udangan yang terkait.
b. Bahan hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer seperti literatur yang dipublikasikan di dalam

negeri maupun luar negeri termasuk makalah-makalah.
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c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk bagi
bahan primer dan sekunder yaitu : kamus, ensiklopedia hukum, Kamus

Umum Bahasa Indonesia dan Black’s Law Dictionary.
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4. Tekhnik Analisa Data
Data yang diperoleh berasal dari bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tertier serta terstruktur dianalisis secara yuridis kualitatif
sehingga menghasilkan suatu jawaban atau solusi atas permasalahan yang

dikaji dan/atau diteliti.



49

BAB I
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DALAM
KONTEKS NEGARA HUKUM DAN SISTEM PERADILAN

PAJAK DI INDONESIA

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Hukum Pajak Dalam Konteks

Negara Hukum Kesejahteraan

1. Tinjauan Umum Tentang Pajak
1. Pengertian Pajak
Apabila dikaji dalam perpektif istilah, maka dapat dijumpai
beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa
definisi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya, sebagaimana
dikemukakan oleh, PJA Adriani, yang menyebutkan bahwa:
“Pajak 1ialah 1uran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk
membiayaipengeluaran-pengeluaran umumberhubun%an dengan
tugas negarauntukmenyelenggarakanpemerintahan”.
Sementara itu, SoeparmanSoemahamidjaja menyebutkan
bahwa; “Pajakadalahiuran wajib,berupauangatau barang,yang dipungut

oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, gunamenutupbiaya

produksibarang-barangdanjasa-jasa kolektifdalam

®pJA Adriani, dalam Suparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Penerbit Pustaka Magister,
Semarang, 2012, him. 31.
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mencapaikesejahteraanumum®’’. Sedangkan menurut

RochmatSoemitroyang menyebutkan bahwa :

“Pajak ialahiuranrakyat kepadakas
negara(peralihandarisektorswastakesektorpemerintah)berdasarkan
Undang- undang (dapatdipaksakan)dengantiadamendapatjasa timbal
(tegenprestatie) yang langsungdapat ditunjukuntuk membiayai
pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai
alatpencegahataupendoronguntukmencapai tujuanyangada
diluarbidangkeuangan”’.

Dapatdipaksakan artinyaadalahbahwabilahutangpajaktidak
dibayarmakahutangitudapatditagih denganmenggunakan
kekerasan,seperti suratpaksadansita,danjugapenyanderaan
terhadappembayaranpajak. Berdasarkan definisi-definisi tersebutdi
ataspadaintinyadapat dikatakanbahwapajakadalahiurandari
rakyatkepadanegara berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya
imbalan atau
imbalbalikyangsecaralangsungdapatditunjukkanyangdigunakanuntuk
biaya rutindanpembangunan.

Pengertianpajaktersebutjikadibandingkandenganretribusida
nsumbangandapatdijelaskansebagaiberikut.Retribusipadaumumnyah
ubunganantaraprestasidankembalinyaadalahlangsungdapatditunjukk
anataudiperlihatkan.Retribusi  didasarkan atas peraturan-peraturan
yang

berlakuumumdanuntukmenaatinyayangbersangkutandapatpuladipaks

""SoeparmanSoemahamidjaja, dalam Suparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Ibid...
him. 14

®Rochmat  Soemitro  dan Dewi Kania  Sugiharti  Asas  Dan
DasarPerpajakanJilidl,RafikaAditama,Bandung,2004, him. 24.



a. Caramembayarnyabermacam-macam,dapatberupa uang,meterai
danadapuladenganleges.Selanjutnyauntukistilahsumbangan,mengand
ungpemikiranbahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk prestasi
pemerintah tidakboleh dikeluarkandari
kasumum,karenaprestasiitutidak ditujukan
kepadapendudukseluruhnyamelainkanhanyauntuk
sebagianpenduduktertentusaja.”

Sepintasantararetribusi dansumbangan adalahsama,namun
sumbanganini tidakbisadisamakanbegitusajadengan retribusi.
Padaretribusiimbalbalikdaripemerintahdapat ditunjuk secara
langsungataudinikmati secaralangsungolehseseorangatauorang
yangmembayarretribusi,sedangkan padasumbanganyang
mendapatprestasikembali(tegenprestatie)adalahsuatugolongan.Biladi
bandingkan dengan pajak,meskipun keduanyaterdapat
sanksiyangbersifatyuridis,namunakibathukumdari pelanggaran
terhadappajakdansumbanganberbeda.Sifatmemaksadari pajak lebih
kuat  biladibandingkandengan sumbangan.  Padaretribusi,
sifatpaksaannyapadaumumnyabersifatekonomis.

Sejakreformasiperpajakandigulirkanpertamakalinyatahun19

83hinggasaatini,telahbeberapa paketundang-undangdibidang
perpajakandihasilkan,danbeberapadi antaranyatelahmengalami
beberapakaliperubahan.Setidak-tidaknyamenurutcatatan penulis

telah dihasilkan 25 Undang-Undangdi bidangperpajakan sejak

"SantosoBrotodihardjo,Pengantar IImu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung,1982, him.7

51



tahun1983sampai dengantahun2009,baikyangsifatnyasebagai
pengaturanbaru dibidangperpajakanmaupun perubahan terhadap
undang-undang yang telah dihasilkan sebelumnya. Namun
demikiandari25undang-undangdibidangperpajakan,hanyaada?
(dua)undang-undangyangmendefinisikan  pajak,yaitu  Undang-
Undang
Nomor19Tahun1997tentangPenagihanPajakdenganSuratPaksadan
Undang-UndangNomor19Tahun 2000tentang
PerubahanAtasUndang-UndangNomor19Tahun 1997 tentang
PenagihanPajakDenganSuratPaksa.®

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun1997 tentangPenagihan Pajakdengan  SuratPaksaadalah
:“semua jenispajak yang dipungut olehPemerintahPusat,termasuk
Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
PadaUndang-UndangNomor19Tahun  2000,definisi  pajakadalah
sama(tidakadaperubahan)denganyang dijelaskan dalamUndang-

UndangNomor19Tahun1997.

1) Unsur dan Ciri-ciri Pajak

Mengacu pada definisi-definisi tentang pajak di atas,
khususnya definisiyang dikemukakan oleh

RahmatSoemitromakadapatdiketahuidan  dipahami unsur-

52

8% AgusHendraSimatupang, SulitnyaMendefinisikanPajak,MajalahBerita Pajak Agustus 2005,

him.20.
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unsurdaripajak, yaitu:**

a.

Adaundang-undangyangmendasari;

Pemungutan  pajak harus berdasar pada  Undang-Undang,
tidakbisadengan peraturan perundang-undanganyanglebih
rendahtataurutannya.

Adapenguasapemungutpajak;

Dalampemungutanpajak harusadapemerintah yang akan
memungutpajak,pemungutan pajaktidak dilakukan oleh

partikelir(swasta).

. Adasubjekpajak;

Artinyaharus adasubjekyangdapatberupaorangpribadiatau

badanyangdapatdibebanikewajibanuntukmembayarpajak.

. Adaobjekpajak;

Artinyaharusadasasaranapayangakandibebanipajak,yangdapatberupa

keadaan,perbuatanatauperistiwa.

. Adamasyarakat/kepentinganumum;

Hasildari pemungutanpajakharuskembalipadamasyarakat
atauuntukkepentinganmasyarakat.

Ada SuratKetetapanPajak;

Surat Ketetapan pajak ini  tidak bersifat mutlak tetapi
fakultatif,artinyauntukjenis pajaktertentukadangtidak

memerlukanSuratKetetapanpajak.

815uparnyo, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012,

him. 31.
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Selanjutnya, berdasarkan unsur-
unsurpajaktersebutmakadapatdiketahuiadanyaciri-ciripajak
yangbiasanyaada,yaitu:

1. Dipungutberdasarkanundang-undang
atauperaturandaerah(PERDA)artinyadapatdipaksakan.

2. DapatberupaPajakLangsung  (pajakyanglangsungdipungut  oleh
pemerintah  melalui  aparaturnya) dan  Pajak Tidak
Langsung(pajakyangpemungutannyamelaluipihakketiga).

3. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan,
keadaan,atauperistiwayangmenimbulkanutangpajak) atau
berulang-ulang (artinya pajak dipungut secara periodik atau terus
menerus).

4. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk (artinya
pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak
tidakmengakibatkan diamendapatkan imbal balikyang secara
langsungditerimaataudapatditunjukkan).

5. Sebagaialatpendorong(artinyapajakdapatdigunakanuntuk
mendorongadanyainvestasi,jikaadafasilitasinsentifdibidang
perpajakan) atau  penghambat(artinya  pajakdapatdigunakan
untukmenghambatpemborosanataudapatberlakuhemat).

6. Penggunaanpajaksebagai alatuntukmencapai tujuanyangada

diluarbidangkeuangan.

2) Fungsi Pajak
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a) Fungsi Keuangan (Budgetair)

Struktur penerimaan negara telah bergeser
dalambeberapadasawarsa terakhir, yaitu daripenerimaan minyak dan
gas ke
penerimaanpajak.Peningkatanperandanfungsipenerimaannegaradari
sektorpajakmemperlihatkankenaikanyangcukupberartipada

tiaptahunanggaran.Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh

beberapafaktor,terutamaadalah pertumbuhan
ekonominasional.Sementara intensifikasidan
ekstensifikasipemungutan pajakjugabesar
pengaruhnyadalamikutmeningkatkan penerimaannegaradari
sektorpajak.Intensifikasi danekstensifikasidalampemungutan
pajakakanbersifatkontraktif jikatanpaadanyakeberhasilan

pembangunansecarakeseluruhan.®

Uangmasyarakatyang dibayarkan kepadapemerintah pusat
dalambentukpajakpusatdimasukkan kedalam kasnegara
selanjutnyadiolah dalamAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
(APBN)dan untukpajak daerah  dimasukkankedalamkasdaerah
danselanjutnyadiolah  dalamAnggaran Pendapatan danBelanja
Daerah(APBD)untukbiaya rutindanpembangunan.

Peranpenerimaandarisektor pajakkedalamAPBNatau

APBDtersebutuntukbeberapatahunkedepanakanmakinberat, halini

82 NadirSitorus,ImplementasiKebijakan Melalui Mekanisme Keberatan,Banding,Dan

GugatanPajak Dalam RangkaPenyelesaianSengketa,Fakultas Hukum UNDIP,Semarang, 2002,
him.2.
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disebabkanolehkrisisekonomiyangmasihdalamproses pemulihan
(recovery)dan stabilitassosialpolitikyangmasihakan mempengaruhi
terhadapperkembangan usahadaninvestasi, kesempatankerja,produksi
sertadistribusibarangdanjasayang mempengaruhi

penghasilandandayabelimasyarakatsecara keseluruhan.
b) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat
dibidangsosial,ekonomidanbudaya.Fungsimengaturdaripajakdapatdibe
rikancontohsebagaiberikut:®
A. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman Kkeras
dimaksudkanuntukmengurangikonsumsiminumankeras.

B. Pajakyangtinggidikenakanterhadapbarang-barangmewah
denganmaksuduntukmengurangigayahidupkonsumtif.

C. Tarif pajak untuk ekspor adalah 0 % yang dimaksudkan

untukmendorongeksporprodukindonesiadipasarandunia
1) Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

B. Pengertian Hukum Pajak
Terkait dengan pengertian hukum pajak, R. Santoso
Brotodihardjomenyatakan bahwa hukumpajak
yangjugadisebuthukumfiscaladalahkeseluruhandariperaturan-

peraturanyangmeliputi wewenangPemerintahuntukmengambil

8 Waluyo. Perpajakan Indonesia, Edisi 8 Buku |. Jakarta : Salemba Empat, 2008, him. 22.
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kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali
kepadamasyarakatdenganmelalui kasnegara,sehinggaiamerupakan
bagiandarihukumpublikyangmengaturhubunganhukumantaranegara
dan orang-orang  atau badan-badan  hukum  yang
berkewajibanmembayarpajak(WajibPajak).®

Sementara itu, Rochmat Soemitromenyatakan hukum pajak
ialah suatu kumpulanperaturan—
peraturanyangmengaturhubunganhukumantaraPemerintahsebagai
pemungutpajakdenganrakyatsebagai
pembayarpajak.Dengankatalain,hukumpajakmenerangkan:

1. SiapayangmenjadiWajibPajakatausubyekpajak;
2. ApakewajibanmerekaterhadapPemerintah;

3. Hak-hakPemerintah;

4. Objek-objekyangdikenakanpajak;

5. Timbuldanhapusnyahutangpajak;

6. Carapenagihanhutangpajak;

7. Caramengajukankeberatan/banding;

8. Danlain-lain.

Dari kedua  definisi tersebut i atas  dapat
disimpulkanbahwahukum pajakadalahtermasukhukumpublik(mengatur
hubungan hukum antara negara dengan orang/badan  termasuk
badanhukum).

Dapat dikatakan bahwa, hukumpajakadalahsebagiandari

8R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmuHukumPajak”,Reflika, Bandung,1998, him. 36.
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hukumpublikyaituhukumyangmengaturhubungan antara
penguasaatauPemerintah denganwarganya.Termasukdalam
hukumpublikadalah:hukumTataNegara,HukumPidana,HukumAdminist
rasiNegara(sedangkanHukumPajakmerupakan anak
bagiandariHukumAdministrasiNegara).

Oleh karena itu berkaitan dengan kedudukan Hukum Pajak

dalam tata hukumIndonesia,PJA.Andrianimenyatakan
bahwabagaimanapunjuga lebihtepatmemberi tempatsendiri
untukHukumPajakdi samping

(sederajatdengan)HukumAdministrasiNegara. Dasar pertimbangan

pendapat yang menyatakan bahwaHukum Pajak harus ditempatkan

sejajar dengan HukumAdministrasiNegara (HAN)tersebutadalah:®

a. Tugas
HukumPajakbersifatlaindaripadaHukumAdministrasiNegarapadau
mumnya.

b. Hukumpajakdapatsecaralangsungdigunakansebagaisarana
politikperekonomian.

c. Hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas
untukbidangpekerjaannya.

Sepertihalnyapadabentukhukumyanglainsepertihukumperdata,h
ukumpidana,makaHukumpajakdapatjugadibagidalamHukumPajakMat
eriildanHukumPajakFormil. HukumPajak Materiiladalahkaidah-

kaidahatauketentuan-ketentuandari suatuperaturanperundang-

8Rachmat Soemitro. Pajak dan Pembangunan. Bandung : Eresco, 1974, him. 8.
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undanganpajakyang  berkenaandenganisidari  peraturanperudang-

undanganyang bersangkutan.Hukum

PajakMaterialmenerangkantentang  Subjek,Objek  atautarifPajak.Di

sampingitujugamenerangkanarti darisuatuistilahseperti artipenghasilan/

barang kenapajak, bumidan bangunan,
dokumen,dansebagainya.ContohbentukHukumPajakMateriil:

1. Undang-UndangNomorl7  tahun 2000 tentangPerubahan
KetigaAtasUndang-UndangNomor7 Tahun1983tentang
PajakPenghasilan.

2. Undang-UndangNomor12 Tahun1994tentangPerubahanAtas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
TentangPajakBumiDanBangunan.

3. Undang-UndangNomor18 Tahun2000tentangPerubahanKedua
AtasUndang-Undang Nomor 8 Tahun
1983TentangPajakPertambahanNilaiBarangDanJasaDanPajakPenj
ualanAtas BarangMewah.

SedangkanHukumPajak Formiladalahkaidah-
kaidahatauketentuan-  ketentuan  darisuatuperaturan  perundang-
undanganpajakyang  berkenaan  dengan  carabagaimanaHukum
PajakMateriil dilaksanakan.ContohbentukHukumPajakFormiladalah:
1) Undang-

UndangNomorl6tahun2000tentangPerubahanKeduaAtasUndang-

UndangNomor6Tahun1983TentangKetentuanUmumDanTataCara



60

Perpajakan.

2) Undang-UndangNomor19Tahun2000tentangPerubahan
AtasUndang-UndangNomor19Tahun 1997Tentang
PenagihanPajakDenganSuratPaksa.

HukumPajakFormilmenerangkantentanghakdankewajibanwayjib
pajak,hakdankewajibanfiscus,danlain-
lain.HakwajibpajakdapatdilihatdalamUUKUP,yaitu:®

a) Meminta restitusi;

b) Mengajukankeberatan;

c) Mengajukanbanding,danlain-Ilain.

Kewajiban wajib pajak sebagaimana diuraikan
dalamUUKUPadalahsebagaiberikut:

1) MendaftarkandiriuntukmendapatkanNomorPokokWajibPajak(NPW
P);

2) MengisidanmenyampaikanSuratPemberitahuan(SPT)atauSurat
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dengan benar,
lengkap,jelas,danmenandatanganinya.

3) Mengadakanpencatatanataupembukuan;

4) Membayar Pajak terhutang wajib membayar pajak yangterutang
berdasarkanketentuan peraturan perundang-
undanganperpajakan,danlain-lain.

HakFiskus diaturdalamUUKUPyaitusebagaiberikut:

8 Kementerian Kauangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang
KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Jakarta : 2013.
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1) Melakukanpemeriksaan;
2) MengeluarkanSuratKetetapanPajak;
3) MengeluarkanSuratTagihanPajak;
4) MengeluarkanSuratPaksa,danlain-lain.
Kewajiban Fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP adalah
sebagaiberikut:®’
a.Memberikan Keputusan atas keberatan pajak dariwajib pajak;
b.Mengembalikankelebihanpembayaranpajakkepadawajib pajak;

c.Merahasiakanwajibpajak,dsb.

Tugasdarihukumpajakadalahmenelaahkeadaan—
keadaandalammasyarakatuntukkemudian dibuat/disusun peraturan-
peraturan hukum  (pajak), sedangkan yang menjadi sasarannya
adalahTatbestandyaitusegalaperbuatankeadaanatauperistiwa
yangdapatmenimbulkanutangpajak.Selanjutnya muncul pertanyaan,
apakah yang dimaksud denganutangpajak?Menurut Hukum Perdata,
utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu
pihak untuk
melakukansesuatu(prestasi)atauuntuktidakmelakukansesuatu,
yangmenjadi hakpihaklainnya.

Kewajiban Subjek Hukum sebagai salah satu pihak dalam
suatuperikatanakanberhadapandenganhaknya.PengertianUtang

dalamHukumPerdatadapat ~ mempunyai artiluas dansempit.Utang

& 1bid.
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dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang
berkewajiban sebagai konsekuensi dariperikatan,seperti
menyerahkanbarang,membuatlukisan,dan sebagainya.Dengan Kkatalain
pengertian utang dalam arti luasini adalahsamadenganperikatan.

Utangdalamartisempitadalahperikatansebagaiakibatdariperjanjia
n khususyaituutangpiutangyangmewajibkan debitur untuk membayar
(kembali) jumlahuang yang telahdipinjamnya
darikreditur.Pajakatauutangpajaktergolongdalamutang(uang)dalam arti
sempityangmewajibkanwajibpajak(debitor)untukmembayar
suatujumlahuangdalamkasnegara (kreditor).®

Jadi utangpajakadalahutangyangtimbulnyasecarakhusus,
karenaNegara(kreditor)terikat dantidak  dapat memilih  secara
bebas,siapayangakandijadikandebiturnya,seperti dalamhukum
perdata.Haliniterjadi karenautangpajaktimbulkarenaundang- undang.®

Kehadiranhukum pajakdalam pergaulanmasyarakatjuga
bertujuanuntuk menemukan  keadilan, ketertibandan  kedamaian
dalambidangperpajakan,sehinggadalamhukum pajakjuga
mengaturtentanghak-hakdan  kewajiban-kewajibanparapihak, yaitu
negara sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib
pajak.Jadipihak-pihakdalamhukumpajakadalah pihakyangsatu,
masyarakatyang direpresentasikan  olehnegaradan pihakyanglain

adalahwarganegara atauperorangan,termasukdidalamnya adalah badan.

% Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : PT. Eresco, 1987, him.1.
8 Siti Resmi. Perpajakan Teori Dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat, 2008, him. 19.
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Hukumpajakadalahkeseluruhanperaturanyangmemberikan
hakkepada negara untukmemungutpajakkepadarakyatatauwajib
pajak,tanpa adaimbalanyanglangsungdapatditunjuk,yang
pelaksanaannyadapatdipaksakan dengan ancamansanksidan

digunakanuntukbiaya rutindanpembangunan.

C. Pembagian Hukum Pajak

Sepertihalnyapadabentukhukumynglainsepertinukum
perdata,hukumpidana,makaHukumpajakdapatjugadibagidalam
HukumPajakMateriildanHukumPajakFormil.*°
a) HukumPajakMateriil

HukumPajak Materiiladalahkaidah-kaidahatauketentuan-

ketentuandari suatuperaturanperundang-undanganpajakyang
berkenaandenganisidari peraturanperudang-undanganyang
bersangkutan.Hukum PajakMaterialmenerangkantentang

Subjek,Objek atautaripPajak.

Di sampingitujugamenerangkanarti darisuatuistilahseperti
artipenghasilan/barang  kenapajak , bumidan bangunan,
dokumen,dansebagainya. ContohbentukHukumPajakMateriil:

a. Undang-UndangNomorl7 tahun 2000 tentangPerubahan
KetigaAtas Undang-UndangNomor7 Tahun1983tentang
PajakPenghasilan.

b. Undang-UndangNomorl2 Tahun1994tentangPerubahan Atas

% Suandy, Erly. Hukum Pajak edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat, 2000, him. 23.



Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1985  Tentang
PajakBumiDanBangunan.

Undang-UndangNomor18 Tahun2000tentangPerubahan Kedua
Atas  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 1983
TentangPajakPertambahanNilaiBarangDanJasaDan

PajakPenjualanAtas BarangMewah.

b) HukumPajakFormil.

HukumPajak  Formiladalahkaidah-kaidahatauketentuan-

ketentuan  darisuatuperaturan  perundang-undanganpajakyang

berkenaan  dengan  carabagaimanaHukum  PajakMateriil

dilaksanakan. ContohbentukHukumPajakFormiladalah:*

1)

2)

Undang-UndangNomor16tahun2000tentangPerubahan
KeduaAtasUndang-UndangNomor6Tahun1983Tentang
KetentuanUmumDanTataCara Perpajakan.
Undang-UndangNomor19Tahun2000tentangPerubahan
AtasUndang-UndangNomor19Tahun 1997Tentang
PenagihanPajakDenganSuratPaksa.

HukumPajakFormilmenerangkantentanghakdankewajiban

wajibpajak,hakdankewajibanfiscus,danlain-lain.

HakwajibpajakdapatdilihatdalamUUKUP,yaitu:

(1)Meminta restitusi;

(2)Mengajukankeberatan;

(3)Mengajukanbanding,danlain-lain.

I bid.
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Kewajiban wajib pajak sebagaimana diuraikan dalam
UUKUP adalahsebagaiberikut:
1) MendaftarkandiriuntukmendapatkanNomorPokokWajib
Pajak(NPWP);
2) MengisidanmenyampaikanSuratPemberitahuan(SPT)atau

Surat Pemberitahuan

D. Hukum Pajak dalam Konteks Negara Hukum Kesejahteraan

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan
antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut
Burkens,” negara hukum (rechtsstaat) ialah negara yang
menempatkan ~ hukum  sebagai dasar  kekuasaannya dan
penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya
dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara
kesejahteraan, menurut Bagir Manan,®® adalah negara atau
pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau
ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab
mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini dijelaskan perkembangan

pemikiran tentang konsep tersebut.

% Bertrand Rusel, (ali bahasa Hasan Basri), Kekuasaan Sebuah Analisis Sosial Baru,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, him. 89. Dalam Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UUI
Press, Yogyakarta, 2004, him. 9.

% Bagir Manan, Politik Perundang-undangan ..., Op.cit, him. 16.
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Tipe negara hukum dengan paham hukum klasik yang sifatnya
liberalis-individualistik dan dalam tipe negara hukum sosialist-
legality dengan paham Marxisme masih terdapat kekurangan dan
kelemahan sehingga menarik perhatian dan menimbulkan reaksi yang
diwujudkan dalam usaha memperbaiki dan mengganti sama sekali
dengan sistem yang lain dengan melihat konsep baru yang bersifat
pragmatis, dengan berusaha untuk memadukan antara adanya
kebebasan setiap individu dalam negara hukum dan sambil
membenarkan perlu adanya campur tangan negara untuk
penyelenggaraan kesejahteraan rakyat (citizenry welfare) dan
kesejahteraan umum (public welfare). Konsep yang demikian
menurut Mac Iver,® negara tidak dipandang lagi sebagai alat
kekuasaan (instrument of power) semata-mata, tetapi negara sudah
dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of services).

Pemahaman seperti ini kemudian menghasilkan konsepsi
negara kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum modern yang
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah
terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat;

b) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih
diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi
politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif;

c) Hak milik tidak bersifat mutlak;

% Mac Iver, The Modern State, Oxford University Press, London, 1950, him. 4, dalam Abrar
Saleng, Op.cit., him. 14.
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d) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau
sekedar penjaga malam, melainkan negara turut serta dalam
usaha-usaha sosial maupun ekonomi;

e) Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur
sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada
warga negara;

f)  Peran hukum publik cenderung mendesak hukum privat, sebagai
konsekuensi semakin luasnya peran negara;

g) Lebih Dbersifat negara hukum materil yang mengutamakan

keadilan sosial yang materil pula.

Berdasarkan cita-cita di atas, menempatkan peranan negara
pada posisi yang kuat dan besar dalam menciptakan kesejahteraan
umum (public welfare) dan keadilan sosial (social justice). Konsepsi
negara yang demikian dalam berbagai literatur disebut dengan istilah;
social service state atau an agency of services (negara sebagai alat
pelayan).*

Konsep negara hukum modern selain mengharuskan setiap
tindakan dan perbuatan negara atau pemerintah berdasarkan atas
hukum, juga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih
luas untuk mensejahterakan masyarakat. Konsepsi hukum modern

menurut Bagir Manan,®® pada dasarnya memuat tiga aspek utama

95 1h;
Ibid.
% Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1994, him. 38, dalam Abrar Saleng, him. 14.
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yaitu; aspek politik, konsep hukum itu sendiri dan aspek sosial
ekonomi. Dari segi aspek politik antara lain pembatasan kekuasaan
negara, dari aspek hukum, antara lain, supremasi hukum, asas
legalitas, dan the rule of law, sedangkan dari aspek sosial ekonomi
adalah keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum
(public welfare).

Titik tolak dari ketiga aspek tersebut di atas adalah hak asasi
dan kesejahteraan sosial ekonomi. Berbeda halnya dengan konsepsi
negara hukum klasik, dimana hak asasi hanya ditekankan pada hak-
hak politik saja yang menurut Bagir Manan,” hal ini dianggap tidak
memuaskan sehingga hak asasi perlu diperluas ke dalam lapangan
sosial yaitu hak asasi sosial. Karena hak asasi sosial memberi
wewenang, tugas dan tanggung jawab pada negara atau pemerintah
untuk memasuki atau ikut serta dalam perikehidupan individu
maupun masyarakat. Pengertian yang demikian melahirkan paham
ekonomi kerakyatan di bidang sosial ekonomi.*®

Pada kajian ini aspek yang paling relevan adalah aspek sosial
ekonomi dari konsep negara hukum. Kemudian hal yang esensial dari
aspek ini adalah persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh
warga masyarakat. Hal inilah mencirikan suatu bentuk dengan paham
hukum kesejahteraan, sebab dalam pemahaman ini negara dituntut

untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya

I bid.
%|bid.
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kepada rakyatnya. Berkaitan dengan hal itu Jeremy Bentham
menyebutkan bahwa hukum yang dianut oleh penguasa harus
ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya
bagi semua orang (the greatest happiness of the greatest numbers).”

Pada konteks ini keadilan ekonomi dan hak penguasaan
negara atas sumber daya alam dimana untuk berpihak kepada rakyat.
Negara dalam hal ini menurut W. Friedman,’® memiliki tugas dan
fungsi sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat, berfungsi
sebagai regulator (pengatur), negara berfungsi sebagai entrepreneur
(pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui state
owned corporations (BUMN) dan negara berfungsi sebagai empire
(pengawas, wasit) untuk merumuskan standar yang adil mengenai
kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara.

Pada tataran yang lebih konkrit, pemahaman terhadap negara
hukum kesejahteraan diterjemahkan dalam konstitusi Negara
Indonesia lebih memperjelas bahwa Konstitusi Negara Indonesia
menganut pemahaman negara hukum kesejahteraan. Namun konsepsi
negara hukum kesejahteraan dalam konstitusi Negara Indonesia UUD

1945 bukan merupakan konsep yang dipengaruhi oleh konsepsi

% Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung
Agung, Jakarta, 2002, him. 267.

100 \n/. Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed in A Mixed Economy, Sevens
and Sons, London, 1971, him. 3.
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hukum rechtsstaat maupun konsepsi hukum rule of law sebagaimana
ungkapan Muhammad Yamin;'*

“... kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara
negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan
kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya”.

Selanjutnya;

“Dengan penuh keyakinan, bahwa negara itu berhubungan
rapi hidupnya dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan
kemakmuran Indonesia, seperti setangkai bunga rapi dengan
dahan dan daun, darah dan daging dalam badan-tubuh yang
berjiwa dan bernyawa sehat, maka kewajiban kita yang
pertama kali menyusuli dasar hidup kita ke dalam pangkuan
haribaan kita sendiri, sebelumnya kita membicarakan bentuk,
cara memerintah, dan susunan pemerintahan nanti”'%

Apa yang dimaksudkan di atas ialah upaya mengungkap jiwa
yang terdalam dari bangsa dengan tujuan menangkap pendataan-
pendataan gagasan yang terkait berhubungan dengan idiologi bangsa,
sehingga dapat membentuk fundamen negara nasional.

Konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam lima
butir asas pokok Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan landasan kefilsafatan bangsa Indonesia dan
tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945
adalah “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan Kketertiban dunia yang

101 NMuhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, Jajasan
Prapanjta, Djakarta, 1959, him. 91, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum
Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006, him. 163.

21pid.
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berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial ..”. Hal ini
menunjukkan bahwa tatanan politik yang dikehendaki untuk mewujudkan
Negara Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945
adalah Negara Pancasila sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa; “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ini
artinya bahwa Negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtsstaat). Hal ini menggambarkan bahwa tatanan politik
yang dikehendaki adalah tatanan yang dijiwai dan yang mengacu
pada asas kepastian hukum yang mengimplikasikan asas legalitas dan
asas-asas yang menjamin keutuhan tatanan hukum, asas persamaan
yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi, dan asas
pemerintah (pengembang kekuasaan politik) berfungsi mengabdi
kepada rakyat, serta asas kewenangan kehakiman yang bebas yang
meliputi pula asas peradilan yang imparsial-objektif. Dengan
demikian, maka semua tindakan pemerintah harus selalu terbuka bagi
pengkajian rasional dan harus dapat dilegitimasi dari sudut asas-asas
tersebut.'®

Cita negara hukum Pancasila, menunjukkan bahwa; Negara
Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan
kekuasaan dan aktivitas yang terkait dengan kepentingan umum harus

didasari atas landasan hukum, dan dalam kerangka batasan yang

193 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
2000, him. 47-48.
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dikehendaki oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan
publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan
berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“rule by law” dan “rule of
law”). Kemudian, Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang
dalam keseluruhan kegiatan dan aktivitas kenegaraan selalu terbuka
bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan
kewenangan dan  penggunaan  kekuasaan  publik  harus
dipertanggungjawabkan rakyat dan selalu terbuka bagi pengkajian
rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum
yang Dberlaku. Selain itu badan kehakiman menjalankan
kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lainnya
tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat
mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan.
Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Lembaga Perwakilan
Rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-
tindakannya.'®

Selanjutnya negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat
yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan ikhtiar,
dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku,
mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat dengan
selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dalam konsepsi negara Pancasila ini, maka negara
dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat

pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas

1% pid., him. 48.
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efisiensi, asas rasionalitas kewajaran, asas rasionalitas berkaidah, asas
rasionalitas nilai ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata.
Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Pancasila yang dicita-citakan
adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan yang
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan (keadilan
sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada ciri dan konsep dasar hukum kesejahteraan
yang mencirikan bentuk hukum modern sebagaimana dijelaskan di
atas, apabila dikontekskan pada dasar dan ketentuan pokok dalam
Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya Undang-Undang
Dasar 1945 telah mencirikan suatu bentuk konstitusi modern yang
menunjukkan bentuk atau model dari konsep hukum kesejahteraan.
Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis

(democraticsche rechtsstaat),™®

yang memiliki ciri-ciri adanya
pemisahan dan batasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi
manusia, adanya sistem peradilan yang bebas, serta adanya jaminan
keadilan terhadap semua orang.

Terkait dengan masalah perpajakan, Undang-Undang Dasar
1945 di samping sebagai konstitusi politik, juga dapat disebut sebagai

konstitusi ekonomi yang merupakan komitmen dari negara untuk

mengatur dan mengurus segala potensi pajak yang dimiliki bagi

195 Jimly Asshiddigie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar 1945 (Makalah disampaikan pada seminar Nasional VIII “Penegakan
Hukum dalam era Pembangunan Berkelanjutan” oleh badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman dan Hak asasi manusia RI), Denpasar, 14-18 Juli 2003, him. 1.
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kesejahteraan rakyat. Hal inilah mencirikan suatu negara dengan
menganut paham negara Kkesejahteraan. Sunaryati Hartono
menyebutkannya dengan negara hukum dalam arti yang materiil,
yaitu negara hukum yang dapat membawa keadilan bagi seluruh

rakyat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.'®

Pokok-pokokadministrasi publik terkait: ™’

1. Tantangan-tantangan  administrasi negara dan bagaimana
menyesuaikan diri,

2. Sistem administrasi dan organisasi efektif,

3. Administrasi negara terkait dengan usaha memperkuat hubungan
dengan badan legisllatif, badan-badan yang diangkat dan dipilih
oleh rakyat,

4. Bagaimana menyusun kebijakan dan program sukses,

5. Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif,

6. Manajemen sumber daya manusia,

7. Bagaimana operasi pelayanan publik yang baik,

8. Bagaimana praktek administrasi publikyang profesional dan etis
(beretika).

a) Konsepsi Keadilan dalam Pengenaan Pajak
a) Konsep Keadilan Sebagai Tujuan Hukum.
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam

konstitusi kita yaitu pasal 1 ayat (3) UUD 45.'° Hukum sendiri memiliki

196 Synaryati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu?, Alumni, Bandung, 1976, him. 103.
1973ames L. Perry, Handbook Of Public administration, editor 1989, him. 48.
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beberapa tujuan sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch yaitu bahwa
Hukum bertumpu pada 3 (tiga) tujuan pertama keadilan (gerechtigkeit),
kedua kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan ketiga kepastian hukum
(rechtssicherheit).!®® Ketiganya merupakan tujuan akhir yang hendak
dicapai oleh hukum secara bersamaan.**

Namun dalam praktik sering terlihat adanya pertentangan antara
satu tujuan dengan tujuan lainnya. Menyikapi hal yang demikian,
Radbruchmengemukakan bahwa sebagai salah satu tujuan hukum, posisi
keadilan sangat dominan jika dibandingkan dengan tujuan hukum lainnya.
Dominasi asas keadilan dibanding asas lainnya ini dikemukakannya dalam
asas prioritas baku yang dijadikan prioritas nomor satu selalu keadilan,
kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.***

Terlepas dari kritik yang disampaikan terhadap asas prioritas baku
yang dikemukakan oleh Radbruch di atas, setidaknya perlu kita garis
bawahi bahwa asas atau prinsip keadilan merupakan elemen yang sangat
urgent sebagai dasar bagi dan tujuan dari hukum.

Keberadaanpajakterutamaberlangsung sejaklahirnya
pemerintahancivil,dan dapatdikatakanbahwapajakmerupakanharga

yangharusdibayarolehkehidupanmasyarakatcivilyangdemokratis,bebasdant

erorganisir.Pajaktidakhanyamengandungartiberpindahnyadanamasyarakatk

198 Undang-Undang Dasar 1945

199 satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia
dan Hukum, Jakarta, Kompas, him.80-81.

1OAchmad Ali,Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofisdan Sosiologis), Jakarta, PT.
Toko Gunung Agung Tbk. 2002, him. 84.

111 Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 1993, him. 84.
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epemerintahuntukmenyediakan barangpublikdan melaksanakan pelayanan
publik yang diinginkan masyarakat, namun pajakjugadimaksudkan
sebagairefleksinilaisosial-budayadan merealisasikan
prioritaspermintaanmasyarakatdalampelayananpublik dalam
rangkamencapaikemakmuran masyarakat(socialandeconomic
welfare).Sistemperpajakan harusdimaknaisebagaibagiandarimodel
sosialekonomi,yangmerepresentasikan masyarakatsosial,politikdan
kebutuhanekonomimasyarakatpada  periodetertentu,yangberarti  bahwa
perubahan  cita-citabernegarasuatumasyarakat  bangsaakanmemberikan
implikasi ~ terhadap  perubahan sistem perpajakan. Karakteristik
systemperpajakan yang harus  mengikuti sistem pemerintahan dan
tujuanbernegaratersebut,menjelaskanbahwakenapapadadasarnya
systemperpajakanantarnegaraberbeda,dankenapasistemperpajakanselaluber
ubah dariwaktukewaktu.Salahsatuaspekdarisuatusistem perpajakan
adalahkeadilandibidangperpajakan. Tidakadasistem perpajakan
yangsempurna diberbagaiNegaratermasukNegara-negara
OECD(OrganizationofEconomicCooperationandDevelopment),tetapiidealn
yasistemperpajakanyangmodernseharusnyamemenuhiprinsip-
prinsipsistemperpajakanyangbaikterutamasistem perpajakan
seharusnyameminimalkandampaknegatifterhadapkehidupanmasyarakat
dalamberbagaiaspeksosialekonomi,politikdankeadilan.
Konsepkesetaraandan keadilandibidangperpajakanmerupakan

uratnadisistem perpajakanyangbaik.Pemimpin politikmemberi penghargaan
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kepadacita-citadihampirsetiapbidang pembuatan undang-
undangdanperaturanperpajakan.Warganegara, apalagi,amatpeka
terhadapargumententangkeadilan dihampirsetiapdebatkebijakan

perpajakan. Namun,semuakontroversiyangbersifatpopulistersebut, keadilan
pajak kurang dipahami dan sering kali penerapannya
tidaksejalandengansistemperpajakanyangbaik.Konsepkeadilan dibidang
perpajakan inisekurang-kurangnyaterdiridaritigadimensiyangberbeda

yaitu:keadilanhorizontal,vertikal,dankeadilan individu.Penerapan di

antarakomponen-komponen inimempersulitupayauntukmencari
kebijakanpajakyangbaik,mendorong debatpolitikyanglebihbanyak
menyitaretorikakeadilan dibidangperpajakan tanpamenyentuh

substansinya.Argumenyangpalinggencartentangkeadilandibidangperpajaka
nadalahpadahubunganyangtidaksimetrisantarakeadilanvertikalyangpalingse
ringdiwujudkanpadapenerapanpajakprogresif dan
strukturpengeluarandantuntutankeadilanindividu,dimanaindividu bebas
melakukan transaksi yang mereka pilih sendiri. Sementara dukungan
untukbeberapaaplikasikeadilanvertikaltampak jelas,dalam
penentuantingkatprogesivitas yang tepat,dalamhaliniaspekprogresif
dalamperpajakantelahterbuktisulituntukditerapkan.
Berbagaiupayasecarateknis

untukmengimplementasikanketigakomponen keadilan di bidang perpajakan
tersebut, sulit

untukdilaksanakansecarasimultan.Progresivitasdalampengenaanpajaktetap
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menjadibatuujiandalamperdebatan
kebijakanperpajakan.Untukitubanyakahlimenyarankan
bahwaketikakeadilandibidangperpajakan
tidakdapatditerapkan,makamelaluikebijakan fiskalsecarautuhkoreksi
ataskelemahansistemperpajakan sebaiknyadapatdilakukanterutama
melaluikebijakanbelanjaNegaradandaerah.Selainitu,kebijakan pajak
yangadilsemakindirancukan denganpemikirankonvensional tentang pajak
yang sesuai dengan dasar pengenaan  pajak  berdasarkan
penghasilan,konsumsi,kekayaanataudasarpengenaanpajakyanglain.Suatubas
ispajaktertentuseringkalimemilikiprinsip-prinsipdanukurankeadilan
dankesetaraan yangunik,berbeda denganprinsip-prinsip
keadilandankesetaraansistem perpajakansecaraumum.Kontroversidan
kompleksitasmasalahkeadilandibidangperpajakan ini,memunculkan banyak
teori yang memperkuat argumentasi masing-masing.Banyak ekonom,
khususnya, sering beranggapan bahwa keadilan lebih merupakan masalah
estetika dari pada analisis. Salah satu argumen tentangkeadilandi
bidangperpajakanadalahsudutpandangefisiensiekonomi.

b) Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam
pemungutan pajak di samping anasir hukum itu sendiri. Sebagai dasar
berpijak, sudah seharusnya asas (keadilan) tersebut dipegang teguh agar

tercapai sistem perpajakan yang baik. Akan tetapi prinsip keadilan adalah
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sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif. Meskipun demikian di dalam
Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut:'*?

“Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata.
Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan

kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan
manfaat yang diterimanya dari negara”.

Adolf Wagnermengemukakan bahwa asas keadilan adalah dalam
kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus
dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).**Tidak
hanya mensyaratkan adanya pemerataan dan persamaan perlakukan,
keadilan dalam pemungutan pajak dalam paham yang modern menurut
Mar’ie Muhammad, juga berarti bahwa petugas pajak tidak boleh berlaku
sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan
sebagian penghasilannya kepada Pemerintah.**

Akomodasi prinsip keadilan di dalam pembentukan undang-undang
secara umum bukanlah monopoli ketentuan Hukum Pajak belaka, lebih dari
itu, prinsip tersebut juga harus melandasi setiap perumusan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, prinsip keadilan
tercermin pada asas perlakuan yang sama dalam hukum (het
rechtgelijkheidbrginsel) yang merupakan salah satu dari lima asas material
yang wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana

dikemukakan oleh Van der Vlies. I.C van der Vliesdi mengatakan asas-asas

12Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, Perpajakan, Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, him.119.

13 http:/fid.wikipedia.org diakses tanggal 1 Desember 2014

14 Harian Bisnis Indonesia, tanggal 17 Oktober 2005.
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pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua,

yaitu asas formal dan asas materil.">Asas formal mencakup:

a. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duetlijke doelstelling);

b. Asas organ / lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ);

c. Asas perlu pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);

d. Asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoorbaarheid);

e. Asas konsensus (het beginsel van consensus).
Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berkut:

a. Asas terminologi dan sistimatika yang benar (het beginsel van
duitdelijke terminologie en duitdelijke systematiek),

b. Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechsgelijkheids
beginsel);

d. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);

e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het
beginsel van de individuale rechtsbedeling).

Di samping pada saat penyusunan regulasinya, akomodasi asas atau
prinsip keadilan juga dinilai penting pada saat pemungutan pajak itu

sendiri. Menurut Santoso Brotodihardjo:*'®

Widodo Ekatjahjana, Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945,
Bandung, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2007, him. 114-115.

18y sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak ,Edisi Revisi, Yogyakarta, Penerbit Andi,
2007, him. 40.
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“...hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya
keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di
dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiscus dan wajib pajak .

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wiratni Ahmadi,
menurutnya:*’
“agar dapat terpenuhi asas keadilan, maka hukum pajak menempuh suatu
pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata.
Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan kewajiban yang sama
dalam hukum pajak”.

Dalam bahasa yang sedikit berbeda, Miyasto mengemukakan

bahwa:**®

“...hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai
golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Mengenai hal ini ada
dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban
pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar
dari wajib pajak (ability to pay), dan prinsip benefit (benefit principle) ”.
Bahwa dalam pendapat yang sama, Ibnu Khaldun telah menekankan
prinsip-prinsip perpajakan dalam bukunya berjudul “mugaddimah” yaitu
meliputi prinsip kesamarataan dan kenetralan dan juga menekankan pada
prinsip-prinsip kemudahan dan produktivitas yang tidak menindas, hal ini
didasari fakta bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah
meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk

menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih

besar (setelah pajak), sehingga membuat rakyat memiliki dorongan untuk

17 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa
Pajak (Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Bandung, PT. Refika
Aditama,2006,hIm.10.

“8\iyasto, Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan
Guru Besar, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro,1997, him. 9.
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lebih aktif berbisnis.***Dari apa yang dikemukakan sebelumnya dapat
dipahami bahwasanya parameter prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
terlihat pada adanya pemerataan dan perlakuan yang sama serta adanya
perlindungan terhadap warga negara terhadap tindakan semena-mena
penguasa dalam pemungutan pajak tersebut itu sendiri.

Menurut Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti
mengatakan,akomodasi asas atau prinsip keadilan dalam pemungutan pajak
terlihat pada saat dimulainya penyusunan undang-undang pajak. Sebagai
pedoman untuk menentukan terpenuhinya prinsip keadilan dalam
perundang-undangan menurut Adam Smith harus dipenuhi 4 (empat) syarat
berikut:'?°
1. equality and equity;

2. certainty;
3. convienience of collection; dan
4. economics of collections.

Pendapat diatas diambil dari parapenelitidibidangperpajakan
telahmenaruhperhatian besarpadapemikiranklasiktentangkeadilan dibidang
perpajakan  antaralaindipengaruhiolehpemikiranAdamSmithdiabadke-18
danRichardMusgravediabad20.AdamSmithdalambukunyaAninquiryintoTh
eNatureand Causes ofTheWealthofNations(1776)antaralainmenyatakan

suatusistem perpajakanyangbaikharusmemenuhikriteriayang

19 yydha Bhakti, Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Pancasila Sebagai
Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia, Fikahati aneska bekerjasama dengan
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, him. 103.

120 Rochman Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi
Revisi, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, him. 14.
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dikenalsebagaiCanons of  Taxation,yangterdiri  dari  empatkriteria

yangdikenalsebagaiFour Criteriafora"goodtax"yaitu:**

a. Equality — equal treatment of similarly situated taxpayers.

Horizontalequity:allpurchasersofthesameequitypaythesame
taxverticalequity:unequallysituatedtaxpayers beingtaxedon
theirabilitytopayasperprogressivetaxationphilosophies. For mining
industry —naturalconflicts.Mininggoalisthe maximizationofresource
utilization; Taxingauthoritygoal isthe maximization
ofsocialeconomicbenefitstotheindividualstate
oftaxingpower.ltismostimportantcanonoftaxationwhichembodies
theprincipleof equity or justice. It provides the conceptoftheequalityof
sacrifice.The amountofthetaxpaidis tobeinportion totherespective
abilities ofthetaxpayers.Itis not very unreasonablethat the rich should

contributeto the publicexpensenotonlyinproportion
totheirrevenuebutsome
thingmorethanthatproportion.Canonofequality orability:

Canonofequality,orabilityisconsideredtobeaveryimportant canon of
taxation. By equality we do not mean that people shouldpayequal
amountbyway oftaxestothegovernment.By equality ismeantequality
ofsacrifice, thatispeopleshouldpay taxesinproportion totheirincomes.
Thisprinciplepointsto progressive taxation. It states that the rate or
percentageof taxation should increase with the increase in income
and decreasewiththe decreaseinincome.Inthe wordsof"The subject of
everystateoughttocontributetowards thesupport of thegovernment
asearlyaspossibleinproportion totheir respectiveabilitiesthat
isinproportiontotherevenuewhichthey
respectivelyenjoyundertheprotectionoftheState™.

E. Convenient— a taxthatcanbe readilyand easilyassessed, collected,and

administered.

Canonof convenience:By this canon,means thatthetaxshould
beleviedatthetime andthe
mannerwhichismostconvenientforthecontributortopayit.

Forinstance,ifthetaxonagricultural landiscollectedin
installmentsafterthecrop is harvested,itwillbeveryconvenient
fortheagriculturiststopayit.Similarly,propertytax,housetax, income
tax,etc.,etc.,should berealizedatatimewhen the taxpayer isexpected
toreceiveincome. Themanner ofpayment of tax should also be
convenient. If the tax is payable by

21 adam Smith,AnInquiryIntoTheNatureand Causes
ofTheWealthofNations.:JMDentandSons, London,1977.


http://www.blurtit.com/q995055.html
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cheques,thecontributorwillbesavedfrommuchinconvenience.
IntheWordsof"Everytaxoughttobeleviedatthetimeorin
themannerinwhichitismostlikelytobeconvenient forthe
contributortopayit”.

Certainty— the consistency&stability in the predictionof taxpayers'

billsandtheamountofrevenuecollectedover time.

Canon ofCertainly: Thetaxpaidbyeachindividualshould
becertainbutnotarbitrary.Thetimeofpayment,themannerofpayment,the
quantity topay,shouldalltobeclearandplainto

thecontributor.Canonofcertainty: ~ TheCanonofcertainty  implies
thatthereshouldbecertaintywithregardtotheamount

whichtaxpayeriscalledupontopay duringthefinancialyear. If
thetaxpayerisdefinite  andcertain  about theamount ofthetax
anditstimeofpayment, hecanadjusthisincome tohis

expenditure. Thestatealsobenefitsfromthisprinciple,because
itwillbeabletoknowroughlyinadvancethetotalamount which itisgoing
toobtain andthetimewhenitwillbeatits
disposal.Ifthereisanelementofarbitrarinessinatax,itwill then
encourage misuse of power and corruption in this connection
remarks:"Thetaxwhicheachindividualisboundto pay oughttobecertain
andnotarbitrary. Thetimeofpayment, themannerofpayment,thequantity
tobepaidalloughttobe
clearandplaintothecontributorandtoeveryotherperson™.

Economy-complianceandadministrationofataxshouldbe minimal
intermsofcost.
Canon ofEconomy:Thecanon of

economyimpliesthattheexpensesofcollectionoftaxesshouldnotbeexcessiv
e. Theyshouldbekeptaslittle aspossible, consistentwithadministration

efficiency.lfthegovernment appoints highlysalaried,
staffandabsorbsmajorportion ofthe
yield,thetaxwillbeconsidereduneconomical. Taxwillalsoto
regardedasuneconomical ifitchecksthegrowthofcapitalor

causesittoemigratetoothercountries, Inthewordsof"Every
taxistobesocontrived  asbothtotakeoutandkeepout  ofthe  pockets
ofthepeopleaslittleaspossible overandabovewnhatit
bringsintothepublictreasuryofthe state".

Beberapa prinsipsistem perpajakanyangbaikyang dikemukakan
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paraahliyanglainselainCanonsofTaxation ~Adam Smith, antara lain

Musgrave (1959), Samuelson and Nordhaus (2005),Stiglitz

(2000)secaragarisbesarnya dapatdikemukakan berikutini:

1) Canonofproductivity:
Thecanonof productivityindicatesthat
ataxwhenleviedshouldproducesufficient revenue tothe
government.Ifafewtaxesimposedyieldasufficientfundfor
thestate,thentheyshouldbepreferredoveralargenumberofsmalltaxeswhi
chproducelessrevenueandareexpensivein collection.

2) Canon of elasticity:
Canon of elasticity states that the tax systemshouldbefairly
elasticsothatifatanytimethe governmentis in need of more funds, it
should increaseits financial resourceswithoutincurring anyadditional
costof  collection.  Incometax,railwayfares,postalrates,etc.,arevery

goodexamplesofelastictax. Thegovernment ~ byraisingthese  ratesa
little,caneasilymeetitsrisingdemandforrevenue.

3) Canonofsimplicity:
Canonofsimplicityimpliesthatthetax system
shouldbefairlysimple,plainandintelligible tothetax payer.
Ifitiscomplicatedanddifficulttounderstand,thenitwilt
leadtooppressionandcorruption.

4) Canonofdiversity:
Canonofdiversitysaysthatthesystemof ~ taxation  should include
alargenumber oftaxeswhish are economical.The
governmentshouldcollectrevenue fromits
citizensbylevyingdirectandindirecttaxes.Varietyintaxation

indesirablefromthepointof viewofequity,yieldandstability.
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Darikutipantersebutdiatas,menurutAdam Smith  pengenaanpajak
harus memenuhiprinsip-prinsipyang baik yang
122

disebutdenganthefourcanonsoftaxation,yaitu:

a. Prinsip keadilan (equality), artinya bahwa beban pajak harus

sesuaidengankemampuan relatifdarisetiapwajibpajak. Perbedaan
dalamtingkatpenghasilan harusdigunakansebagai dasar
dalamdistribusibebanpajakitusehinggabukan beban

pajakdalamartiuang,tetapibebanriildalamartikepuasanyang hilang.

b. Prinsipkepastian(certainty),pajakhendaknyategas,jelas,dan
menjaminkepastianbagisetiapwajibpajak sehinggamudah dimengerti
olehwajibpajakdanjugaakanmemudahkan administrasipemerintahsendiri.

c. Prinsipkecocokan(convenience),pajakjangansampaiterlalu
menekanwajibpajak  sehinggawajibpajakakandengan  senang  hati
melakukanpembayaranpajakkepadapemerintah.

d. Prinsip efisiensi  (efficiency), pajak hendaknya menimbulkan
kerugianyangminimaldalam artijangansampaibiaya
pemungutannyalebihbesar darijumlahpenerimaanpajaknya
danpajakhendaknyamampumenghilangkan distorsiterhadap tingkahlaku
wajibpajak(prinsipnetralitas).

BerbedadenganSmith,Stiglitz (2000)berpendapatbahwa

sistemperpajakanyangbaikmemilikiciri-cirisebagaiberikut.*?®

122 )ames,Simon,and ChirstopherNobes, The Economicsof
Taxation,FourthEdition,PrenticeHall,NewY ork,London,etc,1992, p.13.
123)0seph

Stiglitz,E.,EconomicofPublicSector, Thirdedition,W.W.Norton&Company,NewY ork. 2000.
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Efisiensi ekonomi (economic efficiency) : sistem perpajakan
sedapatmungkintidakmempengaruhi alokasisumberdaya
ekonomiyangefisien
Kesederhanaan dalam pengadministrasian (administrative simplicity):
sistem perpajakan harus mudah, sederhana dan
relatifmurahdalampengadministrasiannya
Fleksibilitas(flexibility):sistemperpajakanharussedemikian fleksibel
untuk menyesuaikandengan kondisi ekonomi suatu negara

. Diterima secara politis (political responsibility):sistem

perpajakanharusdirancangsedemikianrupa
sehinggaterdapatkepastiantentangseberapabesarmasing-
masingjenispajakyang harusditanggung
olehseseorangyangmerefleksikankeinginan masing-
masingindividudalam masyarakat
Kejujuran  (Fairness):sistem  perpajakan  harus  mencerminkan
keadilanterhadapmasing-masingindividudalammasyarakat.
Prinsipperpajakanyangbaik menurutBreak(1957)harus

124

AspekTeori

1) Keadilan (equality), mencakup keadilan horizontal dan
keadilanvertikal.
2) Efisiensi(efficiency),meliputiefisiensifiskaldanefisiensi ekonomi.

Praktikal

124 1hid.
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1) Netralitas(neutrality)
2) Kesederhanaan(simplicity)

3) Kepastian(certainty)

4) Likuiditas(liquidity

Prinsip  keadilan  sebagaimana dikemukakan baik oleh

Smith,Stiglitz,maupunBreak,tersebutdiatas,padadasarnyadapat dilihat
dariempat aspek.Pertama,kejujuran(fairness)yang dikenal
sebagaiprinsipkemampuanmembayar (abilitytopay)yangpertama

kalidiperkenalkan ~ olehAdamSmithlebihdari200tahunyanglalu.  Dalam
halini Smithberpendapat bahwapadadasarnyapajak
dikenakantidakatasdasarkriteriapenerimaan maslahat(thebenefit received
criterion),  tetapi  lebih  kepada  kemampuan membayar
(abilitytopay).Secarasederhanasuatusistem perpajakanyangadil
dalampelaksanaannyaseharusnyatidakmemerlukanbiayadanwaktu

yangberlebihandantidakmengganggu tujuanmasyarakatuntuk

mencapaipenggunaan sumberekonomiyangoptimal.*®

Ada3ukuran yangbiasanyadipergunakanuntukmengukurkemampuan
seseorang membayar pajak,yaitu:penghasilan, konsumsidankekayaan.
Ketiga-  tiganyamerupakanukurankemakmuran seseorang,tetapipada
umumnyaukuranyangdipakaiadalahpenghasilan sehinggaprinsip
kemampuanmembayar pajak pada akhirnya diukur dengan suatu
konseppengorbanansebagaifungsidaripenghasilanseseorangyangdipergunak

an untukmembayarpajak.llustrasidibawahini memberikan

125 http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/
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gambarantentangtidakadanyakesepakatan ~ secarautuh  tentang  basis
pengenaan pajak yang paling baik yang dikaitkan dengan
prinsipkemampuan membayar. Dalamprinsipkemampuan
membayar,seseorangyangmempunyaikemampuan lebihharus membayar
pajaklebihbesardariyanglainnya.Misalnyaduaorang masing-
masingbernamaSugiantodanSugiarto,keduanyamemiliki kemampuan

yangidentik,latarbelakang  pendidikanyangsamadan potensipenghasilan

yangsama.Sugiantomemilih untukmenjadi konsultan
ekonomidansetiapminggunyabekerjaselama42jam, sedangkan
Sugiartomemilihmenjadidosenyangdalamsatu minggunya
bekerjaselama30jamdansisawaktunya dipergunakan

untukolahragadanmenyalurkanhobilainnya, keduanya menyenangi masing-
masing pekerjaannya.SudahbarangtentuSugiantoakan memperoleh
penghasilan yang lebih besar daripada Sugiarto. Berdasarkan
prinsipkemampuan membayar,masihperlu
dipertanyakanapakahukuranpenghasilanriilataupotensipenghasilanyang
menjadidasarpengenaanpajak.Dalam
praktektentunyatidakmungkinmengenakan pajakpenghasilanatas
dasarpotensipenghasilanseseorang.

Penghasilan yangditerimaseseorangsecaraluasmenjadiukuran
untukmenentukandasarpengenaanpajak, yang dikenalsebagali
pajakpenghasilan. Banyakahliekonomi jugaberpendapat bahwa konsumsi

merupakan pilihan yang lebih baik sebagai dasar pengenaan
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pajak,yangdikenaldengan cukai,pajakpenjualan,atau  PajakPertambahan
Nilai.Dilihatdarisegikeadilanhorizontal,jenis pajak atas konsumsi dianggap
cukup adil jika indeks keadilan tersebutdinyatakan
darisegikonsumsi.Demikian puladilihatdari segi keadilan vertikal, pajak
atas konsumsi akan bersifat proporsional
terhadapkonsumsi.Akanterlihattidakadiljika indeksnya dinyatakan dari segi
penghasilan. Pengenaan pajak
tersebutakanbersifatregresifterhadappenghasilankarenakonsumsisebagaiper
sentasepenghasilanakanmenurunjikaskalapenghasilan
mengalamikenaikan.'?®

Kedua, prinsip keadilan di bidang perpajakan dikenal
dengankeadilanhorizontaldankeadilanvertikal.Keadilanhorizontal

mengandung  artibahwamerekayangmempunyaikemampuanyang sama

harus membayar pajak dengan jumlah yang sama (equals
treatedequals),sedangkankeadilanvertikalmengandung artibahwa
merekayangmempunyaikemampuan lebihbesarharusmembayar

pajakyanglebihbesarpula.Penerapan  keduakaidahtersebut  memerlukan
ukurankuantitatifmengenaikemampuanmembayar.

Idealnya,ukuraninidisesuaikandengantingkatkesejahteraan secara
menyeluruh  yangdapatdiperoleh  seseorangyangmeliputi  penghasilan,
konsumsi, tabungan, pemilikankekayaan,waktuyang

luanguntukrekreasi,dankenikmatanlainnya.Sayangnya, ukuran yang

12%6gygianto. Hukum Pajak (Penerimaan, Kebijakan Perpajakan dan Instrumen
Pengamanan dalam Rangka Perdagangan Bebas). Jakarta : Salemba Empat, 2008, him.51.
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bersifat komprehensif ini tidak mudah untuk diperoleh,
sehinggakeadilandalam pengenaan pajakmenurutkaidahinijuga
mengandungbeberapakelemahan.

Ketiga, beban pajak(tax incidence),ialah keadilan yang dikaitkan
denganbukanhanyapadatitik-titikmanapajaktersebut harusdibebankan,
tetapisiapasebenarnyayangpadaakhirnya menanggung
bebanpajaktersebut.Keempat,keadilanatasdasar manfaat yang diterima
olen wajib pajak (the benefit-received criterion)adalahprinsippengenaan
pajakberdasarkan atasmanfaat yangditerimaolehwajibpajakataspelayanan
barangpublikyang disediakan oleh pemerintah. Namun, setiap orang
mempunyai pilihanutamaataupreferensi terhadap barang
publikyangberbeda-
bedasehinggaformulapengenaanpajakberdasarkanprinsipiniakan
tergantungpadaelastisitaspendapatandan hargaterhadappermintaan
barangpublik. Menurutprinsipini,bebanakhirsuatupajakdapat
dilihatdarikeseimbangan anggaranpemerintahuntukmenyediakan barang-
barangpublik. Karena setiap orang mempunyai preferensi yangberbeda-
beda,makaorangyangberkepentingan dengan penyediaan
suatubarangpublikakanbersediamembayarsejumlah
tertentusesuaidenganskalapermintaannya, sehinggatercapaisuatu

efisiensidalampenyediaanbarangpublikdanbelanjapemerintah.*?’

Keseimbangan  anggarandanpreferensimasyarakatterhadapbarang

27 pid.
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publik inidikenaldenganmodelpertukaran suka-rela(voluntary exchange
model).Namun,banyakpulapenyediaan pelayanan pemerintahseperti
pertahanan,keamanan,dan pelestarianlingkungan
hidup,sertamodelpertukaran ~ suka-rela  tidakdapatdigunakan  untuk
menetapkanbesarnyapajak yang harus  dibayar  oleh wajib pajak
karenatidakadaseorangpun yangsecarasuka-rela bersedia untuk
menanggungpenyediaanbarangpublikjenisini.

Selanjutnya, prinsipkepastiandanlikuiditasmengandung
artibahwapengenaanpajakharustegas,jelas,dan memilikiunsur
kepastiankhususnya atas objek, subjek, dan jumlah pajak yang
terutangyangharusditanggung olehwajibpajaksehinggamudah dimengerti
olen  wajib pajak dan  juga akan  memudahkan
administrasipemerintah sendiri. Prinsipkepastiandalampelaksanaan
pengenaan pajaksecaraimplisitharusmelindungiwajibpajakuntuk dibebani
pajakmelebihiyangseharusnya dibayar. Prinsipkepastian dankesederhanaan
seringkalimengabaikan prinsipkeadilandan efisiensi.
Dengankatalain,suatuperaturanperundanganperpajakankadang-kadanglebih
mengutamakankepastiandan kesederhanaan untuk menghindari
kecanggihandankompleksitas perhitunganyang
padaakhirnyamenimbulkanketidakpastian. Pertimbanganlikuiditas
munculpadasaatkewajiban perpajakan harusdipenuhidengan pembayaran

pajakyangterutangdalambentukuangdaripadadalam bentuknatura.

Prinsip  kecocokan  mengandung arti  bahwa dalam
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pengenaanpajakharusmemperhatikan ~ saatyangtepatkapan kewajiban
perpajakan tersebutharusditunaikan olehwajibpajak sedemikian
rupasehinggawajibpajakdengansukarelaakan
memenuhikewajibanperpajakannya kepadapemerintah. Untukitu,
setiappajakharusdipungut ~ padawaktu = dandengan  carayangpaling
menyenangkan bagiwajibpajak.Misalnyapemungutan PBBdi
daerahpertanian,seyogyanyadilaksanakan setelahparawajibpajak
menjualhasilpertaniannya.'?®

Prinsip efisiensimengandung artibahwapengenaan pajak
harusbenar-benarmemperhatikan  biayapemungutanyangsekecil-kecilnya
jika dibandingkandengan penerimaanyang berasal daripemungutan pajak
tersebut, dampak distorsi terhadap keputusan  wajibpajakdalam
produksi,konsumsi sertamekanismehargaharus dapatdiminimalkan.
MenurutJamesdanNobes(1992:33-34),dan OntarioFairTaxCommission
(1993),biayapemungutan yangrelatif kecil,padaumumnya
berkaitandenganbiayaadministrasi pemungutan
pajakdanbiayawajibpajakuntukmelaksanakan kewajiban perpajakannya
harusmurahdansesederhanamungkin(on
thegroundsofefficiencyonadministrative costsandcompliance
cost).Prinsipefisiensiyangdikaitkan dengandampakdistorsiyang
minimal,ataupengenaan pajaksedapatmungkinnetralterhadap

mekanismeharga,keputusanwajibpajakdalammemproduksi dan

128

SyofrinSyofyan dan Asyhar Hidayat. Hukum Pajak dan Permasalahannya. Bandung : PT.
Refika Aditama, 2004, him. 32.
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konsumsi.Hampirsemuaahliberpendapat bahwasangatsulituntuk
mendapatkanjenispajak yang sama sekali tidakmemberikandampak
negatifterhadapalokasisumberdayaekonomi.

Pengenaan suatupajakyangbersifat lump-sumterhadap
setiaporangyangdikenalsebagai poll-tax,barangkali tidak
memberikandistorsiyangberartikarenapajakinitidakmembedakantingkahlak
uekonomi dariwajibpajaksehinggatidakmenimbulkan
ketidakefisienanatauexcessburdenyangberarti.Kenetralan pengenaan poll-
tax  terhadap alokasi sumber dayaekonomidapatberlangsung
sepanjangwajibpajaktidak mengubahkeputusannyauntukmemperkecil
jumlahkeluarganya misalnyamelaluikeluargaberencanasehingga
pengenaanpoll-tax punmasihmungkinmemberikan dampakdistorsi.

Pemerintah kerajaan Inggeris pada tahun 1990 memberlakukan poll-tax

ini, tetapinegaratersebutkurangmemperhatikan aspeklainnyadari
prinsipperpajakanyangbaik,yaitu keadilan.Poll-taxdikenalsebagai
suatujenispajakyangtidakadildanmemberatkan keluarga
berpenghasilanrendah.Kisahpoll-taxdilnggerisini menggambarkan

secarajelas  suatu dilema penting dimasyarakatmodernmengenai
pilihanantaraefisiensidankeadilan dalammenentukan kebijakan

ekonomikhususnyadibidangperpajakan.*?®

¢) PragmatismelmplementasiKeadilanPajak

Dalamkurunwaktuakhirabad20danmenginjakabadke21, konsepsi

stiglitz, Ibid..
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keadilandi bidangperpajakansecara gradual mulai
ditinggalkan,kecenderungan pergeseraninijelassalaharah,yang
berasaldarikesalah pahaman darikontribusi pemikiranyang dimunculkan
oleh para ekonom dan otoritas pajak di berbagai Negarayangberpandangan
pragmatis.Merekaberpendapat bahwa dengan asumsi bahwa jawaban untuk
pertanyaan keadilan
lebihbernuansapolitikdanpopulisdaripadaaspekekonomiperpajakan
danprinsip-prinsip perpajakansebagaisumberkeuangan Negaradan daerah.
Para ekonom dan otoritas pajak memiliki peran penting
dalammengembangkan pemikirantentangkeadilandibidang
perpajakanyangseharusnyakonsistendenganprinsip-prinsip sistem
perpajakanyangbaik(canonofequality). Merekamungkin tidak
selaludapatmenentukanjawabanyang "benar" dalamhalkeadilan,
tetapimerekaseringmengidentifikasi pendekatankeadilandibidang
perpajakanyangsulituntukdiimplementasikankhususnyaatasdasar
argumenkesederhanaan administrasiperpajakan.

Solusiketidak adilanini,diharapkan dapatdikoreksimelaluikebijakan
belanja Negara dandaerahyanglebihkonsisten dan efisien dalam
penyelengaraanpelayanan publik.Namun,ironisnyajustrukebijakan
belanjaNegaradandaerahdalam banyakhalternyatakurang mencerminkan
keadilan.Halinidapatdilihatdarimasih besarnya kontribusi
belanjaNegaradandaerahyangdialokasikan hanyauntuk

memenuhikebutuhanaparat dan  berbagaibelanjayang  non-produktif
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lainnya. Tidakadayanglebihmendasardengankarakterdemokrasiyangsuksesd
aripada  kepercayaan  warganegaranyadalam proses peradilan
danlegislatifyangmelindungihakasasimanusiadan memberikan
keadilanyangsamaterutamadalamkaitannyadengan
bebanakhirpajak(taxincidence)berdasarkan hukumyangberlaku.** Hak-hak
asasimanusiauntukmemperoleh  perlakuanyangadildari  Negaratermasuk
perlakuanyangadildibidangperpajakanharus mendapat
perhatiansecarainklusif denganmempertimbangkan berbagai
aspeklainnyatermasukkebutuhan  keuanganNegaradan  daerah.Berbagai
deklarasi dankonvensi, sepertiDeklarasiUniversal
PBBtahun1948tentangHak AsasiManusia,menyatakanbahwa hak-
haktertentuyangberasal darikondisimanusia,termasuk preferensi
budayaharusdilindungi terutamadinegarayang
demokratisdanmenghargaikebebasanindividu.Memang,sulit untuk
mengidentifikasi tindakan pemerintahyangkurangmemberikan
perlakuankesetaraan dankeadilantermasuk dibidangperpajakan.
Statuskeadilansebagaiprinsippolitik adalahunik,tetapitidakselalu kekuatan
pendorong dancheckandbalancemampumengontrol
tindakantertentupemerintahyangmenyimpangdariprinsip-
prinsiptersebut.Prinsipkeadilan  dibidangperpajakan dalam beberapahal
seringdikalahkan olehtujuanlainseperti efisiensi,pertumbuhan
ekonomi,kesederhanaandalamadministrasiperpajakansertakarakter

institusiPemerintahdiberbagaisektoryangmasih berkecenderungan abusethe

BOpjg.
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powerdalammenjalankanfungsinya.
Keadilandibidangperpajakan dankebijakananggaran
negaradandaerahmerupakan satumatarantaiyangsalingterkait

sebagaibagiandarikebijakan  fiskal.Standarkeadilandibidang  perpajakan

dalambanyakhaltidakdapatdipenuhitanpa mengaitkannya
dengankebijakananggarannegaradandaerah.’**  Sebagaicontohpengenaan
jenis-jenis pajakyangbersifatregresif, berdampak
padabebanpajakyangberlebihan terhadapkelompok masyarakat
berpendapatan rendah, hal ini bertentangan dengan
prinsipcanonofequalitydariAdamSmith.Ketidak adilan dalam
pengenaanpajak yangregresifini seyogyanyadikoreksimelalui
kebijakanbelanjanegaradandaerahyangberpihak padakepentingan

rakyatkecil,misalnyamelaluipenggunaan danayangberasaldari pajak
khususnya pajak regresif untuk memberikan manfaat danpelayanan yang
lebih  besar pada  kelompok masyarakat  berpendapatan
rendahantaralainmelaluipembangunan lingkungan pemukiman  kumuh,
rehabilitasi Puskesmas, Sekolah Dasar,
perbaikansaluranirgasitersier,danprogram-program pengentasan
kemiskinanlainnya.Dengankatalain,kebijakan perpajakandan
belanjanegaradandaerah jugaharusselalumunculuntukmemenubhi
standarkeadilanyangholistik.

Literatur ~ keuangan  publik,  khususnya  seperti  yang

dijelaskanolehRichard ~ MusgravedanPeggyMusgrave(1959;1989), luar

B pid.
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biasa berguna dalam cara membedakan antara keadilan horizontal
danvertikal.Keadilanhorizontalmengacu padaperlakuan
yangsamadalampembebanan  pajakterhadapwajibpajakyang ~ memiliki
kondisibasispajak yangsama.Sedangkankeadilan vertikal mengacupada
perlakuan yang berbeda dalampembebananpajak terhadap wajib pajak
yang memiliki kondisi basis pajak yang berbeda.**2Jikapenghasilansebagai
satu-satunya ukurandasar pengenaanpajak seseorang, maka
penerapankeadilan horizontal menuntut
bahwaduaorangdenganpenghasilanyangsama,harusdibebani
pajakpenghasilan yangsama.Atau,keadilan vertikal didasarkan
padapremisbahwaseseorang  denganpenghasilanyang  lebihtinggi,maka
yangbersangkutanharusdibebanipajakyanglebih

tinggi. Tetapikeadilandibidangperpajakan Khususnyayangdiukur
daripenghasilan,ternyatadalamkenyataannya tidakmudahuntuk
diimplementasikan.

Keadilanhorizontalmensyaratkan bahwamerekadengan
statussamadiukurberdasarkan kemampuanekonomiatauskala
yanglainharusdiperlakukan samadalampemenuhankewajiban perpajakan.
Merekaharusmembayar besaran pajakyangsamadan menerima kuantitas
dan kualitas manfaat pelayanan publik yang
sama.Keadilanvertikal,dalamkajianini,mensyaratkan bahwa
merekayangkurangmampudibebani pajakyangrelatiflebihringan

dibandingkan denganmerekayangmemilikikemampuanyanglebih

B32pjd.
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besar.Progresivitassering  dianggapidentik dengan keadilan vertikal,
tetapibahkanberbagailiteraturekonomidankeuangan publiksecara
konsistenmenyatakanbahwatarifprogresifataspajakpenghasilansecaraumum
diterimasebagaipenerapan  kebijakan  perpajakanyang mencerminkan
keadilan.Beberapaahliteoriberpendapat bahwa
keadilanhorizontaldanvertikalmerupakan sisiyangberbedadari
matauangyang sama.Dengankata lain,kedua prinsiptersebut memegang
premisyangsama,yaitubahwamerekayangkurang mampu
harusmembayarkewajiban perpajakan lebihrendahdan
k.lSS

menikmatilebihbanyakpenyediaanbarangdanpelayananpubli

Keadilanvertikalsebagaimana  diuraikandiatas, mensyaratkan

bahwamerekadenganstatusyangberbedadiukur berdasarkan
kemampuanekonomiatauskalalainyanglainharus diperlakukan
berbedadalampemenuhankewajibanperpajakan. Merekaharusmembayar

jumlah pajakyangberbeda danmenerima kuantitas dankualitasmanfaat
pelayanan publikyangberbeda pula sesuaidengankemampuan
menbayarmereka(theprincipleofability topay). Semakintinggipenghasilan
seseorang,semakin besarfraksi penghasilantersebutyangberasal
darirenteekonomiatastingkat investasinya. Dengandefinisiini,rente ekonomi
adalahpembayaran

faktorproduksimelebihiyangdibutuhkanuntukmenempatkansatufaktordalam

penggunaan yangpalingproduktifsehinggadapat dikenakanpajak

133y, Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak ,Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, 2007,
him. 43.
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samasekalitanpamengganggu produksidari investasi yangbersangkutan.
Akibatnya, dengantidakadanyapajak khususyangdikenakan
padarenteekonomiberupapajakprogresif justrumenciptakan
ketidakadilan.Untukitu,penerapanpajak progresif yangdisesuaikan
dengantingkat penghasilan tertinggi dianggapsebagaikompensasi
renteekonomiyangdinikmatiindividu tersebut.***

Dalam ekonomipasar,investasiyanglebihbesarakan ~memberikan
keuntunganyanglebihtinggipula.Halinidisebabkan oleh
skalaekonomidanjangkauanpeningkatanpeluanginvestasi ~ tersebut.  Di
samping  kekuatan-kekuatan ekonomi, para investor dalam
banyakhalmemilikipeluangyanglebihbesaruntuk mengontrol
jumlahmodalyanglebihbesardalammasyarakat,  sering  kaliparainvestor
berpeluang yanglebihbesardalamcarayanglebih memaksimalkan
kekayaannya.Jadi,karenakeduarealitasekonomi danpolitik dalam ekonomi
pasartersebut,haltersebutmerupakan
prosesalamibagiindividudanperusahaanterkayadalammasyarakatuntukmenj
adi lebihkayasecaratidakproporsionaldariwaktuke
waktu.Untukmencegahketidakstabilan politikakibatstratifikasi
alamitersebut,semuanegarademokrasi  dan penganut sistem
ekonomipasarbebasmenerapkanpajakprogresif danprogramuntuk
meningkatkan kesempatanekonomibagikelompokmasyarakat
berpendapatan rendahmelaluikebijakanbelanjaNegaradandaerah yangpro

kelompokmasyarakat berpendapatan marginal,rendahdan miskin.

B4 bid.
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Kritikterhadapkeadilanvertikalseringbernuansa terlalu jauh.Dalam
perdebatan historismengenai keadilanvertikal,hampir
tidakadayangberbedapendapat  bahwamasyarakatyangtergolong  miskin
harus  membayar pajak  lebih rendah dari  kelompok
masyarakatyangtergolongkaya.Konsistensiinimenyiratkan bahwa

bahkanmerekayangberpendapat progresifyangstandardanbersifat subjektif

tetapmemilikipemikiranyangrelatifsama,yaitumakin tinggikemampuan
membayar seseorang,makamakinbesarfraksi
penghasilanataukekayaanmerekayangharusdibebanipajak. Dalam
prakteknya, upaya pemerintah untuk mempromosikan
keadilanvertikalbiasanyamelaluipengenan  pajak dariorangpribadi
berdasarkantransaksi,seperti penjualanbarangdanjasa,modalkerja,
atautransaksi bisnislainnya.Akibatnya, pajakadalahsalahsatu
sumberyangpalingmungkinbagipemerintah untukmemindahkan
danamasyarakatterutamayangberpenghasilan tinggikekasNegara

dandaerah.'*

Literaturkeuanganpublikmembedakanantarapajakdengan
basispengenaan berdasarkanmanfaat (benefitprinciple)danjenis
pajakdenganbasispengenaan berdasarkan kemampuan untuk membayar

(ability  to pay). Jenis pajak  yang berbasis benefit

principle,pajaktersebutdibayarkepadapemerintah Kira-kirasetara
denganhargayangdibayardipasar dalam kasusinipenyediaan
barangpublikdanpelayanan umumyangdiselenggarakan oleh

3pjd.
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pemerintah.PajakBumidanBangunandanToll-Road Surcharge adalahcontoh
umum  daripungutanini.  Sebaliknya,menerapkanstandar'kemampuan
untukmembayar" berarti orangpribadimembayarpajaktanpamempersoalkan
apakah
yangbersangkutanmenerimamanfaatatastersedianyabarangpublicsepertimen
ggunakan jalanraya, lingkunganpemukimanyangsehat, puskesmas
atausaranadanprasaranaumumlainnya.AdamSmith, bapak ekonomi, sering
dikesankanbahwa dengan adanya konsep kemampuanmembayar
ini,kelompakmasyarakatyanglebihmampu harusmemberikan
kontribusiyanglebihbesarmelalui pembayara
pajakataspenyediaanbarangpublikolehPemerintah.**
Sebuahperdebatanyang sengit tentangpajak dihidupkan
kembalidalam beberapatahunterakhirtelahberpusatpadagagasan
bahwakonsumsi,bukanpenghasilan, harusmewakilibasisutama
sistemperpajakan dimasamendatang.Disebagian besarnegara-
negaradiseluruhdunia,PajakPertambahan Nilai(PPN)merupakan
salahsatusumberutamapendapatannegaradandirancang sebagai
moneymachinedewasaini dandimasamendatangsebagaijenis

pajakkonsumsi.SementaraPPNseringbersaing dengan pajak penghasilan

sebagaisumberutamapenerimaan negara,jarangterjadi
keduajenispajakinimenggantikansatudengan lainnya,dengankata
lainkeduajenispajakiniselalumenjadiandalan penerimaanNegara.

Parapendukungpajakkonsumsiyangmenganggaplebihsuperiordaripadasemu

B pjd.
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abasispajaklainnyatermasuk terhadappajak
penghasilanmemahamibahwaPPNadalah termasukjenispajakyang
tidakmemenuhi syaratCanonofEquality.Darisudutpandang tersebut, sekali
lagi satu-satunya cara untuk mengoreksi ketidak
adilandalampengenaanPPN,adalahmelaluikebijakan belanja
Negaradandaerah,yaitumemberikan prioritaspadapenyediaan barang publik
danpelayananmasyarakatyangmemberikan manfaat
palingbesarbagikelompokmasyarakatberpendapatan rendahdan
miskinsertameminimalisir  belanjaNegaradandaerahyangtidak  perlu(un-
necessary spendings). Berdasarkanfaktaempiristersebut,
sebagianbesarpemerintah diberbagainegaracenderung menggunakan
basispajakpenghasilan,konsumsi,kekayaan,dan

propertisebagaipilarsumberpenerimaan Negaradandaerah meskipun
disadaribahwajenis-jenis pajaktersebuttidaksepenuhnya

memenuhisyaratCanonofEquality.*’

b) Aspek Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Hukum selalu berada di tengah-tengah masyarakat, tidak lepasdari
kehidupanmanusia.Olehkarenaitu,membicarakan hukumtidak dapat

lepasdarimembicarakankehidupan manusia

“Wiratni Ahmadi. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa

Pajak (Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak). Bandung, : PT. Refika
Aditama, 2006, him.11.
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ataupunkehidupanbermasyarakat.Didalamkehidupanbermasyarakat,manusiayan
gsatuselaluberhubungandenganmanusiayanglain.Hubungan tersebutakan
menimbulkaninteraksi yangdapatberupahubunganyang menyenangkan
atauselarasdan dapatjugamenimbulkaninteraksi yang saling bertentangan atau
menimbulkan konflik. Hubungan antar manusiayang selarasataupun yang
menimbulkankonflik tersebutdisebabkan
karenaadanyakepentinganmanusiayangsatu denganyanglainberbeda.

Konflik yangterjadiakibat
hubunganantaramanusiayangsatudenganyanglainharusdicegah dan  tidak
dibiarkan terus berlangsungatauberlarut-larut.Manusiaakan selalumenghendaki
agartatanandalammasyarakatselaluseimbangdantertib,aman dandamai.
Keseimbangan, ketertiban, keamanandankedamaian
tersebutdapatdiwujudkanapabilaterdapatnorma  ataukaidahyang menjadi

pedoman untuk bertingkah laku atau bertindak, agar tingkah laku atau tindakan

itu tidak merugikan orang lain dan
dirinyasendiri.Pedoman,tuntutan,patokan,atauukuran untuk
bertindakdanbertingkahlakudalam pergaulanmasyarakattersebut

disebutdengannormaataukaedahsosial.**
Kaedahataunormasosialmerupakanpedomanatautuntunanbagaimana
seseorang  harus  bertingkah  laku,  bersikap, atau  bertindak
danbagaimanaseseorang  dianjurkan  untukbertindak,  bersikap  atau
bertingkahlaku danperbuatan, tindakanatau sikap

yangbagaimanayangtidakbolehdilakukan.Di  dalam pergaulan masyarakat

1385ydiknoMertokusumo,1988:1-4.
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terdapat bentuk-bentuk kaedah atau norma sosial yang tumbuh dan
berkembang serta diataatiyaitukaedahatau normakeagamaan,kaedahkesusilaan,
kaedah  kesopanan dan kaedah hukum. Kaedah keagamaanditujukan
kepadamanusiadalamkehidupan keagamaan untuk beriman
danbertaqwakepadaTuhanyangMahaEsa.Kaedahini
memberikanpedoman,patokan,tuntunan untukbertingkahlaku
dalamhubungannyadengan Tuhan,dirinyasendiri dansesama
manusiayanglain.Kaedah kesusilaanmemberikan pedoman,patokan,tuntunan
bagaimanaseseorangharusatau dianjurkan untukbertingkahlaku,
bertindakdalamhubungannya denganmanusialainyang menyangkutkehidupan
pribadimanusia.Pendukungkaedah kesusilaanini
adalahnuraniindividudanbukandalamstatus
manusiasebagaimakhluksosialatausebagai anggotamasyarakat yangterorganisir.

Kaedah kesopanan memberikan  pedoman, tuntunan danpatokan
kepadamanusiauntukbersikapdemi tertibnyakehidupan
bermasyarakatdanbertujuan untukmenciptakan perdamaian antar
h.l39

manusiayangbersifatlahiria

Dari ketiga kaedah tersebut masyarakat belum merasaterlindungi

apabila  kaedah atau norma  sosialtersebut  dilanggar. Oleh
karenaitu,dirasaperluadanyanormalainyanglebih memberikan
kepastian,keadilandan kemanfaatan,sehingga muncullah
kaedahyanglainyaitukaedah ataunormahukum.
Kaedahataunormahukumtersebutmelindungi kepentingan- kepentingan

1¥95udiknoMertokusumo,1988:8.
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manusia lebih lanjut dariperlindungan yang belum

didapatdariketigakaedahataunormasosialyanglain.Kaedahatau normahukum

tersebutdalam pergaulankemasyarakatan disebut
denganhukum,yangmemuatsuatupenilaianmengenai perbuatan
tertentu,yangnampakdalambentuksuruhan atauperintah dan

larangansertaadanyaancamansanksibagipelanggarnya.

Hukum adalahnormayangmengajakmasyarakatuntukmencapai cita-
citasertamenujupadakeadaan tertentu,tetapi tanpa mengabaikan
duniakenyataan dan olehkarenanyadigolongkanke
dalamnormakultur.**Jadihukum
padaumumnyaadalahkeseluruhanataukumpulan peraturan-peraturan
ataukaedah-kaedah dalamsuatukehidupan bersama,yang
pelaksanaannyadapatdipaksakan denganadanya kekuatansanksi.

DefinisilaindarihukumdikemukakanolehvanVollenhovenyangmengemu
kakanbahwa hukumadalahsuatugejala dalam
pergaulanhidupyangbergolakterusmenerusdalamkeadaanbentur
membenturtanpahenti-hentinyadengangejala-gejalalainnya (C. van
Vollenhoven,1981:6).Lemairemengatakan,hukumitu
mempunyaibanyaksegisertameliputi segalalapangankehidupan
manusiamenyebabkanorangtidakmungkinmembuatsuatudefinisi
hukumyangmemadaidankomprehensif(vanApeldoorn,1983:13).

Dariberbagaipengertian hukum sebagaimana diuraikan di atas maka

dapat diketahui bahwa hukum mempunyai banyak dimensi yangsulit untuk

10satjiptoRahardjo. Ilmu Hukum. Jakarta : Citra Aditya Bakti Cetakan Ke4, 1996, him.27.
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disatukan,karenamasing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda.
Secara garis besar pengertian hukum tersebutdapatdikelompokkanmenjadi

3(tiga)pengertian  dasar(SatjiptoRahardjo,1986: 6),yaitu :Pertama,hukum

dipandangsebagai kumpulanideataunilai abstrak,sehingga
konsekuensimetodologinya adalahbersifatfilosofis.Kedua,hukum
dilihatsebagaisuatusistem peraturanyangabstrak,sehinggafokus

perhatiannyapadahukum sebagaisuatulembagayangbenar-benar otonom, yang
bisadibicarakansebagaisubjektersendiriterlepas darikaitannyadenganhal-
haldiluarperaturan-peraturan tersebut. Konsekuensi  metodologinya adalah
bersifat normatif-analitis. Ketiga,hukum
dipahamisebagaisarana/alatuntukmengatur
masyarakat,sehinggametodologinyaadalahmetodesosiologis.

Hukum sebagai kumpulan peraturan mempunyai isi yangbersifat
umum(karenaberlaku bagisetiaporang,tidakpandang  bulu)dannormatif
(karenamenentukanapayangseyogyanya dilakukan,apa yangtidak
bolehdilakukanatauharusdilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah).Jadi,hukummengandungaturan-
turanyang
memuatperintah,larangandanjugamemberikanwewenang.Dalamhukumyangpen
tingbukanlah apayang terjadi (sein),tetapi apayangseharusnyaterjadi(sollen).

Montesquieu menyampaikan gagasannya mengenai
bagaimanamembuathukumyangbaik,yangintinya dikatakan bagaimana

seharusnyahukumitudibuatadalahsebagaiberikut (Allen,1964:467-468,
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SatjiptoRahardjo,1996:180):**

1) Gayapenuturannyaatauuraiankalimatnyahendaknyapadatdansederhana;

2) lIstilah-istilah yang dipilih dan dipakai sedapat mungkinbersifat mutlak
dantidak relatif, sehingga mempersempit atau meminimalisirkemungkinan
adanyaperbedaan pendapat;

3) Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual,menghindari
penggunaan perumpamaanataubersifat hipotetis;

4) Hendaknya tidak dibuat rumit, sebab dibuat untukorang kebanyakan,
jangan membenamkan orang ke dalampersoalan logika, tetapi
sekedar bisa dijangkau oleh penalaranorangkebanyakan;

5) Janganlah masalah  pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh
penggunaan perkecualian,pembatasan atau modifikasi,
kecualimemangbenar-benardiperlukan;

6) Janganberupapenalaran(argumentative);

7) Isinyahendaknyadipikirkansecaramasakterlebihdahulu
sertajanganlahmembingungkanpemikiranserta rasa keadilanbiasa
danbagaimana umumnya sesuatuituberjalan secaraalami.

Meskipunpendapattersebuttelahdikemukakanlebihdari duaratus
tahun(dalam“LEspritdes Lois*,1748),namun pendapatinimasih
patutjugauntukdisimak.Kehadiranhukumdidalammasyarakatdiantaranyaadalah
untukmengelola,mengintegrasikan ~ danmengkoordinasikan  kepentingan-
kepentingan yang bisa  bertubrukan satu sama lain

dalampergaulanmasyarakat.Hukum melindungi kepentingan seseorangdengan

“Upid, him. 180.
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caramengalokasikan danmengkoordinasikan suatukekuasaan
kepadanyauntukbertindakdalam rangka
kepentingannyatersebutdisebutdenganhak.*?

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah
adil, berkaitan dengan hal ini peraturan yang mendasari pemungutan pajak
hendaknyaharus sesuai dengan syarat-syarat keadilan.Keadilan dalam
kebijakan perpajakandapat
dilihatdari:Pertama,keadilandalamhubunganantarapemerintah dan wajibpajak,
kedua, keadilan dari alokasi beban pajak
padaberbagaigolonganmasyarakat.Sanksi bukanlah satu-satunya cara untuk
menciptakanagar suatu peraturan dapatditaati,tetapi
bagaimanamenumbuhkankesadaran hukummerupakan halyang sangat penting.
Penerapansanksiyangtinggidalam pengajuan keberatandan banding pajak
tentunya tidak sejalan dengan teori ini, upaya peningkatankesadaran dan
kepatuhan wajib pajak dalampembayaran pajak dapat ditempuh melalui

penciptaan suatu peraturan yang adil. Undang-undang yang adil

secaratidaklangsungdapatmempengaruhi kepatuhan sukarela
(voluntarycompliance)danketaatanwajibpajak.KepatuhanWajib Pajak
secarasukarela akandatangdengansendirinya  jikahukum dirasa

adildansesuaihakasasimanusia.Disampingituperlu diingat bahwadalam
sistemperpajakanyangmenganutsistem*self- assessmenz”, peranan penerimaan
pajak yang berasal dari  enforcementterutamaberasaldaripenerbitan

SuratKetetapan Pajak (SKP)hanyasekitar8%daritotalpenerimaan

%2 pjd.
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pajak,sehingga kekuatiranpenerapansanksiadministrasiberupadenda yangtidak
berat (50% untuk keberatan yang ditolak dan 100%untukpermohonan
banding  yang ditolak) akan menggangu Kinerja
penerimaanperpajakanadalahsangatberlebihan.**

Utangpajak menurut sistem self assessment  timbul manakala
telah  terpenuhi syaratsubyektifdanobyektifmenurut ketentuan undang-
undang, tanpamenungguadanyacampurtangan atau perbuatan dari pejabat
pajak. Pemberian kepercayaan yang sangat
besarkepadawajibpajakdalamsistemselfassessmentini
sudahsewajarnyadiimbangidenganinstrumentpengawasan agar kepercayaan
itu tidak disalah  gunakan wajib pajak. Untuk keperluanitudiciptakan
wewenang bagi fiskus untuk melakukan pemeriksaan. Apabila hasil
pemeriksaanmenunjukkan adanya perbedaan atau selisihhasilpemeriksaan
dengan jumlahyang dilaporkan oleh wajib pajakdalamSurat
Pemberitahuannyadan menimbulkankoreksi,makafiskusberwenang
mengeluarkanSurat Ketetapan Pajak (SKP) yang mempunyai kedudukan
sama dengan SuratTagihan Pajak.SuratKetetapan tersebutdapatberupa
SuratKetetapanPajakKurangBayar(SKPKB), SuratKetetapan
PajakKurangBayarTambahan(SKPKBT),SuratKetetapanPajakLebihBayar(SK
PLB),SuratKetetapanPajakNihil(SKPN).**

Dalam praktek seringkali terjadi wajib pajak tidak menyetujui

“*Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. Perpajakan, Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, him. 119.
1%43yofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat. Hukum Pajak dan Permasalahannya. Bandung, :
PT. Refika Aditama, 2004, him. 14.
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besarnya jumlah pajak yang dipergunakan sebagai
dasarpengenaanpajaksebagaimanayang tertuangdalamSKP. Perbedaan
perhitungan antara fiskus dan wajib pajak inilah merupakan salah satu
sebab timbulnya suatu sengketa pajak. Definisi sengketa pajak itu sendiri
menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undangNomor 14 Tahun 2002
tentangPengadilanPajak adalah,sengketayangtimbuldalam
bidangperpajakanantarawajib pajakdenganpejabatyangberwenang
sebagaiakibatdikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau
gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Dalamhal terjadi suatu sengketa pajak, dalam kerangka
negarahukumwajib pajak berhak diberi perlindungan hukum yang salah satu
bentuknya adalahperlindungan hukumyang bertujuanuntukmenyelesaikan
suatusengketa.Sesuaidengan
karakteristikpajaksebagaisumberutamapendapatannegara,pajakmempunyaiper
aturan-peraturan yangberbedayangtersebardalam berbagai ketentuan  baik
dilihat dari prosedur, mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Sesuai dengan
sifat pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pajakmempunyai
peraturan- peraturan yang spesifik yang tersebar dalam berbagai
ketentuan. Spesifikasi ini juga terlihat  dalam prosedur dan mekanisme
penyelesaian sengketapajak. Penyelesaian sengketa
pajakmempunyaikarakteristiktersendiriyangberbeda  dengan  penyelesaian

sengketa dalam sistem peradilan pada umumnya. Hal yangmembedakan
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penyelesaian sengketa pajak dengan penyelesaian sengketa pada
umumnyaadalahpertama:mengenai prosedur, dalam penyelesaiansengketa
pajak adaketentuan yang menyatakan bahwa, pengajuan keberatan, banding
dan gugatan tidak menundakewajibanpembayaranpajakdanpelaksanaan
penagihanpajak.Undang- undangtidakmemberipenjelasansecara
jelas,dasarjumlahpajakyangharusdibayar apakahsesuaidengan
SPTatauSKP.Tidakadanya pengaturan yangjelasmengenai ketentuan tersebut,
oleh fiskus ditafsirkan sebagai keharusanwajib pajak  untuk melunasi
seluruh hutang pajaknya sesuai
denganjumlahyangtertuangdalamSKP.'** Apabiladilihatdari
kepentinganwajibpajak,penafsiran tersebut dianggapkurang memberi rasa
keadilan bagi wajib pajak, karena jumlah hutang pajakyangtertuang
dalamSKPjustrumerupakanobyekyang disengketakan.
Halinijugatidakkonsisten denganasasself assessment yang
dianut.Syaratinidirasasangatmemberatkan wajib pajak dantidaksesuai dengan
syaratyangharus dipenuhiperadilan pada umumnya, bahwa peradilan harus
dilakukan dengan biaya murah.

Penafsiran  ketentuankeberatan,bandingtidakmenunda  pembayaran
pajak dan pelaksanaan penagihan utang pajak dengan keharusan melunasi
utang pajak sejumlah yang tertuang dalam SKPmenimbulkan masalah
manakala dikaitkan dengan syarat pengajuan keberatan dan banding itu
sendiri. Salah satu syaratpengajuan banding adalah adanya kewajiban wajib

pajak untuk membayar sebesar50% dari jumlah pajak yang terutang.

195 1bid.
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Berkaitandengansyaratiniketentuan“Tidakmenundapembayarapajak“‘dalamban
dingdiartikansebagaikeharusanmembayarpajak hanya sebesar 50% dari
jumlahyang terutang dalam SKP. Hal demikian
berbedadalampengajuankeberatan.Dalampengajuan keberatan ~ memang
tidakadasyarat yang mengharuskan wajib pajak untuk melunasi seluruh
utang pajaknya sejumlahyang tertuang
dalamSKP,tetapidenganadanyaketentuan“tidakmenunda pembayaran pajak
dan pelaksanaan penagihan pajak “ diartikan oleh fiskus sebagai keharusan
untuk  melunasi utang pajaknya  sebesaryangtertuangdalamSKP,dan
apabilatidakdilunasifiskus
berwenangmelakukantindakanpenagihan,makasecara tidak
langsung‘keharusanmelunasi utangpajaksejumlahyangtertera
dalamSKP“menjadisyaratpengajuankeberatan.*Ketidaksesuaian
syaratantarakeberatandan bandinginilahyangmenimbulkan
persoalan,sedangkanpengajuan bandingdalam penyelesaian sengketa pajak
selalu diawali dengan adanya pengajuan keberatan.
Syarat“Pengajuankeberatan, bandingtidakmenunda
pembayaranpajak‘yangolehfiskus ditafsirkan melunasi semua jumlah pajak
sebagaimana yang tertuang dalamSKPdalam UUKUP yangbaru(UUNo028
Tahun2007) sudahdihapusdan digantidengankewajiban membayar
pajakminimalsesuaiyang disepakatiwajibpajak.Tetapi ada ketentuan lain

bahwa ketika wajib pajak kalah dalam keberatan maka wajib pajak dikenai

148 Mohammad Zain. Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat, 2008,
hl. 22.
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sanksi 50% dan apabila wajib pajak ingin melanjutkanmencari upaya
hukumlanjutan yaitu bandingdan dalamputusanbanding
wajibpajakdiputuskalahmakawajibpajakdikenaisanksisebesar100%.*’

Disisi  lain  ketika fiskus yang dinyatakan kalah dalam
keberatanmaupunbanding,fiskushanyadikenaisanksi pembayaran
bunga2%sebulan.Berdasarkan  haltersebutterlihatada  ketidakseimbangan
aturanantarawajibpajakdenganfiskus.
Disampingituadanyasanksidendapembayaran50%dan100%jika
wajibpajakkalahdalam keberatandanbandinglebihdirasasebagaisuatu ancaman
bagi wajib pajak dalam  mencari  upaya hukum  dalam
penyelesaiansengketapajak.Adanyasanksiyangtinggi tentunyaakanmenambah
rasa pesimistis  wajib pajak apabila dikaitkan dengan kurang
percayadirinya wajib pajak dengan
kemampuanmenghitungkewajibanperpajakannyamengingatcara  perhitungan
pajak yang cenderung rumit.Padahal pada dasarnya
dalamsuatusengketatidakselamanyaperhitungan wajib pajaklahyangsalah.

Berkaitandenganadanyaperubahan  pengaturanmengenai  prosedur
penyelesaiansengketapajak di atas, maka dalam penyelesaiansengketasaatini,
berlakulahaturanperalihan,bahwa  sengketayangmasuksebelumZlJanuari2008
masihmenggunakan
proseduryangsesuaidenganaturanyanglamadanyangmasuklJanuari2008atauses
udahnyamemakaiaturanyangbaru.Hal lain

yangberkaitandenganprosedurpenyelesaian sengketapajakyang dirasa kurang

“pid.
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memberi perlindungan hukum terhadap wajib pajak adalah tidakadanya
ketentuan yang memuat dasar-dasar pengajuan gugatan. Sedangkan syarat
pengajuangugatan

sebagaimanayangdiaturdalamPasal41ayat(1)UUNo0.14Tahun2002 ditentukan
bahwa gugatan harus disertai dengan alasan- alasan  yang
jelas.Sehubungantidakadanya dasar-dasargugatan dalamperaturanperundang-
undangan pajak,maka dalam praktek digunakanlah dasar-dasar gugatan
sebagaimana yangtercantumdalamUndang-undangNo5Tahun1986Jo.
UUNO09Tahun2004 tentang PTUNSsebagaiaturanumum(lexgenerali),sedangkan
pada dasarnya obyek gugatan dalam pajak tentulah berbeda dengan gugatan

dalam PTUN, dalam sengketa pajak yang disengkatan pada dasarnyatidak

hanyasuatu keputusan,tetapiberkaitanjuga
dengannominaltertentuberkaitandenganpembayaranpajak.'*®
Kedua,mekanismepenyelesaian sengketapajak.

Sebagaimanadiuraikandiatasbahwa penyelesaiansengketapajak mengenal dua

model penyelesaian yaitu;penyelesaian melalui
upayaadministratifyaitupenyelesaian sengketadimana penyelesainnya
masihtermasuk pihakberperkara yaitufisusdan penyelesaian
sengketamelaluilembagaperadilanmurniyaitu PengadilanPajak.

Penyelesaiansengketamelaluiupayaadministratif. Sebagaimana diuraikandiatas
salah satu jalur penyelesaian sengketa pajak yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikan sengketapajakadalahmelaluiupayaadministratif yaitukeberatan.

Untuk menyelesaikan sengketa administratif, jalur

¥ pid.
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penyelesaiansengketa melalui  upayaadministratif, memangdimungkinkan
menurut hukum positif, termasuksengketa administrasi dalam hukum pajak.
Penyelesaian sengketa melalui upayaadministratif ini dimaksudkan untuk
memudahkan  pencari keadilan  memperolehkeadilan dan
memperolehperlindunganhukum,baik bagiadministrasisendirimaupun
bagiwarga.Demikianjugadalam penyelesaiansengketapajak.**

Bentuk  upaya  administratif  adalahkeberatan  danbanding
administratif.Keberatan yaitu penyelesaian sengketa dimana penyelesai
sengketanya adalah orangyang mengeluarkan
keputusan,sedangkanbandingadministratif adalahpenyelesaian
sengketadimanayang  menyelesaikansengketaadalahatasanatau pihak lain
yangtidakmengeluarkankeputusantetapimasihdalam
lingkupDirektoratJenderalPajak(eksekutif).Dalam penyelesaian sengketa yang
mengenal upaya administratif,apabila seluruhupaya
administratifyangditawarkan ~ sudahditempuh  tetapimasihbelum  puas
denganputusantersebut,maka dapatmencariupayahukum
lanjutankePengadilanTingiTataUsahaNegara(Pasal48ayat(2)Jo.Pasal53ayat(3)
UUNo0.5Tahun1986Jo.UUN09Tahun2004 tentang PTUN). Demikian juga
apabila kita terapkanpada penyelesaian sengketa pajak, apabila wajib pajak
tidak puas atas putusankeberatan, maka dapat mengajukan upaya hukum
lanjutan ke Pengadilan Tinggi Pajak.**Tetapi berhubung Pengadilan Pajak

tidak ada Pengadilan  Tingginya, makaupaya hukumlanjutandariupaya

pjd.
BOpig.
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administratifpajakadalahbandingke Pengadilan
Pajak.Apabilakitalihatbahwaadanyaketentuan-  ketentuanyangbersifatspesifik
dalamperaturan  perpajakan  khususnya dalampenyelesaian  sengketa
pajakdimaksudkanuntuk mengoptimalkan penerimaan negara dari  sektor
pajak, tetapi apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan tersebut

kurang memberikeadilanbagiwajibpajak.Ketentuanpasal25, pasal 26, pasal

26A, pasal 27 dan pasal 27 A yang mengatur
KeberatandanBandingdalamUndang-undang No028Tahun2007
tentangPerubahanKetigaAtasUndang-undang No0.6Tahun1983

tentangKetentuan ~ UmumdanTataCaraPerpajakanmasihdirasakan ~ kurang
mencerminkanrasa keadilan  bagi Wajib Pajak, meskipunketentuanini
merupakankoreksiyangsignifikandariUndang-undang

No.16Tahun2000tentangPerubahan KeduaAtasUndang-undang
No.6Tahun1983tentangKetentuan UmumdanTataCara Perpajakan. Keberatan
atassuatuSKPKB,SKPKBT,SKPN,SKPLB  danPemotonganataupemungutan
pajakolehpihakketiga berdasarkanketentuanperundang-undangan perpajakan
yanghanya dapatdiajukankepadaDirekturJenderal Pajak,seharusnya diubah
menjadi kepada Pengadilan Pajak.Sudahbarang tentupergeseran kewenangan
penanganan KeberatanPajakdariDirektoratJenderal
PajakkePengadilanPajakmemerlukan persyaratan perkuatandan
pembangunankapasitaskelembagaan (capacitybuilding)pada PengadilanPajak,
termasukperkuatanindependensilembagatersebut terlepasdari

hubunganhistorisdanorganisatorisdenganKementerian
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Keuangan.Beberapaketentuanpasal-pasaldalam Undang-undang
No14Tahun2002tentangPangadilan Pajakharusdiadakanrevisi
seperlunyaantaralainPasal5yangmengaturpembinaan organisasi, administrasi,
dan keuangan harus bersifat mandiri tidak terikat
denganKementerianKeuangan.DemikianpulaPasal8danPasal17yangmengatur
masing-masing tentangpengusulancalonhakimdan usulpemberhentian
tidakdenganhormatharusdilakukanoleh Mahkamah Agung. Argumentasinya
sederhana saja, bagaimana Wajib Pajakdapatmemperoleh keadilan
dalamsuatuKeputusan Keberatan
kepadaDirektoratJenderalPajakyangjustruinstitusi
tersebutyangmenerbitkanSKPsebagaimanadikemukakan  diatas. Demikian
pulaketentuanmengenai PajakPenghasilan, dalam beberapa
halmasih,bernuansaketidakadilandanberpotensi mendorong
abusethepowerbagiotoritas pajakmisalnyaketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-
undang No 36 Tahun 2008 tentang PerubahanKeempatAtasUndang-undang

No7Tahun1983tentang PajakPenghasilanyangmenyatakanbahwa:

“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat

final:a.penghasilan berupabungadepositodantabungan
lainnya,bungaobligasi dansuratutangNegara, danbunga
simpananyangdibayarkan olehkoperasi kepada anggota
koperasiorangpribadi;b.penghasilan berupahadiah
undian;c.penghasilan daritransaksisahamdansekuritas
lainnya,transaksiderivativeyangdiperdagangkandibursa,

dantransaksipenjualan sahamataupengalihan penyertaan
modalpadaperusahaan pasangannya yangditerimaoleh perusahaan
modalventura: d.penghasilan daritransaksi pengalihan

hartaberupatanahdan/ataubangunan, usha jasa konstruksi,usaha
realestate, dan persewaantanahdan/ataubangunan; dane.penghasilan
tertentulainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.Dalampenjelasanpasal4 ayat(2)tersebut
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dinyatakanbahwa: “Sesuaidenganketentuanpadaayat(1)
(maksudnya,obyek pajak PPH), penghasilan-penghasilan
sebagaimana dimaksudpadaayatinimerupakan objek pajak.
Berdasarkan pertimbangan antara lain : perlu adanya dorongan

dalam rangka perkembanganinvestasi
dantabunganmasyarakat;kesederhanaan dalam pemungutan
pajak;berkurangnya bebanadministrasi baik
bagiWajibPajakmapunDirektoratJenderal Pajak; pemerataan
dalampengenaan pajak;danmemerhatikan perkembangan
ekonomidanmoneter;ataspenghasilan- penghasilantersebut
perludiberikanperlakuantersendiri dalampengenaan pajaknya.
Perlakuan tersendiridalam pengenaan

pajakatasjenispenghasilantersebuttermasuk
sifat,besarnya,dantatacarapelaksanaan  pembayaran, pemotongan,
ataupemungutandiaturdenganPeraturan
Pemerintah.Obligasisebagaimana dimaksud padaayatini termasuk

suratutangberjangka waktulebihdaril2
(duabelas)bulan;sepertiMediumTermNote,FloatingRate

Noteyangberjangka waktulebihdaril2(duabelas)bulan.
SuratUtangNegarayangdimaksud padaayatinimeliputi

ObligasiNegaradanSuratPerbendaharaanNegara. ”

Pengaturan pajakinidiasumsinyabahwaPemerintah (baca
DirektoratJenderalPajak)selalumenjalankan tugasdanfungsinya secara obyektif,
berorientasi pada  kepentinganrakyat, transparan, akuntabeldan
independen.Sehingga kekuasaanyang besar dapat menentukan tarifefektif
yangmenyimpang daritarifumum  sebagaimanadiaturdalampasall7UUPPH
Tahun2008(baca,tarifffinal)tidakpernahdisalahgunakan,meskipun
sudahdiberikan rambu-rambu tertentudapatpenjelasanayatini.Ketentuanyang
memberikan kewenanganyangbesarinibertentangandenganprinsip check and
balance dan bertentangandenganPasal 23A Undang-
undangDasar1945,yangmenyatakan :“Pajakdanpungutanlain

yangbersifatmemaksauntukkeperluan negaradiaturdengan undang-undang”.

KetentuanPasal 4 ayat (2) UU No. 36  Tahun 2008 ini
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sebaiknyadirevisi,karenabertentangan denganprinsipkeadilandan
bunyiPasal23AUndang-undang Dasar1945.Hakekatpengenaan
pajakadalahyangterkaitdengandasarpengenaan pajakdantarif

pajak,yangdalamPasal23AUndang-undangDasar1945jelasharus
diaturdenganundang-undang.Secaraeksplisitundang-undang pajak

yangbaikberdasarkan konstitusiRepublikindonesiatersebutharus diatur dengan

undang-undang, bukan berdasarkan undang-undang
ataudiserahkansepenuhnyakepadaPemerintah. Ketentuan Pasal4
ayat(2)Undang-undangNo36Tahun 2008tersebutmenurut penulis
bertentangandenganPasal23AUndang-undangDasar1945.Pajakagar dapat

menjalankan  fungsinya dengan  baik, maka perlu didukungdengan
undang-undangyang baik pula. Undang-undang yang baik menurut Hofstra,
adalah undang-undang yang tidak
hanyaberorientasipadaaspekmakroyaituaspek yanghanya berorientasi pada
tuntutan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi syarat yang paling esensial
yaitu Syarat mikro bahwa undang-undang pajak
hendaknyamemenuhirasakeadilan baikbagi kepentingan
publikmaupunindividu.Keadilan, selamaini masih  setia berjalandiatas
jalanpenderitaan.'>*

Keadilan masihbergerakhilir mudikmerana dalam ketidak berdayaannya
menghadapi masalah-masalah dansentuhanaparatyangberkarakter

mempertahankankekuasaanyangkianharitampakkianterorganisir

B pid.
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dansuperior,sementara disisilainkeadilanbagiwajibpajak
menunjukkankecenderungan  inferioritasyangkianparah.Keadilan,  dengan
suarayanglirihmasih setiamemanggil hukum untuk
memperhatikanjalannya,mengeluarkannya daripenderitaanyang
selamainitelahcukupuntuk  membuatnyahanyasanggupberjalan merangkak.
Kenyataan-kenyataan saat ini menunjukkan betapakeadilantermasuk keadilan
di bidang perpajakan masih harusbersabaruntukmencapaisupremasinya.

Kekuatanmasyarakat tersebutsesungguhnyamerupakankekuatanmoral yang

menggerakkan seluruh energikehidupanuntukmelakukanrevolusi,
khususnyadibidang  hukumuntuk  mewujudkan keadilan  tertinggi
(theultimatejustice) dimasyarakat. Karenanya, sudahtidak
terbantahkanlagibahwa hukum dan moral harusberjalan seiring

dantidakbolehdipisahkansamasekali.'>

Dasar Hukum Proses Pengajuan Keberatan Sesuai Perundangan Yang
Berlaku

Dasar hukum proses pengajuan keberatan terdapat dalam Pasal 25 UU
Nomor 16 Tahun 2009 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan
keempat atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan. Pasal 28, 29, 30, 31, 33 PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1

Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban

1%253°adah, Nabitatus, Membentuk ModelUpayaHukumPajakYangSesuai

DenganPrinsipEquality( Kesamaan)DanEquity(Keadilan),
Makalahtidakditerbitkan,UniversitasDiponegoro,Semarang, 2009.
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perpajakan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas

suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), kecuali SKPKB
berdasarkan Pasal 13A UU KUP, Isi pasal 13A UU KUP ini adalah : Wajib
Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi
pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP
tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari
jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan
SKPKB). (dijelaskan kembali dalam Pasal 29 PP 74 TAHUN 2011)

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi
dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau
terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. (Pasal 2 ayat

(3) PMK-9/PMK.03/2013).



123

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi
dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan
tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. (Pasal 2 ayat (4)

PMK-9/PMK.03/2013).
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BAB 111
PERAN DAN FUNGSI BIDANG KEBERATAN DALAM

MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK

a) Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Bidang Keberatan

a) Pengertian Sengketa Pajak Pada Bidang Keberatan

Jika ditelusuri Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, tidak
ada pengertian yang mengatur sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat 1
UUKUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada
pejabat pajak. Dalam arti ini, keberatan dapat diajukan bila ada sengketa
pajak dan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP hanya menentukan secara
limitatif objek yang dapat diajukan sengketa pajak, dalam arti sengketa
pajak dengan objek yang boleh diajukan sebagai sengketa pajak memiliki
perbedaan secara prinsipal. Dengan demikian, tidak boleh dipersamakan
antara sengketa pajak dengan objek yang boleh diajukan sebagai sengketa
pajak, karena keduanya memiliki substansi hukum yang berlainan.*>®

Pengertian sengketa pajak diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-
Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bukan dalam
Undang-Undang KUP sebagai payung hukum (kaderwet) bagi aturan

perundang-undangan dibidang perpajakan. Adapun pengertian sengketa

¥ Muhammad Djafar Saidi. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian
Sengketa Pajak. Makassar : Rajawali Pers, 2007, him. 21.
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pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.
14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, adalah sebagai berikut :
“sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau
gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan , termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa”.*>
Undang-Undang mengenai pelaksanaan perpajakan, misalnya,
sengketa pajak yang penyelesaiannya melalui keberatan sebagai hukum
biasa. Dengan demikian, sengketa pajak dalam arti luas meliputi sengketa
yang diajukan dalam bentuk keberatan, banding, dan gugatan pada lembaga
peradilan pajak. Tercakupnya sengketa pajak dalam pada tahap keberatan
bermuara pada banding sebagai upaya hukum biasa. Lain perkataan,
banding sebagai bagian dari upaya hukum biasa yang bermula dari
keberatan yang penyelesaiannya pada tahap keberatan. Keputusan yang
boleh diajukan banding adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat
pajak dalam bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tahap keberatan. Hal
ini disebabkan karena wajib pajak berhak mengajukan banding tatkala
keputusan bidang keberatan dianggap merugikan baginya. Sengketa pajak
meliputi sengketa yang dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan

pada lembaga peradilan pajak.

4 bid.
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Sekalipun gugatan sebagai sengketa pajak hanya dikenal pada
tingkat pengadilan pajak yang bersumber dari pejabat pajak dalam
melakukan penagihan pajak, berupa menerbitkan surat tagihan pajak, surat
paksa, atau tindakan pelaksanaan surat paksa. Walaupun gugatan tidak
diatur dalam UUKUP, tidak berarti pengertian sengketa pajak harus diatur
diluar UUKUP. Bukanlah UUKUP merupakan kaderwet bagi undang-
undang dibidang perpajakan, kecuali bila dipandang hanya sebagai
ketentuan Umum dari Undang-Undang Pajak penghasilan (UU PPh) serta
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas barang mewah (UUPPN dan PPnBM).*

Sengketa pajak adalah perselisihan antara pembayar pajak,
pemotong pajak, atau pemungut pajak dengan pejabat pajak. Ataukah,
pembayar dengan pemotong pajak atau pemungut pajak. Sementara yang
menjadi objek sengketa pajak adalah Penerapan Undang-Undang Pajak
yang tidak sesuai dengan kaidah hukum pajak sehingga menimbulkan
kerugian, baik terhadap pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut
pajak. Misalnya, penagihan pajak atau penerapan tarif pajak yang
bertentangan dengan pajak penghasilanatau pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Untuk mengetahui pengertian yang berkenaan dengan sengketa
pajak lebih mendalam lagi, harus diketahui tentang kapan timbulnya utang
pajak sehingga memicu adanya sengketa pajak. Menentukan kapan

timbulnya utang pajak dalam teori perpajakan terdapat / dikenal 2 (dua)

B3 pid.
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teori / ajaran, yaitu Ajaran Utang Pajak Materiil dan Ajaran Utang Pajak
Formil. Menurut Ajaran Utang Pajak Materiil, utang pajak timbul karena
bunyi Undang-Undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia
(sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiscus) asalkan
dipenuhi syarat terdapatnya suatu fakta , yang terdiri dari perbuatan-
perbuatan, keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Jadi apabila suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa telah
memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan maka sejak saat itu
utang pajak timbul, tanpa perlu menunggu diterbitkannya Surat ketetapan
Pajak. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.**°

Kelemahan dari Ajaran Utang Pajak Materiil ini adalah bahwa pada
saat utang pajak timbul tidak/belum diketahui dengan pasti, berapa
besarnya utang pajak, karena kebanyakan wajib pajak tidak menguasai
ketentuan Undang-Undang Perpajakan, sehingga kurang mampu
menerapkannya. Kemudian Ajaran Utang Pajak Formil menyatakan bahwa
utang pajak itu timbul pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan
Pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat subyektif, obyektif dan
waktu telah dipenuhi. Ajaran ini diterapkan pada official assessment
system.**

Pasal 25 ayat 1 UUKUP mengatur hak wajib pajak untuk

mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Dalam arti, keberatan dapat

6Mardiasmo, 1997
B pjid.
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diajukan bila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat 1 UUKUP jucnto Pasal
103 ayat 1 UUPajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya menentukan
secara limitatif objek yang dapat dilakukan keberatan . dalam arti, sengketa
pajak dengan objek pajak yang boleh diajukan sebagai sengketa pajak
memiliki perbedaan secara prinsipal. Dengan demikian, tidak boleh
dipersamakan antara sengketa pajak dengan objek yang boleh diajukan
sebagai sengketa pajak, karena keduanya memiliki substansi hukum yang
berlainan.'*®
Pengertian sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka

5 UU Pengadilan Pajak bukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan
sebagai payung hukum (kaderwet) bagi aturan perundang-undangan
dibidang perpajakan. Adapun pengertian sengketa pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, adalah sebagai
berikut :

“Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak

dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan yang dapat ditagih berdasarkan Undang-

Undang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa”.

Berdasarkan pengertian sengketa pajak tersebut, ternyata sengketa

pajak hanya tertuju kepada upaya hukum banding dan upaya hukum
gugatan sebagai kewenangan absolute pengadilan pajak. Sengketa pajak

dalam bentuk banding dan gugatan hanya merupakan sengketa pajak dalam

arti sempit karena masih ada sengketa pajak tidak termaksud didalamnya.

158 Muhammad Djafar Saidi, Ibid
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Misalnya, sengketa pajak yang penyelesaiannya melalui keberatan sebagai
hukum biasa. Dengan demikian, sengketa pajak dalam arti luas meliputi
sengketa yang diajukan dalam bentuk keberatan, banding, dan gugatan pada
lembaga peradilan pajak. Tercangkupnya sengketa pajak dalam pada tahap
keberatan bermuara pada banding sebagai upaya hukum biasa. Lain
perkataan, banding sebagai bagian dari upaya hukum biasa yang bermula
dari keberatan yang penyelesaiannya pada tahap keberatan. Keputusan
yang boleh diajukan banding adalah keputusan yang diterbitkan oleh
pejabat pajak dalam bentuk penyelesaian sengketa pajak pada tahap
keberatan. Hal ini disebabkan karena wajib pajak berhak mengajukan
banding tatkala keputusan bidang keberatan dianggap merugikan baginya.
Sengketa pajak meliputi sengketa yang dapat diajukan keberatan, banding,
atau gugatan pada lembaga peradilan pajak.™®

Sekalipun gugatan sebagai sengketa pajak hanya dikenal pada
tingkat pengadilan pajak yang bersumber dari pejabat pajak dalam
melakukan penagihan pajak, berupa menerbitkan surat tagihan pajak, surat
paksa, atau tindakan pelaksanaan surat paksa. Walaupun gugatan tidak
diatur dalam UUKUP, tidak berarti pengertian sengketa pajak harus diatur
diluar UUKUP. Bukanlah UUKUP merupakan kaderwet bagi undang-
undang dibidang perpajakan, kecuali bila dipandang hanya sebagai
ketentuan Umum dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UUPPh) serta
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas barang mewah (UUPPN).

9 pid..
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Dapat disebutkan bahwa, sengketa pajak adalah perselisihan antara
pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak dengan pejabat
pajak. Ataukah, pembayar dengan pemotong pajak atau pemungut pajak.
Sementara yang menjadi objek sengketa pajak adalah Penerapan Undang-
Undang Pajak yang tidak sesuai dengan kaidah hukum pajak sehingga
menimbulkan kerugian, baik terhadap pembayar pajak, pemotong pajak,
atau pemungut pajak. Misalnya, penagihan pajak atau penerapan tarif pajak
yang bertentangan dengan pajak penghasilanatau pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.*®

Kajian mengenai timbulnya sengketa pajak sangat penting untuk
mengantar dalam rangka penegakan hukum pajak yang berimplikasi bagi
kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, baik bagi

kepastian hukum bagi wajib pajak maupun kepastian hukum bagi
kepentingan Negara atas sumber pendapatan Negara melalui pajak.

Timbulnya sengketa pajak bertitik tolak pada dua hal yang sangat
principal. Pertama, tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang
diperintahkan oleh kaidah hukum pajak. Kedua, melakukan perbuatan
hukum, tetapi tidak sesuai dengan kaidah hukum pajak. Selanjutnya, pihak-
pihak yang terkait dengan timbulnya sengketa pajak adalah wajib pajak.
Pihak-pihak tersebut adalah sumber timbulnya sengketa pajak karena
kurangnya kesadaran hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Pembayar pajak dikatakan sebagai sumber timbulnya sengketa

pajak karena tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang

180 1hid.
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diperintahkan oleh kaidah hukum pajak. Seperti tidak menyampaikan surat
pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan. Sementara itu dalam
melakukan perbuuatan hukum ternyata perbuatan yang dilakukan oleh
pembayar pajak bertentangan dengan kaidah hukum pajak. Seperti
membayar pajak terutang tidak secara lunas dan jangka waktu pelunasan
telah berakhir.'®!

Pemotongan pajak atau pemungut pajak dikatakan sumber
timbulnya sengketa pajak karena tidak melakukan perbuatan hukum
sebagai yang diperintahkan oleh kaidah hukum pajak, misalnya tidak
menyetor jumlah pajak yang dipotong atau tidak menyetor jumlah pajak
yang dipungut ke kas Negara atau kas daerah. Sementara itu dalam
melakukan perbuatan hukum, ternyata perbuatan itu bertentangan dengan
kaidah hukum pajak. Seperti salah menerapkan tarif pajak penghasilan
dalam rangka melakukan pemotongan pajak penghasilan atau salah
melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak
penjualan atas barang mewahpemungutan pajak terhadap barang kena pajak
atau jasa kena pajak.*®

Penanggung pajak sebagai wajib pajak dikatakan sebagai sumber
timbulnya sengketa pajak karena tidak melakukan perbuatan hukum
sebagaimana yang diperintahkan oleh kaidah hukum pajak. Seperti tidak
memenuhi kewajiban pajak membayar secara lunas pajak yang terutang

ditambah dengan biaya penagihan pajak sebagaimana tercantum dalam

%libid
%2ihid
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surat paksa tersebut. Sementara itu, dalam melakukan perbuatan hukum
pajak, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh penanggung pajak
bertentangan dengan kaidah hukum pajak. Seperti, menghalang-halangi
juru sita pajak dalam melakukan penyitaan atas barang-barang yang
dilakukan penyitaan.

Pejabat pajak dikatakan sebagai sumber timbulnya sengketa pajak
karena tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diperintahkan
kaidah hukum pajak. Seperti, tidak menerbitkan surat ketetapan pajak
kurang bayar untuk menagih jumlah pajak yang masih kurang dibayar.
Sementara itu dalam melakukan perbuatan hukum, ternyata perbuatan yang
dilakukan oleh pejabat pajak bertentangan dengan kaidah hukum pajak.
Seperti, menerbitkan keputusan penagihan pajak secara seketika dan

sekaligus kepada wajib pajak yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Upaya Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Payung hukum dari upaya hukum keberatan adalahUU KUP, yang
kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik
IndonesiaNomor74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5268, selanjutnya disebut PP Nomor 74 Tahun 2011). Selain itu
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/Pmk.03/2013

Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan(Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, selanjutnya disebut PMK
Nomor 9 Tahun 2013) juga mengatur secara khusus mengenai upaya
hukum keberatan serta cara penyelesaiannya.

Dalam UU KUP, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai
upaya hukum keberatan, yaitu Pasal 25 yang menjelaskanmengenai ruang
lingkup dari upaya hukum keberatan dan tata cara pengajuan upaya hukum
keberatan, Pasal 26 yang menjelaskan mengenai keputusan keberatan, dan
Pasal 26A yang menjelaskan bahwa tata cara pengajuan dan penyelesaian
keberatan diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata
cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang kemudian diatur
berdasarkan PMK Nomor 9 Tahun 2013, antara lain mengatur tentang
pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan
atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Apabila Wajib Pajak
tidak menggunakan haknya, proses keberatan tetap dapat diselesaikan.*®

Selain melalui PMK Nomor 9 Tahun 2013, dasar hukum dari upaya
keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak juga diatur secara khusus
melalui PP Nomor 74 Tahun 2011, khususnya dalam Bab IV tentang
Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan dan
Gugatan. Tetapi mengenai upaya hukum Kkeberatan dapat ditemukan
pengaturannya di dalam Pasal 28 sampai denganPasal 33.

Perihal keberatan perlu dipahami karena proses awal yang harus

ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak untuk pengajuan

%3\wirawan B.ilyas, dan Richard Burton. Hukum Pajak (edisi revisi). Jakarta : Salemba
Empat, 2004, him. 8
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banding adalah upaya keberatan. Artinya, sebelum seseorang wajib pajak
atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya
hukum banding, ia terlebih dahulu melakukan upaya keberatan
ini.Kemudian, apabila putusan upaya keberatan ini ternyata tidak
memuaskan wajib pajak atau penanggung pajak, pengajuan banding ke
Pengadilan Pajak perlu dilakukan.Upaya keberatan merupakan upaya
hukum yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai
akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan
hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu.*®*

Perbedaan ini terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dan
Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya atas penetapan utang pajak untuk
jenis Pajak Pusat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Direktorat
Jenderal Pajak. Perbedaan persepsi juga dapat terjadiantara wajib pajak dan
Kepada Daerah/Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan jajarannya di daerah
(baik propinsi maupun kebupaten/kota) atas penetapan besarnya utang
pajak untuk pajak daerah. Atau dapat pula terjadi perbedaan penafsiran
antara wajib pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan jajarannya atas
penerapan bea masuk, bea keluar, cukai, dan sanksi administrasi.Pada
hakikatnya, keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada diluar
Pengadilan Pajak yang diperuntukkan untuk dapat dikatakan bahwa posisi
pejabat pajak merupakan salah satu pihak yang bersengketa berhadapan

dengan wajib pajak. Dimasa lampau dikenal dengan sebutan “fiskus”, pada

1845ri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Gramedia,
Jakarta, (Selanjutnya disebut Sri Pudyatmoko 1) 2009, him. 27.
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hakikatnya tertuju pada pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban
dan larangan dalam kerangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dibidang perpajakan. Akan tetapi, Undang-undang pajak yang memuat
ketentuan formal, baik Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan
selanjutnya disebut UU KUP , Undang — Undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah selanjutnya disebut UU PDRD, Undang — Undang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan Undang — Undang Pengadilan
Pajak tidak mengatur secara tegas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan
pejabat pajak. Sekalipun pejabat pajak tidak diatur secara Undang-undang
Pajak, tetapi dalam UU Pajak ditentukan suatu ketentuan yang mengatur
tentang pejabat yang berwenang. Ketentuan itu terdapat pada Pasal 1 angka
1 UU Pengadilan Pajak, yang menegaskan bahwa; “Pejabat yang
berwenang adalah Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Bea dan Cukai,
Gubernur, Bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan”.'®®

Berdasarkan ketentuan ini, pejabat yang berwenang adalah:
a. Direktur Jendral Pajak
b. Direktur Jendral Bea dan Cukai
c. Gubernur
d. Bupati/walikota
e. Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-

undang dibidang perpajakan.

165 Wirawan B llyas, Richard Burton, Op. Cit, him. 201.
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Direktur Jendral Pajak sebagai pejabat yang berwenang karena
bertugas mengelola pajak pusat sehingga memiliki wewenang, kewajiban,
dan larangan dalam melakukan pengelolaan pajak pusat. Demikian pula,
direktur jendral bea dan cukai sebagai pejabat yang berwenang karena
bertugas mengelola bea dan cukai, memiliki wewenang, kewajiban dan
larangan dalam melakukan pengelolaan bea dan cukai. Akan tetapi, direktur
jenderal bea dan cukai tidak dibahas dalam bagian ini, karena terfokusnya
hanya substansi pajak. Baik pajak pusat, pajak daerah provinsi, dan pajak
daerah kabupaten/kota.

Sementara itu, gubernur selaku pejabat yang berwenang karena
bertugas mengelola pajak daerah di tingkat provinsi, memiliki wewenang,
kewajiban, dan larangan dalam melakukan pengelolaan pajak daerah
ditingkat provinsi. Bupati/ walikota sebagai pejabat yang berwenang karena
bertugas mengelola pajak daerah ditingkat kabupaten/kota sehingga
memiliki wewenang, kewajiban dan larangan dalam melakukan
pengelolaan pajak daerah ditingkat kabupaten/kota. Kemudian, pejabat
yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
perpajakan sebagai pejabat yang berwenang hanya sekedar untuk
membantu pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh direktur jenderal pajak,
direktur bea dan cukai, serta gubernur dan bupati/walikota, baik dalam
bentuk delegasi ataupun mandat.*®®
Penyebutan sebagai pejabat yang berwenang tertuju kepada direktur

jenderal pajak, gubernur dan bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk

%8 pjid.
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untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah
tidak tepat karena yang dikelola adalah pajak pusat dan pajak daerah. Kalau
demikian halnya, sebutan yang paling tepat digunakan adalah “pejabat
pajak” yang memiliki wewenang, kewajiban dan larangan yang bersumber
dari hukum pajak. Selain itu pejabat pajak digunakan untuk membedakan
dengan pejabat tata usaha Negara sebagai pihak yang memiliki wewenang,
kewajiban dan larangan yang terkait dengan ketetapan sebagaimana yang
digunakan dalam hukum administrasi. Walaupun keduanya sebagai
administrasi Negara, pejabat pajak, dan pejabat tata usaha Negara memiliki
perbedaan mengenai wewenang, kewajiban dan larangan, perbedaan itu
disebutkan karena peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
berbeda pula.pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan adalah kepala kantor
pelayanan pajak (meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan
pajak penjualan atas barang mewah) serta kepala dinas pendapatan daerah
yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang ditunjuk oleh
pejabat pajak hanya berwenang, berkewajiban dan menaati larangan dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan
berdasarkan pelimpahan wewenang baik berupa delegasi maupun mandat.
Dengan demikian, penunjukan pejabat untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan merupakan perpanjangan tangan dari

pejabat pajak agar tercapai secara maksimal penegakan hukum pajak.
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k

a. Pembayaran Pajak dengan Pejabat Pajak

Hukum pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan
hukum lainnya, misalnya hukum administrasi maupun hukum perdata.
Walaupun berbeda dalam kapasitas sebagai hukum positif yang
mengikat para pihak yang bersengketa, baik diluar maupun didalam
lembaga peradilan berdasarkan kompetensi absolut masing-masing. Hal
ini, tidak dapat dipungkiri dan wajib diakui keabsahannya dalam
kerangka menegakkan hukum untuk mewujudkan fungsi hukum,
berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, lembaga
peradilan tidak mampu mewujudkan secara keseluruhan fungsi hukum
tersebut karena pihak-pihak yang bersengketa sebagai faktor yang
berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebagai akhir dari
penyelesaian sengketa.'®®

Sengketa yang dimiliki oleh hukum pajak tertentu pada para
pihak yang bersengketa, baik pada bidang keberatan maupun pada
pengadilan pajak. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang memungkinkan terjadinya
karakteristik tersebut, tetapi boleh dikategorikan sebagai penyimpangan
di bidang hukum pajak. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa

kadangkala berada dalam identitas yang sama dalam suatu sengketa

187 http://kanalhukum.id/kanalis/pengertian-sengketa-pajak/25

%8 pid.
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pajak pada salah satu lembaga peradilan pajak, seperti yang terjadi di
bidang keberatan.

Pembenaran terhadap keberadaan para pihak yang bersengketa
dalam identitas yang sama di bidang keberatan harus diterima secara
mutlak sehingga tidak boleh dipertentangkan. Larangan untuk tidak
dipertentangkan para pihak yang bersengketa terhadap identitas yang
sama karena subtansi hukum pajak telah mengatur secara berjenjang
tentang kelanjutan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.
Sebenarnya, para pihak yang bersengketa dengan identitas yang sama di
bidang keberatan boleh berlanjut kepada pengadilan pajak dengan
sebutan yang berbeda, disebabkan oleh objek sengketa itu berbeda pula.
Dengan demikian, tetapi setelah berpindah kepada pengadilan pajak
maka identitas itu telah berubah berdasarkan penamaan yang
diperkenankan oleh hukum pajak.

Dasar hukum penentuan terhadap pihak-pihak yang bersengketa
dalam kaitannya dengan keberatan tercantum dalam Pasal 25 ayat (1)
UUKUP juncto pasal 103 ayat (1) UU PDRD (UU Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah), Pasal 25 ayat (1) UU PDRD menegaskan “wajib
pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk” penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 103 ayat (1) UUPDRD dalam kerangka menegakkan

hukum pajak.
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Pejabat pajak sebagai pihak yang bersengketa berhadapan
dengan wajib pajak, karena dalam melaksanakan wewenang, kewajiban
dan larangan kadangkala tidak ditaati yang menyebabkan kerugian bagi
wajab pajak. Misalnya:*®
a. Melanggar kewewenangan

Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk
melakukan penagihan pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak,

ternyata wajib pajak telah membayar lunas pajak yang terutang.

b. Melanggar kewajiban
Pejabat pajak memerintahkan kepada petugas pajak untuk
melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, tetapi ternyata
petugas pajak tidak dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan
dan/atau penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak.
c. Melanggar larangan
Pejabat pajak memerintahkan kepada juru sita pajak untuk menyita
barang-barang bergerak milik wajib pajak, ternyata bahwa barang-
barang itu tidak boleh disita.”
Terkaitnya pejabat pajak dalam sengketa pajak berhadapan
dengan wajib pajak tidak dapat dihindarkan. Hal ini sebagai

konsekuensi dari penegakan hukum pajak yang wajib diemban oleh

pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara dalam kerangka

*Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya : Peradaban,

2007, him. 2-3.
70 pig.



137

meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Ketergantungan
negara dari sektor pajak tidak boleh dipungkiri karena sumber
pendapatan negara dari sektor sumber daya alam sebagai pendapatan
negara bukan pajak hanya sekedar pelengkap dan tiap-tiap tahun,
mengalami perkembangan yang tidak maksimal. Walaupun pajak dan
penerimaan negara sebagaimana ditegaskan pada pasal 23A Undang-
undang negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang
menegaskan “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Penerimaan negara
bukan pajak dikategorikan sebagai pungutan yang bersifat memaksa
sehingga dalam pemungutannya dapat dipaksakan seperti halnya pada
pajak.!™

Perselisinan antara pejabat pajak dengan pembayar pajak
sebagai bagian tak terpisahkan dari wajib pajak pada bidang keberatan
adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri karena pembayar pajak
menerima surat. Misalnya, surat ketatapan pajak kurang bayar atau
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang diterbitkan oleh pejabat
pajak. Akan tetapi, surat itu menimbulkan kerugian karena tidak sesuai
dengan jumlah pajak yang kurang dibayar atas kerugian tersebut
pembayar pajak mengajukan surat keberatan terhadap surat itu kepada
bidang keberatan. Dalam hal ini, pejabat pajak merupakan salah satu

pihak yang bersengketa berlawanan dengan pembayar pajak. Selain itu,

pid.
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pejabat pajak tersebut merupakan pula pihak pemutus terhadap
penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pembayar pajak."

Jika dicermati penyelesaian keberatan tersebut, maka pejabat
pajak memiliki dua kapasitas, baik sebagai salah satu pihak yang
terlibat dalam sengketa maupun sebagai pihak yang berwenang
memeriksa dan memutus sengketa pajak itu maka berwenang pula
menerbitkan surat keputusan keberatan. Keterlibatan pejabat sebagai
salah satu pihak yang bersengketa maupun sebagai pihak yang
berwenang memeriksa dan memutus sengketa merupakan perwujudan
dari peradilan pajak tidak murni. Hal ini, disebabkan karena tidak
terpenuhi unsur keempat dari peradilan pajak secara murni, yakni pihak
pemutus merupakan pula pihak yang bersengketa, dalam hal ini direktur
jenderal pajak/kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.'’
b. Pemotongan Pajak dengan Pejabat Pajak

Pada hakikatnya, pemotong pajak merupakan pula bagian dari
wajib pajak, tetapi kapasitasnya bukan merupakan pembayar pajak yang
memiliki objek pajak yang dikenakan pajak, melainkan sebagai
penyetor pajak yang telah dipotong dari wajib pajak. Pemotong pajak
yang telah dilakukan wajib disetor ke Kas negara atau kas Daerah.

Sebenarnya, pemotong pajak tidak dapat dikategorikan sebagai wajib

12Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. Perpajakan, Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, him.110.
Ipid.
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pajak karena tidak memenuhi persyaratan itu tertuju pada objek pajak
yang tidak memiliki atau dikuasainya. Dengan demikian, pemotong
pajak bukan merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 angka 2 UUKUP."™

Perselisihan antar pejabat pajak dengan pemotong pajak karena
tindakan pejabat pajak menerbitkan surat yang merugikan pihak
pemotong pajak. Misalnya surat ketetapan pajak nihil atau surat
ketetapan pajak daerah nihil. Di dalam surat itu, di tegaskan bahwa
pemotong pajak telah menyetor pajak berdasarkan jumlah pajak yang
dipotong sehingga tidak ada pajak yang terutang maupun kelebihan
pembayaran pajak. Kenyataannya, pemotong pajak telah menyetor
pajak yang melebihi dari jumlah pajak yang dipotong ke kas negara
atau kas daerah.'"

Sebenarnya yang harus diterbitkan oleh pejabat pajak surat
ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak daerah lebih
bayar yang menunjukan bahwa ada kelebihan setoran pajak yang
dilakukan oleh pemotong pajak.Karena kesalahan menerbitkan surat
tersebut, pemotong pajak mengajukan keberatan kepada bidang
keberatan agar memperoleh keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh
pejabat pajak. Kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pajak

menimbulkan kerugianpada pemotong pajak Yyang seyogyanya

4 Adi Wijaya, http://stanpajak.blogspot.com/2011/04/pemotongan-pajak-lebih-
tinggi-bagi.html

7 pjd.
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http://stanpajak.blogspot.com/2011/04/pemotongan-pajak-lebih-tinggi-bagi.html
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kelebihan penyetoran pajak boleh diminta kembali. Ataukah,
dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada tahun pajak di masa
mendatang.

Dalam kaitan ini pejabat pajak memiliki dua pula kapasitas yang
berbeda satu dengan lainnya. Pertama, pejabat pajak sebagai salah satu
pihak yang bersengketa berhadapan dengan pemotong pajak. Kedua,
pejabat pajak sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan keberatan
dengan menerbitkan surat keputusan keberatan terhadap surat keberatan
yang diajukan oleh pemotong pajak yang bersangkutan. Kalau demikian
halnya, penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh pejabat pajak pada
bidang keberatan merupakan peradilan pajak tidak murni. Dikatakan
sebagai peradilan pajak tidak murni, karena pejabat pajak selain sebagai
salah satu pihak yang bersengketa juga sebagai pihak pemutus terhadap
surat keberatan yang diajukan kepadanya. Hal ini disebabkan karena
tidak terpenuhi unsur keempat peradilan pajak secara murni, yakni

pihak pemutus merupakan pula pihak yang bersengketa.!’

c. Pemungutan Pajak dengan Pejabat Pajak

Pada hakikatnya, pemungut pajak merupakan pula wajib pajak,
tetapi kapasitasnya bukan merupakan pembayar pajak yang memiliki
objek pajak yang dikenakan pajak, melainkan sebagai penyetor pajak
yang telah dipungut dari wajib pajak. Pemungutan pajak yang telah

dilakukan wajib disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah. Sebenarnya,

17650emitro dan Dewi Kania Sugiharti, Op. Cit. him.21.
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pemungut pajak tidak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak karena
tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak. Persyaratan itu
tertuju pada objek pajak yang tidak dimiliki atau dikuasainya. Dengan
demikian, pemungut pajak bukan merupakan wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUKUP.

Perselisihan antara pejabat pajak dengan pemungut pajak karena
tindakan pejabat pajak menerbitkan surat yang merugikan pihak
pemungut pajak. Misalnya, surat ketetapan pajak daerah nihil. Di dalam
surat itu, ditegaskan bahwa pemungut pajak telah menyetor pajak
berdasarkan jumlah pajak yang dipungut sehingga tidak ada pajak
terutang maupun kelebihan pembayaran pajak. Kenyataannya,
pemungut pajak telah menyetor pajak yang melebihi dari jumlah pajak
yang dipungut ke Kas Negara atau Kas Daerah.

Sebenarnya yang harus diterbitkan oleh pejabat pajak adalah
surat ketetapan pajak lebih bayar atau ketetapan pajak daerah lebih
bayar menunjukan bahwa ada kelebihan setoran pajak yang dilakukan
oleh pemungut pajak. Karena kesalahan menerbitkan surat tersebut,
pemungut pajak mengajukan keberatan kepada bidang keberatan agar
memperoleh keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat pajak
menimbulkan kerugian pada pemungut pajak yang seharusnya
kelebihan penyetoran pajak boleh diminta kembali. Ataukah,
dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada tahun pajak di masa

mendatang.
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Dalam kaitan ini pejabat pajak memiliki pula dua kapasitas yang
berbeda satu dengan lainnya. Pertama, pejabat pajak sebagai salah satu
pihak yang bersengketa berhadapan dengan pemungut pajak. Kedua,
pejabat pajak sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan keberatan
dengan menerbitkan surat  keputusan keberatan terhadap surat
keberatan yang diajukan oleh pemungut pajak yang bersangkutan.
Kalau demikian halnya, penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh
pejabat pajak pada bidang keberatan merupakan peradilan pajak tidak
murni. Dikatakan sebagai peradilan pajak tidak murni, karena pejabat
pajak selain sebagai salah satu pihak yang bersengketa juga sebagai
pihak pemutus terhadap surat keberatan yang diajukan kepadanya. Hal
ini disebabkan karena tidak terpenuhi unsur keempat peradilan pajak
secara murni, yakni pihak pemutus merupakan pula pihak yang

bersengketa.
d. Pembayaran Pajak dengan Pemotong Pajak

Surat keberatan yang diajukan oleh pembayar pajak terhadap
pemotong pajak karena dalam meaksanakan kewajibannya melanggar
ketentuan dalam peraturan perundang-undang perpajakan berlaku.
Sebagai contoh, pemotong pajak melakukan pemotongan pajak kepada
pembayar pajak melebihi yang seharusnya dipotong.t”’ Ataukah,
pemotong pajak melakukan pemotongan dengan tidak memberikan

bukti pemotongan pajak kepada pembayar pajak yang dipotong

Y7 http://www. pajak.go.id/content/kenali-para-pemotong-dan-pemungut-pajak-di-indonesia
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pajaknya. Kalau terjadi demikian, maka pembayar pajak yang telah
dikenakan pemotongan pajak berhak mengajukan surat keberatan
terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemotong pajak kepada
bidang keberatan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini,
pembayar pajak yang dikenakan pemotongan pajak dengan pemotongan
pajak yang telah melakukan pemotongan pajak.

Sementara itu pejabat pajak berada dalam kapasitas sebagai
pihak pemutus yang berwenang menerbitkan surat keputusan keberatan.
Sebenarnya pejabat pajak bukan merupakan salah satu pihak yang
bersengketa melainkan sebagai yang memeriksa dan memutus surat
keberatan yang diajukan oleh pembayar pajak. Tatkala dicermati
penyelesaian keberatan antara pembayar pajak dengan pemotong pajak,
ternyatabidang keberatan menyelenggarakan peradilan pajak secara
murni. Oleh karena terdapat pemisahan secara tegas antara pihak-pihak
yang bersengketa dengan pihak pemutus yang berwenang memeriksa
dan memutus sampai pada menerbitkan surat keputusan keberatan.
Tidak benar kalau dikatakan bahwa bidang keberatan sebagai salah satu
lembaga peradilan pajak hanya sekedar melaksanakan peradilan pajak
tidak murni dan bahkan mampu menyelenggarakan peradilan pajak
yang bersifat murni. Dengan demikian, bidang keberatan yang ada
dalam hukum pajak berbeda dengan bidang keberatan pada lembaga

peradilan tata usaha negara dan perbedaan ini menunjukan bahwa



144

hukum pajak pada hakikatnya hukum yang berdiri sebagai hukum

positif.}"®
e. Pembayaran Pajak dengan Pemungut Pajak

Surat keberatan yang diajukan oleh pembayar pajak terhadap
pemungut pajak karena dalam melaksanakan kewajibannya melanggar
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku.
Sebagai contoh, pemungut pajak melakukan pemungutan pajak kepada
pembayar pajak melebihi yang seharusnya dipungut. Ataukah,
pemungut pajak melakukan pemungutan pajak dengan tidak
memberikan bukti pemungutan pajak kepada pembayar pajak yang
dipungut pajaknya.'” Kalau terjadi demikian, pembayar pajak yang
telah dikenakan pemungutan pajak berhak mengajukan surat keberatan
terhadap perbuatan hukum vyang dilakukan oleh pemungut pajak
kepada bidang keberatan. Pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini,
pembayar pajak yang dikenakan pemungutan pajak dengan pemungut
pajak yang melakukan pemungutan pajak. Sementara itu, pejabat pajak
berbeda dalam kapasitas sebagai pihak pemutus yang berwenang
menerbitkan surat keputusan keberatan.

Sebenarnya pejabat pajak bukan merupakan salah satu pihak

yang bersengketa melainkan sebagai pihak yang memeriksa dan

78 Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan

Guru Besar, Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro,1997, hal. 9
*Putu Bagiaarta. Pengaturan Penyelesaian Sengketa PPN Melalui
Pengadilan Pajak. humas3 pada 19 Juni 2012.
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memutus surat keberatan yang diajukan oleh pembayar pajak. Ketika
dicermati penyelesaian keberatan antara pembayar pajak dengan
pemungut pajak, ternyata bahwa bidang keberatan menyelenggarakan
peradilan pajak secra murni karena terdapat pemisahan secara tegas
antar pihak-pihak yang bersengketa dengan pihak pemutus. Dalam arti,
pihak pemutus tidak berada dalam kedudukan sebagai yang bersengketa
melainkan dilengkapi dengan wewenang untuk memeriksa dan
memutus sampai pada penerbitan surat keputusan keberatan. Tidak
benar kalau dikatakan bahwa bidang keberatan sebagai salah satu
lembaga peradilan pajak tidak murni. Hal ini yang membedakan antara
bidang keberatan yang diatur dalam hukum pajak dengan bidang
keberatan yang diatur dalam hukum administrasi yang tercermin dari
UUPERATUN (UU Peradilan Tata Usaha Negara).'®

Salah satu perangkat hukum yang memberi jaminan kepastian
hukum atashak-hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Untuk
memudahkan pemahaman tentang peradilan pajak, terlebih dahulu akan
diberikan definisi tentang peradilan.Menurut Apeldoorn, peradilan ialah
memutuskan perselisinan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai
kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak
yang berselisih, tetapi berdiri sendiri diatas perkara, dan menyelesaikan

pokok perselisinan dibawah suatu peraturan umum.®*Sedangkan

180 Yndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

81Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia,
Eresco, Bandung, 1964, him. 6.
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peradilan pajak adalah implementasi acaraprosedur, proses dan sistem
kegiatan pengadilan dalam memutus kasus perpajakan dan konsekuensi
hukumnya.'®*Berdasarkan pengertian peradilandari ahli hukum dan
unsur-unsur dari suatu peradilan diatas dapat disimpulkan bahwa,
pengertian peradilan pajak dalam arti luas adalah suatu proses
penyelesaian semua bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat
administrasi pajak maupun oleh badan peradilan pajak yang
independen,yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:*®®

1) Merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara dalam arti
sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan;

2) Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum,
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
sebagainya khususnya di bidang hukum pajak;

3) Adanya suatu perselisinan hukum pajak yang nyata, seperti
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas
pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan Undang-
Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

4) Ada sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa, seperti wajib

pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak-pajak pusat

182Bahari U, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him.165.
1835udarsono, Kamus Hukum, Cetakan |, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, him. 349.
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atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
mengenai pajak-pajak daerah.

5) Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan
perselisihan, yaitu badan peradilan pajak yang mempunyai
wewenang memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan.

Sedangkan dalam arti sempit, peradilan pajak adalah proses
penyelesaian sengketa pajak oleh badan peradilan pajak yang
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selama ini
badan peradilan pajak telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan bentuk
dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu:

1. Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997), yang mempunyai
kewenangan dalam hal banding pajak;

2. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), yang
mempunyai kewenangan banding pajak dan gugatan pelaksanaan
penagihan pajak;

3. Pengadilan Pajak (2002), yang mempunyai kewenangan banding
pajak, gugatan pelaksanaan penagihan pajak, dan gugatan
pelaksanaan keputusan perpajakan.

Kemudian Rochmat soemitro merumuskan bahwaperadilan
pajak sebagai suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud
memberi keadilan dalam sengketa pajak baik kepada wajib pajak
maupun kepada pemungut pajak (pemerintah) sesuai ketentuanundang-

undang, dimana proses itu merupakanrangkaian perbuatan yang harus
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dilakukan oleh wajib pajak atau pemungut pajak dihadapan suatu

instansi (administrasi atau pengadilan) yang berwenang mengambil

keputusan untuk mengakhiri sengketa.'®*

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi
yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan
dikatakansebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur,
yaitu salah satu pihak yangberselisih harus administrator (pejabat
administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang
pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang
diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.*®

Peradilan administrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan
administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Berdasarkan
uraiandiatas dapat disimpulkan bahwa, peradilan pajak di Indonesia
meliputi, peradilan administrasi murni maupun peradilan administrasi
tidak murni, yaitu:

(1) Peradilan administrasi murni, seperti penyelesaian sengketa pajak
(dulu) oleh majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), dan (sekarang) oleh
Pengadilan Pajak (2002).

(2)Peradilan administrasi tidak murni, seperti pembetulan dan atau

pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 16

¥Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia, Cetakanl, Refika
Aditama, Bandung, 2005, him. 4.
18Bachasan Mustafa, Pokok-pokok Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1979, him. 114,
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UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
perpajakan). Seperti umumnya diketahui, sebuah institusi
pengadilan mempunyai kompetensi (kewenangan mengadili)
absolut. Dalam kaitannya dengan kompetensi absolut Pengadilan
Pajak, UU Pengadilan Pajak mengatur hal ini dalam dua pasal,
yakni Pasal 31 dan Pasal 32. Disamping menangani banding dan
gugatan seperti diatas, yang juga menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Pajak adalah melakukan pengawasan terhadap kuasa
hukum yang memberikan bantuan hukum kepada para pihak yang
bersengketa di Pengadilan Pajak. Hal yang seperti ini tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum. Inilah yang menjadi kekhususan dari Pengadilan Pajak.*®

a. Sengketa Pajak Pada Bidang Keberatan

Perihal keberatan perlu dipahami karena proses awal yang harus
ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak untuk pengajuan banding
adalah upaya keberatan. Artinya, sebelum seseorang wajib pajak atau
penanggung pajak ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya hukum

banding, ia terlebih dulu melakukan upaya keberatan ini. Baru kemudian

88 pid.
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apabila putusan upaya keberatan ini ternyata tidak memuaskan wajib pajak atau
penanggung pajak, pengajuan banding ke Pengadilan Pajak perlu dilakukan.*®’

Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib
pajak atau penanggung pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran
dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus
tertentu. Perbedaan ini terjadi antara wajib pajak atau penanggung pajak dan
Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya atas penetapan utang pajak untuk jenis
Pajak Pusat yang pengelolaannya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal
Pajak. Perbedaan persepsi juga dapat terjadi antara wajib pajak dan Kepala
Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan jajarannya di daerah (baik
propinsi maupun kabupaten/kota atas penetapan besarnya utang pajak untuk
Pajak daerah. Atau dapat pula terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak
dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan jajarannya atas penetapan bea masuk,
bea keluar, cukai dan sanksi administrasinya.®

Pada hakikatnya, keberatan merupakan upaya hukum biasa yang
berada di luar pengadilan pajak yang diperuntukkan untuk memohon keadilan
terhadap kerugian bagi wajib pajak. Oleh karena pejabat pajak tidak melakukan
perbuatan hukum atau melakukan perbuatan hukum , tetapi terjadi pelanggaran
hukum pajak. Demikian pula terhadap pemotong pajak atau pemungut pajak
dalam kerangka menegakkan hukum pajak, karena tidak memenuhi kewajiban
hukum yang melekat pada dirinya sebagai pemotong pajak atau pemungut

pajak. Sebaliknya pemotong pajak atau pemungut pajak berhak mengajukan

187 Syofyan, Syofrin dan Asyhar Hidayat. Hukum Pajak dan Permasalahannya. Bandung:
Refika Aditama. 2004, him. 43.
Ibid.
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keberatan tatkala mengalami kerugian atas tindakan hukum yang dilakukan
oleh pejabat pajak dalam bentuk keberatan.

Keberatan bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang diberikan
oleh hukum pajak kepada wajib pajak sebagai upaya untuk mendapatkan atau
memperoleh perlindungan hukum melalui bidang keberatan. Sebagai suatu hak,
penggunaan keberatan bergantung pada kehendak atau kemauan wajib pajak
untuk menggunakan atau tidak hak tersebut karena tidak ada sanksi hukum
yang boleh dikenakan bilamana tidak digunakan keberatan. Sebenarnya,
hukum acara peradilan pajak menempatkan keberatan sebagai upaya hukum
biasa berada di luar pengadilan pajak.*®

Keberatan tidak boleh disalahgunakan oleh wajib pajak dalam
kaitannya untuk memperoleh keadilan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini
didasarkan bahwa penggunaan hak untuk mengajukan keberatan, terlebih
dahulu wajib ditaati persyaratan yang ditentukan oleh UUKUP juncto
UUPDRD (UU Pajak Daerah Dan retribusi Daerah), karena kedua Undang-
Undang Pajak ini mengatur substansi keberatan. Tujuannya agar penggunaan
keberatan oleh wajib pajak tepat pada sasarannya berupa memperoleh keadilan
dalam penyelesaian sengketa pajak, baik terhadap pajak negara dan dipenuhi
persyaratan pengajuan keberatan sehingga dapat dikabulkan substansi tuntutan

yang terkandung dalam keberatan termaksud.

. Petugas Pajak / Birokrasi Yang Berkualitas Tinggi

¥pid., him. 45.
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Untuk dapat mengevaluasi perilaku, nilai-nilai yang dimiliki dan
dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh birokrasi di
Indonesia, dalam hal ini birokrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya
para pegawai atau petugas birokrasi yang bertugas dan bertanggungjawab
terhadap keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak. Desain kelembagaan
yang didasarkan pada prinsip-prinsip dikotomi administrasi politik dan

netralitas birokrasi mencakup adanya birokrasi berkualitas tinggi yang diilhami

oleh norma dan nilai pelayanan publik yang dihormati seperti :'®

a. Unwavering allegience to the profession and dedication to duty (membaur

dengan profesi dan dedikasi untuk bertugas),

b. Impartial application of rules and law (Penerapan peraturan dan hukum

yang imparsial),

c. Concern for fairness and equity (Perhatian untuk keadilan dan keadilan),

d. Commitment the protection of public inerest and promotion of the common
weal (Komitmen perlindungan masyarakat yang paling rendah dan promosi
dari common weal),

. High standard of personal integrity and probty (Standar integritas dan
probabilitas pribadi yang tinggi),

A sense of being accountable for the preservation of profesional ethics
(Rasa bertanggung jawab atas pelestarian etika profesi).

D

=h

Prinsip pertama dalam menjadi pegawai birokrasi yang berkualitas
tinggi adalah tidak mudah goyah, teguh pendirian terhadap profesi, penuh
kesetiaan dan pengabdian terhadap tugas-tugas yang dibebankan. Birokrasi
DJP mendapat berbagai tantangan terhadap kesetiaan dan pengabdian, baik
karena volume pekerjaan yang tinggi, budaya patuh pada atasan dan rayuan
melakukan korupsi.

Prinsip kedua dalam menjadi pegawai birokrasi yang berkualitas

tinggi adalah tidak memihak dan pada setiap penerapan aturan dan undang-

1% B Guy Peters and Jon Pierre. The SAGE Handbook of Public Administration. SAGE : Los
Angeles, 2012, him. 723.
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undang. Dalam kehidupan kenegaraan selalu terdapat pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan yang tidak searah, atau bertentangan satu sama lain.
Dalam kondisi yang demikian, maka birokrasi yang berkualitas tinggi harus
tetap pada prinsip tidak memihak, melainkan tetap berpegang teguh pada
aturan dan undang-undang. Birokrasi DJP selalu akan berhadapan dengan dua
pihak atau dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk mengamankan pajak ke
kas negara sebagaimana disebutkan dalam SKPKB / SKPKBT (Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan) di satu pihak dan dilain pihak wajib memperhatikan keberatan
wajib pajak terhadap SKP (Surat Ketetapan Pajak) tersebut berdasarkan
undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya.'®*

Prinsip ketiga dalam menjadi pegawai birokrasi yang berkualitas
tinggi adalah menerapkan prinsip keadilan dan kesamaan. Prinsip keempat
dalam menjadi pegawai birokrasi yang berkualitas tinggi adalah berkomitmen
melindungi masyarakat yang paling rendah dan memberikan promosi yang baik
mengenai pajak. Prinsip kelima dalam menjadi pegawai birokrasi yang
berkualitas tinggi adalah mempunyai standar integritas dan probabilitas pribadi
yang tinggi. Dan prinsip keenam dalam menjadi pegawai birokrasi yang
berkualitas tinggi adalah mempunyai rasa bertanggungjawab dan mempunyai
etika profesi, jadi setiap bertindak selalu berhati-hati.

Pengajuan Keberatan
Ketika terjadi pelanggaran hukum pajak di bidang pajak negara yang

meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak

P pid.
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penjualan atas barang mewah, keberatan ditujukan kepada direktur jenderal
pajak.®? Dalam arti, direktur jenderal pajak telah memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan memutuskan keberatan tersebut. Akan tetapi, kewenangan
direktur jenderal pajak telah dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kepala kantor
wilayah pajak atau kepala kantor pelayanan pajak. Pengajuan keberatan wajib
berpatokan pada jenis pajak yang dipersengketakan. Kalau jenis pajak yang
disengketakan adalah pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, keberatan harus ditujukan
kepada kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan pajak.

Lain halnya, bila jenis pajak yang disengketakan merupakan pajak
daerah provinsi, keberatan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah.
Sementara jenis pajak yang disengketakan merupakan pajak daerah
kabupaten/kota, keberatan diajukan kepada bupati/walikota kepala daerah. Hal
ini didasarkan bahwa pengaturan pajak daerah berbeda dengan pengaturan
pajak negara yng diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (UUPDRD). Sekalipun terdapat pengaturan yang berbeda, ternyata
bahwa substansi pengajuan keberatan bagi sengketa pajak daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) memiliki banyak persamaan dibandingkan perbedaannya.'®?

Siapakah yang berhak mengajukan keberatan/Apabila ditelusuri
UUKUP juncto UUPDRD maka yang berhak mengajukan keberatan adalah

wajib pajak. Hal ini secara tegas diatur pada Pasal 25 ayat (1) UUKUP yang

192 Asmara, Galang. Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam
Hukum Pajak Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006, him. 27.
193 a;
Ibid.
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menegaskan “wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Direktur Jenderal Pajak “. Jika keberatan itu tertuju pada pajak daerah
(provinsi atau kabupaten /kota) maka yang berhak mengajukan adalah wajib
pajak. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 103 ayat (1) UU PDRD bahwa
wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk”. Dengan demikian, suatu kepastian hukum bagi wajib
pajak dapat mengajukan keberatan karena hukum pajak memberikannya dalam
bentuk “hak” yang tidak boleh dipertengahkan.
Persyaratan keberatan terhadap sengketa pajak negara, adalah sebagai
berikut :'%
a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
b. Keberatan harus memuat jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut ; atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak
c. Keberatan diajukan kepada pejabat pajak dengan disertai alasan-alasan
yang menjadi dasar perhitungan
d. Keberatan diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim
surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan pajak atau pemungut
pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
e. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak,

wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit

1%4Tjia Siauw Jan. Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Wajib
Pajak. Bandung: PT Alumni Bandung, 2013, hal. 9.
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sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Sementara itu, persyaratan keberatan terhadap sengketa pajak
daerah, adaah sebagai berikut :

a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia,

b. Keberatan diajukan kepada kepala daerah dengan disertai alasan-alasan
yang jelas,

c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan pajak atau pemungutan, kecuali jika
wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur),

d. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.*®

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak
dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Dalam
arti, pejabat sebagai pihak pemutus sengketa pajak dalam bentuk keberatan,
berwenangumtuk mengesampingkan suatu keberatan tatkala tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penyimpangan suatu
keberatan oleh pejabat pajak tidak boleh dianggap sebagai bentuk
pelanggaran hukum pajak karena tindakan itu dilakukan dalam kerangka

menegakkan hukum pajak.*®

1% Djamaludidin Gede, 2002, Hukum Pajak, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta, h. 32.
“Ibid.
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Jika diteliti secara seksama persyaratan keberatan, baik terhadap
sengketa pajak pusat maupun terhadap sengketa pajak daerah, ternyata
bahwa  persyaratan itu  belum dapat dikatakan  sempurna.
Ketidaksempurnaan itu tertuju pada tidak dicantumkannya mengenai
identitas para pihak yang bersengketa dalam tahap keberatan. Identitas para
pihak yang bersengketa sangat menentukan bagi bidang keberatan untuk
memberitahukan atau menyampaikan surat kepada para pihak yang
bersengketa, terutama pihak termohon keberatan. Selain itu, bertujuan pula
untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pemeriksaan, terutama
pada tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian, persyaratan sahnya
keberatan diharapkan dilengkapi dengan identitas para pihak yang
bersengketa pada tahap keberatan.*®’

Keberatan wajib pajak harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
indonesia dan bukan bahasa inggris, jerman, belanda,dan lain-lain. Dalam
surat keberatan itu dikemukakan mengenai jumlah pajak yang terutang,
atau jumlah yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut
perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar
penghitungan dimaksud. Batas waktu pengajuan keberatan ditentukan
dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat dan tanggal pemotongan
pajak atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak
memiliki waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat

keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata jangka waktu tiga bulan

Y"Tjia Siauw Jan., Op., Cit., him. 12.
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tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar
kekuasaan (force majeur) wajib pajak, maka tenggang jangka waktu selama
tiga bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang.'®®

Jangka waktu tiga bulan yang diberikan kepada pihak yang
mengajukan keberatan tersebut, sangat cukup lama sehingga dapat
menimbulkan usaha-usaha yang mengarahkan kepada perbuatan melanggar
hukum pajak. Seperti, melakukan pendekatan dengan pejabat pajak yang
berwenang menerbitkan surat keputusan keberatan tersebut agar
keberatannya dapat dikabulkan dengan diktum menerima seluruh dalil-dalil
pemohon keberatan. Oleh karena itu, jangka waktu tiga bulan itu dapat
dikurangi menjadi tujuh hari sejak tanggal diterima surat keputusan
keberatan termaksud. Hal ini dimaksud agar penyelesaian sengketa
keberatan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, paling lama hanya
enam bulan sejak tanggal dimasukannya surat keberatan oleh wajib pajak.
Dengan demikian, jangka waktu pengujian keberatan perlu dilakukan
perubahan dari tiga bulan menjadi tujuh hari dan tidak perlu ada istilah
force majeur terhadap wajib pajak.

Ruang lingkup substansi surat dalam UUKUP berbeda dengan
substansi surat dalam UUPDRD sehingga memerlukan penjabaran lebih
lanjut. Ruang lingkup substansi surat ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) UUKUP, adalah sebagai berikut :'*°

1984
Ibid.
199 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
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a. Surat ketetapan pajak kurang bayar
b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
c. Surat ketetapan pajak lebih bayar ; dan
d. Surat ketetapan pajak nihil

Sementara itu, ruang lingkup substansi surat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 103 ayat (3) UUPDRD, adalah sebagai berikut :
a. Surat pemberitahuan pajak terutang
b. Surat ketetapan pajak daerah
c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
d. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
e. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar dan
f. Surat ketetapan pajak daerah nihil

Perbedaan substansi surat yang diatur dalam UUKUP dengan
substansi surat dalam UUPDRD, pada hakikatnya tidak menimbulkan
kesulitan bagi wajib pajak ketika memahami dan mematuhi hukum pajak
pada saat mengajukan keberatan. Hal ini menunjukan bahwa sengketa pajak
yang berkaitan dengan substansi surat tersebut, wajib ditempatkan pada
kedudukan yang sebenarnya menurut hukum pajak agar keberatan tidak
mengalami kesalahan secara prinsipil. Kadangkala, salah satu surat itu
diwajibkan untuk dilampirkan dalam surat keberatan yang diajukan oleh
wajib pajak.

Penyusunan surat keberatan memerlukan bukti-bukti konkrit agar

dapat diterima secara keseluruhan keberatan wajib pajak.Oleh karena itu,
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Pasal 25 ayat (6) UUKUP meletakan hak bagi wajib untuk meminta dasar-
dasar pengenaan, pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang telah
ditetapkan. Sebaliknya meletakkan kewajiban kepada pejabat pajak untuk
memenuhi permintaan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
ayat (6) UUKUP. Bilamana hak wajib pajak tersebut tidak dibuktikan oleh
pejabat pajak, ternyata Undang-undang Pajak tidak memberi penjelasan
lebih lanjut, apakah dapat atau tidak dipersengketakan pada bidang
keberatan atau pengadilan pajak karena merupakan kewajiban bagi pejabat
maka untuk memberikan atau memenuhi permohonan wajib pajak maka
untuk sementara waktu dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara,
bahkan dapat diajukan sebagai tersangka dalam peradilan umum.*®

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai
Direktorat Jenderal Pajak Pajak yang ditunjukan untuk itu/kepala daerah
atau pejabat yang ditunjuk, atau tanda pengiriman surat atau melalui cara
lain yang telah ditentukan, adalah sebagai bukti surat tentang penerimaan
surat keberatan. Jangka waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak
tanggal penerimaan surat dimaksud. Tatkala surat keberatan dari wajib
pajak tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebelum berakhir
batas waktu pengajuan surat keberatan maka wajib pajak masih berhak
memperbaiki surat keberatannya. Jangka waktu penyelesaian keberatan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan yang telah diperbaiki

dan memenuhi persyaratan sebagai surat keberatan.

P bid.
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Penerimaan surat keberatan dapat digunakan oleh wajib pajak
sebagai bentuk pengawasan untuk mengetahui kapan berakhir jangka waktu
dua belas bulan. Berhubung karena dalam jangka waktu dua belas bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima maka pejabat pajak wajib
menerbitkan surat keputusan keberatan. Hal ini salah satu bentuk peran
serta wajib pajak dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan
hukum pajak yang berkaitan dengan penyelesaian keberatan.?®*

Wajib pajak yang mengajukan surat keberatan, terlebih dahulu
wajib membayar pajak yang terutang karena penagihan pajak tetap
dilaksanakan. Pengajuan surat keberatan bukan merupakan alasan bagi
wajib pajak untuk menunda kewajiban membayar pajak atau dengan cara
melakukan penghindaran pajak yang bersifat negatif.?? Pengajuan surat
keberatan hanya bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang
didasarkan atas keadilan mengenai objek pajak yang disengketakan.
Dengan demikian, pajak yang terutang tetap harus dibayar walaupun wajib
pajak mengajukan surat keberatan kepada bidang keberatan, karena
pengajuan surat keberatan tidak menunda penagihan pajak yang setiap saat
dapat dilakukan oleh pejabat pajak dalam kerangka penegakan hukum
pajak. Tetapi jumlah yang harus dibayar sebelum mengajukan Keberatan
sebesar yang disetujui dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

(SKPKB).

201 H
Ibid.
“2penyelesaian  Sengketa  Perpajakan  Ditinjau  Dari  Aspek  Penegakan
Hukum, Disampaikan oleh : Prof. Dr. Widyo Pramono, SH, MM, MHum dalam acara Rakortas
Keberatan dan Banding 2015 yang dilaksanakan tanggal 20 s.d 23 Oktober 2015.
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d. Objek Sengketa Keberatan Pajak
Keberatan sebagai upaya hukum biasa dalam hukum acara peradilan
pajak, tidak boleh diajukan kepada bidang keberatan ketika tidak mempunyai
objek yang diperselisihkan. Sebenarnya, objek yang diperselisinkan pada
bidang keberatan merupakan objek keberatan yang memiliki berbagai jenis,
bergantung pada kaidah hukum pajak yang bersumber dari UUKUP juncto
UUPDRD sebagai hukum formal di bidang perpajakan. Keberadaan objek
keberatan memberikan legalitas terhadap pihak-pihak yang bersengketa
untuk dapat digunakan dalam kerangka memperoleh keadilan, kemanfaatan,
atau kepastian hukum.?®®
Dasar hukum objek sengketa pajak pusat diatur dalam Pasal 25 ayat
(1) UUKUP yang meliputi atas suatu :
a. Surat ketetapan pajak kurang bayar
b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
c. Surat ketetapan pajak lebih bayar
d. Surat ketetapan pajak nihil
e. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga dan
f. Pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UUKUP menegaskan, apabila wajib
pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotong atau

pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat

% Tjip Ismail.Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di
Indonesia, Disertasi, FH-UI: Tahun 2005, him. 32
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mengajukan keberatan hanya kepada direktur jenderal pajak. Keberatan yang
diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu :***

a. Jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
b. Jumlah besarnya pajak
c. Pemotongan pajak atau
d. Pemungutan pajak
Perkataan “suatu” dalam pasal 25 ayat (1) UUKUP, dimaksudkan

bahwa suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu
masa pajak atau tahun pajak. Sebagai contoh ; keberatan atas ketetapan pajak
penghasilan tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012 harus diajukan masing-
masing dalam satu surat keberatan tersendiri. Untuk dua tahun pajak tersebut
harus diajukan dua surat keberatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
bagi wajib pajak dalam menyusun secara benar dan jelas surat keberatan
yang akan diajukan. Demikian pula halnya, dipersidangan memudahkan bagi
pejabat pajak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak secara
berkeadilan, bermanfaat, dan mewujudkan kepastian hukum bagi objek pajak
yang dipersengketakan.

Ketika dikaji secara mendalam objek sengketa tersebut,ternyata
menganut teori materil timbulnya utang pajak karena timbulnya utang pajak
berupa suatu jumlah kerugian dan/atau jumlah besarnya pajak penghasilan
terutang tidak melibatkan pejabat pajak. Hal ini didasarkan bahwa jumlah
kerugian dan/atau jumlah besarnya pajak penghasilan terutang tidak

melibatkan pejabat pajak. Hal ini didasarkan bahwa jumlah kerugian dan/atau

204

Pasal 25 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
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jumlah besarnya pajak penghasilan terutang telah ditentukan oleh Undang-
Undang Pajak Penghasilan (UUPPh). Sementara itu, ketetapan pajak yang
diterbitkan oleh pejabat pajak hanya sekedar instrumen hukum pajak untuk
melegalkan keberadaan jumlah kerugian dan/atau jumlah pajak penghasilan
yang terutang.”®®

Berbeda dengan pemotongan pajak atau pemungutan pajak sebagai
objek sengketa pajak berdasarkan kaidah hukum Pasal 25 ayat (1) UUKUP.
Pemotongan pajak atau pemungutan pajak tidak dilakukan oleh pajak,
melainkan dilakukan oleh pemotong pajak atau pemungut pajak. Objek
sengketa yang boleh ditimbulkannya dapat berupa kesalahan dalam
melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Misalnya, salah
menerapkan tarif pajak (pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah) sehingga melakukan
pemotongan pajak atau pemungutan pajak terhadap pembayar pajak maka
pembayar pajak dalam kedudukan sebagai wajib pajak berhak mengajukan
keberatan.

Lain halnya terhadap sengketa pajak yang berkaitan dengan pajak
daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU PDRD. Objek
sengketa pajak daerah yang dapat diajukan keberatan atas suatu.’®
a. Surat pemberitahuan pajak terutang
b. Surat ketetapan pajak daerah

c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

“Marohit Pahala Siahaan. Seri Hukum Pajak Indonesia: Hukum Pajak
Formal, Yogyakarta: Graha llmu, 2010, hal. 210-211.
206 pasal 103 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah.
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d. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan

e. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar

f. Surat ketetapan pajak daerah nihil

g. Pemotongan pajak daerah atau

h. Pemungutan pajak daerah oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Untuk memahami substansi objek sengketa pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) UUPDRD, dapat dijelaskan
sebagai berikut: terlebih dahulu diketahui penjelasan ketentuan tersebut. Akan
tetapi, pada penjelasan ketentuan itu dikatakan “cukup jelas” Berdasarkan
kaidah hukum pada Pasal 103 ayat (1) UUPDRD maupun penjelasannya,
dipahami bahwa objek sengketa pajak daerah menganut teori timbulnya utang
pajak. Teori formal menegaskan bahwa campur tangan pejabat pajak sehingga
menimbulkan utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat penagihan
pajak. Dalam arti surat penagihan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak
pada hakikatnya menimbulkan utang pajak. Misalnya, kepala daerah
menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan pajak
daerah kepada wajib pajak daerah kepada wajib pajak daerah dalam kapasitas
sebagai pembayar pajak daerah, pada saat itu menimbulkan utang pajak
daerah. Ketika terdapat kesalahan oleh kepala daerah dalam kerangka
menetapkan jumlah pajak daerah yang terutang, pembayar pajak berhak

mengajukan keberatan kepada bidang keberatan.
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Sementara itu, pemotongan pajak daerah atau pemungutan pajak
daerah tidak dilakukan oleh kepala daerah, melainkan dilakukan oleh pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pihak
ketiga dalam hal ini merupakan wajib pajak daerah dalam kapasitas sebagai
pemotong pajak daerah atau pemungut pajak daerah. Ketika pemotong pajak
daerah salah menerapkan ketentuan mengenai tarif pajak daerah, kesalahan itu
boleh diajukan dalam objek sengketa pajak daerah. Demikian pula, bila
pemungut pajak daerah (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) tidak
dapat melakukan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
tersebut maka ketetapan yang dilakukan itu dapat dijadikan objek sengketa
pajak daerah. Dengan demikian, pemahaman dan ketelitian sangat berperan
bagi pemotong pajak dalam kerangka penegakan hukum pajak.”>’ Beberapa

objek pajak yang menjadi objek keberatan, antara lain sebagai berikut :

1) Keberatan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas

Barang dan Jasa (PPh dan PPN)

Bidang hukum pajak dibagi ke dalam hukum pajak material dan
hukum pajak formal. Hukum pajak material mempunyai muatan-muatan
tertentu antara lain objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, tarip dan
sebagainya. Sementara hukum pajak formal memuat ketentuan-
ketentuan yang sebenarnya diadakan untuk mewujudkan tercapainya apa
yang diatur dalam hukum pajak material. Muatan yang ada di dalam

hukum pajak formal itu antara lain meliputi pendaftaran objek pajak dan

Y| bid.
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wajib pajak, pemungutan pajak, penyetoran pajak, pengajuan keberatan,
permohonan banding, permohonan pengurangan dan penundaan
pembayaran dan lain sebagainya. Ketentuan hukum pajak formal itu
antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tetntang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
(KUP).

Dalam Undang-Undang tentang KUP, ketentuan yang mengatur
mengenai keberatan, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) diatur di dalam
Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 26A. selanjutnya keberatan untuk PPh dan
PPN diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
194/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan. Untuk mengajukan upaya keberatan tersebut perlu
diperhatikan apa yang diatur di dalam peraturan tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.03/2007 Tentang
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan menentukan bahwa
wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat
keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :2%

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

2% peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan.
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4) Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau
5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada kemungkinan wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi,
jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak
sebagaimana mestinya. Apabila hal seperti itu terjadi, wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan
yang diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu
jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unadngan
perpajakan, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan
pajak. Arti kata “dapat” di sini adalah bahwa pengajuan keberatan
tersebut tidak diwajibkan. Hal ini diatur demikian karena pembuat aturan
menyadari bahwa perbedaan penafsiran yang mengakibatkan
kekurangan itu bisa jadi hanya disikapi oleh wajib pajak dengan
menerima saja keputusan itu-sekalipun ia tidak puas. Tetapi jika yang
bersangkutan akan mengupayakan melalui proses hukum, dia juga diberi
kesempatan.

Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, surat keberatan
disampaikan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib
pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
dengan menyampaikannya secara langsung, melalui pos dengan bukti
pengiriman surat, atau melalui cara lain. Yang termasuk dalam

pengertian penyampaian surat keberatan secara langsung adalah
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penyampaian surat keberatan melalui Kantor Penyuluhan dan
Pengamatan Potensi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak
tempat wajib pajak terdaftar, dan/atau tempat pengusaha kena pajak
dikukuhkan. Sementara yang dimaksud dengan penyampaian surat
keberatan melalui cara lain meliputi perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat, atau melalui e-filing lewat ASP
(Aplication Service Provider). Untuk penyampaian surat keberatan
diberikan tanda penerimaan surat dan untuk penyampaian surat
keberatan elektronik diberikan bukti penerimaan elektronik. Bukti
pengiriman surat atau tanda penerimaan surat, serta bukti penerimaan
elektronik tersebut menjadi bukti penerimaan surat keberatan. Surat
keberatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:?*

A. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

B. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib
pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar
penghitungan;

C. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan
pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu)

pemungutan pajak;

209 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd8c35ad 7be7/proses-penyelesaian-

sengketa-pajak-lamban
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D. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan;

E. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim
surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau
pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak (force majeur); dan

F. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat
keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak

belum memenuhi persyaratan dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d

atau huruf f, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan

dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka
waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e terlampaui.?*

Dalam hal wajib pajak menyampaikan perbaikan surat keberatan,

tanggal penyampaian perbaikan surat keberatan merupakan tanggal surat

keberatan diterima. Dengan demikian, jika ada perbaikan terhadap surat
keberatan, maka wajib pajak dianggap belum mengajukan keberatan.

Baru setelah perbaikan selesai dilakukan, keberatan itu dianggap telah

diajukan. Kepastian mengenai hal ini penting karena berkaitan dengan

1 bid.
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batas waktu pengajuan keberatan dan kepastian untuk menghitung
jangka waktu bagi Dirjen Pajak mengenai keberatan tersebut.

Dalam kaitannya dengan persyaratan yang dimuat pada point b,
ada kemungkinan wajib pajak mempunyai penafsiran tersendiri
mengenai suatu ketentuan Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan
Nilai. Penafsiran tersebut bisa mengakibatkan ketetapan pajak berbeda
dengan hasil perhitungan pihak fiscus, misalnya suatu pengeluaran wajib
pajak ditafsirkan oleh wajib pajak sebagai pengeluaran untuk
memperoleh penghasilan, sehingga dapat dibiayakan. Tetapi terhadap
pengeluaran seperti itu bisa jadi fiscus menafsirkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku, jadi tidak dapat dimasukkan biaya yang
mengurangi laba kotor. Karena itu, hal ini perlu dijelaskan disertai bukti-
bukti yang diperlukan dalam penentuan pajak, seperti bukti pemotongan
pajak dan bukti pemungutan pajak.?*

Untuk pengajuan keberatan tersebut berlaku ketentuan bahwa 1
(satu) keberatan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu)
Masa Pajak atau Tahun Pajak. Jadi tidak dibenarkan apabila untuk jenis
pajak yang sama diajukan keberatan untuk dua tahun pajak sekaligus.
Untuk masing-masing tahun pajak / masa pajak dari satu jenis pajak
diajukan keberatan sendiri-sendiri. Sebagai contoh keberatan atas
ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009

harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri.

21 Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta : Andi, 2001, him. 10.
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Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat
keberatan.**?

Kewajiban wajib pajak dalam mengajukan keberatan antara
lain melunasi pajak yang masih harus dibayar. Tetapi pelunasannya tidak
seluruhnya seperti yang ditetapkan oleh fiscus, melainkan paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Pelunasan tersebut
harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. Hal ini
berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 yang mewajibkan wajib pajak untuk melunasi
secara keseluruhan utang pajak sebelum mengajukan keberatan.

Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan
pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Surat Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak
yang menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per
bulan juga tidak diberlakukan atas junlah pajak yang belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan. Dengan demikian kekurangan dari apa yang
telah disepakati dalam pembahasan akhir baru akan dilunasi nanti
apabila pengajuan keberatan itu telah diputus.

Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagaimana tersebut di atas dianggap bukan surat keberatan sehingga

tidak dipertimbangkan dan Surat Keputusan Keberatan tidak diterbitkan.

212 http://perpustakaan.bappenas.go.id/pls/kliping/data_access.sho
w_file_clp?v_filename=F7510/31%20Kanwil%20Tak%20Sanggup%20Ca pai%20Target.htm
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Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan Surat
Keputusan Keberatan yang tidak diterbitkan akan diberitahukan secara
tertulis kepada wajib pajak.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat
ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak secara jabatan, yang
disebabkan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT sekalipun telah
ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan
pembukuan pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang
dipandang perlu, wajib pajak wajib membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan
besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat
membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan,
pengajuan keberatannya ditolak.?*®

Dalam rangka pengajuan keberatan, wajib pajak dapat meminta
kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis
hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau perhitungan rugi wajib
pajak. Direktur JenderalPajak wajib memberi keterangan yang diminta
oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja sejak surat permintaan wajib pajak diterima. Keterangan tertulis
tersebut diharapkan dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
mempertajam uraian alasan pengajuan keberatan itu sehingga lebih

akurat. Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak

“3Emil Salim.Visi Baru Ekonomi Indonesia, Mencari Paradigma Baru Pembangunan
Indonesia. Jakarta: 1997, him. 3.
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atas permintaan wajib pajak tersebut tidak menunda jangka waktu
pengajuan keberatan. Dengan demikian apabila ada permintaan dari
wajib pajak kepada Dirjen pajak untuk memberikan keterangan seperti
tersebut di atas, maka tetap saja waktu pengajuan keberatan itu paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, atau
sejak tanggal pemotongan, atau pemungutan pajak, dan bukan ditambah
dengan tenggang waktu Dirjen Pajak memberikan keterangan. Sebelum

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk

hadir, hal-hal yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian keberatan

adalah sebagai berikut:***

b. Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi
tambahan dari wajib pajak;

c. Wajib pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah
disampaikan baik atas kehendak wajib pajak yang bersangkutan
maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi
yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan
keputusan keberatan.

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur

Jenderal Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk hadir

I bid.
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kepada wajib pajak guna memberi keterangan atau memperoleh
penjelasan mengenai keberatannya. Jika wajib pajak tidak hadir pada
waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, proses
keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran wajib pajak.
Pemberian kesempatan hadir di dalam pemeriksaan merupakan sebuah
kewajaran yang harus diberikan kepada wajib pajak. Hal ini sebagai
wujud penghormatan harkat dan kedudukan wajib pajak sebagai subjek
hukum untuk membela kepentingannya, sekaligus diharapkan dapat
mempermudah menggali keterangan wajib pajak. Sementara menurut
penjelasan undang-undang, pemberitahuan untuk hadir tersebut
dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas
kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian
keberatannya. Wajib pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan
atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.?®

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang
tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam
penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi
atau keterangan lain tersebut berada di pihak ke tiga dan belum diperoleh
wajib pajak pada saat pemeriksaan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa
pada waktu wajib pajak diperiksa, ada kemungkinan yang bersangkutan

tidak menyampaikan pembukuan, catatan, data, informasi atau

21> Jamal Widodo.Membangun Model Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Berkeadilan.
Solo: Sebelas Maret University Press, 2008, him. 93.
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keterangan lain yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Baru setelah
dia butuh untuk mengajukan keberatan, dia menunjukkannya.?'®

Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sepanjang Surat
Pemberitahuan Untuk hadir belum disampaikan kepada wajib pajak. Jika
wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, dia tidak dapat mengajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
tidak benar.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu 12 bulan
tersebut telah terlampaui, dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak.
Dengan penentuan batas waktu yang disediakan bagi Dirjen Pajak untuk
memeriksa dan memberi keputusan atas keberatan tersebut, maka ada
kepastian yang dapat dijadikan sebagai pegangan, sekaligus mendorong
adanya tertib administrasi dalam penanganan keberatan dari wajib pajak.

Ada beberapa kemungkinan isi putusan dari Direktur Jenderal
Pajak atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yaitu :**’
2. Mengabulkan keberatan, baik untuk sebagian atau seluruhnya,
3. Menolak keberatan, atau

4. Menambah jumlah pajak terutang.

218 1bid.
http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=110/keberatanpajak
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Apabila wajib pajak masih belum merasa puas terhadap
keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap
keberatan yang diajukannya di atas, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.”'®

Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ada kemungkinan
ditolak atau dikabulkan oleh Dirjen Pajak, dan wajib pajak tidak
mengajukan permohonan banding. Apabila terjadi hal seperti itu, jumlah
pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak adalah jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan. Pelunasan harus dilakukan paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan atas keberatan.
Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut, penagihan
dengan Surat Keputusan atau Keberatan. Apabila wajib pajak tidak
melunasi utang pajak tersebut, penagihan dengan Surat Paksa akan
dilaksanakan. Di samping pelunasan kekurangan pajak seperti itu, wajib
pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima
puluh persen). Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak kurang
Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar
Rp. 2.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT. Bangun Pagi. Dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui
pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp. 400.000.000,00 dan
kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal

Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak

218 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
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yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Dalam
hal ini, wajib pajak tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2%
perbulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai
dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp. 1.500.000.000,00 — Rp.
400.000.000,00) = Rp. 550.000.000,00.
(2) Keberatan atas Pajak Bumi Dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak
pusat yang hasil pungutannya dimasukkan ke daerah. Pajak Bumi dan
Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam Undang-Undang
tersebut mengenai keberatan diatur dalam Pasal 15.%*°
Wajib Pajak yang akan mengajukan keberatan terhadap
penetapan utang Pajak Bumi dan Bangunan perlu memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut :
B. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal
Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama atas :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Keberatan terhadap SPPT dan SKP harus diajukan masing-
masing dalamsatu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun

pajak.

219 pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.
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C. Pengajuan keberatan tersebut dilakukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas dengan
dilampiri fotokopi SPPT atau SKP yang terhadapnya diajukan
keberatan, serta fotokopi identitas wajib pajak;

D. Dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan
wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
Keberatannya;

E. Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan, pengajuan
Keberatan disertai dengan :

A. Fotokopi identitas wajib pajak, dan fotokopi identitas kuasa
wajib pajak dalam hal dikuasakan;

B. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;

C. Fotokopi ljin Mendirikan Bangunan (IMB); dan / atau

D. Fotokopi bukti pendukung lainnya.

F. Keberatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT ataupun SKP dimaksud oleh wajib
pajak, kecuali apabila ternyata wajib pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

G. Adanya pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban
wajib pajak untuk membayar pajak.??

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, untuk Pajak Bumi dan

| bid.
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Bangunan juga berlaku ketentuan bahwa dalam hal wajib pajak
mengajukan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar Direktur Jenderal
memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi
dasar pengenaan pajak, atau pemungutan pajak. Keterangan tertulis
tersebut diharapkan dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
mempertajam uraian alasan pengajuan keberatan itu sehingga lebih
akurat.

Apabila ada keberatan dari wajib pajak seperti di atas, maka
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka paling lambat 12 bulan sejak
diterimanya pengajuan keberatan dari wajib pajak itu ternyata Direktur
Jenderal Pajak tidak memberikan putusan, maka dianggap bahwa
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dikabulkan. Sebelum surat
keputusan terhadap suatu keberatan diterbitkan, wajib pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Ada beberapa kemungkinan isi putusan dari Direktur Jenderal
Pajak atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yaitu :

e Mengabulkan keberatan, baik untuk sebagian atau seluruhnya,
e Menolak keberatan atau
e Menambah jumlah pajak terutang.
Apabila wajib pajak masih belum merasa puas terhadap

keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap
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keberatan yang diajukannya tersebut, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
3. Keberatan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Dalam Undang-Undang tersebut, keberatan diatur dalam
Pasal 16 dan Pasal 17. Untuk pengajuan keberatan dalam BPHTB ini
perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:**
A. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur
Jenderal Pajak atas:
1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar (SKBPHTBKB);
2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kurang Bayar Tambahan (SKBPHTBKBT);
3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lebih Bayar (SKBPHTBLB);
4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Nihil (SKBPHTBN).
B. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahsa Indonesia dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan

221 pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
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wajib pajak disertai alasan-alsan yang jelas. Berkas keberatan

tersebut dilengkapi dengan :?%

a. Fotokopi surat Setoran BPHTB;

b. SKBPHTB, atau SKBPHTBKBT, atau SKBPHTBLB, atau
SKBPHTBN yang asli;

c. Fotokopi akta/risalah lelang/surat keputusan pemberian hak
baru/putusan hakim;

d. Fotokopi identitas wajib pajak.
Untuk melengkapi point ¢ disesuaikan dengan peristiwa hukum
atau perbuatan hukum apa yang menyebabkan perolehan hak atas

tanah dan bangunan itu.

. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)

bulan  sejak  tanggal diterimanya SKBPHTBKB, atau
SKBPHTBKBT, atau SKBPHTBLB, atau SKBPHTBN oleh wajib
pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

. Wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada

Direktur Jenderal Pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar

pengenaan pajak.

. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

2| hid.
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Apabila wajib pajak mengajukan keberatan seperti tersebut,
maka Direktur Jenderal Pajak dalam waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu 12 (dua belas)
bulan itu telah lewat dan ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan. Selama Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan
keputusan atas keberatan itu, wajib pajak bisa menyampaikan alasan
tambahan penjelasan tertulis.?*

Atas permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak,
Direktur Jenderal Pajak dapat memutuskan:

a. Mengabulkan keberatan, baik untuk sebagian atau seluruhnya,
b. Menolak keberatan, atau
c. Menambah jumlah pajak terutang.

Apabila wajib pajak belum merasa puas terhadap keputusan

yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap keberatan yang

diajukannya, ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Keberatan atas Pajak Daerah

Mengenai Pajak Daerah telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan yang mengatur

upaya keberatan dimuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Untuk pengajuan

2| bid.
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keberatan terhadap Pajak Daerah perlu diperhatikan beberapa hal

berikut :?%*

a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;

d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;

f. Permohonan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

b. Agar keberatan dipertimbangkan, keberatan harus diajukan secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
Di samping itu, apabila wajib pajak mengajukan keberatan atas
ketetapan secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan
ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.

c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana disebutkan di atas, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya.

224 pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
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d. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Apabila ada keberatan terhadap Pajak Daerah sebagaimana
disebutkan, kepala daerah harus memberi keputusan atas keberatam
yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Apabila jangka waktu 12
(dua belas) bulan tersebut telah lewat dan kepala daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Keputusan Kepala Daerah atas permohonan keberatan yang
diajukan oleh wajib pajak dapat berupa:

1. Mengabulkan keberatan, baik utnuk sebagian atau seluruhnya,

2. Menolak keberatan, atau

3. Menambah jumlah pajak terutang.

Apabila wajib pajak masih belum merasa puas terhadap
keputusan yang diberikan oleh kepala daerah terhadap keberatan yang
diajukannya tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke

Pengadilan Pajak.

e. Keberatan di Bidang Kepabeanan

Ketentuan yang mengatur tentang keberatan di bidang
kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2006. Ketentuan Undang-Undang tersebut kemudian diatur
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lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

146/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan

Kepabeanan. Sebelum keluar Peraturan Menteri Keuangan tersebut,

keberatan di bidang kepabeanan diatur bersama keberatan cukai dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 380/KMK.05/1999 tentang Tata

Cara Pengajuan Keberatan Kepabenan dan Cukai.?®

Keberatan di bidang kepabeanan dapat dilakukan atas tarif, nilai
pabean, dan/atau sanksi administrasi, maupum keberatan lainnya.
Orang atau badan dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan
oleh pejabat bea dan cukai mengenai :

a. Tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak
dalam rangka impor; dan

b. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Sementara yang termasuk dalam keberatan selain atas tarif dan
atau nilai pabean adalah keberatan yang diajukan atas penetapan yang
dilakukan oleh pejabat beadan cukai mengenai :

a. Kekurangan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
impor selain karena tarif dan/atau nilai pabean; dan

b. Penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan

pembayaran.

2% Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
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Keberatan atas tarif, nilai pabean, dan/atau sanksi administrasi,
maupun keberatan lainnya diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan
dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri ~ Keuangan =~ Nomor
146/PMK.04/2007 dengan dilampiri :%%°
1. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau

bukti pelunasan tagihan; dan
2. Fotokopi surat penetapan pejabat beadan cukai.

Maksud dari arti sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk,
kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa
denda. Dalam hal tagihan telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan
tanpa kewajiban menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut tidak wajib
diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan
pabean. Yang dimaksud dengan barang belum dikeluarkan adalah
barang impor masih berada dalam kawasan pabean. Pihak yang
mengajukan keberatan bertanggung jawab terhadap barang impor yang
bersangkutan dan segala biaya yang mungkin timbul.

Pengajuan keberatan tersebut juga dapat dilampiri dengan data
dan/atau bukti lain yang mendukung pengajuan keberatan. Bukti
penyerahan jaminan tersebut tidak diperlukan dalam hal :%*’

1. Barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai

pengajuan keberatan mendapat keputusan, sepanjang terhadap

226 |ampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 Tentang Tata Cara
Pengajuan Kepabeanan.
*Ibid.
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importasi barang tersebut belum diterbitkan persetujuan pengeluaran

oleh pejabat bea dan cukai;
2. Tagihan telah dilunasi atau;
3. Penetapan pejabat bea dan cukai tidak menimbulkan kekurangan

pembayaran.

Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan. Apabila sampai
jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan
keberatan tidak diajukan atau persyaratan tidak dipenuhi, hak untuk
mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan pejabat bea dan
cukai dianggap diterima. Keberatan diajukan dengan satu surat
keberatan untuk setiap penetapan. Penentuan waktu pengajuan
keberatan yang 60 hari dimaksud untuk menjamin adanya kepastian
hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan
hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan
atas keputusan pejabat bea dan cukai. Waktu 60 (enam puluh) hari
yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup
bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan atas

keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap. Direktur

Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima alasan, penjelasan atau bukti
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dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari orang yang
mengajukan keberatan, sepanjang belum ditetapkan keputusan atas
keberatan. Untuk memutuskan keberatan, Direktur Jenderal Bea dan
Cukai dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan kepada
orang yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang terkait. Dengan
demikian maka diharapkan cukup kuat dasar pertimbangan yang
digunakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai di dalam mengambil
keputusan.??®

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berkas
keberatan diterima secara lengkap Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tidak menerbitkan keputusan, keberatan dianggap dikabulkan. Dalam
hal permohonan terhadap keberatan dianggap dikabulkan seperti itu,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan surat keputusan.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut dikirimkan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan
dimaksud dan pengiriman keputusan tersebut dinyatakan dengan bukti
pengiriman. Orang yang mengajukan keberatan dapat menanyakan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila
keputusan atas pengajuan keberatan belum diterima dalam jangka
waktu sampai dengan hari ke-70 (tujuh puluh) sejak berkas keberatan
diserahkan secara lengkap. Atas permintaan tertulis tersebut Direktur

Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan secara tertulis status

| hid.
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penyelesaian keberatan yang bersangkutan. Keputusan atas keberatan
hanya berlaku terhadap keberatan yang diajukan.

Dalam hal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan,
keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat digunakan sebagai
dasar untuk mengajukan:

a. Pengembalian jaminan;

b. Pengembalian bea masuk dan sanksi administrasi berupa denda;

c. Pengembalian pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku; atau

d. Proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.

f. Keberatan atas Cukai dan Sanksi Administrasi’?®

Ketentuan yang berkaitan dengan cukai diatur dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Di dalam
undang-undang tersebut keberatan di bidang cukai diatur dalam Pasal
41. Aturan pelaksanaa ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 114/Pmk.04/2008 tentang Keberatan di Bidang
Cukai.

Mengenai pengajuan keberatan tersebut perlu diperhatikan,
kaitannya dengan cukai, seorang dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang

dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan:

22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
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a. Kekurangan cukai; dan/atau
b. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana disebutkan di
atas harus menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau
sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan. Jaminan tersebut
dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari
perusahaan asuransi. Keberatan tersebut diajukan kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai melalui kepala kantor yang menerbitkan surat
tagihan dengan menggunakan contoh format dalam lampiran Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 114/Pmk.04/2008.2° Keberatan harus
diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan
yang cukup jelas, dengan dilampiri:

a. Bukti penyerahan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar; dan
b. Fotokopi surat tagihan.

Selain lampiran tersebut, pengajuan keberatan dapat dilampiri
data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
Untuk setiap satu surat tagihan, diajukan satu surat keberatan. Dengan
demikian tidak dibenarkan pengajuan satu keberatan untuk beberapa
surat tagihan.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya surat tagihan. Apabila sampai dengan jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari keberatan tidak diajukan, atau keberatan

*lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomo 114/Pmk.04/2008 Tentang Keberatan
Dibidang Cukai.
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tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya, maka hak untuk
mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan pejabat bea dan
cukai dianggap telah disetujui.?**

Atas pengajuan keberatan, kepala kantor meneliti:

1. Pemenuhan persyaratan pengajuan keberatan; dan
2. Pemenuhan ketentuan jangka waktu pengajuan keberatan.

Dalam hal persyaratan pengajuan keberatan dan ketentuan
jangka waktu pengajuan keberatan telah terpenuhi, berkas keberatan
diteruskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima secara lengkap. Dalam
hal persyaratan pengajuan keberatan tidak terpenuhi, kepala kantor
mengembalikan berkas keberatan kepada yang bersangkutan disertai
alasan pengembalian. Dalam hal keberatan yang diajukan tidak
memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan keberatan, kepala
kantor-atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menolak pengajuan
keberatan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak diterimanya pengajuan keberatan secara lengkap. Dalam rangka
penelitian terhadap pengajuan keberatan, berlaku ketentuan berikut :2*?
a. orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan tambahan

alasan, penjelasan atau bukti dan/atau data pendukung secara tertulis

21 |bid
2| hid.
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kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukaisebelum ditetapkan
keputusan atas keberatan; dan/atau

b. apabila diperlukan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta
bukti dan/atau data lain kepada orang yang mengajukan keberatan
atau pihak lain yang terkait.

Apabila bukti dan/atau data pendukung tidak dipenuhi, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan berdasarkan data
yang telah ada. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas
pengajuan keberatan dapat berupa :

a. mengabulkan seluruhnya atau sebagian; atau
b. menolak

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, keberatan yang
bersangkutan dianggap dikabulkan. Jangka waktu 60 hari tersebut
diharapkan memadai bagi Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk
menangani keberatan ini. Dengan demikian diharapkan tidak akan
terjadi banyak keberatan yang membutuhkan waktu terlalu panjang
untuk pemeriksaan yang menyebabkan keberatan dianggap dikabulkan.
Ketentuan tersebut sekaligus memberikan jaminan kepastian bagi
kedua belah pihak, baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah
(Direktur Jenderal Bea dan Cukai).

Dalam hal keberatan dikabulkan, atau dianggap dikabulkan,

jaminan wajib dikembalikan kepada yang bersangkutan. Besarnya
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jaminan yang dikembalikan sesuai dengan keputusan. Dalam hal
jaminan berupa uang tunai, apabila pengembalian jaminan dilakukan
setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan
diterima, Pemerintah memberikan bunga 2% (dua persen) perbulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk pemberian
bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1
(satu) bulan penuh. Misalnya 10 (sepuluh) hari dihitung 1 (satu) bulan
penuh; 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dihitung 2 (dua) bulan penuh.
Sementara apabila keberatan ditolak, jaminan dicairkan untuk
membayar cukai dan/atau sanksi administrasi berupa yang telah

ditetapkan.

Keputusan Keberatan

Setelah kantorpajakmelakukan
prosespemeriksaan,sesuaiPasal26ayat(3)Undang-Undang KUP,ada 4
(empat)kemungkinankeputusanyang dapatditerbitkanatau dikeluarkanoleh
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulansejaktanggal SuratKeberatan diterima. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3)
Undang-Undang KUPNomor28Tahun2007,Keputusan Direktorat Jenderal
Pajakdapat berupa:

a. Ditolak;
b. Diterimasebagian;
c. Diterimaseluruhnya;

d. Menambahbesarnyajumlah pajak yang terutang.
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ApabiladalamprosespemeriksaanyangdilakukanolehDirekturJendralPaja
kdiketahuitidakterdapat cukupalasandanbukti,makaDirekturJenderalPajak akan
mengeluarkan keputusan menolak keberatan wajibpajak.  Jikaterjadi
keputusan demikian, konsekuensinya hanyaadaduayaituPertama,wajib
pajakharustetapmelunasiutangpajaksebesaryang
tercantumdalamkeputusankeberatan.Kedua,wajib
pajakdapatmengajukanupayahukumlebihlanjut yaitubandingke

pengadilanpajak.”®®

Selanjutnya,
apabilasuratkeberatanwajibpajaksetelahdilakukan  pemeriksaanternyatahanya
sebagianalasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya jumlah
pajakyangtercantum dalamketetapan pajak, maka
DirekturJendralPajakakanmengeluarkankeputusan menerima sebagian.

Dalam proses pemeriksaandiketahuiadanya alasan
danbuktiyangmendukunguntukditerimanyaseluruh
keberatanWajibpajaksesuaiperhitunganwajibpajak,
makaDirekturJenderalPajakakan ~ menerbitkan  keputusankeberatanyang
menerimaseluruhkeberatan wajibpajak. Kemungkinan keputusan yang
terakhiradalahkeputusankeberatandengan
menambahutangpajak.Artinyaapabilawajibpajak telah ditetapkan mempunyai
utang pajak yang telah ditetapkan kemudian mengajukan keberatan maka

setelahdilakukanpemeriksaanDirekturJendralPajak

ternyataberdasarkanbuktiyangadaakandikeluarkan

“\WirawanB. Ilyas dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat, 2010,
him. 111.



196

keputusankeberatanyangakanmenambahketetapan pajak yangsemula telah
ditetapkan. Kemungkinan dikeluarkannyakeputusanyang akan menambah
ketetapanpajaktentunyamenjadipersoalantersendiri apakah adil atau tidak.**
DalamUndang-Undang KUPmemangtidak
dijelaskansecarategasdalamhalapasajakeputusan keberatanyang
menambahketetapanpajakbisa dilakukan. Haltersebut bisasajadikarenakan
adanya kesalahan hitung atau kesalahan penulisan
yangdilakukanpemeriksapajak.Apabilahaliniyang  terjadiseharusnyapemeriksa
pajakmenganutprinsip hukum umum bahwa keputusan yang dikeluarkan
berikutnyatidakbolehmerugikanwajibpajak.Untuk
kepastianhukum,wajibpajakharusmendapatmana yang lebih menguntungkan.
SejakberlakunyaUndang-UndangNomor27
Tahun2008tentangPerubahanatasUndang-Undang KUP,aspekhukum
atasupayahukumkeberatanyang diajukanwajib pajak
mengalamiperubahankhususnya mengenai utang pajak yang timbul dalam
ketetapan  pajak.Dalamketentuansebelumnyawajibpajaktetap  diperbolehkan
mengajukan keberatan, tanpa perlu adanya
persyaratanpembayaranterlebihdahulu.
Namun,sejak1Januari2008,dalamPasal25ayat 3aUUNomor27
Tahun2008,disyaratkanadanya
pembayaransejumlahyangdisetujuiwajibpajakyang
tercantumdalampembahasanakhirhasilpemeriksaan, sebelum surat keberatan

disampaikan. Selanjutnya atas jumlah pajakyang belumdibayar pada saat

>*Ibid.
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mengajukan keberatan digolongkan sebagai bukan
utangpajak(ayat8).Sebagaikonsekuensihukumnya

adalahapabilaataskeberatanwajibpajakditolakatau dikabulkanhanya sebagiandan
wajib pajaktidak mengajukanupayahukumbanding,makawajibpajak dikenakan
sanksi administrasi denda sebesar 50% (lima puluhpersen)darijumlah
pajakberdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telahdibayarsebelummengajukankeberatan,dengan

catatan:a.Dalammengajukankeberatanwajibpajak

dapatmemintaDirjenPajakuntukmemberikansecara tertulishal-halmengenaidasar
pengenaanpajak, penghitunganrugi, pemotonganataupemungutan
pajak;b.Sebelum SuratKeputusan Keberatan
diterbitkanwajibpajakdapatmenyampaikanalasan tambahan atau penjelasan

tertulis.

f. Pengurangan dan Pembatalan Pajak

Dalam berbagai produk hukum yangdapat diterbitkanoleh
DirektoratJendralPajak,dalam hal ini Kantor PelayananPajak,
untukmengetahui hak dan kewajiban wajib pajak maka diterbitkanlah Surat
TagihanPajak(STP).Surat ~ TagihanPajakini  diaturdalamPasal14Undang-
UndangKUPNomor 28Tahun 2007.2%°

PenerbitanSuratTagihanPajak(STP)didasarkan

% pasall4Undang-UndangKUPNomor 28Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
Perpajakan.
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padaPasall4UUKUPNo.28Tahun 2007ayat1(b)
disebabkandarihasilpenelitianterdapatkekurangan pembayaran pajak akibat
salah tulis dan/atau salah hitung. Penghitungan dan penetapan pajak menjadi
tidak benar,hal tersebutterjadikarenakesalahan
pihakfiskusataukekeliruanwajibpajak. Apabila
terjadiketidakbenarandalampenetapanutangpajak
makaterhadapnyadapatdilakukanpenguranganatau
pembatalanketetapantersebut.Halinidiaturdalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
Undang-Undang tentang KUP,dandiaturlebihlanjutdi dalamKeputusan
MenteriKeuanganNo. 607/kmk04/1994tentang Tata Cara Penguranganatau
PenghapusanSanksi Administrasidan PenguranganatauPembatalan
Ketetapan Pajak.?*

Dirjen Pajakkarena jabatannyaatau atas permohonanwajib pajak
dapat mengurangkanatau membatalkanketetapanpajakyang tidak benar.
Permohonanpenguranganataupembatalanketetapan pajak yang tidak benar
tersebut harus menyebutkan jumlahpajakyangmenurutpenghitunganwajibpajak
seharusnya terutang. Permohonan itu hanya dapat
diajukanolehwajibpajakpalingbanyak2(dua)kali. Dirjen Pajak, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan wajib pajak diterima wajib
memberikankeputusanataspermohonanpengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar. Jikasetelahlewatwaktu6(enam)bulansejaksurat

diterima, DirjenPajaktidakmemberikansuatukeputusanmaka

230y, Sri Pudyatmoko, PengantarHukumPajak, Andi, Yogyakarta,2009, him.169
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permohonanpenguranganataupembatalandianggap
diterima.Terhadapkeputusanyangdikeluarkanoleh Dirjen Pajak tidak dapat
diajukan banding.

Penguranganataupembatalanpajaksecarajabatan
yangdilakukanolehDirekturJenderalPajakberkaitan
denganadanyakemungkinan  bahwakesalahan penetapanutang pajakitu
terjadibukankarena kesalahanwajibpajak.Wajibpajakyangbersangkutan
bisasajabenardanpihakfiskuslahyangkurangteliti di  dalampenetapanutang
pajak  sehinggaterjadi  kesalahan.Dalamhalinitidakharusadapermohonan
penguranganatau pembatalan ketetapan pajak dari
wajibpajak,melainkanDirekturJenderalPajakdiberi kewenangan untuk secara
jabatan mengurangi atau membatalkanketetapanpajakyangdimaksud.”’Dalam
kaitannyadengankemungkinankesalahanpenetapan utangpajak, petugaspajak
dalam menghitung atau menetapkanpajaktidak sesuaidenganUndang-
UndangPerpajakanyangberlakusehinggamerugikan
negaramakapetugaspajakyangbersangkutandapat dikenai sanksi sesuaidengan
ketentuanperaturan  perundang-undanganyang  berlaku.Hal  tersebut
dalamrangkameningkatkan pelayanan kepada
wajibpajakdanmeningkatkankemampuanpetugas
pajak.Olehkarenaituterhadappetugaspajak yang
menghitungataumenetapkanpajakyangtidaksesuai denganundang-
undangperpajakanyang berlaku sehingga menimbulkan kerugian negara,

dikenakan sanksisesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan yang

| bid.
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berlaku, sehingga para fiskus dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan

tugasnya.
Pengurangan danPembatalanSanksiAdministrasi

Kepada wajib pajak apabila dikenakansanksi administrasi maka
kepadanya dimungkinkan untuk
diberikanpenguranganataupunpenghapusansanksi administrasi.Demikianjuga
kepadawajibpajak yangtelah ditetapkanutangpajaknyamaka yang
bersangkutanjugadimungkinkanuntukmendapatkan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajaknya.

Dalam kaitannyadenganpengurangandan penghapusan sanksi
administrasi, wajibpajak dapat mengajukanpermohonan penguranganatau
penghapusansanksi administrasiberupa bunga, denda,
dankenaikanyangternyatadikenakankarenaadanya
kekhilafandariwajibpajakataubukankesalahannya. Permohonantersebut hanya
dapat diajukanoleh wajibpajakpalingbanyak?2(dua)kali.Permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupabunga,denda,dankenaikantersebutharus
disampaikansecaratertulisolehwajibpajakkepada DirjenPajakmelalui
KantorPelayanan Pajakyang mengenakansanksiadministrasi,selambat-lambatnya
3 (tiga)bulansejaktanggalditerbitkannyaSurat
TagihanPajak,SuratKetetapanPajakKurangBayar
atauSuratKetetapanPajakKurangBayarTambahan,

denganmemberikanalasanyangjelasdanmeyakinkan untuk mendukung
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permohonannya.

Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi tersebut dikeluarkanolehDirjenPajakselambat-lambatnya6(enam)
bulan sejak surat permohonan diterima oleh Kantor
PelayananPajak.Apabilasetelahlewatwaktuenam bulan ternyata Direktur
Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan pengurangan
ataupenghapusanketetapanpajakdikabulkan.?*®

ApabilawajibpajakmasihmerasatidakpuasterhadapkeputusanDirekturJ
enderalPajakmakawajib pajakdapatmelakukanupayahukumkePengadilan
Pajakdenganmengajukanpermohonanupayahukum banding dan upaya hukum
gugatan, yang dapat dilakukan sebagai berikut :?*°

a. Upaya Hukum Melalui Banding Pada Pengadilan Pajak Atas Surat

Ketetapan Bidang Keberatan

(1) Pengertian Banding

Diantara beberapa upaya hukum yang tersedia dalam UU
Pengadilan Pajak , salah satunya adalah banding yang diperuntukkan
bagi para pihak yang bersengketa karena dianggap surat keputusan
keberatan tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian
hukum. Surat keputusan keberatan diterbitkan oleh lembaga sebagai
bentuk penyelesaian sengketa pajak, baik pajak Negara maupun pajak

daerah yang meliputi provinsi dan kabupaten /kota. Sementara itu,

238y Sri Pudyatmoko, ibid, him.171
% Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
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banding merupakan kelanjutan dari keberatan, tetapi dalam kedudukan
yang berbeda secara prinsipil. Namun, tak dapat dipungkiri atau
disangkal bahwa keduanya bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum bagi wajib pajak dalam kerangka penegakan hukum pajak.*°

Banding merupakan upaya hukum biasa yang boleh digunakan
oleh wajib wajib pajak atau penanggung pajak ketika beranggapan
bahwa surat keputusan keberatan itu tidak mencerminkan keadilan,
kemanfaatan, atau kepastian hukum terhadap sengketa pajak yang
diputuskan oleh bidang keberatan. Dikatakan sebagai “upaya hukum
biasa” karena dapat menangguhkan pelaksanaan surat keputusan
keberatan, kecuali mengenai penagihan pajak. Ketentuan pada pasal 1
angka 6 UU Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak) menegaskan “banding adalah upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” Dengan demikian
kelanjutan pemeriksaansengketa pajak pada tingkat lebih tinggi dari
bidang keberatan boleh dilakukan tatkala diajukan banding sebagai
upaya hukum biasa.?**

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut

29 pydyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
241 pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
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peraturan perundang-undangan perpajakan. Penanggung pajak sebagai
pihak yang mewakili wajib pajak tanpa didasarkan pada surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya, baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan pajak.
Wajib pajak yang boleh diwakili oleh penanggung pajak adalah wajib

pajak yang berada dalam kedudukan sebagai:
a. Anak yang belum dewasa dan belum nikah diwakili oleh walinya

b. Orang tidak sehat (gila atau pemabuk) berada dalam pengampuan

diwakili oleh pengampunya
c. Orang berada dalam kuratele diwakili oleh kuratornya

d. Badan diwakili oleh direksi atau pengurusnya, termasuk dalam
pengertian pengurus adalah organ yang secara nyata memiliki
wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil

keputusan dalam menjalankan perusahaan

e. Badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran atau
likuidasi, oleh kurator atau likuidator, orang atau badan yang

dibebani untuk melakukan pemberesan.

f. Suatu warisan yang belum dibagi oleh salah seorang ahli warisnya,

pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalan.

Kalau dikaji secara seksama kaidah hukum dalam pasal 1
angka 6 UU Pengadilan pajak tersebut, yang berhak mengajukan

banding pada hakikatnya hanya wajib pajak,sementara penanggung
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pajak hanya berfungsi pengganti kedudukan wajib pajak tersebut.
Disamping itu, pejabat pajak sebagai pihak yang bersengketa ditingkat
bidang keberatan tidak tergolong sebagai pihak yang boleh
menggunakan upaya hukum biasa dalam bentuk banding kepada
pengadilan pajak. Kaidah hukum tersebut memuat pembatasan hak
bagi pejabat pajak yang berkehendak untuk mengajukan banding ketika
beranggapan bahwa surat keputusan itu menimbulkan kerugian
baginya. Tidak selalu surat keputusan keberatan dapat menguntungkan
pejabat pajak selaku pihak yang bersengketa yang berlawanan yang
wajib pajak. Oleh karena itu, pengertian banding diubah sebagai berikut
“banding adalah upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-
pihak yang bersengketa terhadap surat keputusan keberatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko,?** bahwa banding yang diajukan
kepengadilan pajak, merupakan upaya hukum lanjutan yang diupayakan
oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Banding diajukan terhadap
keputusan dari pejabat yang berwenang, misalnya berkaitan dengan
keputusan atas upaya hukum keberatan. Akan tetapi harap dipahami
disinibahwa yang dinamakan upaya banding (beroep) tidak sama persis
dengan upaya hukum banding pada peradilan umum ataupun peradilan
Tata Usaha Negara. Hal tersebut adalah karena dalam Peradilan Umum
atau dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinamakan upaya

hukum banding merupakan upaya hukum pada Pengadilan Tingkat II.

242 Sri Pudyatmoko, ibid, him. 87-88.
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Artinya sengketa hukum itu telah diberi putusan oleh lembaga
pengadilan pada tingkat sebelumnya. Jadi perkara yang sudah diputus
oleh Pengadilan Tingkat I, karena oleh salah satu atau kedua belah
pihak yang bersengketa dianggap kurang memuaskan, maka perkara itu
diajukan ke Pengadilan Tingkat Il. Dalam Pengadilan Tingkat lltersebut
dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, karena pada prinsipnya
pemeriksaan sengketa pada tingkat banding diPeradilan Umum maupun
Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah pengulangan terhadap proses
pemeriksaan pada Pengadilan tingkat I, jadi yang dipermasalahkan
adalah putusan Pengadilan pada Tingkat I. sementara banding yang ada
dalam konteks Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan
oleh wajib pajak atau penganggung pajak terhadap keputusan yang
menurut peraturan perundang-undangan dibidang pajak dapat diajukan
banding. Sebagai contoh, terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh
Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
Pendapat Y. Sri Pudyatmoko tersebut, sebagian mengandung
kebenaran dan sebagian pula mengandung  kekurangan.?®
Kekurangannya adalah bahwa ia hanya melihat dan mengkaji Bidang
keberatan sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus
sengketa pajak antara wajib pajak dengan Direktur jenderal pajak
(pejabat pajak). Bidang keberatan tidak hanya memeriksa dan memutus

sengketa pajak antar wajib pajak dengan pejabat pajak melainkan dapat

3 pudyatmoko, Y. Sri. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Op. Cit.,

him. 76.
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pula terjadi sengketa pajak antar wajib pajak selaku pembayar pajak
yang mengajukan keberatan melawan pemihak pemotong pajak atau
pemungut pajak (sebagai pemungut pajak pula). Sebagai contoh, pihak
yang melakukan pemotongan pajak tidak memberikan bukti
pemungutan pajak kepada pembayar pajak selaku pihak yang dikenakan
pemungutan pajak. Konsekuensinya adalah pembayar pajak
beranggapan telah dirugikan karena bukti pemotongan pajak atau
pemungutan pajak dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadi
pemotongan pajak atau pemungutan pajak yang dapat diperhitungkan
dalam surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan tahunan maupun
surat pemberitahuan masa. Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pejabat
pajak sebagai pihak yang bersengketa dalam sengketa pajak tersebut,
kecuali hanya bertindak selaku hakim atau pihak yang memeriksa dan
memutus sengketa pajak yang berakhir pada diterbitkannya surat
keputusan keberatan.

Terhadap contoh tersebut, bidang keberatan merupakan
bidang peradilan pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak
dalam kedudukan sebagai lembaga peradilan pajak tingkat satu yang
menerbitkan surat keputusan keberatan.’** Tatkala surat keputusan
keberatan itu diajukan banding oleh salahsatu pihak yang bersengketa
dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pengadilan pajak
berkewajiban memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut

sehingga merupakan lembaga pengadilan pajak tingkat dua. Oleh

*|bid.
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karena, bidang keberatan telah memeriksa dan memutus sengketa pajak
antara pembayar pajak dengan pihak yang melakukan permotongan
pajak atau pemungutan pajak dalam bentuk peradilan pajak secara
resmi dengan unsur unsur sebagaimana Yyang diterapkan pada
pengadilan pajak.

Kalau banding yang diajukan oleh wajib pajak terhadap surat
keputusan keberatan atas sengketa pajak dengan pejabat pajak,
pengadilan pajak bertindak sebagai lembaga peradilan pajak tingkat
satu. Oleh karena itu, salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa itu
adalah pejabat pajak dan sekaligus sebagai pihak yang memeriksa dan
memutus sengketa pajak termaksud. Dengan demikian bidang
keberatan hanya menyelenggarakan peradilan pajak secara tidak murni
(administrative beroep) terhadap sengketa pajak yang diputusnya
sehingga tidak boleh dikelompokkan kedalam peradilan pajak tingkat
pertama.?*

Bidang keberatan sebagai bagian dari Kantor wilayah pajak
yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam bentuk
keberatan telah bertindak sebagai penyelenggara peradilan pajak baik
secara murni maupun secara tidak murni. Hal ini sebagai salah satu
konsekuensi dari perkembangan hukum pajak (tax reform), khususnya
terhadap bidang keberatan itu sendiri. Kadangkala tidak disadari bahwa
hukum pajak saat ini, sangat pesat perkembangannya dan bahkan

berpengaruh pada hukum lainnya. Misalnya, pihak yang bersengketa

*Ibid., him. 78.
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tidak selalu melibatkan pejabat pajak yang menerbitkan surat ketetapan
pajak tetapi kadangkala hanya sesama wajib pajak dengan fungsi yang
berbeda, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.
Pihak yang Melakukan Upaya Banding

Sebagaimana, dimaklumi sengketa pajak yang telah diputus
olen bidang keberatan dapat berlanjut kepada pengadilan pajak.
Keberlanjutan sengketa pajak tersebut karena disebabkan oleh salah
satu pihak yang bersengketa menganggap bahwa surat keputusan
keberatan dari bidang keberatan tidak mencerminkan keadilan,
kemanfaatan, atau kepastian hukum. Hal ini menjadi dasar sehingga
surat keputusan keberatan tersebut dianjurkan banding kepada ketua
pengadilan pajak.?*

Kedudukan pihak yang bersengketa dalam status banding
dapat sama atau berbeda pada saat sengketa pajak itu berada dalam
kompetensi absolute bidang keberatan. Sebenarnya pihak yang
bersengketa pada bidang keberatan boleh sama kedudukan diperadilan
pajak dengan penyebutan yang berbeda, atau kedudukan yang tidak
berubah, tetapi penyebutan yang berbeda pula. Hal ini tidak dapat
dipungkiri atau disangkali karena keberadaannya di pengadilan pajak
berdasarkan kepentingan untuk memperoleh keputusan banding yang
menempatkan sebagai pihak yang memperoleh keadilan, kemanfaatan

atau kepastian hukum dari putusan itu.

248 http://www.boyyendratamin.com/2015/02/upaya-hukum-banding-dan-alasan-

banding.html
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Pihak yang bersengketa dengan menggunakan banding yang
dimiliki penyebutan yang tidak berbeda dengan penyebutan terhadap
penyelesaian perkara perdata pada pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum. Pihak pemohon banding disebut dengan istilah
“pembanding”, sementara pihak termohon disebut dengan istilah
“terbanding”. Keberadaan dua istilah ini untuk membedakan pihak
pihak yang bersengketa pada pengadilan pajak. Pembanding adalah
pihak yang menganggap surat keputusan Kkeberatan tidak
mencerminkan keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum sehingga
berinisiatif untuk mengajukan banding, sementara terbanding adalah
pihak yang dianggap beruntung terhadap surat keputusan keberatan
yang diterbitkan oleh bidang keberatan.

Pembanding boleh saja berasal dari wajibpajak yang
berlawanan dengan pejabat pajak ditingkat keberatan, atau sebaliknya
berasal dari pejabat pajak yang berlawanan dengan wajib pajak yang
mengajukan keberatan.terbanding boleh saja berasal dari pejabat pajak
yang semula sebagai pihak yang diajukan keberatan. Terbanding boleh
saja sebagai pihak yang diajukan keberatan oleh wajib pajak, atau
sebaliknya berasal dari wajib pajak yang semula sebagai pihak yang
mengajukan keberatan. Kedudukan pihak yang bersengketa pada
pengadilan pajak dalam bentuk banding, tergantung pada posisi surat
keputusan keberatan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang

dirugikan.
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(3) Pengajuan Banding

Siapakah yang berhak mengajukan banding? Kaidah hukum
yang mengatur hal ini terdapat pada pasal 37 ayat (1) UU

Pengadilan Pajak®*’

yang menegaskan “banding dapat diajukan oleh
wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa
hukumnya.” Kaidah hukum ini, pada hakikatnya menitikberatkan
pengajuan keberatan berada pada wajib pajak. Sementara ahli waris
wajib pajak, seorang pengurus atau kuasa hukumnya hanya berada
pada kedudukan sebagai pengganti wajib pajak untuk mengajukan
banding. Pengajuan banding dilakukan oleh wajib pajak tatkala
beranggapan bahwa surat keputusan keberatan yang telah
diterbitkan oleh bidang keberatan tidak mencerminkan keadilan dan
kebenaran karena tidak sesuai yang dimohonkan dalam surat
keberatannya.

Kaidah hukum terdapat pada pasal 37 ayat (1) UUDILJAK
tersebut, ternyata tidak mengatur mengenai pejabat pajak untuk
tidak mengajukan banding. Hal ini menunjukan bahwa terdapat
kekosongan hukum yang berkaitan dengan banding ketika pejabat
pajak akan melakukan perlawanan hukum terhadap surat keputusan
keberatan yang mengabulkan seluruh permohonan keberatan wajib
pajak. Dalam arti, kedudukan pejabat pajak berada pada pihak yang

tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan

7 pasal 37 ayat (1) UU DILJAK (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.)
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banding kepada pengadilan pajak. Surat keputusan keberatan yang
memenangkan wajib pajak tatkala berlawanan dengan pejabat pajak,
berarti pejabat pajak harus menerima substansi surat keputusan
keberatan tersebut. Konsekuensinya adalah kalau pejabat pajak
tersebut mengajukan permohonan banding suatu keputusan bahwa
permohonan bandingnya harus ditolak karena tidak memiliki hak
untuk mengajukan banding.?*®

Berbeda halnya ketika pejabat pajak selaku pihak yang
dinyatakan mampu membuktikan dengan melemahkan dalil dalil
wajib pajak sehingga berada dalam kedudukan yang benar
berdasarkan surat keputusan keberatan, berarti tidak akan
mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pihak yang akan
mengajukan banding kepada pengadilan pajak adalah wajib pajak
karena berada pada kedudukan yang dirugikan. Dalam posisi ini,
maka kaidah hukum yang tercantum pada pasal 37 ayat (1)
UUDILJAK berada pada tataran yang tepat dan tidak perlu
didebatkan. Sekalipun demikian, kaidah hukum yang tercantum
pada pasal 37 ayat (1) UUDILJAK perlu ditinjau dan ditata kembali
agar merupakan kaidah hukum yang bersifat responsive.

Persyaratan suatu banding dalam kerangka penyelesaian
sengketa pajak, adalah sebagai berikut:
1. Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. Banding ditujukan kepada pengadilan pajak;

| bid.
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3. Banding diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal
diterima surat keputusan keberatan yang dibanding, kecuali
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

4. Jangka waktu tiga bulan tersebut tidak mengikat, apabila tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon
banding;

5. Terhadap satu surat keputusan keberatan diajukan satu surat
banding;

6. Banding diajukan dengan disertai alasan alasan yang jelas, dan
dicantumkan tanggal diterima surat keputusan keberatan yang
dibanding;

7. Melampirkan salinan surat keputusan keberatan yang
dibanding;

8. Banding terhadap besarnya jumlah yang terutang maka lebih
dahulu telah dibayar sebesar lima puluh persen;

9. Apabila mengunakan kuasa hukum khusus, wajib melampirkan
surat kuasa khusus dari pemberi kuasa hukum pada surat
banding tersebut.?*°

Banding yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak
dianggap sebagai surat banding sehingga dapat ditolak oleh
pengadilan pajak. Dalam arti, pengadilan pajak sebagai lembaga

peradilan pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam

%9 Spemitro, Rochmad. Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia.
Bandung: Eresco, 1976, him 11.
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bentuk banding, berwenang umtuk menolak suatu banding tatkala
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penolakan suatu
banding oleh pengadilan pajak tidak tergolong sebagai bentuk
pelanggaran hukum pajak karena tindakan itu dilakukan dalam
kerangka penegakan hukum pajak yang ditetapkan dalam putusan
banding.

Jika diteliti secara seksama persyaratan banding tersebut,
ternyatabahwa persyaratan itu belum dapat dikatakan sempurna.
Ketdaksempurnaan itu tertuju pada tidak dicantumkannya mengenai
identitas para pihak yang bersengketa dalam tahap banding.
Identitas para pihak yang bersengketa sangat menentukan bagi
pengadilan pajak untuk memberitahukan atau menyampaikan surat
banding kepada para pihak yang bersengketa, terutama pihak yang
berbanding. Selain itu, bertujuan untuk menghindari kesalahan
dalam melakukan pemeriksaan, terutama pada tahap pembebanan
pembuktian. dengan demikian, persyaratan sahnya banding
diharapkan dilengkapi dengan identitas para pihak yang bersengketa
dalam bentuk kaidah hukum pajak.?*

Banding dari wajib pajak harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia bukan bahasa inggris, jerman, belanda, dan
lain-lain. Dalam surat banding itu dikemukakan mengenai substansi
surat keputusan keberatan yang menjadi dasar dari banding tersebut

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jangka waktu pengajuan

> bid.
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banding ditentukan selama tiga bulan sejak tanggal surat keputusan
keberatan diterima oleh pihak yang mengajukan banding. Pihak
yang mengajukan banding memiliki waktu yang cukup memadai
untuk mempersiapkan surat banding beserta alasannya. Jika ternyata
jangka waktu tiga bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib
pajak karena keadaan diluar kekuasaan (force majeur) pemohon
banding, maka jangka waktu selama tiga bulan tersebut masih dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang. Hal ini yang membuka
peluang untuk terjadinya negosiasi antar pemohon banding dengan
petugas yang ada dipengadilan pajak agar dapat dikabulkan
perpanjangan waktu pengajuan surat banding.

Untuk mencegah agar tidak terjadi negosiasi mengenai
jangka waktu pengajuan surat banding, kiranya dapat dipersingkat
jangka waktu tersebut dari tiga bulan menjadi tujuh hari terhitung
sejak tanggal diucapkan surat keputusan keberatan. Hal ini
dimaksud agar penyelesaian sengketa pajak dalam bentuk banding
tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, paling lama hanya
enam bulan sejak tanggal dimasukannya surat banding oleh
pemohon banding.”**

Terhadap satu surat keputusan keberatan diajukan satu surat
banding. Dalam arti, bahwa tiap surat keputusan keberatan yang

diajukan banding maka hanya satu pula surat bandingnya. Sebagai

>https://www.kompasiana.com/bachtiar_endra/independensi-pengadilan-

pajak_550fef67813311b62cbc694b
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contoh, pada tahun 2012 ada 2 surat keputusan keberatan yang
diajukan banding, berarti tiap-tiap keputusan keberatan harus
dibuatkan satu surat banding, sehingga pada tahun 2012 ada 2 surat
banding yang harus diajukan ke pengadilan pajak. Hal ini
dimaksudkan untuk lebih memudahkan pemeriksaannya oleh
Majelis atau Hakim tunggal yang telah ditunjuk khusus untuk
memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut.

Persyaratan pembayaran lima puluh persen dari pajak yang
terutang, kalau banding itu diperuntukan terhadap besarnya pajak
yang terutang tidak boleh dilegalkan. oleh karena timbulnya utang
pajak tidak selalu karena kesalahan pembanding (wajib pajak) tidak
melunasi pajak yang terutang, tetapi dapat pula terjadi karena
penetapan terbanding (pejabat pajak) berdasarkan ketetapan pajak
secara jabatan. Dikala pajak yang terutang sebagai penetapan
pejabat pajak berdasarkan ketetapan pajak secara jabatan adalah
benar berarti tidak memiliki ketetapan hukum.?? Sebaliknya, kalau
tidak benar penetapan pajak yang terutang dalam ketetapan pajak
secara jabatan tersebut, pejabat pajak melakukan pelanggaran
hukum pajak. Tatkala hal itu diajukan banding berarti pembanding
harus membayar lima puluh persen dari pajak yang terutang karena
kesalahan pejabat pajak, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum

pajak. Berhubung karena, kesalahan pejabat pajak, tetapi

2 Agung Retno Rachmawati, Joko Nur Sariono. Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiscus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak.
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
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pembanding (wajib pajak) yang harus menanggulangi kesalahan itu
maka seyogyanya ketentuan dalam pasal 36 ayat (4) UUDILJAK

perlu ditinjau kembali agar kaidah hukum itu bersifat responsive.
(4)Objek Sengketa pada Tahap Banding

Telah diketahui banding itu merupakan upaya hukum biasa
dalam penyelesaian upaya hukum sengketa pajak dipengadilan
pajak.”>® Penggunaan banding hanya tertuju pada persoalan surat
keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh bidang keberatan
dalam kerangka penegakan hukum pajak. Surat keberatan yang
tidak diajukan banding, berarti surat keputusan keberatan itu telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga harus ditaati oleh
kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi, bila surat
keputusan keberatan tersebut memperoleh perlawanan hukum dari
salah satu pihak yang bersengketa, berarti surat keputusan
keberatan itu tidak boleh dijalankan dan harus diperiksa kembali
oleh pengadilan hukum pajak.

Surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh bidang
keberatan terdiri dari:**

1. Surat keputusan keberatan yang memiliki dictum berupa

menerima seluruhnya

253 http://www. pajak.go.id/content/seri-kup-banding-gugatan-dan-peninjauan-kembali-pajak
>4 https://abamstea.wordpress.com/seputar-pajak-tea/surat-keberatan-dan-banding-atas-skp-
pajak/
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2. Surat keputusan keberatan yang memiliki dictum berupa
menerima sebagian

3. keputusan keberatan yang memiliki dictum berupa menolak

4. keputusan keberatan yang memiliki dictum berupa menambah
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Melihat keempat jenis keputusan surat tersebut, ternyata
surat keputusan keberatan yang memiliki dictum berupa menerima
seluruhnya tidak akan menjadi objek banding ditinjau dari pihak
yang mengajukan keberatan. Sebaliknya, pihak yang diajukan
sebagai terkeberatan boleh saja surat keputusan keberatan yang
memiliki dictum berupa menerima seluruhnya menjadi objek
banding karena dianggap surat keputusan keberatan itu merugikan
olehnya. Apalagi ketiga jenis surat keputusan yang tertera pada
angka dua, angka tiga dan angka empat tersebut setiap saat dapat
menjadi objek banding. Dengan demikian, keempat jenis surat
yang keputusan keberatan boleh menjadi objek banding tatkala
diajukan banding kepada pengadilan pajak.?>®

Sementara itu, surat keputusan keberatan yang memiliki
dictum berupa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus
dibayar merupakan dasar penagihan pajak. Surat keputusan
keberatan itu memberikan keabsahan bagi pejabat pajak untuk
melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang masih

mempunyai utang pajak sebagaimana tercantum didalamya. Hal

2| bid.
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ini di maksudkan agar penerimaan Negara dari sektor pajak yang
telah difinalkan dalam UUAPBN tidak mengalami gangguan

dalam jangka waktu satu tahun.

(5) Tahap Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Pajak

Sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan di
persidangan, penanganan perkara di bidang pajak terlebih dahulu
melalui serangkaian proses persiapan. Proses persiapan tersebut
dimaksudkan untuk mematangkan perkara sehingga ketika
pemeriksaan dipersidangan dilangsungkan, pemetaan terhadap
perkara relatif sudah lebih jelas dan matang. Oleh karenanya, tahap
ini juga dapat disebut sebagai tahap pematangan perkara.
Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal
48. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:**®
1. Pengadilan pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat
Tanggapan atas Surat Banding atau Gugatan kepada
Terbanding atau Tergugat dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat
Gugatan

2. Dalam hal Pemohon Banding mengirimkan surat atau
dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal
diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Selanjutnya Pasal 45 menyebutkan bahwa:

a. Dari Terbanding atau Tergugat menyerahkan Surat Uraian
Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam

256

Undang-undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
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Pasal 44 dalam jangka waktu: 3 (tiga) bulan sejak tanggal
dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau 1 (satu) bulan
sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

b. Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak
dikirim kepada Pemohon Banding atau Penggugat dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.

c.  Pemohon Banding atau Penggugat dapat menyerahkan Surat
Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian
Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2).

d.  Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dikirimkan kepada Terbanding atau Tergugat, dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat
Bantahan.

e.  Apabila Terbanding atau Tergugat, atau Pemohon Banding
atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap
melanjutkan pemeriksaan banding atau gugatan.

Ketentuan Pasal 44 tersebut terlihat bahwa para pihak yang
bersengketa mesti mempersiapkan berbagai berkas untuk beracara
di Pengadilan Pajak. Berkas-berkas tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan awal pemeriksaan oleh hakim sebelum
memasuki persidangan. Pengadilan meminta khususnya kepada
pihak lawan, yakni terbanding atau tergugat, untuk menyampaikan
surat uraian banding atau surat tanggapan gugatan.®’

Agar tidak menimbulkan salah pengertian mengenai apa
yang dimaksud dengan uraian banding dan surat tanggapan,

sebaiknya dilihat apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

>|bid.
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Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan Surat Uraian
Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang
berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon
banding, sedangkan Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat
kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang
diajukan oleh penggugat.®®® Dengan demikian, yang dimaksud
dengan surat uraian banding sebenarnya merupakan tanggapan yang
dibuat oleh terbanding atas adanya permohonan banding itu, atau
yang dalam Hukum Acara pada umumnya dikenal sebagai kontra
memori banding. Sementara yang dimaksud dengan surat tanggapan
dalam gugatan adalah jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat
yang diajukan oleh penggugat, atau yang dalam Hukum Acara pada
umumnya dikenal sebagai jawaban tergugat.

Jadi ketentuan tersebut menegaskan bahwa pihak terbanding
atau tergugat dimintai jawaban atau tanggapan atas banding atau
gugatan terhadap keputusan di bidang pajak. Uraian banding atau
tanggapan ini berisi jawaban dan uraian mengenai pendirian
terbanding atau tergugat berkaitan dengan hal yang
dipermasalahkan oleh pembanding atau penggugat, tentunya juga
dengan mendasarkan interpretasi atas apa yang termuat dalam
ketentuan yang berlaku.

Jangka waktu permintaan tanggapan itu adalah 14 hari

dimana hal tersebut dihitung dari saat diterimanya gugatan atau

258 pasal 1.8. dan 1.9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
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banding oleh pihak Pengadilan. Akan tetapi apabila dari pihak
pembanding atau penggugat mengajukan dokumen susulan, maka
jangka waktu 14 hari tersebut dihitung sejak diterimanya susulan
itu. Dengan demikian, secara teoretis hal ini dapat menimbulkan
pertanyaan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, pihak
pembanding atau penggugat itu, karena jangka waktu untuk
pengajuan banding itu adalah 3 bulan terhitung sejak diterimanya
keputusan yang dimohonkan banding, dan dalam jangka waktu 3
bulan tersebut dapat diajukan berkas susulan oleh pihak
pembanding, oleh karenanya tidak mesti ada berkas susulan, dan ini
tentu tergantung penilaian pemohon banding sendiri: mau
memberikan susulan berkas atau tidak. Misalnya Keputusan yang
dijadikan objek banding itu diterima oleh pihak Pemohon banding
pada tanggal 1 Maret 2003, setelah menerima Surat Keputusan atas
keberatan itu pada tanggal 10 Maret 2003 ia mengajukan banding.
Secara teoretis bukankah selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1
Maret 2003, yakni sampai tanggal 31 Mei 2003, merupakan jangka
waktu untuk mengajukan banding dan sekaligus merupakan
kesempatan bagi pihak pemohon banding untuk mengajukan
susulan berkas sebagai kelengkapan dari banding yang
diajukannya.” Apabila kemudian ia sebelumnya tidak berpikir
untuk memberikan susulan dokumen, dan kemudian mengajukan

susulan itu baru pada tanggal 30 Mei 2003, berarti permintaan

9 http://www.pajak.go.id/content/25736-proses-penyelesaian-banding
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tanggapan yang merupakan jawaban atas banding itu kepada
terbanding dilakukan dalam rentang waktu 14 hari terhitung sejak
tanggal 30 Mei 2003. Dalam undang-undang mengenai hal ini tidak
ada penjelasan. Demikian pula tidak ada pengaturan tentang apa
konsekuensi yang timbul apabila pengadilan lalai sehingga waktu
yang 14 hari tersebut tidak terpenuhi, artinya kalau dalam kasus
seperti diatas apabila sampai tanggal 25 Maret 2003, atau setelah
adanya pengajuan berkas susulan berarti sampai tanggal 13 Juni
2003 pengadilan belum menyampaikan permintaan tanggapan
kepada pihak terbanding. Ketentuan itu permitif dan toleran
terhadap kemungkinan “molornya” proses yang terjadi di
Pengadilan sendiri, jika ini terjadi bukankah sangat kontras dengan
prinsip penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan murah.?*°

Setelah ada permohonan uraian banding atau tanggapan dari
pengadilan kepada pihak terbanding atau pihak tergugat, maka
terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau
Surat Tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
dikirim permintaan Surat Uraian Banding, atau 1 (satu) bulan sejak
tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. Dengan demikian,
waktu yang diberikan kepada terbanding untuk memberikan
tanggapan itu adalah selama 3 bulan apabila dihitung dari saat
dikirimnya permintaan surat uraian banding. Sementara itu, bagi

seorang tergugat waktu yang disediakan untuk menyampaikan surat

%I bid.
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tanggapan adalah 1 bulan dihitung dari saat dikirimnya permintaan
surat tanggapan kepada tergugat.

Setelah Pengadilan Pajak menerima uraian banding dari
terbanding, prosedur selanjutnya adalah pengiriman salinan surat
uraian banding itu kepada pihak pemohon banding. Salinan Surat
Uraian Banding oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon
banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
diterima dari terbanding. Pemohon banding dapat menyerahkan
Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian
Banding.?

Berkaitan dengan sengketa pajak yang terjadi karena adanya
gugatan, prosedur berikutnya setelah Pengadilan Pajak menerima
surat tanggapan dari tergugat adalah mengirim salinan surat
tanggapan itu kepada pihak penggugat. Salinan surat tanggapan
tersebut dikirimkan kepada penggugat oleh pengadilan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima dari
tergugat. Penggugat dapat mengajukan surat bantahan kepada
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima salinan Surat Tanggapan. Dengan demikian proses
antar pihak yang bersengketa secara tertulis untuk saling
mengetahui pendirian awal dan saling menanggapi sudah dapat

dilakukan sebelum masuk ke dalam proses pemeriksaan di

**!|bid.
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persidangan. Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon
banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud di atas untuk mengajukan uraian banding, tanggapan,
ataupun bantahan, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan
banding atau gugatan. Dengan demikian, ketentuan tersebut sifatnya
tidak harus ada.?*

Memang, dengan adanya kemungkinan para pihak dapat
mengajukan berkas-berkas pada tahap awal tersebut, sedikit banyak
akan membantu jalannya pemeriksaan dalam persidangan karena
sebelum masuk sidang berarti para pihak sudah dapat mengetahui
dan menjajaki pendirian lawan. Di pihak lain, hakim atau majelis
hakim yang akan menangani sengketa itu juga sedikit banyak
terbantu karena sudah mengetahui pendirian masing-masing. Jadi
langkah selanjutnya adalah pemeriksaan di persidangan untuk
membuktikan hal tersebut dan memutuskannya. Bayangan awam
mungkin adalah kalau proses ini sudah dilalui, tahap tersebut
dilanjutkan dengan proses antar pihak dalam persidangan untuk
saling mengkonfrontir pendapat lawan dan sekaligus beradu
argument. Namun tampaknya dalam Pengadilan Pajak tidak
sepenuhnya demikian. Hal tersebut mengingat bahwa dalam
pemeriksaan di persidangan, menurut ketentuan Pasal 46 pemohon

banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua

22 Desita Sari. Sistem Peradilan Pajak. Jurnal Teropong Vol.Ill No. 12 Desember 2004.,

him. 126.
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Pengadilan Pajak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan
keterangan lisan. Artinya gambaran bahwa para pihak saling
berhadapan dalam persidangan bukan merupakan sesuatu yang
mesti ada, melainkan hal itu diperbolehkan saja. Dengan demikian,
pemeriksaan dalam persidangan lebih merupakan pemeriksaan
berkas-berkas saja.

Untuk keperluan pemeriksaan di persidangan, Ketua
Pengadilan menunjuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim
atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.
Jadi untuk persidangan yang menggunakan hakim majelis
persidangan selalu terdiri dari tiga orang hakim atau kalau tidak tiga
orang hakim, berarti menggunakan hakim tunggal (unus judex).
Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua pengadilan
menunjuk salah seorang hakim yang termasuk dalam anggota
majelis itu sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan
sengketa pajak. Majelis atau hakim tunggal sebagaimana dimaksud
di atas bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan
hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.?®®

Ketentuan ini tidak mengatur mengenai batasan waktu
pemberitahuan kepada para pihak mengenai hari, tanggal, dan
tempat persidangan. Hal ini juga membedakannya dengan ketentuan
yang pada umumnya berlaku pada Hukum Acara Perdata dan

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian,

3| bid.
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mestinya ada kepatutan yang harus diindahkan oleh pengadilan
dalam memberitahukan hari, tempat, dan waktu persidangan itu.
Jangan sampai hari yang ditetapkan untuk sidang sangat mepet dan
terkesan tiba-tiba. Sehingga apabila para pihak menghendaki untuk
menghadiri dan mengikuti jalannya pemeriksaan sengketa di
persidangan tidak mengalami hambatan. Juga adanya pengaturan
mengenai pemberitahuan para pihak kepada pengadilan bila akan
hadir di persidangan. Hak dari setiap warga untuk mengetahui dan
memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum termasuk di
Pengadilan Pajak dalam rangka membela haknya.

Menurut ketentuan undang-undang bahwa Majelis/hakim
tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Sementara kalau hal itu
menyangkut gugatan majelis/hakim tunggal, sidang harus dimulai
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat
Gugatan. Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai
hal yang melatarbelakangi perbedaan waktu itu. Akan tetapi, dari
sisi asas pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan murah memang
baik apabila waktu pemeriksaan dibatasi sehingga mendorong pihak
Pengadilan Pajak untuk memenuhi kewajibannya menangani

sengketa yang ada.?®*

***|bid.
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(6)Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Mengenai pemeriksaan sengketa pajak menggunakan acara
biasa diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 64. Pemeriksaan
dengan acara biasa dilakukan oleh majelis hakim, jadi bukan dengan
menggunakan hakim tunggal. Pemeriksaan dengan menggunakan
susunan hakim majelis memiliki beberapa keuntungan/kelebihan,
diantaranya:?®°
a. Pertimbangan hukumnya setidak-tidaknya menjadi lebih matang
mengingat pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama seluruh
anggota;

b. pengetahuan dan kemampuan hakim tentu secara umum menjadi
lebih memadai dibandingkan dengan hakim tunggal;

c. menjadi relatif lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari luar;

d. Kemungkinan penyelewengan yang mempengaruhi putusan,
secara teoretis akan lebih kecil, mengingat apabila salah satu
anggota ada yang menyeleweng masih akan berhadapan dengan
anggota yang lain.

Untuk mengawali pemeriksaan di persidangan, hakim ketua
membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
Persidangan terbuka untuk umum seperti itu sesuai dengan prinsip
yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

him. 76.

23 pydyatmoko, Y. Sri. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Op., Cit.,
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Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang kala itu masih berlaku. Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur hal ini.
Bahkan menurut Pasal 19 ayat (2), jika ketentuan tersebut tidak
dipenuhi, putusan akan batal demi hukum. Pernyataan sidang
terbuka untuk umum ini sebenarnya sangat penting dan
dimaksudkan demi menjunjung tinggi kehormatan peradilan,
kepastian hukum dan persamaan perlakuan di muka hukum. Dalam
undang-undang ini tidak dimuat konsekuensi apabila ketentuan
tersebut tidak dipenuhi, atau hakim lalai untuk menyatakan hal
tersebut. pada waktu sebelum lahirnya Undang-Undang tentang
Pengadilan Pajak ini, salah satu kritik terhadap Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak adalah mengenai prinsip umum bahwa sidang
tertutup untuk umum sementara dalam hal-hal tertentu dapat
dilakukan pemeriksaan yang terbuka untuk umum.?® Prinsip yang
diberlakukan bagi BPSP tersebut tidak sejalan dengan prinsip umum
dalam sistem pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-
undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini tidak diatur
kemungkinan pemeriksaan yang tertutup untuk umum. Jadi semua
pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk

umum, tanpa pengecualian. Padahal sebenarnya kalau dilihat dalam

6 pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
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praktiknya, bukankah ada kemungkinan pemeriksaan itu
menyangkut hal-hal yang khusus, sehingga kalau dinyatakan
terbuka untuk umum akan sangat merugikan dan tidak adil?
Taruhlah seperti pemeriksaan yang sudah menyangkut data yang
dimiliki wajib pajak dan bersifat rahasia, dimana kalau itu sampai
diketahui oleh pesaingnya, hal ini akan sangat merugikan. Terhadap
hal seperti itu mestinya dikecualikan, yakni pemeriksaan itu
dinyatakan tertutup untuk umum. Tetapi, hal seperti itu seandainya
dimungkinkan, tetap sebagai pengecualian dan bukan merupakan
ketentuan umum.

Selain hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
seperti tersebut dalam undang-undang ini juga diatur mengenai
kemungkinan adanya kepentingan dari hakim ketua, hakim anggota,
panitera, wakil panitera, atau panitera pengganti. Hal tersebut

ditentukan dalam Pasal 52 sebagai berikut: %’

c. Hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, atau
panitera pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu
persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak
langsung atas satu sengketa yang ditanganinya

d. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang
bersengketa

e. Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan
atau perbedaan pendapat

7 pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
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f. Hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, atau
panitera pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri
sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah
dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera
disidangkan kembali dengan susunan majelis dan panitera,
wakil panitera, atau panitera pengganti yang berbeda, kecuali
putusan dimaksud telah melampui jangka waktu 1 (satu) tahun

g. Dalam hal Kkepentingan langsung atau tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui sebelum
melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sengketa dimaksud
disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 52
tersebut, hakim ketua, hakim anggota, panitera, wakil panitera, atau
panitera pengganti juga berkewajiban mengundurkan diri dari suatu
persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak
langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya. Yang dimaksud
dengan "kepentingan langsung™ menurut penjelasan undang-undang
adalah antara lain berkaitan dengan hubungan kepemilikan secara
langsung, misalnya seorang hakim mempunyai saham melebihi 25%
(dua puluh lima persen) dari perusahaan yang mengajukan banding
atau gugatan. Sementara yang dimaksud "kepentingan tidak
langsung” menurut penjelasan undang-undang adalah dengan
mengikuti contoh di atas apabila saham itu dimiliki oleh anak dari
hakim dimaksud.”®® Tidak ada penjelasan mengenai hubungan

antara seorang hakim dan pihak yang berperkara yang mungkin

%8| bid.
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dapat mempengaruhi sikap hakim, misalnya hubungan
pertemanankarena hakim dan orang yang mengajukan gugatan
adalah sahabat waktu kecil. Ketentuan ini tidak berbeda dengan

yang dianut dalamhukum acara di peradilan lainnya.
(7)Prosedur Awal Pemeriksaan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum pemeriksaan
pokok sengketa dimulai, majelis melakukan pemeriksaan mengenai
kelengkapan dan/atau kejelasan banding atau gugatan. Apabila
banding atau gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana
dimaksud, sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan
Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan
dimaksud dapat diberikan dalam persidangan. Dengan demikian,
yang tidak boleh ketinggalan adalah mengenai berkas gugatan atau
banding itu sendiri, di mana hal itu harus sudah ada apabila proses
pemeriksaan pokok sengketa akan dimulai. Juga yang tidak boleh
dilupakan adalah bahwa terhadap setiap keputusan yang dijadikan
objek sengketa harus diajukan masing-masing satu permohonan
banding atau gugatan. Sedangkan, kelengkapan banding dan gugatan
yang lain akan dapat dilengkapi sembari pemeriksaan dalam

persidangan dilangsungkan.”®®

**Riski Argama. Pengadilan Pajak Di Indonesia : Aturan Pelasanaannya Sebagai Solusi

Sengketa Pajak, Makalah Hukum. Jakartan : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desember
2005, him. 6-7.
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Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dimuat
ketentuan yang menggambarkan mengenai terjadinya proses antar

pihak, di mana dalam pasal tersebut ditentukan bahwa;?"

a. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada
pihak-pihak yang bersengketa

b. Majelis menanyakan kepada Terbanding atau Tergugat mengenai
hal-hal yang dkemukakan Pemohon Banding atau Penggugat

dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat
Bantahan

c. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal Pemohon
Banding atau Penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua
dapat meminta Pemohon Banding atau Penggugat untuk
memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian
Sengketa Pajak.

Ketentuan di atas, khususnya pada ayat (1) menggambarkan
bahwa para pihak yang bersengketa entah itu dalam hal banding atau
gugatan seakan-akan hadir di muka persidangan, sehingga hakim
ketua menjelaskan masalah yang disengketakan itu kepada kedua
belah pihak. Jadi kalau mengikuti ketentuan itu, proses pemeriksaan
awal dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Proses selanjutnya
adalah majelis menanyakan kepada pihak terbanding, dalam hal
banding. Hal yang ditanyakan kepada pihak terbanding itu adalah
mengenai pendirian pihak pemohon banding baik yang ada dalam
surat banding, maupun dalam bantahan. Demikian pula dalam hal
gugatan, setelah hakim ketua menjelaskan masalah yang

disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka majelis

270 pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
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menanyakan kepada pihak tergugat mengenai pendirian pihak
penggugat, baik yang ada dalam surat gugatan, maupun yang ada
dalam surat bantahan. Jadi, di sini yang ditanyakan kepada pihak
terbanding ataupun tergugat itu adalah pendirian pihak lawan masing-
masing.

Setelah majelis hakim menanyakan kepada pihak terbanding
atau tergugat mengenai pendirian pihak lawan tersebut, apabila
majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau
penggugat hadir dalam persidangan, hakim ketua dapat meminta
pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan
yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dari ketentuan
seperti itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya yang mendapat giliran
pertama untuk memberikan keterangan secara lisan di persidangan
adalah pihak terbanding atau tergugat, itu pun mengenai pendirian
lawannya, baru kemudian pihak pembanding atau penggugat. Hal itu
agak berbeda dengan apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan
sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara maupun dalam Hukum Acara Perdata.?”

(8) Pemeriksaan dengan Acara Cepat

a. Prosedur Pemeriksaan
Seperti halnya yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan

Tata Usaha Negara, dalam hukum Acara Pengadilan Pajak pun

21 Rizki Argama. Op., Cit., hl. 13.
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dikenal adanya pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat.?’

Mengenai pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat tersebut
diatur dalam bagian Keenam, yakni dari Pasal 65 sampai dengan
Pasal 68. Yang menyebutkan bahwa, Pemeriksaan dengan acara
cepat dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal.

Berbeda dari Pemeriksaan dengan menggunakan acara
cepat yang dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara dimana dilakukan oleh hakim tunggal (unus judec),
pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat dikenal dalam
Pengadilan Pajak dapat dilakukan baik oleh majelis hakim atau
juga hakim tunggal. Pemeriksaan dengan menggunakan hakim
tunggal tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh mejelis hakim.
Masing-masing tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa orang hakim
(majelis) telah dikemukakan pada uraian di muka, sementara
pemeriksaan dengan menggunakan hakim tunggal mempunyai
kelebihan di antaranya cepatnya waktu untuk mempertimbangkan
berbagai hal yang diperiksanya. Hal ini bisa terjadi antara lain.

Karena hakim yang bersangkutan tidak harus melakukan
musyawarah dengan hakim lain untuk mengambil putusan.
Pemeriksaan dengan menggunakan susunan hakim majelis

mempunyai kelebihan mengenai berbagai hal, tetapi karena terdiri

272 spemitro, Rochmad. Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia.
Op., Cit., him. 20.
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lebih dari satu orang, ada kemungkinan akan terjadi perbedaan
pendapat lebih dari satu orang, ada kemungkinan akan terjadi
perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
sengketa pajak yang ditanganinya sehingga prosesnya menjadi
lebih lama.

Tidak begitu jelas kapan sebuah sengketa pajak diperiksa
oleh hakim tunggal, dan kapan harus dilakukan oleh majelis
hakim. Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur
mengenai hal ini, hanya saja menurut Pasal 49 pemeriksaan
dengan acara cepat dilakukan oleh majelis, sementara menuju
Pasal 65 pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan oleh majelis
atau hakim tunggal. Pembuat Undang-Undang juga tidak
memberikan delegasi kewenangan untuk mengatur hal ini lebih
lanjut. Jadi tidak semestinya ada ketentuan yang mengatur hal
seperti itu apabila tidak ada pemberian kewenangan kepada
lembaga atau pejabat manapun.?”® Hal seperti itu pada dasarnya
membutuhkan kepastian dan kejelasan. Hal ini berbeda dengan apa
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan permohonan agar Ketua
Pengadilan yang memutuskan apakah permohonan itu dikabulkan
atau tidak. Apabila dikabulkan dengan menggunaka acara cepat.
Dalam Pengadilan Pajak, mekanisme seperti yang diuraikan pada

bagian akhir di atas tidak diatur, artinya pemeriksaan dengan acara

| bid.
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cepat tidak dilakukan karena adanya permohonan terlebih dahulu
dari penggugat atau pembanding.

Apabila sengketa diperiksa dengan menggunakan acara
cepat, maka prosedur yang digunakan bagi pemeriksa dengan
manggunakan acara biasa juga digunakan. Hal tersebut ditegaskan
dalam pasal 68 yang menyatakan bahwa semua ketentuan
mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk
pemeriksaan dengan acara cepat. Pengaturan seperti yang ada
dalam pasal 68 ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan
pengaturan.

Kekhususan Pemeriksaa dengan Acara Cepat

Berbeda dari pemeriksaan dengan menggunakan acara
biasa, yang tidak menemukan sengketa pajak apa saja yang
dijadikan objek pemeriksaan, pemeriksaan dengan menggunakan
acara cepat sudah menentukan hal tersebut. Sengketa yang
dijadikan objek pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat
diatur dalam Pasal 66. Bahwa pemeriksaan dengan acara cepat
dilakukan terhadap:?"*

1. sengketa pajak tertentu;
2. gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam pasal 81 ayat (2);

"I bid.
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1. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;

2. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan
merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Kemudian, Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau
Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4),
Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

Jika mengikuti ketentuan tersebut, tampak bahwa yang
dapat diperiksa dengan menggunakan acara cepat itu terbatas pada
beberapa hal, yaitu meliputi:

1. sengketa pajak tertentu, yakni sengketa pajak yang banding atau
gugatannya tidak sepenuhnya memenuhi syarat, dalam hal ini
tidak diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia;
atau diajukan lewat waktu yang seharusnya; atau yang mestinya
terhadap suatu keputusan itu diajukan satu surat banding akan
tetapi tidak dipenuhi; atau banding itu menyangkut besarnya
pajak akan tetapi tidak dipenuhi, atau banding itu menyangkut
besarnya pajak akan tetapi belum dibayar 50% dari utang pajak
yang harus dibayar; atau banding itu diajukan oleh pihak yang

tidak termasuk pihak yang oleh undang-undang ditentukan
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berhak mengajukannya; atau gugatan yang tidak diajukan
secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan
diagjukan ke Pengadilan pajak; atau juga gugatan yang
seharusnya untuk setiap satu pelaksanaan penagihan atau satu
keputusan diajukan satu gugatan akan tetapi tidak diajukan
demikian itu;

gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak surat gugatan diterima;

tidak dipenuhinya syarat formal putusan Pengadilan Pajak, atau
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam

Putusan Pengadilan Pajak;

. Sengketa yang menurut pertimbangan hukum sebenarnya di

luar kompensasi Pengadilan Pajak. Artinya dalam hal ini
mestinya menjadi kompetensi pengadilan lainnya, yang
seharusnya mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
menuntut, dan menyelesaikannya.?”

Cukup banyak objek sengketa yang diperiksa dengan

menggunakan acara cepat. Merujuk pada Pasal 25 ayat (10), Pasal

27 ayat (5a) ayat (5b) dan ayat (5c¢) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, ketentuan mengenai banding yang menyangkut

besarnya pajak tetapi belum dibayar 50% dari utang pajak yang

harus dibayar mesti berubah menyesuaikan ketentuan yang baru.

*”Ibid., hlm. 25.
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Di samping kekhususan mengenai objek pemeriksaan
seperti di atas, sengketa pajak yang diperiksa dengan
menggunakan acara cepat juga dilakukan tanpa Surat Uraian
Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. Tidak
ada penjelasan mengenai hal ini dalam undang-undang. Tetapi,
apabila mengikuti ketentuan tersebut maka pemenuhan
kelangkapan tanggapan tertulis dari pihak terbanding dalam bentuk
uraian banding, dari pihak tergugat dalam bentuk surat tanggapan,
maupun tanggapan balik dalam bentuk bantahan tidak diperlukan.
Dengan demikian, proses awal yang biasanya mendahului
pemeriksaan dalam hal berupa berkas-berkas tersebut, untuk
pemeriksaan dengan acara cepattidak diperlukan, sehingga yang
terjadi adalah pemeriksaan dilakukan di muka persidangan. Kalau
ini benar terjadi, kenyataan tersebut memiliki kemiripan dengan
apa yang diberlakukan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara. Dalam Hukum Acara Peradilan tata usaha Negara,
pemeriksaan persiapan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di

muka persidangan itu ditiadakan.?®

(9) Tahapan Pembuktian

%I bid.
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(1) Pengertian dan Urgensi Pembuktian

Pembuktian dapat didefinisikan dengan cara yang tepat
(menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian)
yaitu menentukan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir nanti,
di samping penerapan hukum (rechstoepassing) serta kadang kala
menemukan pembuktian adalah penggunaan alat-alat pembuktian
tertentu untuk memberikan suatu tingkatan kepastian yang sesuai
dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta (hukum) yang
disengketakan, = Menurut  Subekti, membuktikan  adalah
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yag
dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian,
tampak bahwa pembuktian hanyalah diperlukan dalam
persengketaan atau ‘“perkara”di muka hakim atau pengadilan.
Menurut Indroharto, masalah-masalah yang timbul dalam
pembuktian sering berdekatan dengan masalah kekuasaan hukum
pengadilan (di bidang pembuktian) seperti : apakah hakim boleh
memasukkan suatu fakta dalam penilaiannya; apakah hakim harus
terikat kepada fakta-fakta yang diajukan para pihak, apakah
masalah-masalah yang masuk dalam bidang kekuasaan hukum

pengadilan.?”’

2T pudyatmoko, Y. Sri. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Op., Cit.,

him. 80.
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Dari pendapat tersebut terlihat sebenarnya pembuktian
hanya diperlukan bila ada sengketa, dan apabila terdapat
persengketaan maka dengan sendirinya ada dua pendirian atau
lebih. Dalam hal sengketa pajak, adanya banding itu menunjukkan
bahwa adanya persengketaan antara pemohon banding dan pihak
terbanding, demikian halnya dalam gugatan, di situ tentu saja
penggugat yang mengajukan gugatan bersengketa dan tidak
sependapat dengan tindakan atau keputusan dari tergugat.
Pendapat atau pendirian yang mana yang benar, tentu saja hal ini
perlu diuji. Pengujian dilakukan dalam tahapan pembuktian.
Apabila tidak dapat persengketaan, seumpama wajib pajak atau
penanggung pajak mendiamkan saja atau menyetujui hal yang
sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka tidak ada
perselisihan, sekaligus tidak perlu ada pembuktian apakah apa
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan diterapkan
kepada wajib pajak atau penanggung pajak hanya diam atau
menerima perlakuan dan keputusan yang diterapkan kepadanya
itu, maka tidak ada persengketaan, dan sekaligus tidak perlu
pembuktian apakah proses penagihan tersebut telah benar sesuai

dengan yang seharusnya atau belum.?’®

(1) Alat Bukti

8| bid.
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Untuk pembuktian diperlukan sarana untuk membantu
menemukan kebenaran dan menilai kebenaran itu sendiri. Oleh
karena itu, diperlukan alat bukti. Mengenai alat bukti tersebut
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 mengaturnya sebagai
berikut:?"®

1) Alat bukti dapat berupa:
1) Surat dan tulisan;
2) Keterangan ahli;
3) Keterangan para saksi;
4) Pengakuan para pihak; dan/atau
5) Pengetahuan Hakim
2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu
dibuktikan.
Pasal 69 tersebut telah menentukan secara limitatif alat-

alat bukti yang dapat digunakan sebagai sarana pembuktian dalam

persidangan. Oleh karena itu, tentu alat-alat bukti tersebutlah yang

dapat digunakan dan diajukan oleh para pihak untuk membuktikan
dalil-dalil dan pendirinya. Mengenai apa yang dimaksud dengan
masing-masing alat bukti tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :

a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan
seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang
undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa

hukum yang tercantum didalamnya;

2% Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
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b. Akta di bawah tangan, vyaitu surat yang dibuat dan
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan
maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa
atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;

c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang;

d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidah termasuk huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan
(Pasal 70).

Dari ketentuan Pasal 70 terlihat bahwa yang termasuk dalam
pengertian surat atau tulisan dalam rangka sebagai alat bukti di
Pengadilan pajak adalah meliputi empat hal di atas. Yang termasuk
sebagai akta autentik misalnya adalah akta notaries. Akta notaris
dapat dipergunakan untuk berbagai hal misalnya akta pendirian
perusahaan, akta pembubaran perusahaan, dan sebagainya.
Sedangkan yang termasuk akta di bawah tangan misalnya adalah
surat perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam hukum
perdata yang dibuat tidak dalam bentuk data autentik, seperti
perjanjian utang piutang, pinjam pakai, sewa-menyewa, yang
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan
disaksikan oleh beberapa orang saksi.?®

Mengenai alat bukti yang berupa keterangan ahli, Pasal 71

memberikan menyebutkan bahwa:
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1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan
dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia
ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

2) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan
281

keterangan ahli.
Dalam Kketentuan tersebut, semakin jelas bahwa seorang

saksi ahli memberikan kesaksian mengenai apa yang ia ketahui
berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Hal ini tidak jauh
berbeda dengan seorang saksi biasa. Seorang saksi ahli, untuk
dapat disebut sebagai saksi ahli tentu harus mempunyai keahlian
atau pemahaman yang memadai mengenai bidang tertentu yang
ditekuni dan digeluti oleh saksi ahli tersebut. Dan berdasarkan
keahlian orang tersebut, yang bersangkutan kemudian memberikan
keterangan di depan persidangan. Saksi ahli belum tentu
mengalami atau merasakan langsung apa yang dibuktikan itu
namum berdasarkan keahliannya ia melakukan pemberian
keterangan. Sebagai contoh, seorang akuntan tentu akan tahu
bahwa sebuah pembukuan telah dilakukan dengan benar atau
tidak, seorang psikolog mengetahui mengenai apakah seseorang
itu secara kejiwaan sedang terganggu atau tidak, dan sebagainya.
Tetapi, akuntan maupun psikolog tersebut tidak mengalami sendiri

karena memang yang mengalami justru orang lain. Hal tersebut

agak berbeda dengan seorang saksi. Seperti yang ditentukan dalam
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Pasal 73, yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan
alat bukti apabila keterangan itu berkaitan dengan hal yang
dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Jadi hal ini
sekaligus menegaskan apa yang telah penulis uraikan mengenai
perbedaan antara saksi dan saksi ahli. Sehingga menurut Penulis
kurang tepat apabila seorang saksi ahli dituntut untuk memberikan
keterangan berdasarkan apa yang dialaminya sendiri.?*

Dalam bagian penjelasan Pasal 69 ditentukan bahwa majelis
atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa
surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Bukti
tulisan memang berbeda dengan bukti lainnya. Bukti tulisan pada
umumnya memang diadakan dengan maksud sewaktu-waktu bukti
itu dapat digunakan antara lain untuk proses pembuktian. Kuitansi
dibuat dengan maksud sebagai bukti apabila seseorang yang telah
menerima pembayaran menyangkal bahwa ia menerimanya.
Demikian pula halnya akta autentik maupun akta di bawah tangan,
yang memang dibuat untuk memudahkan apabila sewaktu-waktu
dipelukan sebagai pembuktian. Dalam lingkup bisang Pajak bukti-
bukti tertulis cukup tersedia, baik itu berupa akta autentik, akta
bawah tangan, pembukuan, catatan, dokumen, surat keputusan dan
sebagainya yang memang diharapkan dapat memudahkan
pembuktian. Menurut undang-undang semua itu harus terlebih

dahulu digunakan apabila alat bukti tertulis tersebut belum cukup.
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Kenyataan ini kiranya juga sejalan dengan ketentuan pemeriksaan
yang tidak terlalu menekankan kehadiran para pihak melainkan
lebih menunjukkan bahwa pemeriksaan itu terutama dilakukan
terhadap berkas-berksa. Dengan letentuan tersebut sekali lahi
bukan berate menutup kemungkinkan pengajuan bukti-bukti lain di
luar dan bukan berarti bahwa pemeriksaanhanya dibatasi pada

pemeriksaan dokumen.

(10) Putusan

Apabila  tahapan-tahapan  pembuktian dalam  proses
pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan dirasa cukup, yang
kemudian dilakukan adalah pelaksanaan rapat permusyawaratan
untuk menyusun putusan. Mengenai putusan, dalam undang-undang
telah ditentukan dalam Pasal 77 hingga Pasal 84. Pasal 77
menyebutkan bahwa;**

1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan
berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2).

3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah

Agung.
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Selanjutnya Pasal78 menyebutkan bahwa, Putusan Pengadilan
pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Sementara itu di
dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
ditentukan bahwa: Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Dari ketentuan Pasal 77 tersebut khususnya pada ayat (1)
dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, tentu saja
bahwa putusan itu menyangkut pokok perkaranya dan berbeda
dengan putusan sela yang dimaksudkan semata-mata untuk
memperlancar hanya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
Putusan akhir tersebut juga dikatakan mempunyai kekuatan hukum
tetap. Apabila sebuah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka putusan tersebut tentu memiliki beberapa konsekuensi, di
antaranya:

1. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada
lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa;

2. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan
dari lembaga lain;

3. Putusan tersebut dapat dilaksanakan.

| bid.
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Di samping putusan akhir tersebut, menurut Pasal 77 ayat (2)
Pengadilan Pajak juga dapat mengeluarkan putusan sela berkaitan
dengan permohonan penggugat untuk melakukan penundaan terhadap
tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Dengan demikian, apabila
mengikuti ketentuan tersebut, yang dapat menjadi putusan sela adalah
berkaitan dengan skorsing terhadap tindakan penagihan.

Ketentuan yang menentukan bahwa putusan Pengasilan Pajak
merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap
seperti di atas mempertegas bahwa Pengadilan Pajak merupakan
pengadilan yang tidak berjenjang. Kenyataan seperti itu tentu
mempunyai kelemahan tertentu, terutama berkaitan dengan
kemungkinan kekeliruan keputusan, meskipun prosedurnya menjadi
relatif lebih pendek. Terhadap kelemahan seperti itu tampaknya
pembuat undang-undang mempunyai argumentasi bahwa hal itu
masih dapat dikontrol melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung, sebagaimana diatur dalam ayat (3). Namun, perlu diingat
bahwa control melalui peninjauan kembali tidak meliputi semua
sengketa pajak, karena untuk mengajukan peninjauan kembali
memerlukan syarat-syarat khusus. Mengenai peninjuan kembali akan
diuraikan di bagian belakang.?®®> Sementara itu, mengikuti Pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, putusan Pengadilan

pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan

28 pudyatmoko, Y. Sri. Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. Op., Cit.,

him. 53.
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tata usaha Negara. Ketentuan ini tampaknya untuk menegaskan posisi

pengadilan pajak di dalam sistem peradilan di Indonesia.

h. Perbandingan Proses Pengadilan Pajak di Beberapa Negara
a. Proses Pengadilan Pajak di Australia

Australia merupakan sebuah negara federal yang terdiri dari enam
negara bagian yang disebut state dan dua daerah teritorial di daratan utama
serta beberapa daerah ekstra-teritorial. Masing-masing negara bagian
memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat UU sendiri dengan
pengecualian atas beberapa kewenangan tertentu. Pemungutan pajak
merupakan kewenangan pemerintah pusat yang disebut dengan
commonwealth. Australia menganut sistem hukum common law yang
kadang diistilahkan dengan judge make law. Artinya, meski terdapat UU
tertulis yang dijadikan sebagai landasan hukum, dasar keputusan hakim
(ratio decidendi dan obiter dicta) merupakan suatu jurisprudensi yang
mengikat untuk digunakan dalam kasus yang sama setelahnya. Di sini,
hakim mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menginterpretasikan
UU tersebut. Pengadilan di Australia selain terdiri atas pengadilan federal
juga mempunyai Pengadilan Negara Bagian dan Teritori. Sistem pengadilan
tersebut berjenjang seperti pengadilan federal yang terdiri dari Federal
Court, Full Federal Court, dan yang tertinggi adalah High Court, pengadilan
yang berada di ibukota Australia, Canberra. Sengketa perpajakan

diselesaikan pertama kali berupa objection (keberatan) kepada
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Commissioner (semacam Dirjen Pajak di Indonesia), kemudian review atas
keputusan tersebut di Administrative Appeals Tribunal. Selanjutnya, appeal
(banding) kepada pengadilan federal secara berjenjang dengan keputusan
286

tertinggi berada di High Court.

Australia tidak memiliki pengadilan pajak khusus meskipun
mempunyai sejarah panjang pengadilan administrasi dengan keahlian dalam
hal pajak. Terlepas dari perbedaan konstitusional yang signifikan antara
pengadilan dan mahkamah, perbedaan praktis utama adalah bahwa
pengadilan merupakan bagian dari eksekutif dan umumnya berdiri di bawah
administrator ketika membuat keputusan. Banding ke pengadilan
administrasi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang diakui dalam
hukum administrasi, seperti keputusan yang di luar kekuasaan, atau lebih
tidak masuk akal bahwa tidak ada keputusan administrator yang tepat atau

penolakan keadilan alami.?®” Australia memiliki lembaga objektif.

b. Proses Pengadilan Pajak di Belanda
Belanda tidak memiliki lembaga keberatan tetapi memiliki
pengadilan pajak yang langsung menangani pajak secara khusus. Atas
sengketa pajak yang telah diputuskan di tingkat otoritas pajak, wajib pajak
dapat mengajukan banding kepada salah satu dari lima Pengadilan Pajak
(Tax Court) yang ada di Belanda. Pada dasarnya, secara teknis, Tax Court
ini merupakan cabang atau bagian dari lima regional Courts of Appeal

(Gerechtshoven) yang menyidangkan sengketa banding yang berasal dari

288 http://www.majalahpajak.net/hukum-pajak-formal-indonesia-versus-australia/
87 Hugh J. Ault, Brian J. Arnold. Comperative Income Taxation, A struktural Analysis.
Kluwer Law International, 2004, page 11-12.
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sembilan belas District Courts (Rechtbanken). Terhadap putusan Tax Court
dapat diajukan banding kepada Supreme Court (dua dari empat divisi
Supreme Court yang menangani kasus sengketa perpajakan). Dalam kasus
penting, “’the advocates general” (official advisers) dari Supreme Court
akan memberikan opini sebelum diterbitkannya putusan.?®

Di Belanda, apabila Mahkamah Agung Belanda memenangkan
wajib pajak dan ketika otoritas pajak Belanda tidak setuju dengan putusan
Mahkamah Agung maka akan mengajukan kasus yang sama kepada
Mahkamah Agung. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung tetap
memenangkan wajib pajak maka otoritas pajak Belanda akan merubah
ketentuan perpajakannya.

Tiga jenis masalah hukum administrasi perpajakan yang ada di
Belanda, sebagai berikut :
1.Isu yang berkaitan dengan penerapan dan penjelasan undang-undang

perpajakan. Ini termasuk:

a. masalah pajak material, yang terkait dengan interpretasi undang-
undang pajak yang benar (misalnya, Undang-Undang Pajak
Penghasilan Badan); dan

b. Masalah pajak formal, yang terkait dengan beban pembuktian, cara
pemeriksaan pajak dilakukan, pengadaan denda yang harus

diperhatikan oleh otoritas pajak.

2K ees van Raad, “General Description The Netherlands”, dalam Comparative Income
Taxation: A Structural Analysis (Second Edition), editor: Hught J. Ault dan Brian J. Arnold,
Kluwer Law International, 2004, him. 96.
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2.Masalah yang berkaitan dengan hukuman yang dikenakan oleh
administrasi perpajakan. Isu-isu ini muncul dalam penyelidikan kriminal
kriminal dan dapat diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Administrasi atau
Pengadilan Pidana, tergantung pilihan yang dibuat oleh otoritas pajak
selama penyelidikan mereka.

3. Masalah yang berkaitan dengan kewajiban pihak ketiga untuk

klaim pajak (seperti kewajiban direktur).
Kerangka legislatif dan pokok undang-undang yang mengatur baik
sipil maupun litigasi pajak pidana di Belanda, ada perbedaan antara hukum
perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum perdata (atau
pribadi hukum) terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban individu
terhadap satu sama lain. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi
masyarakat terhadap perilaku orang yang tidak dapat diterima yang tidak
memperhitungkan Kepentingan orang lain Kepentingan ini harus dilindungi
oleh negara. Ada dua jenis pelanggaran yang dapat dihukum:?*°
a.Pelanggaran ringan, yang merupakan pelanggaran hukum yang relatif
kecil.

b.Pelanggaran pidana, yang merupakan pelanggaran hukum yang lebih
serius. Beberapa pelanggaran undang-undang pajak bersifat kriminal
pelanggaran hukum administrasi mengatur operasi berbagai tingkat
pemerintahan dan cara orang dan badan hukum dapat mengajukan

banding atas keputusan pemerintah. Hukum perpajakan adalah bagian

289Thomson Reuters. Tax litigation in The Netherlands: overview, Practical Law Country
Q&A 6-623-1826 . Nederland : 2017, him.1-3.
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dari hukum administrasi. Undang-Undang Pajak Negara Umum (GSTA)
adalah sumber utama hukum administratif yang mengatur proses
pengadilan pajak. GSTA mengatur, misalnya:
a. Metode retribusi.
b. Prosedur pengajuan pengembalian pajak.
c. Penilaian pajak dan penilaian ulang.
d. Keberatan dan daya tarik.
e. Hak dan kewajiban pembayar pajak.
Selain itu, hukum internasional memiliki dampak yang besar pada hukum
administrasi (pajak) Belanda, seperti Konstitusi Belanda memberikan efek
langsung dari hukum internasional di dalam sistem hukum Belanda.
Individu dapat meminta eksekusi sendiri ketentuan perjanjian di
pengadilan, dan dalam kasus konflik apapun, ini akan berlaku atas hukum
nasional. Efek langsung dan supremasi, misalnya, hukum Uni Eropa,
didasarkan pada sifat supranasionalnya. Kasus pajak pidana ditangani oleh:
a. Administrasi pajak, di bawah GSTA.
b. Jaksa Penuntut Umum atau Badan Intelijen dan Investigasi Fiskal
(Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst) (FIOD), di bawah KUHP.
Sengketa pajak biasanya ditangani oleh otoritas pajak sesuai dengan
undang-undang administrasi. Dalam kasus pajak kecurangan atau kelalaian,
otoritas pajak dapat menyerahkan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan untuk
melakukan kejahatan penuntutan. Kasus-kasus ini didengar oleh pengadilan

pidana. KUHP berisi hukuman pidana yang berlaku untuk tindak pidana .
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Namun, ini jarang terjadi, karena petugas pajak dapat menjatuhkan

hukuman sendiri.

c. Proses Pengadilan Pajak di Malaysia
Di Malaysia, tidak terdapat Pengadilan Pajak yang secara khusus
memeriksa dan mengadili sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak
dengan otoritas pajak, baik pada lingkungan eksekutif maupun yudikatif.?*°
Disini juga tidak ada proses keberatan, langsung ke pengadilan tinggi
dikarenakan tidak adanya pengadilan pajak.

Apabila wajib pajak belum puas atas keputusan keberatan yang
diterbitkan oleh otoritas pajak Malaysia, maka wajib pajak tersebut dapat
mengajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Tinggi (High
Court).?® Adapun kedudukan Pengadilan Tinggi tersebut adalah berada
dalam lingkungan peradilan umum. Lebih lanjut, jika wajib pajak tersebut
masih tidak puas atas putusan banding atau gugatan yang dikeluarkan oleh

High Court, maka wajib pajak dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah

Agung (Supreme Court).

d. Proses Pengadilan Pajak di Singapura®?
Penetapan pajak terjadi secara official assessment. Di Singapura,

penetapan besarnya pajak dilakukan oleh otoritas pajak bernama Inland

jevapalan Kasipillai, A Practical Guide to Malaysian Taxation Current Year Assessment,
McGraw-Hill, 2000, him. 146-147.

#l«peranan Peradilan Pajak Dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia”, dalam
Jurnal Kipas, Volume 2 No. 014, November 1999, him. 24.

22wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-singapura.html
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Revenue Authority of Singapore (IRAS). Bisa dibilang IRAS itu adalah

DJP-nya Singapura. Proses pelaporan dan penetapan pajak di Singapura :

(1)Pertama-tama WP (wajib pajak) melaporkan perkiraan penghasilan yang
dikenakan pajak atau disana disebut dengan Estimated Chargeable
Income (ECI) kepada IRAS. ECI wajib dilaporkan maksimal 3 bulan
setelah akhir tahun buku.

(2)IRAS kemudian melakukan penyesuaian terhadap ECI yang dilaporkan
WP (wajib pajak), setelah penghasilan-penghasilan tersebut disesuaikan,
IRAS kemudian menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang
terutang. Besarnya pajak yang terutang diberitahukan kepada WP
melalui Notice of Estimated Assessment (NOA).

Kesimpulan :
Dari 4 negara sistem penyelesaian sengketa pajak melalui badan
peradilan, dapat disimpulkan bahwa :

1) Badan peradilan yang menyidangkan
sengketa pajak berada dalam ruang lingkup
lembaga yudikatif,

2) Badan peradilan yang menyidangkan
sengketa pajak terdiri dari pengadilan tingkat
pertama dan banding.

3) Putusan pengadilan tingkat pertama dan
banding , masih dapat diajukan kasasi ke

Mahkamah Agung ( Supreme Court )
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4) Hanya Belanda yang ada badan
Commisioner yang menyelesaikan sengketa
pajak keberatan ditingkat pertama.

5) Dari empat negara tersebut Indonesia jauh
lebih baik dalam sistem pengadilan pajak,
dikarenakan antara lain :

1) Australia tidak memiliki lembaga objektif, dan tidak adanya
pengadilan pajak.

2) Belanda tidak memiliki lembaga keberatan, walaupun memiliki
pengadilan pajak yang secara langsung menangani pajak secara
Khusus.

3) Di Malaysia tidak ada proses keberatan, langsung ke pengadilan
tinggi kerena tidak adanya pengadilan pajak.

4) Di Singapura tidak ada proses keberatan dikarenakan tidak adanya

pengadilan pajak.

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM BIDANG KEBERATAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN

PAJAK DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
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b) Kedudukan Hukum Bidang Keberatan sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.

Kedudukan hukum bidang keberatan dalam konteks penyelesaian sengketa pajak
secara administratif berada pada tingkat Direktorat Jenderal Pajak. Posisi atau
kedudukan hukum bidang keberatan ini adalah sebagai salah satu tahapan awal
dalam upaya menyelaraskan hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam
pelaksanaan perpajakan. Pemberdayaan terhadap bidang keberatan dalam
penyelesaian sengketa pajak, Direktorat Jenderal Pajak selain mengupayakan asas
ease administration®®®, demikian juga harus diperhatikan asas-asas peradilan
administrasi yang menjunjung asas kepastian hukum formil. Tugas dan fungsi
bidang keberatan ini dilaksanakan dalam lingkup kekuasaan eksekutif, dalam hak
ini posisi eksekutif memainkan peran yudikatif secara administratif, sehingga

keputusannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan

administratif. Oleh karena itu, keberatan atas sengketa pajak dapat digolongkan
sebagai proses administrasi atau peradilan dolensi, di mana hakim pada
peradilan dolensi adalah pegawai negeri sipil yang bertindak sebagai
pengambil keputusan dalam perkara yang diajukan. Dalam posisi yang
demikian hakim keberatan tidak bersifat otonom dan tidak independent

layaknya hakim pengadilan pada umum lainnya.

% Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara.

Sukses tidaknya pemerintah dalam pemungutan pajak tergantung pada efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan administrasi perpajakannya. Dalam pemungutan pajak, asas ease of administration
sangat berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar atau menyetorkan pajak
terutangnya. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efektif dan efisien akan menimbulkan
kerugian-kerugaian yang membuat pemungutan pajak terasa semakin membebankan bagi wajib
pajak. Hal ini tentu akan membuat wajib pajak semakin enggan untuk melaksanakan kewajibannya
sebagai warga negara, Lihat, Rosdiana, Haula. Pengantar Perpajakan. Depok: 2010, him. 29
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Selaku Badan Administrasi yang tidak terpisah dari organisasi dan
struktur Departemen Keuangan, Badan Administrasi ini menyatakan berada di
luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara.?®* Putusan dari pengajuan Banding terhadap suatu keputusan Pejabat
Pajak, serta gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak tersebut,

dinyatakan sebagai putusan akhir dan bersifat tetap (Pasal 76).

Eksistensi dari organisasi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(sekarang disebut Pengadilan Pajak) tersebut di atas, diatur dalam ketentuan

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, yang isi

lengkapnya sebagai berikut:*®

Pasal 1

(1) Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, Bupatiatau
Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat I, atau pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 3 (1) Dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, dan apabila dipandang
perlu dapat dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama
di tempat lain

(2) Pelaksanaan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Keputusan Presiden;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka secara atribusi,
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kedudukan sebagai Badan
Administrasi yang sah. Sebagai Badan Administrasi, maka secara yuridis,

segala bentuk keputusan sengketa pajak yang diputus oleh Badan Penyelesaian

2% Ppaulus Efendy Lotulung. Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap
Pemerintah, Buana llmu, Jakarta, 1986, him. 139.
2% periksa UU No. 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
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Sengketa Pajak itu, seharusnya masih dapat diuji di lembaga “Peradilan
Pemerintahan” dan tidak dapat menyatakan, bahwa putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, dan
bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dinyatakan di
dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak selaku Badan Pemerintah yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan fungsi peradilan,
namun demikian ternyata putusannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial
untuk dilaksanakan, sebab di dalam praktek, putusan Badan Penyelesaian
SengketaPajak itu masih dapat ditangguhkan oleh penetapan Pengadilan Tata
Usaha Negara. Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, masih
dapat atau tidak untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara masih memerlukan
pengkajian lebih lanjut, hal mengingat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak selaku Badan Peradilan, tidak berpuncak ke Mahkamah Agung tetapi ke

Departemen Keuangan RI.

Dalam posisi yang demikian terdapat pandangan di tengah masyarakat
pencari keadilan bahwa keputusan bidang keberatan tidak memuaskan harapan
wajib pajak untuk menemukan keadilan dalam penyelesian sengketa pajak
disebabkan status hakim dolensi yang tidak independen dan cenderung
keputusannya tidak netral. Sehingga banyak keputusan bidang keberatan yang

diajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak oleh wajib pajak.
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Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan, berdasarkan Pasal 26 ayat
(3) UNDANG — UNDANG KUP, terdapat empat kemungkinan keputusan
yang dapat diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima. Keputusan tersebut dapat berupa ditolak, diterima sebagian, diterima
seluruhnya, dan/atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak
diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka Dirjen Pajak akan
mengeluarkan keputusan menolak keberatan Wajib Pajak. Jika terjadi
keputusan demikian, konsekuensinya hanya ada dua yaitu. Pertama, wajib
pajak harus tetap melunasi utang pajak sebesar yang tercantum dalam
keputusan keberatan. Kemudian yang kedua; wajib pajak dapat mengajukan
upaya hukum lebih lanjut, yaitu upaya hukum banding ke pengadilan
pajak.*®Selanjutnya,  apabila  surat  keberatan  wajib  pajak,
mekanismepenyelesaiansengketa  pajak  sebagaimana  diuraikan  di
atasbahwapenyelesaiansengketapajakmengenalmodelPenyelesaianmelaluiupay
aadministratif. Mekanisme administratif; yaitupenyelesaiansengketadimana
penyelesaiannya masih termasuk pihak berperkara yaitu fiskus. Penyelesaian
sengketa melalui upaya administratif.Sebagaimanadiuraikandi atas salah satu
jalur penyelesaian sengketapajakyangdapatditempuhuntuk menyelesaikan
sengketa pajak adalah melalui upaya administratif yaitu keberatan.

Untukmenyelesaikansengketaadministratif, jalur penyelesaiansengketamelalui

2%\Wirawan B llyas dan Ricard Burton, Hukum pajak edisi 5 Penerbit Salemba empat, him.
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upaya administratif, memang dimungkinkan menurut ketentuan hukum positif
kita, termasuk sengketaadministrasidalam
hukumpajak.Penyelesaiansengketamelaluiupaya
administratifinidimaksudkanuntukmemudahkan pencari keadilan memperoleh
keadilandanmemperolehkepastianhukum, baikbagiadministrasisendirimaupun
bagiwarga.

Demikianjugadalampenyelesaiansengketapajak.Salahsatudasar
pertimbangan semula, diberikannya penyelesaian sengketa pajak melalui
bidang keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak,
sehingga lebih cepatmemberikepastianhukum
bagikeduapihakbaikwajibpajakmaupunfiskusitu  sendiri.?” Sebagai  suatu
lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, upaya administratif
mempunyai  satu  kelemahan, kelemahan ini  berkaitan  dengan
keobyektifanlembagatersebut.Penyelesaiansengketapajakoleh bidang
keberatan, keobyektifannya memang patut diragukan karena yang memberi
putusan adalah salah
satupihakyangbersengketa.Kekhawatiranterhadapkeobyektifanbidang
keberatan sangat beralasan, manakala dikaitkan dengan asas, “ Tidak
seorangpun dapat menjadi hakimyang baik untuk dirinya sendiri (Nemo judex
indoneus in propia causa).*®
Bentuk upaya administratif adalah keberatan dan banding administratif.

Keberatan yaitu penyelesaian sengketa

" Hussein Kartasasmita,Op.cit., him.102
2% sudiknoMertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,hlm.18-19.
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dimanapenyelesaiansengketanyaadalahorang yang mengeluarkan keputusan,
sedangkan banding administratif adalah penyelesaian
sengketadimanayangmenyelesaikansengketa  adalahatasanataupihaklainyang
tidak mengeluarkan keputusan tetapi masih dalam lingkup pemerintah
(eksekutif).

Dalam posisi penyelesaiansengketayangmengenalupayaadministratif,
apabila
seluruhupayaadministratifyangditawarkansudahditempuhtetapimasihbelum
puas dengan putusan tersebut maka dapat mencari upaya hukum lanjutan ke
Pengadilan TinggiTataUsahaNegara.?**Demikianjugaapabila kitaterapkan pada
penyelesaian sengketa pajak, apabila wajib pajak tidak puas atas putusan
keberatan maka seharusnya putusan bidang keberatan yang bersifat
administratif tersebut kemudian diajukan kepada pengadilan tingkat pertama,
selanjutnya dari putusan pengadilan tingkat pertama tersebut jika salah satu
pihak tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama (judex facti)
tersebutdapat mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi
Pajak.TetapiberhubungPengadilan Pajak tidak ada Pengadilan Tingginya maka
upayahukum lanjutandariupayaadministratifpajakadalahbandingkePengadilan
Pajak.

Apabila  kita kaitkan dengan sistem  peradilansecaraumum
penyelesaiansengketamelalui Bidang keberatan maupun PengadilanPajak dapat

dikatakan belumsesuaidengansistem peradilanyangada. DalamPenyelesaian

299 (Pasal48ayat(2)Jo.Pasal53ayat(3) UUNo.5tahun 1986J0.UUNOo.
9tahun2004tentangPengadilan Tata Usaha Negra)
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sengketapajaktidak ada pengadilan tingkat pertama, yang ada adalah bidang
keberatan yang bukan merupakan pengadilan tingkat pertama tetapi lebih pada
lembaga banding administrasi, sehingga posisi ini menjadi tidak mendasar
apabila putusan yang sifatnya administrasi tersebut kemudian secara langsung
diajukan banding pada pengadilan pajak. Kemudian dalam sengketa pajak
tidak  mengenalupaya  hukumkasasisebagaimanaupaya hukum  yang
disediakanolehperadilanpadaumumnya.Sebagaimanakitaketahuiupayahukum
kasasi adalah upaya hukum tertinggi bagi pencari keadilan yang berpuncak di
MahkamahAgung.  Dengantidakditawarkannyaupayahukum  kasasidalam
penyelesaian sengketa pajak berarti terjadi adanya pemangkasan satu
tingkatan saluran
peradilanhalinitentunyamenyimpangdariketentuanperadilansecaraumum
sebagaimanayangdiaturdalam UUKekuasaanKehakiman. Dalam posisi yang
demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pajak dalam lingkup
kekuasaan peradilan tidak memiliki landasan penyelesaian yang memberikan
posisi yang berimbang, sebab pada tingkat pertama penyelesaian sengketa
pajak, bukan diselesaikan melalui lembaga pengadilan tingkat pertama (judex
facti) yang menjamin adanya suatu proses peradilan yang berimbang.
Kemudian dalam tahapan selanjutnya melalui upaya banding ke Pengadilan
Pajak putusan yang diajukan banding adalah putusan bidang keberatan.
Seharusnya putusan yang diajukan banding adalah putusan pengadilan tingkat
pertama, bukan putusan bidang keberatan yang merupakan putusan yang

bersifat administrative. Kemudian dari putusan Pengadilan Pajak sebagai
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pengadilan tingkat banding, langsung diajukan peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung jika para pihak belum atau tidak menerima putusan
pengadilan pajak pada tingkat banding. Posisi atau kedudukan penyelesaian
sengketa pajak semacam ini mencerminkan adanya satu proses yang terputus,
bahkan dapat dikatakan penyelesaian sengketa pajak dalam lingkup kekuasaan
kehakiman hanya mengenal satu tingkat pengadilan, yaitu pengadilan tingkat
banding yang berposisi pada pengadilan pajak.

Apabila kita lihat bahwa adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat
spesifik dalamperaturanperpajakankhususnyadalam penyelesaiansengketapajak
dimaksudkanuntukmengoptimalkanpenerimaan negara dari sektor pajak, tetapi
apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak ketentuan tersebut kurang memberi
keadilan bagi wajib pajak. Wajib Pajak agar dapat menjalankan fungsinya
dengan baik, maka perlu didukung dengan undang-undang yang baik pula.
Undang-undangyangbaik, adalahundang-undangyangtidak
hanyaberorientasipadaaspekmakroyaituaspek yang hanya berorientasi pada
tuntutan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi syarat yang paling esensiil yaitu

syarat mikro bahwa undang-undang pajak hendaknya memenuhi rasa keadilan.

Perkara perpajakan dapat melibatkan sejumlah besar uang sehingga
rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berpotensi tindak
pidana finansial terutama dalam bidang penegakkan hukum, seperti
pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan dan banding. Untuk
melindungi kepentingan umum dan kerugian finansial dalam proses

pemajakan, Pasal 36A(1) menyatakan bahwa jika terjadi kelalaian atau
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kesengajaan pegawai pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak
sesuai ketentuan. Jika terjadi under assesment pajak misalnya semestinya
1.000 tetapi oleh pemeriksa atau penelaah keberatan dihitung 750, maka sesuai
dengan Pasal 36A(1) jika perbuatan tersebut terbukti maka pemeriksa atau
penelaah keberatan dapat dikenakan sanksi. Terlebih-lebih jika menerima
sesuatu (kickback, seperti gratifikasi atau sejenisnya), mereka dapat terlibat
dan dituntut tipikor. Contohnya pada tahun 2004 PT SAA menjual barang
modal yang dibeli pada tahun 1994 dari sister company PT SFA. Pada saat itu
belum ada ketentuan pajak Pasal 16D UUPPN (penyerahan barang modal
bekas sebagai penyerahan BKP) yang baru berlaku sejak 1995 berdasarkan
UU No. 11 tahun 1994. Karena belum ada PPN Pasal 16D penyerahan barang
modal bekas pada tahun 1994 belum terutang PPN sehingga tidak ada PPN

yang dapat dikreditkan.*®

Sesuai dengan sifat pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara,
pajak mempunyai peraturan-peraturan yang spesifik yang tersebar dalam
berbagai ketentuan.Spesifikasiinijugaterlihatdalam
prosedurdanmekanismepenyelesaian sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik tersendiri yang
berbeda denganpenyelesaiansengketadalamsistem
peradilanpadaumumnya.Halyang membedakan penyelesaian sengketa pajak
dengan penyelesaian sengketa pada umumnyaadalah:

Pertama;mengenaiprosedur,dalam penyelesaiansengetapajakada

3% prof. Dr. Gunadi, M.Sc., AK. Panduan Komprehensif KUP (KUP). Jakarta : Bee Media
Indonesia, 2016, him. 355.
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ketentuanyangmenyatakanbahwa,pengajuankeberatan,bandingdangugatantidak
menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
Undang- undangtidakmemberipenjelasan secarajelas,dasarjumlah
pajakyangharusdibayar apakahsesuaidengan
SPTatauSKP.Tidakadanyapengaturanyangjelasmengenai ketentuan tersebut,
oleh  fiskus ditafsirkan sebagai keharusan wajib  pajak  untuk
melunasiseluruhhutangpajaknyasesuaidenganjumlahyangtertuangdalam SKP.
Apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak, penafsiran tersebut
dianggap kurang memberirasakeadilanbagiwajibpajak,
karenajumlahhutangpajakyangtertuang dalam
SKPjustrumerupakanobyekyangdisengketakan.Halinijugatidakkonsisten
dengan asas self assessment yang dianut. Syarat ini dirasa sangat memberatkan
wajib pajak dan tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi peradilan pada
umumnya, bahwa peradilan harus dilakukan dengan biaya murah.
Penafsiranketentuankeberatan,bandingtidakmenundapembayaranpajak
danpelaksanaanpenagihanutangpajak ~ dengankeharusanmelunasiutangpajak
sejumlah yang tertuang dalam  SKP menimbulkan masalah manakala
dikaitkan dengansyaratpengajuankeberatandanbandingitusendiri.Salah  satu
syarat
pengajuanbandingadalahadanyakewajibanwajibpajakuntukmembayarsebesar
50% dari jumlah pajak yangterutang.Berkaitandengansyarat ini ketentuan
“Tidak Menundapembayaran pajak* dalam

bandingdiartikansebagaikeharusanmembayar pajak hanya sebesar 50% dari
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jumlah yang terutang dalam SKP. Hal demikian berbedadalam
pengajuankeberatan. Dalam pengajuankeberatanmemangtidakada syarat yang
mengharuskan wajib pajak untuk melunasi seluruh utang pajaknya
sejumlahyangtertuangdalamSKP,tetapidenganadanyaketentuan“tidakmenunda
pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak® diartikan oleh fiskus
sebagai keharusanuntukmelunasiutangpajaknyasebesaryangtertuangdalam
SKP,dan apabilatidakdilunasifiskusberwenang
melakukantindakanpenagihan,makasecara
tidaklangsung‘‘keharusanmelunasiutangpajaksejumlahyangterteradalam SKP*
menjadisyaratpengajuankeberatan.Ketidak sesuaiansyaratantarakeberatandan
bandinginilahyangmenimbulkanpersoalan, sedangkan pengajuan banding
dalam penyelesaian sengketa pajak selalu diawali dengan adanya pengajuan
keberatan. Syarat“Pengajuankeberatan, banding tidak menunda pembayaran
pajak* yang oleh
fiskusditafsirkanmelunasisemuajumlahpajaksebagaimanayangtertuangdalam
SKPdalam UUKUPyangbaru(UUNo.28tahun2007) sudahdihapusdandiganti
dengan kewajiban membayar pajak minimal sesuai Yyang disepakati
wajib pajak.
Tetapiadaketentuanlainbahwaketikawajibpajakkalahdalamkeberatan
makawajibpajakdikenaisanksi50%dan apabilawajibpajakinginmelanjutkan
mencariupayahukum lanjutanyaitubandingdandalam
putusanbandingwajibpajak

diputuskalahmakawajibpajakdikenaisanksisebesar100%. Disisi  lainketika
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fiskus yangdinyatakankalahdalam
keberatanmaupunbanding,fiskushanyadikenaisanksi
pembayaranbunga2%sebulan.

Berdasarkanhaltersebut di atas, terlihatada ketidakseimbangan aturan
antara  wajib  pajak dengan  fiskus.  Disamping itu  adanya
sanksidendapembayaran50%dan100%jikawajibpajakkalahdalam keberatandan
bandinglebihdirasasebagaisuatuancamanbagiwajibpajakdalam  mencariupaya
hukum dalam
penyelesaiansengketapajak.Adanyasanksiyangtinggitentunyaakan menambah
rasa pesimistis wajib pajak apabila dikaitkan dengan kurang percaya dirinya
wajib  pajak dengan  kemampuanmenghitungkewajibanperpajakannya
mengingat cara perhitungan pajak yang cenderung rumit. Padahal pada
dasarnya dalamsuatu sengketa tidak selamanyaperhitungan wajib pajaklah
yang salah.*%*

Berkaitan dengan adanya perubahan pengaturan mengenai prosedur
penyelesaian sengketa pajak di atas, maka dalam penyelesaian sengketa saat
ini, berlakulahaturanperalihan,bahwasengketayangmasuksebelum
1Januari2008
masihmenggunakanproseduryangsesuaidenganaturanyanglamadanyangmasuk
1 Januari 2008 atau sesudahnya memakai aturan yang baru.

Hal lain yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak

%1Agung Retno Rachmawati, Joko NurSariono,UpayaHukumWajib PajakAlas SuratKetetapan
Pajak Kurang BaarYang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan HakWajib Pajak, Jurnal
Perspektif, Volume XVI No. 4Tahun 2011 Edisi September, Fakultas Hukum UniversitasWijaya
Kusuma Surabaya, 2011.
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yang dirasa kurang memberi kepastian hukum terhadap wajib pajak
adalah tidak adanyaketentuanyangmemuatdasar-dasar pengajuan gugatan.
Sedangkan Syarat
pengajuangugatansebagaimanayangdiaturdalamPasal4layat(1)UUNo. 14taun
2002ditentukanbahwagugatanharusdisertai denganalasan-alasanyangjelas.
Sehubungantidakadanya  dasar-dasargugatandalam  peraturanperundang-
undangan pajak, makadalam praktekdigunakanlahdasar-
dasargugatansebagaimanayang  tercantum  dalam  Undang-undangNo.
5Tahun1986Jo. UUNo. 9 Tahun2004tentang
PTUNsebagaiaturanumum(lexgenerali),sedangkanpadadasarnyaobyekgugatan
dalam pajaktentulahberbedadengangugatandalam PTUN,dalam sengketapajak
yang disengketakan pada dasarnya tidak hanya suatu keputusan tetapi
berkaitan juga dengannominaltertentu yang berkaitan dengan pembayaran
pajak.

Kemudianmekanismepenyelesaiansengketa  pajak, sebagaimana
diuraikan di

atasbahwapenyelesaiansengketapajakmengenalduamodelpenyelesaianyaitu;

2) Penyelesaianmelaluiupayaadministratif

Mekanisme administratif ~ yaitupenyelesaiansengketadimana
penyelesainya masih termasuk pihak berperkara vyaitu fiskus dan
penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan murni yaitu Pengadilan

Pajak. Penyelesaian sengketa melalui upaya
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administrative,sebagaimanadiuraikandi atas salah satu jalur penyelesaian
sengketapajakyangdapatditempuhuntuk menyelesaikan sengketa pajak
adalah melalui upaya administratif yaitu keberatan.
Untukmenyelesaikansengketaadministratif, jalur
penyelesaiansengketamelalui upaya administratif, memang dimungkinkan
menurut hukum positif kita, termasuk sengketaadministrasidalam
hukumpajak.Penyelesaiansengketamelaluiupaya
administratifinidimaksudkanuntukmemudahkan pencari keadilan
memperoleh keadilandanmemperolehkepastianhukum,
baikbagiadministrasisendirimaupun bagiwarga.
Demikianjugadalampenyelesaiansengketapajak.Salahsatudasar

pertimbangan semula, diberikannya penyelesaian sengketa pajak melalui
bidang keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak,
sehingga lebih cepatmemberikepastianhukum
bagikeduapihakbaikwajibpajakmaupunfiskusitu sendiri.®* Sebagai suatu
lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, upaya administratif
mempunyai  satu kelemahan, kelemahan ini berkaitan dengan
keobyektifanlembagatersebut.Penyelesaiansengketapajakoleh bidang
keberatan, objektifitas bidang keberatanmemang patut diragukan karena
yang memberi putusan adalah salah
satupihakyangbersengketa.Kekhawatiranterhadapobjektifitasbidang
keberatan sangat beralasan, manakala dikaitkan dengan asas, “Tidak

seorangpun dapat menjadi hakimyang baik untuk dirinya sendiri (Nemo

%02 Hussein Kartasasmita,Op.cit., him.102
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judex indoneus in propia causa).*®®

Bentuk upaya administratif adalah keberatan dan banding
administratif. Keberatan yaitu penyelesaian sengketa
dimanapenyelesaisengketanyaadalahorang yang mengeluarkan keputusan,
sedangkan banding administratif adalah penyelesaian
sengketadimanayangmenyelesaikansengketa
adalahatasanataupihaklainyang tidak mengeluarkan keputusan tetapi masih
dalam lingkup pemerintah (eksekutif).

Dalam penyelesaiansengketayangmengenalupayaadministratif,
apabila
seluruhupayaadministratifyangditawarkansudahditempuhtetapimasihbelum
puas dengan putusan tersebut maka dapat mencari upaya hukum lanjutan
ke Pengadilan
TinggiTataUsahaNegara(Pasal48ayat(2)Jo.Pasal53ayat(3) UUNo.5tahun
1986J0.UUNo0.9tahun2004tentangP TUN).Demikianjugaapabila
kitaterapkan pada penyelesaian sengketa pajak, apabila wajib pajak tidak
puas atas putusan keberatan maka dapat mengajukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Pajak.TetapiberhubungPengadilan Pajak tidak ada
Pengadilan Tingginya maka upayahukum
lanjutandariupayaadministratifpajakadalahbandingkePengadilan Pajak.>*

Pada posisi penyelesaian sengketa pajak yang demikian tentu

sangat tidak normal jika dibandingkan dengan prosedur penyelesaian

%93 SudiknoMertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,him.18-19.
304y -
Ibid.
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sengketa di pengadilan pada umumnya, lebih khususnya jika dibandingkan
dengan penyelesaian sengketa pada pengadilan Tata Usaha Negara, sebab
pada dasarnya pengadilan banding adalah pengadilan dimana suatu bentuk
upaya hukum lebih lanjut dari pengadilan tingkat pertama, sedangkan
upaya banding pada pengadilan pajak bukanlah upaya hukum terhadap
putusan pengadilan pertama, upaya hukum yang dilakukan adalah terhadap
putusan bidang keberatan yang bukan merupakan pengadilan tingkat
pertama. Dalam posisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa proses yang
berlangsung dalam penyelesaian sengketa pajak tidak memberikan

kepastian hukum bagi wajib pajak dalam mendapatkan keadilan.

3) Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Pajak.

Apabila kita kaitkan dengan sistem peradilansecaraumum
penyelesaiansengketamelaluiPengadilanPajak
memangmasihbelumsesuaidengansistem peradilanyangada.
DalamPenyelesaian sengketapajaktidakmengenalupaya
hukumkasasisebagaimanayangupaya
disediakanolehperadilanpadaumumnya.Sebagaimanakitaketahuiupayahuku
m kasasi adalah upaya hukum tertinggi bagi pencari keadilan yang
berpuncak di MahkamahAgung. Dengantidakditawarkanyaupayahukum
kasasidalam penyelesaian sengketa pajak berarti terjadi adanya
pemangkasan satu tingkatan saluran

peradilanhalinitentunyamenyimpangdariketentuanperadilansecaraumum
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sebagaimanayangdiaturdalam UUKekuasaanKehakiman.*®

Pengadilan Pajak yang hanyaadasatu,apabilakita
kaitkandenganperadilan secaraumum
jugatidaksesuai,dimanadalampengadilansecaraumum mengenal adanya
Pengadilan Tingkat | yang berkedudukan di setiap Kabupaten dan
Pengadilan
TingkatllyangberkedudukandiibukotaPropinsi.Sedangkandalam
Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak hanya berjumlah tiga di Indonesia
yaitu yang berkedudukan di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya . Hal
demikian  tentunya dapat mengurangi pemberian kepastianhukum
terhadapwajibpajakkarenadapatmenyulitkanwajibpajak dalam
mencarikeadilanpadabidangini,disampingitujugadapatmenurunkan
hasratwajibpajakuntukmencariupaya hukum
sampaikePengadilanmengingat faktor pertimbangan biaya, kerugian waktu
dan sebagainya.

Kurangnya minat wajib pajak yang
berasaldariluarJakartauntukmencari upaya hukum ke Pengadilan Pajak
terlihat dari besarnya jumlah wajib pajak yang mengajukan banding dan
gugatan ke Pengadilan Pajak.Menurut Kabag.APKD
PengadilanPajak,jumlahwajibpajakyangmengajukanupayahukum
kePengadilan PajakyangberasaldariJakartajumlahnya

lebihbanyak4:1dibandingkanwajibpajak yangberasaldariluarJakarta.

*%|bid.
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Sesuai dengan sifat pajak sebagai sumber utama pembiayaan
negara, pajak mempunyai peraturan-peraturan yang spesifik yang
tersebar dalam berbagai ketentuan.Spesifikasiinijugaterlihatdalam
prosedurdanmekanismepenyelesaian sengketa pajak.>®

Penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik tersendiri
yang berbeda denganpenyelesaiansengketadalamsistem
peradilanpadaumumnya.Halyang membedakan penyelesaian sengketa
pajak dengan  penyelesaian  sengketa pada  umumnyaadalah
Pertamamengenaiprosedur,dalam penyelesaiansengetapajakada
ketentuanyangmenyatakanbahwa,pengajuankeberatan,bandingdangugatant
idak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak. Undang- undangtidakmemberipenjelasan secarajelas,dasarjumlah
pajakyangharusdibayar apakahsesuaidengan
SPTatauSKP.Tidakadanyapengaturanyangjelasmengenai ketentuan

tersebut, oleh fiskus ditafsirkan sebagai keharusan wajib pajak untuk

melunasiseluruhhutangpajaknyasesuaidenganjumlahyangtertuangdalam

SKP.

Apabila dilihat dari kepentingan wajib pajak, penafsiran tersebut
dianggap kurang memberirasakeadilanbagiwajibpajak,
karenajumlahhutangpajakyangtertuang dalam

SKPjustrumerupakanobyekyangdisengketakan.Halinijugatidakkonsisten

dengan asas self assessment yang dianut. Syarat ini dirasa sangat

*%|bid, him. 25.
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memberatkan wajib pajak dan tidak sesuai dengan syarat yang harus
dipenuhi peradilan pada umumnya, bahwa peradilan harus dilakukan
dengan biaya murah.®"’
Penafsiranketentuankeberatan,bandingtidakmenundapembayaranpa
jak danpelaksanaanpenagihanutangpajak
dengankeharusanmelunasiutangpajak sejumlah yang tertuang dalam SKP
menimbulkan masalah manakala dikaitkan
dengansyaratpengajuankeberatandanbandingitusendiri.Salah satu syarat
pengajuanbandingadalahadanyakewajibanwajibpajakuntukmembayarsebes
ar 50% dari jumlah pajak yangterutang.Berkaitandengansyarat ini
ketentuan “Tidak menundapembayaran pajak* dalam
bandingdiartikansebagaikeharusanmembayar pajak hanya sebesar 50%
dari jumlah yang terutang dalam SKP. Hal demikian berbedadalam
pengajuankeberatan. Dalam pengajuankeberatanmemangtidakada syarat
yang mengharuskan wajib pajak untuk melunasi seluruh utang pajaknya
sejumlahyangtertuangdalamSKP,tetapidenganadanyaketentuan“tidakmenu
nda pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak® diartikan oleh
fiskus sebagai
keharusanuntukmelunasiutangpajaknyasebesaryangtertuangdalam
SKP,dan apabilatidakdilunasifiskusberwenang
melakukantindakanpenagihan,makasecara
tidaklangsung“keharusanmelunasiutangpajaksejumlahyangterteradalam

SKP* menjadisyaratpengajuankeberatan.Ketidak

*|bid.



276

sesuaiansyaratantarakeberatandan
bandinginilahyangmenimbulkanpersoalan, sedangkan pengajuan banding
dalam penyelesaian sengketa pajak selalu diawali dengan adanya
pengajuan keberatan. Syarat“Pengajuankeberatan, banding tidak menunda
pembayaran pajak “ yang oleh
fiskusditafsirkanmelunasisemuajumlahpajaksebagaimanayangtertuangdala
m SKPdalam UUKUPyangbaru(UUNo.28tahun2007)
sudahdihapusdandiganti dengan kewajiban membayar pajak minimal
sesuai yang disepakati wajib  pajak.
Tetapiadaketentuanlainbahwaketikawajibpajakkalahdalamkeberatan
makawajibpajakdikenaisanksi50%dan apabilawajibpajakinginmelanjutkan
mencariupayahukum lanjutanyaitubandingdandalam
putusanbandingwajibpajak
diputuskalahmakawajibpajakdikenaisanksisebesar100%. Disisi lainketika
fiskus yangdinyatakankalahdalam
keberatanmaupunbanding,fiskushanyadikenaisanksi
pembayaranbunga2%sebulan.

Berdasarkanhaltersebut di atas, terlihatada ketidakseimbangan
aturan antara wajib pajak dengan fiskus. Disamping itu adanya
sanksidendapembayaran50%dan100%jikawajibpajakkalahdalam
keberatandan
bandinglebihdirasasebagaisuatuancamanbagiwajibpajakdalam

mencariupaya hukum dalam
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penyelesaiansengketapajak.Adanyasanksiyangtinggitentunyaakan
menambah rasa pesimistis wajib pajak apabila dikaitkan dengan kurang
percaya dirinya wajib pajak dengan
kemampuanmenghitungkewajibanperpajakannya  mengingat cara
perhitungan pajak yang cenderung rumit. Padahal pada dasarnya
dalamsuatu sengketa tidak selamanyaperhitungan wajib pajaklah yang
salah.

Berkaitan dengan adanya perubahan pengaturan mengenai
prosedur penyelesaian sengketa pajak di atas, maka dalam penyelesaian
sengketa saat ini,
berlakulahaturanperalihan,bahwasengketayangmasuksebelum
1Januari2008
masihmenggunakanproseduryangsesuaidenganaturanyanglamadanyangma
suk 1 Januari 2008 atau sesudahnya memakai aturan yang baru. Hal lain
yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak yang dirasa
kurang memberi kepastian hukum terhadap wajib pajak adalah tidak
adanyaketentuanyangmemuatdasar-dasar pengajuan gugatan. Sedangkan
syarat
pengajuangugatansebagaimanayangdiaturdalamPasal4layat(1) UUNo.
14taun 2002ditentukanbahwagugatanharusdisertai denganalasan-
alasanyangjelas. Sehubungantidakadanya  dasar-dasargugatandalam
peraturanperundang-undangan pajak, makadalam

praktekdigunakanlahdasar-dasargugatansebagaimanayang tercantum
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dalam Undang-undangNo. 5Tahun1986Jo. UUNo. 9 Tahun2004tentang
PTUNSsebagaiaturanumum(lexgenerali),sedangkanpadadasarnyaobyekgug
atan dalam pajaktentulahberbedadengangugatandalam PTUN,dalam
sengketapajak yang disengketakan pada dasarnya tidak hanya suatu
keputusan tetapi berkaitan juga dengannominaltertentu yang berkaitan

dengan pembayaran pajak.

B. Konsepsi ideal Bidang Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak

Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang  baik yang
menyangkuturusan administrasi perpajakan tidak dapat dilepaskandari tugas
pembuatanKeputusanTataUsaha Negara berupa ketetapan pajak oleh Dirjen
Pajak.Dengansemakin kompleksnyaurusanpemerintahanserta
semakinmeningkatnya pengetahuan dankesadaran masyarakat, tidaktertutup
kemungkinan timbulnyabenturankepentingan(Conflictof Interest)antaraFiskus
denganWajibPajak  yang  merasadirugikanoleh ~ Keputusan  Pejabat

Pajak.,sehingga menimbulkansuatusengketapajak.

SebagaiNegarayangberdasarkanatashukum(rechtstaat), maka
timbulnya suatu sengketa pajak tersebut, bukanlah hal yang

harusdianggapsebagaihambatanpemerintahdalam melaksanakan tugas
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dibidang urusan pemerintah, melainkan harusdipandangsebagai:*®

1. Dari sudut pandang warga masyarakat, adalah merupakan
pengejawantahan asas Negara hukum bahwa setiap warga Negara
dijamin hak-haknya menurut hukum, dan segala penyelesaian
sengketaharusdapatdiselesaikansecarahukumpula;

2. Dari sudutpandangPejabat Pajak,adalahsaranaatauforum
untukmengujiapakahKeputusan dan/atau ketetapanyang diterbitkannya
telah memenuhi asas-asas hukum dan keadilan melalui sarana hukum
menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku

Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa dalam bidang perpajakan
bukanlahsuatuhal yangluarbiasa,melainkansuatuhal yangharus
diselesaikandan dicarijalanpenyelesaiannyamelaluisaranayang
disediakanolehperaturanperundang-undanganyangberlaku.

Dalam konteks pajak, perbedaan pendapat dan sengketa relatif sering
terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara fiskus
dengan Wajib Pajak. Diakui atau tidak, hingga saat ini tidak sedikit
peraturan  pajakyangdianggaptidakjelas,kurang tegasdancenderung
multitafsir sehingga dapat diartikan secara berbeda oleh kedua pihak
yangmasing-masing memilikikepentingan yangberbeda pula. Apalagi jika
sudah menyangkut kepentingan antara Wajib Pajak dan fiskus,makaadanya
beda penafsiran itu dapat dipastikan akanselalu ada.Fiskus dalam konteks

inimenjadi  kepanjangan tangan dari pemerintah yang notabene

%% Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan). Bandung: Nuansa
dan Nusamedia, 2006, him. 65.
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memilikitujuan dan kepentingan ~ mencari dan mengumpulkan dana
penerimaan negara dari sektor pajak semaksimal dan seoptimal mungkin.
Sementara disisi lain, Wajib Pajak seminimal mungkin agar keuntungan
usaha dan kesejahteraannya tidakberkurang.*®®

Jikasudah terjadi beda pendapat diantara keduanya, maka WajibPajak
dapat menjadi pihakyangdirugikan. Sebabdalam konteks hukum publik
seperti  pajak,WajibPajak(masyarakat) dalamhalinisedang  berhadapan
dengan fiskus (otoritas negara) yang memiliki power lebih besar. Untuk
itulah, dalam tahap permohonan keberatankepada kantor wilayah
pajak,Wajib Pajakberkesempatan untuk mengajukan Bandingsengketanya
dengan fiskuskePengadilan Pajak.

HakWajib Pajakuntuk mengajukan banding ditetapkan dalam Pasal
27 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang- UndangNo. 6Tahun 1983tentang Ketentuan
UmumdanTataCaraPerpajakan.Dalam  pasal tersebut dengan tegas
dinyatakan bahwa WajibPajakdapat mengajukan banding hanya kepada
badan peradilan pajak, terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud oleh
Pasal tersebut adalah Pengadilan Pajakyangdibentuk berdasarkan Undang-
Undang No.14Tahun 2002 tentang Undang-
UndangPengadilanPajak.Badanperadilan pajak  inimerupakan pengganti

dari badan  peradilan pajak sebelumnya yang bernama Badan

%9 Asmara, Galang. Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) dalam
Hukum Pajak Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.
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Penyelesaian  Sengketa Pajak (BPSP). Pengadilan Pajak inilah yang
menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagiWajib Pajakatau penanggung
pajak yang mencarikeadilan dalamhalterjadi sengketa pajak.

Pengadilan pajak yang ada sekarang ini berbeda dengan BPSPyang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.17Tahun 1997.*'°Padamasanya,
BPSP memang bukan sebagai badan pengadilan maupun Badan Tata Usaha
Negara karena putusannya sudah dianggap final sehingga tidak ada jalur
hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak yang masih tidak setuju dengan
putusan Pengadilan Pajak, seperti dinyatakan dalam pasal-pasal awal
Undang-Undang Pengadilan Pajak, berada  di bawah pembinaan
Mahkamah Agung dan juga mengacu kepada Undang-Undang No.14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan
terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun2004. Dan kemudian ubah lagi
dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perlu diketahui, bahwa selain menangani dan memutus permohonan
banding atas sengketa pajak, Pengadilan pajak juga berwenang menangani
gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak
atas pelaksanaan  penagihan pajakyangdilakukan olehfiskus.Kewenangan
initertera dalam Pasal3layat (3)Undang-Undang Pengadilan
Pajak.DalamPasal 43ayat (2)undang-undang tersebut dinyatakan gugatan
dapat diajukan olehWajibPajak atau Penanggung Pajak dibarengi dengan

permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajakditunda

319 Undang-Undang No.17Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
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selamapemeriksaan  sengketa pajaksedang berjalan sampai ada putusan
Pengadilan Pajak.Dalamhalini,Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan
putusan selaatas gugatan sehingga proses penagihan pajak dapat dihentikan
untuk sementara sampai ada putusan dari Pengadilan Pajak mengenai
sengketa pajakyangbersangkutan. ™

Selaintugas dan wewenang tersebut, pengadilan pajak juga
mengawasi kuasa hukum yang memberi bantuan hukum kepada pihak-pihak
yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Pengawasan inidiatur lebih
lanjut denganKeputusan KetuaPengadilan Pajak.

Dapat dikatakan bahwa, Pengadilan pajak merupakan pengadilan
tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa danmemutus sengketa
pajak.Namunseperti yangdinyatakan dalam undang-undang Pengadilan
Pajak, pihak-pihak yang bersengketa masih dapatmengajukan Peninjauan
kembalikeMahkamahAgung.

Undang-Undang Pengadilan Pajakdalam Pasal langka
6mendefinisikan banding sebagai:

"..upaya hukum vyang dapat dilakukan oleh WajibPajakatau

Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan

Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku..."dari pengertian tersebut,bisadijelaskan 3 halpokok.

Pertama, banding merupakan proses tindakan dan upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Ini berarti

bahwa banding harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku, yang dalam

konteks ini adalah hukum pajak, baik yang menyangkut kaidah formal

311

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
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maupun kaidah material. Sederhananya, permohonan banding harus
memenuhi persyaratan formalmaupun material yangtelahditetapkan.

Kedua, yang tersirat dari pengertian tersebut adalah, bahwa banding
hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
bersangkutan. Iniberarti upaya banding tidak dapat diwakilkan olehpihak
lain, kecualidengan menunjuk kuasa hukumyangmemenuhi Kkriteria
danpersyaratan yangtelahditetapkan.

Ketiga,adalah bahwa upaya banding hanya dapat dilakukan terhadap
suatu keputusan yang menurut undang-undang perpajakan  dapat
diajukan banding. Mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUKUP,banding
hanya dapat diajukanterhadap SuratKeputusan Keberatan yangditerbitkan
olehDirjenPajak. Dengan demikian, hal pokok yang ketiga ini cukup
menunjukkan adanya hubungan antaraprosesbandingdenganpemeriksaan
pajak(tax audit)sebab bagaimanapun sengketa pajakyangdiajukan banding
olehWajibPajakumumnya timbuldarihasilpemeriksaan pajak.*"2

Banding diawali dengan adanya sengketa pajak atau ketidaksetujuan
Wajib Pajak terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan fiskus. Sebagaimana
diketahui ketetapan pajak, yang salah satunya berupa Surat Ketetapan Pajak
(SKP),terbit atas dasar hasilpemeriksaan pajakyangdilakukan olehfiskus,baik
melalui pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Bahkan,
mengacu kepada ketentuan Pasal 13maupun Pasal 15UUKUPterbaru, yaitu
Undang- Undang No. 28Tahun 2007,SKPjugadapat diterbitkan

fiskusberdasarkan hasil penelitian (bukanpemeriksaan).

#12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP.



284

Wajib Pajak yang tidak menyetujui SKPtersebut dapat menyelesaikan
sengketanya dengan fiskus melalui cara mengajukan keberatan kepada
Dirjen  Pajak(c.g.KepalaKantorPelayanan Pajak/KPP  yangmenerbitkan
SKP).Merujuk kepada Pasal 25 UUKUP keberatan sebenarnya tidak hanya
dapat diajukan terhadap SKP, tetapi juga dapat dilakukan terhadap bukti
Pemotongan/pemungutan pajakyangditerbitkan olehpihak-pihak
yangmenurut undang-undang perpajakan ditunjuk menjadi
pemotong/pemungut pajak.Akan tetapi, kondisi yang disebut terakhir ini
dalam praktek jarang terjadi karena umumnya Wajib Pajak jika tidak
menyetujui  praktik  pemotongan PPh yang dilakukan rekanan atau
koleganya misalnya, akan langsung menyampaikan komplainnya kepada
rekanan yang bersangkutan. Padahal semestinya, jalur keberatan kepada
Dirjenpajaklahyangharus ditempuh.

Terhadap keberatan WajibPajaktersebut, DirjenPajakselanjutnya
akan memberikan keputusan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
Keberatan. Dalamhalini,keputusan DirjenPajakterhadap keberatan
WajibPajak tersebut dapat berupa:

B. mengabulkan sebagian atauseluruhnya;
C. menolak; atau bahkan
D. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib
Pajak.
Apabila Wajib Pajak menyetujui keputusan Dirjen Pajak tersebut,

maka sengketa telah terselesaikan pada proses keberatan. Tetapi apabila
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Wajib Pajak tidak atau belum menyetujui  keputusan Dirjen Pajak yang
dicantumkan dalam Surat Keputusan Keberatan tadi, maka Wajib Pajak
berhak mengajukan banding, danketika WajibPajakmengajukan banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, makaterjadilah sengketa
banding.

Sengketa banding dapat menyangkut  sengketa (masalah) formal
maupun material namun kebanyakan Wajib Pajak menyangka sengketa
banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga seringkali
WajibPajaktidak menyadari bahwa sengketa sudah muncul saat fiskus
mulai melaksanakan pemeriksaan pajak.

Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajakatau fiskus, atau
keduanya, tidak memenuhi prosedur dan tata cara perpajakan yang telah
ditentukan oleh undang-undang perpajakan, khususnya UUKUPdanUndang-
Undang Pengadilan Pajak. Sebagaimana diketahui oleh undang-undang
KUPtelah menetapkan prosedur dan tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan
Surat Ketetapan Pajak sampai penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang
harus dilaksanakan oleh fiskus. Apabila fiskus melanggar ketentuan tersebut,
maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak
fiskus. Misalnya, fiskus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan setelah
melampaui jangka waktu yangditetapkan UUKUPdanPeraturan terkait.

DipihakWajibPajak,sengketa formaljugabisaterjadi
apabilaWajibPajak tidak melaksanakan prosedur dantata carayangtelah

ditetapkan olehUUKUP atau UU Pengadilan Pajak misalnya Wajib Pajak
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mengajukan keberatan atau banding
diluarjangkawaktuyangtelahditetapkan.

Selain contoh-contoh tersebut, sebenarnya masih banyak kasus lain,
tetapi seringkali Wajib Pajak maupun fiskus mengabaikan hal-hal yang
bersifat formal tersebut. Padahal sengketa formal juga dapat menjadi penentu
Putusan Banding (sebutan untuk keputusan yang diambil oleh Pengadilan
Pajak).Sebab dalam setiap proses pemeriksaan sengketa banding, Majelis
atau Hakim yang bertugas memutus sengketa banding akanselalumelakukan
pemeriksaan formal terlebih dahulu sebelum mulaimemeriksa materi
sengketa. Haliniotomatis akan dilakukan sesuai dengan hukum acara,
prosedur, dan tata cara banding yang sudah ditetapkan  oleh undang-
undang Pengadilan Pajak tanpa harus ada permohonan daripihak-pihak
yangbersengketa.

Dapat dikatakan bahwa, permohonan banding tidak akan diproses
lebih lanjut (ditolak) olehPengadilan Pajakdantidakdilanjutkan dengan
pemeriksaan materi sengketa, apabila permohonan banding tidak memenuhi
ketentuan formal yang telah ditetapkan. Begitupun sebaliknya, apabila
ketetapan pajak atau keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen
Pajak tidak memenuhi prosedur dan ketentuan  formal, maka Pengadilan
Pajak juga dapat menetapkan  bahwa ketetapan pajakataukeputusan
tersebut harus batal demihukum. Dalamhalini, permohonan
WajibPajakdapat  dikabulkan  seluruhnya  atausebagian, tergantung

padahasilpemeriksaan keseluruhan olehPengadilan Pajak.
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Sengketa material, ataulazimdisebut materi sengketa, terjadi apabila
ada perbedaan jumlah  pajakterutang atauperbedaan jumlahkelebihan
pajak(dalam kasus restitusi) menurutperhitungan fiskus, yang tercantum
dalam ketetapan pajak,denganjumlahmenurut perhitungan WajibPajak.

Perbedaan pendapat tersebut bisa menyangkut (i)perbedaan
pendapat mengenai dasar hukumyangseharusnya digunakan, (ii)bedapersepsi
mengenai suatu ketentuan peraturan perpajakan, (iii) perselisihan atas suatu
transaksi  tertentu ataubisajugakarena disebabkan hal-hal lainnya,
Kesemuanyaitudapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan fiskus
menjadi berbeda dengan jumlah menurut perhitungan fiskus dengan Wajib
Pajak yang merupakan sengketa material. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa pada prinsipnya permohonan keberatan harus dilakukan
sendiri olehWajibPajakatau Penanggung Pajak. Halini sesuai dengan
konsep umum, bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan harus ditanggung dan dilaksanakan sendiri oleh subjek pajak
(Wajib Pajak) yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Akan tetapi untuk lebih memberikan
kemudahan dan kelonggaran kepada WajibPajak,undang-undang Perpajakan
melaluiPasal 32UUKUP,jugamemperkenankan WajibPajakuntuk meminta
bantuan pihaklainyanglebihmemahami perpajakan sebagai kuasanya, untuk
dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,
termasuk mendampingi atau mewakilinya dalam proses keberatan. Dalam

konteks ini,Wajib Pajak dapat menunjuk satu atau lebih kuasa hukum dengan



288

Surat Kuasa Khusus. Ketentuan mengenai kuasa inijuga berlaku bagi
fiskusyangdapat didampingi olehkuasahukumnya sendiri.

Melihat konteks upaya hukum administrasi dalam sengketa pajak,
masih terdapat sisi kelemahan dari prosedur acara upaya hukum pajak itu
sendiri, sebab model upaya hukum administrasi yang diterapkan dalam
undang-undang KUP berbeda dengan model upaya hukum administrasi yang
terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9
Tahun 2005 dan selanjutnya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

MenurutPenjelasanPasal48Undang-UndangNo.5Tahun1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu
peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa
TataUsaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri
(bukan oleh badan peradilan yang bebas),yangterdiridari:

a.Prosedurkeberatan:;

b.Prosedurbandingadministratif;

Berdasarkanrumusanpenjelasanpasal48 tersebutmakaupaya
administratifmerupakansaranakepastianhukumbagi warga
masyarakat(orangperorangan/badanhukumperdata)yang terkena
KeputusanTata UsahaNegara(Beschikking)yangmerugikannyamelalui
Badan/PejabatTataUsahaNegaradilingkunganpemerintahitu sendiri

sebelumdiajukankebadanperadilan.
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Merujuk pada ketentuan Pasal48Undang-Undang No.5Tahun
1986joUndang- UndangNo.9 Tahun2004tentangPeradilanTataUsahaNegara,
disebutkansebagaiberikut:

1) Dalamhal suatuBadan/PejabatTataUsahaNegaradiberiwewenang oleh
atauberdasarkanperaturanperundang-undanganuntuk
menyelesaikansecaraadministratifsengketaTata UsahaNegara tertentu,
maka sengketa  Tata Usaha  Negara  tersebut  harus
diselesaikanmelaluiupayaadministratifyangtersedia;

2)Pengadilan baru  berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketaTataUsahaNegarasebagaimana dimaksud ayat(1)

jikaseluruhupayaadministratifyangbersangkutantelah digunakan.

Berdasarkan penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

UsahaNegara,bentukupayaadministrasiada2(dua)yaitu:

1. BandingAdministrasi, apabilapenyelesaiansengketaTata
UsahaNegaratersebutdilakukan olehinstansilain
dariBadan/PejabatTataUsahaNegarayang
menerbitkanKeputusanTataUsahaNegarayangbersangkutan

2. Keberatan, apabilapenyelesaiansengketaTata UsahaNegaratersebutharus
dilakukansendirioleh Badan/PejabatTataUsahaNegarayang
mengeluarkanKeputusanTataUsahaNegaratersebut

Pengujian(Toetsing)dalam upayaadministrasiberbedadengan pengujian

diPeradilan Tata Usaha Negara. DiPeradilan Tata Usaha Negarapengujiannya
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hanyadarisegipenerapan hukumsebagaimana ditentukan
pasal53ayat(2)huruf(a)dan(b)Undang-Undang No.9
Tahun2004tentangperubahanatasUndang-UndangNo.5 Tahunl1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara
tersebut diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturanperundang-
undanganyangberlakudan melanggarAsas-Asas UmumPemerintahYangBaik
(AAUPB),sedangkanpadaprosedurupaya
administrasi,pengujiannyadilakukanbaikdari segipenerapanhukum
maupundarisegikebijaksanaanoleh instansiyangmemutus,sehingga
pengujiannyadilakukansecaralengkap.

Sisipositifupayaadministrasi ~ yangmelakukan penilaiansecara
lengkapsuatuKeputusan TataUsahaNegarabaikdarisegiLegalitas
(Rechtmatigheid) maupun  aspek Opportunitas (Doelmatigheid), para
pihaktidakdihadapkanpadahasilkeputusanmenangataukalah(Win
orLoose)sepertihalnyadi lembagaperadilan,tapidenganpendekatan
musyawarah.Sedangkansisi  negatifnyadapatterjadipadatingkat obyektifitas
penilaian karena Badan/Pejabat tataUsaha Negara  yang menerbitkan
SuratKeputusan kadang-kadang terkaitkepentingannya
secaralangsungataupuntidak langsungsehinggamengurangipenilaian
maksimalyangseharusnyaditempuh.**®

TidaksemuaperaturandasarpenerbitanKeputusanTataUsaha

Negaramengaturmengenaiupayaadministrasi,olehkarenaituadanya  ketentuan

$1350emaryono,SHdanAnnaErliyana,SH.,MH, TuntunanPraktekBeracaradiPeradilanTat
aUsahaNegara, PT. PramedyaPustaka,Jakarta,1999,him.8.
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pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang- UndangNo.9
Tahun2004tentangPeradilanTataUsahaNegara merupakan aspek prosedural
yang sangat penting yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang
untuk mengadii sengketa Tata UsahaNegara yang bisa diterapkan pada
penyelesaian sengketa pajak pada tahap bidang keberatan yang merupakan
suatu tahapan penyelesaian sengketa yang bersifat administrasi.
BerdasarkanSuratEdaranMahkamahAgungRINo.2tahun1991
tentangPetunjukPelaksanaanKetentuanDalamUndang-UndangNo.5
Tahun1986tentangPeradilanTataUsahaNegara,disebutkanPemahaman  yang
terkait dengan Upaya Adiministratifadalah:
a.Pengajuan  surat keberatan  (Bezwaarscriff — Beroep) yang
diajukankepadaBadan/PejabatTata UsahaNegarayang
mengeluarkanKeputusan(Penetapan/Beschikking)semula;

b.Pengajuan banding administratif (administratif Beroep)
yangditujukankepadaatasanPejabatatauinstansilain dari Badan/PejabatTata
UsahaNegarayang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa
ulang keputusan TataUsahaNegarayangdisengketakan.

Jadi pada dasarnya terhadap surat ketetapan pejabat pajak yang tidak
diterima oleh Wajib Pajak, kemudian wajib pajak merasa keberatan dan
upaya hukum yang ditempuh terlebih dahulu adalah berupa upaya hukum
banding administrasi, tidak kemudian terhadap putusan bidang keberatan
tersebut upaya hukum yang diambil adalah langsung ke Pengadilan Pajak

sebagai Pengadilan tingkat banding. Jadi seharusnya prosedur administrative
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yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak pada Direktur Jenderal
Pajak, seharusnya sama dengan prosedur yang diterapkan pada Kementrian
atau lembaga lain dalam hal upaya hukum administrasi terhadap keputusan
atau penetapan pejabat TUN.

Dalam kontek upaya administrasi,
SuratEdaranMahkamahAgungRINo.2tahun1999 menyebutkan bahwa,
apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif
berupa peninjauan surat keberatan, makagugatanterhadapKeputusanTata
UsahaNegarayang bersangkutan diajukan kepada pengadilan Tata Usaha
Negara;

Selanjutnya, apabilaperaturandasarnyamenentukanadanyaupaya
administratifberupasuratkeberatandan ataumewajibkan suratbanding
administratif, maka gugatan terhadap  KeputusanTata
UsahaNegarayangtelahdiputusdalam tingkat
bandingadministratifdiajukanlangsungkepada PengadilanTinggiTata
UsahaNegaradalamtingkatpertama yangberwenang.

Ketentuantersebutsesuaipuladenganketentuanyang diatur
dalampasal48 ayat(2) yangmenyatakan“‘pengadilanbaruberwenang
memeriksa, menyelesaikan sengketa TataUsahaNegara sebagaimana
dimaksuddalamayat (1) jikaseluruhupayaadministratifyang bersangkutan
telah digunakan “jo ketentuan pasal 51 ayat (3) ditentukanbahwadalamhal
suatusengketadimungkinkanadanya administratif maka gugatan langsung

ditujukan kepada Pengadilan TinggiTata
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UsahaNegaraapabilakeputusannyamerupakankeputusan bandingadministratif.

Di satu sisi, penanganan sanksi administrasi yang tinggi dalam
keberatan dan banding pada dasarnya dimaksudkan agar bidang keberatan dan
banding tidak dijadikan alasan penundaan pembayaran pajak, namun di sisi
yang lain bagi wajib pajak sanksi tersebut dianggap sebagai suatu ancaman
dan hambatan dalam proses pencarian keadilan. Penggunaan teori demokrasi
deliberatif dari Jurgen Habernas dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk
membuat suatu ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa pajak yang
tepat yang menyeimbangkan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan
fiskus. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang mencerminkan
partisipasi masyarakat dalam suatu perumusan undang-undang.

Suatu produk hukum atau aturan perundang-undangan yang baik
adalah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Keadilan
dalam kebijakan perpajakan dapat dilihat dalam perpektif. Pertama keadilan
dalam hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Kedua; keadilan dari
alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat. Terkait dengan
pengenaan pajak dapat diukur dalam teori Adam Smith yang didasarkan pada
empat asas yang disebut dengan “the four cannons maxim taxation” yang
menghendaki agar pungutan pajak benar-benar mencerminkan rasa keadilan
harus didasarkan pada asas kesamaam (equality) dan keadilan (equity), dan

kepastian hukum (certainty). Terkait dengan asas keadilan dan kepastian
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hukum maka dapat dikatakan suatu kebijakan perpajakan yang adil apabila
terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus.

Dari beberapa koresponden maka penulis menyimpulkan kedudukan
bidang keberatan merupakan bagian dari peradilan pajak yang berada dalam
Departemen Keuangan (eksekutif).Sedangkan Wajib Pajak yang mengajukan
keberatan bermaksud mencari kea mdilan atas hasil ketetapan yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang bertugas mempertahankan pelaksanaan
undang-undang adalah lembaga yudikatif. Sehingga atas permohonan
keberatan yang diajukan WP seharusnya ditangani oleh lembaga yang terpisah
dari lembaga eksekutif guna mencapai keadilan.

Kesetiaannya dalam menjalankan tugas terhadap birokrasi di DJP di era
sekarang ini yang sudah semakin tegas dan ketat hukumnya, sehingga
pelaksana dari birokrasi inipun diharuskan menjalankan tugasnya secara
professional. Kedudukan Hukumbidang keberatan di DJP posisinya cukup baik
sebagai tempat mencari keadilan, namun dalam prakteknya hampir semua
permohonan keberatan pajak ditolak dengan alasan yang sama dengan yang
disampaikan oleh bagian pemeriksa pajak, sehingga timbul kesan adanya
pemihakan ke bagian pemeriksa pajak, yang sangat jauh dari rasa keadilan
bagi wajib pajak.Pada saat Executive dan Judicative adalah satu, maka tidak
ada independensi bagi judicative untuk memutuskan dengan sebenar-benarnya.
Karena semangat membela korps adalah salah satu hal yang utama. Kerugian
bagi Wajib Pajak karena keputusan keberatan tidak dapat dilaksanakan dengan

independen.
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Mengenai impartiality antara kepentingan DJP dan WP yang
mengajukan keberatan harus bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak yang
berperkara, juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif . Tujuan
utamanya untuk menjamin terlaksana peradilan yang jujur dan adil serta
mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah.Untuk itulah hukum
janganlah sekedar untuk mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah
khususnya di bidang perpajakan, yang menunjang peningkatan penerimaan
Negara dan menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan
modernisasi serta stabilitas politik. Dalam prakteknya belum adabidang
keberatan telah melakukan penilaian dengan seimbang antara kepentingan
Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Hampir semua kasus keberatan
akan memenangkan Direktur Jenderal Pajak yang berujung pada banding oleh
wajib pajak.

Dari pendapat beberapa kuisioner terlampir maka penulis menarik
kesimpulan mengenai Kedudukan Hukum Bidang keberatan dalam pajak itu
berada di Direktorat Jenderal Pajak, tetapi bidang keberatan tidak berdiri
sendiri atau independen, sehingga bidang keberatan tersebut mengikuti aturan
yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu banyak wajib pajak
yang merasa bahwa keputusan dari bidang keberatan pajak tidak objektif, tidak
professional, hanya memihak kepada atasan atau dalam hal ini aturan negara.
Sanksi yang dijalankan selama ini juga hanya sebagai sanksi administrasi dan

ganti rugi saja.
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Sesuai dengan alur permohonan wajib pajak untuk mengajukan keberatan
pajak yang ditujukan kepada bidang keberatan pajak yang berada ditingkat
Kanwil banyak kasus-kasus permohonan yang ditolak oleh bidang tersebut.
Ditinjau dari hasil keputusan Keberatan yang diterbitkan selama tahun 2013,
hasil keputusan yang paling banyak diterbitkan adalah menolak, maksudnya
bidang keberatan pajak menolak permohonan wajib pajak, yaitu sebesar 6.727
surat keputusan atau sebesar 44,73% dari seluruh surat keputusan yang
diterbitkan mengabulkan sebagian sebesar 22,12%, dan mengabulkan
seluruhnya 21,80%. (lampiran terlampir)

Tetapi setelah permohonan wajib pajak ditolak oleh bidang keberatan
pajak, wajib pajak tersebut melakukan banding, dalam lampiran juga terlihat
bahwa pada tahun 2013 jumlah kekalahan Ditjen Pajak dalam banding
ditunjukkan dengan amar putusan membatalkan keputusan Ditjen Pajak dan
mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak dan mengabulkan seluruhnya
permohonan wajib pajak berjumlah 1.505 atau 55,6% dari total amar putusan
sebanyak 2.707.

Situasi diatas menunjukkan bahwa bidang keberatan pajak hanya untuk
mengulur waktu atau menunda wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya
sesuai dengan kemampuan wajib pajak tersebut. Selain kasus diatas sebenarnya
masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dalam sistem peradilan pajak di

Indonesia.
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Ada beberapa sengketa pajak yang seharusnya dapat diselesaikan di
tingkat pertama Bidang Keberatan. Oleh karena Surat Ketetapan Pajak yang
ditetapkan oleh Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak pada saat diajukan
keberatan, ditolak oleh bidang Keberatan. Maka penyelesaian sengketa pajak
melalui proses Banding dilakukan oleh wajib pajak yang mana akhirnya

dikabulkan oleh Pengadilan Pajak (contoh kasus ada dalam lampiran).
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BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan

yang dikaji dan diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa
pajak antara fiskus dan wajib pajak  menunjukkan bahwa
kedudukan hukumbidang keberatan tersebut tidak berimbang
(imparsial) dan adanya suatu proses penyelesaian sengketa yang
tidak berimbang, sebab salah satu pihak yang terlibat dalam
sengketa pajak tersebut menjadi juri atau hakim dalam
menyelesaikan sengketa pajak tersebut karena kedudukan hukum
bidang keberatan masih berada dibawah Direktorat Jenderal Pajak
dalam hal ini Kantor Wilayah DJP , sehingga dapat dikatakan
penyelesaian sengketa pada bidang keberatan tidak independen.

2. Konsepsi ideal bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa
pajak untuk memberikan rasa keadilan, kesamaan dan kepastian
hukum bagi wajib pajak belum tercapai , karena bidang keberatan
tidak diisi oleh orang — orang yang kompeten dan profesional dalam
bidang pajak .Walaupun proses keberatan telah diatur dalam pasal
25 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan no. 28 tahun 2007

, tetapi dalam pelaksanaan nya belum sesuai dengan peraturan
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perpajakan. Sehingga Keputusan Keberatan yang dihasilkan masih
banyak yang tidak adil dan akhirnya semua sengketa pajak beralih
ke Pengadilan Pajak. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk
membuat gagasan baru dalam hal meneliti kedudukan hukum
bidang keberatan dalam penyelesaian sengketa pajak atas surat
ketetapan pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak ,
yang mana tujuannya untuk mengurangi jumlah sengketa pajak di

Pengadilan pajak.
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1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas beberapa saran dan rekomendasi yang
dapat disampaikan dalam kontek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam permohonan Keberatan
atas Surat ketetapan pajak harus dilakukan reformasi Kedudukan
hukum bidang Keberatan yang selama ini masih dibawah Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak , karena kurang independendalam
memberikan keputusan atas keberatan yang merupakan upaya pertama
yang dapat ditempuh oleh wajib pajak jika tidak setuju atas hasil

pemeriksaan pajak.

2. Sebaiknya perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata
Cara Perpajakan untuk segera dilakukan terutama dengan memindahkan
Kedudukan Hukum bidang Keberatan diluar struktur organisasi
Direktorat Jenderal pajak supaya lebih independen dan imparsial ( tidak
memihak ). Oleh karena penyelesaian sengketa pajak adalah
penyelesaian yang sifatnya administratif, maka sebaiknya diisi oleh
orang — orang yang kompeten yang memiliki pengetahuan , keahlian
dan sikap yang baik di bidang perpajakan serta birokrasi yang
berkualitas tinggi dalam pelayanan publik seperti : teguh pendirian

terhadap profesi, tidak memihak dalam penerapan aturan / undang —
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undang , menerapkan prinsip keadilan dan kesamaan, berkomitmen
melayani wajib pajak , memiliki standar integritas pribadi yang tinggi
dan mempunyai rasa tanggung jawab dan etika profesi .
Bidang Keberatan sebaiknya terdiri dari unsur Dirjen Pajak ,
Akademisi , Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Tokoh Masyarakat yang

mengerti tentang pajak.
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DAFTAR SINGKATAN

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara
Direktorat Jenderal Pajak

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Badan Usaha Milik Negara

Estimated Chargeable Income

Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst
Hukum Administrasi Negara

Inland Revenue Authority of Singapore
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Keputusan Menteri Keuangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Mahkamah Agung

Notice of Estimated Assessment

Nomor Pokok Wajib Pajak

Persatuan Bangsa-Bangsa

Peraturan Menteri Keuangan

Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai

Pengadilan TinggiTataUsahaNegara
Republik Indonesia

Surat PemberitahuanObyek Pajak

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
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b. Telah dilakukan reformasi sistem pajak di Indonesia dengan UU KUP.

d. Disertasi Ibu Ning Rahayu “ Praktik Penghindaran Pajak (tax
avoidance) Pada Foreign Direct Investment Yang Berbentuk
Subsidiary Company (PT. PMA) di Indonesia (Suatu Kajian
Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance)” Universitas
Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan llmu Politik, departemen
Administrasi, Jakarta 2008.
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membuahkan hasil berupa masuknya investor asing FDI dalam jumlah
yang cukup significan yang diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan pajak.

2. Di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat kontroversial. Di satu sisi
pemerintah sangat gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
realisasi investasi asing FDI khususnya perusahaan penanaman modal
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INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN KET
Bagaimana pendapat bgpak/ ibu Saya melihat bahwa bidang
secara umum mengenai kedudukan keberatan menialankan
1 bidang keberatan dan kesetiaannya | .
tugasnya dengan sangat setia

dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

terhadap Direktorat Jenderal
Pajak.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak , tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Saya belum melihat bahwa
bidang keberatan telah
melakukan penilaian dengan
seimbang antara kepentingan
Direktorat Jenderal Pajak dan
Wajib Pajak. Hampir semua
kasus keberatan akan
memenangkan Direktur
Jenderal Pajak yang berujung
pada banding oleh wajib pajak.

Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.

Tentu saja ada pengaruh dari
atasan untuk mengamankan
penerimaan negara sehingga
pilihan b dan ¢ menjadi
dominan. Namun terlebih dari
itu, beberapa kasus di
pengadilan yang menghukum
petugas pajak karena
memberikan kelonggaran
kepada wajib pajak dalam
proses keberatan, membuat
petugas pajak berpikir ulang
untuk tidak mengambil resiko
dengan mengabulkan
permohonan wajib pajak dalam
proses keberatan. Sudah
menjadi pemikiran bagi teman
teman petugas pajak untuk
mengambil sikap menolak
permohonan keberatan dan
biarkan diselesaikan lewat
pengadilan pajak, agar resiko
pengambilan keputusan beralih
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ke hakim pengadilan.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
PenguranganKeberatan Dan
Banding .

Saya berpendapat bahwa
perbedaan persepsi pada saat
pemeriksaan harus diselesaikan
di pemeriksaan, karena
bilamana berlanjut ke proses
keberatan, maka hampir
dipastikan bahwa wajib pajak
akan mengalami penolakan
atau mengalami kekalahan,
sehingga satu satunya jalan
yang dapat di terima untuk
mendapatkan opini yang netral
adalah melalui pengadilan
pajak.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam
menjalankantugasterhadapbirokrasi
di DirektoratJenderalPajak.

Kedudukan bidang keberatan
masih diwah naungan DJP
(Masih satu payung) sehingga
independensi patut
dipertanyakan. Dalam
memutuskan keberatan Wajib
Pajak, Peneliti masih keberatan
terkekang birokrasi organisasi
DJP, sehingga hasil putusan
nya pun patut dipertanyakan
independensinya.
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Kasus2 kecil saja, misalnya
kompensasi kerugian WP
keberatan, putusannya ditolak
dengan berbagai macam alasan
padahal kompensasi Lebih
Bayar itu adalah hak wajib
pajak.

Bagaimanapendapatbapak /
ibumengenai impartiality (
tidakmemihak , tetapitetap
professional berdasarkan UU
perpajakan. ) antarakepentingan
DJP dankepentinganWajibpajak
yang mengajukankeberatan.

Sama dengan no 1 diatas
bahwa independensi nya yang
patut dipertanyakan karena
dibawah naungan yang sama
yaitu DJP. Masih tidak bebas
dalam memutuskan demi
keadilan

Menurutbapak / ibualasanalasanapa

yang

menyebabkankeberatanpadaumumn

yaditolakoleh DJP ( a. Kurang
professional , b.
MemihakkepadaDJP
karenaperintahatasanatau c.

MemenuhiTarget penerimaanpajak

), mohonpenjelasan.

Pendapat responden: b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan.

Seringkali dalam prakteknya
dalam memutuskan suatu
perkara, Peneliti Keberatan ada
kalanya beda dengan hati
nurani nya dengan jawaban
keberatan yang ditanganinya.
Tetapi karena suatu alasan dan
lain hal, maka putusan tetap
ditolak karena berada dalam
satu naungan payung yang
sama, DJP, akibatnya sangat
merugikan Wajib Pajak dan
harus pengajuan ke Banding
apabila Wajib Pajak tidak puas
dengan putusan tersebut.




Dapatjuga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajaknya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
Pengurangan Keberatan Dan
Banding .
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Pemeriksaan kadang waktu
terlalu ketat/mepet, sehingga
kesannya ter-buru2 dengan
deadline. Jika hasil
pemeriksaan ngawur,
kadangkala tetap
dipertahankan, misal
pemeriksaan omzet
berdasarkan standarisasi,
contoh pemeriksaan
perusahaan kelapa sawit,
peredaran usaha dihitungkan
kembali berdasarkan standar
jumlah Tandan Buah Segar per
ton per hektar, nah ini hasilnya
tidak sesuai dengan kenyataan
yang ada, maka tidak ada yang
diterima saat pembahasan
akhir, keberatanpun tidak
diterima atau bahkan
ditambahkan koreksi nya
menjadi lebih besar, dan lain
sebagainya. Ini yang sangat
merugikan WP tidak sesuai
dengan fakta dan kenyataan di
lapangan.

Sampai di Banding, WP harus
membuktikan pula bahwa
standarisasi TBS menghasilkan
adalah tidak benar, perlu
bukti2 pendukung yang
menyakinkan baru bisa untuk
menyakinkan hakim.




Bagaimana pendapat bapak / ibu

secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap

birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.
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Kedudukan Bidang keberatan
di DJP semakin tidak
menjalankan Fungsinya
sebagai keberadaan lembaga
tersebut. Karena hampir semua
atau semua keberatan yang WP
ajukan ditolak, sudah tidak
sesuai dengan Pasal 25 dan
pasal 26 UU KUP lagi. Padahal
bidang keberatan ini adalah
pintu pertama WP untuk
menyatakan tidak setuju atau
keberatan atau melaksanakan
haknya untuk melakukan
upaya hukum atas pajak-pajak
yang dikenakan kepadanya.
Apabila bidang keberatan ini
bisa menjalakankan fungsinya
secara professional dan adil,
maka akan bisa mengurangi
upaya hukum WP ke banding
di Pengadilan Pajak.




Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak, tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.
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Harusnya Bidang keberatan di
DJP harus bekerja secara
professional dan tidak
memihak ke pihak DJP dan
adil untuk ke pihak WP.
Apabila hasil pemerikasaan
(SKPKB) yang diterbitkan oleh
Fungsional KPP ada salah
dalam mengenakan pajaknya
atau dikenakan pajaknya secara
tidak benar atau keliru, maka
bidang keberatanlah yang
harus membenarkan atau
memperbaiki pajak yang keliru
ditetapkan oleh fungsional
KPP. Namun apa yang dapat
dikatakan Bagian
FungsionalaPemeriksa KPP
dan Bidang keberatan masih
dalam satu naungan atap DJP.
Apabila sekiranya bidang
keberatan dapat bertindak tidak
memihak, maka hal ini akan
memberikan image atau
wibawa kepada DJP yang
bertindak secara professional
dan tidak memihak ke
lingkungan dimata WP,
bahkan akan membuat WP
menjadi semakin patuh dan taat
pajak.

Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c.
MemenuhiTarget penerimaanpajak
), mohon penjelasan.

Sebab-sebab pengajuan
keberatan pada umumnya
ditolak oleh DJP adalah (b).
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan.
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Pada prinsipnya Bagian
Pemeriksaan Fungsional dan
Bidang keberatan masih
didalam lingkungan DJP
sendiri. Dimana hasil
penetapan pajak oleh bagian
pemeriksaan masih selalu
dipertahankan oleh Bagian
Keberatan. Karena apabila
pengajuan keberatan WP
dikabulkan, maka akan
mengurangi peneriamaan pajak
yang ditargetkan oleh DJP.
Pada hal DJP harus bekerja
secara profesional, bila ada
kesalahan dalam penetapan
pajak harus dibetulkan atau
diperbaiki menurut peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajaknya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
Pengurangan Keberatan Dan
Banding.

Menurut pengalaman yang
pernah saya tangani, contoh :
pada awal tahun 2013 ada WP
yang kena periksa pajak tahun
2010 di KPP. Data-data
dokumen dan pembukuan
sudah di-drop semua, proses
pemeriksaannya hampir tidak
jalan. Datadata dokumen sudah
dikasih tetapi tidak disentuh.
Malahan Tim pemeriksanya
gonta-ganti terus, dari tahun
2013 — 2015 sempat ganti Tim
Pemeriksa sampai 3 Tim. Di
akhir tahun 2015 Tim
Pemeriksa terakhir baru buru-
buru menyelesaikan
pemeriksaannya, itupun karena
ada PMK: 91/2015 sehingga
dipaksa harus selesai,
selesainya juga pas pada mau
Natal 2015.
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Terakhir pendapatan saya,
apabila Bidang keberatan di
DJP tidak bisa bertindak secara
professional dan tidak bisa
bertindak secara adil dan masih
bertindak memihak ke
lingkungan DJP. Maka lebih
baik Bidang keberatan DJP
dibubarkan saja dan Pasal 25
dan 26 UU KUP dihapus saja

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Pada saat Executive dan
Judicative adalah satu, maka
tidak ada independensi bagi
judicative untuk memutuskan
dengan sebenar-benarnya.
Karena semangat membela
korps adalah salah satu hal
yang utama. Kerugian bagi
Wajib Pajak karena keputusan
keberatan tidak dapat
dilaksanakan dengan
independen.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak , tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Sangat tidak mungkin tidak ada
keberpihakan. Karena karir
petugas penelaah keberatan
sampai dengan pembuat
keputusan keberatan masih
dalam satu genggaman
executive, yakni Dirjen Pajak.

Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.

Semua alasan tersebut adalah
benar:

A. Kurang professional; takut
diperiksa irjen mau pun BPK.
Intinya tidak mau repot. Kalau
ditolak, maka tidak ada
pertanyaan dari pemeriksa irjen
mau pun BPK karena dianggap
tidak merugikan negara.
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B. Memihak kepada DJP
karena perintah atasan; contoh
nya kasus transfer pricing,
seolah-olah ada instruksi tidak
tertulis bahwa semua keberatan
transfer pricing harus ditolak
karena pada saat penetapan
transfer pricing oleh
pemeriksa, sudah melalui
asistensi kantor pusat.

C. Mengamankan penerimaan
pajak; permohonan keberatan
yang memuat kelebihan bayar
pajak sudah pasti ditolak atau
setidaknya tidak diproses pada
akhir tahun untuk
mengamankan target
penerimaan pajak yang
diberikan oleh atasan.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
PenguranganKeberatan Dan
Banding.

Kurang paham dengan
pertanyaan yang ini.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Menurut saya bidang keberatan
belum benar-benar independen
dalam menjalankan tugasnya
karena mereka masih dibawah
Direktorat Jenderal Pajak.

Bagaimanapendapatbapak /
ibumengenai impartiality (
tidakmemihak , tetapitetap
professional berdasarkan UU
perpajakan. ) antarakepentingan
DJP dankepentinganWajibpajak
yang mengajukankeberatan.

Seharusnya suatu lembaga
yang professional harus
menyelesaikan masalah secara
obyektif dan netral




Menurut bapak / ibu alasan- alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.
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Saya melihat masalah
pemenuhan target penerimaan
pajak yang jadi alas an dari
ditolaknya keberatan karena
adanya skala prioritas dalam
mencari penerimaan Negara.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajaknya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
Pengurangan Keberatan Dan
Banding.

Proses Pemeriksaan memakan
waktu yang cukup lama rata-
rata 1 tahun sedangkan
keputusan dari bagian
Pengurangan Keberatan dan
banding juga menghabiskan
waktu sekitar 3 bulan.
Banyaknya kuantitas dari
pemeriksaan adalah salah satu
hal yang membuat lamanya
proses pemeriksaan.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Bidang keberatan adalah suatu
lembaga yang merupakan
tumpuan wajib pajak

Untuk menyelesaikan sengketa
pajak atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar ( SKPLB ) dan lainnya.
Lembaga ini harus
memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Indepeden yaitu lembaga tidak
bergantung suatu lembaga
yang lainnya, dalam hal ini
bebas menentukan dan
mengambil sikp apa saja yang
sesuai dengan realita hukum
yang ada, dengan perkataan
lain harus tunduk pada yang
benar secara hukum.
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Apabila ditinjau dari
kelembagaannya, maka bidang
keberatan berada dibawa
Direktorat Jenderal Pajak.
Sebagaimana kita ketahui yang
mengeluarkan Surat Ketetapan
Pajak juga dilakukan oleh
KantoR Pelayanan Pajak yang
berada dalam satu atap.

Dari uraian diatas, maka
kesetiaan lembaga ini
diragukan. Dalam
melaksanakan tugas penelaah
keberatan tentunya telah
mengalami proses intervensi.

Menurut pendapat saya
sangatlah sulit untuk kasus ini.
Karena kedua pihak memiliki
kepentingan yang berbeda.
Profesionalisme tentu
dijalankan dan dijunjung
tinggi. Direktorat Jenderal
Pajak memiliki kepentingan
dalam rangka pemenuhan
target penerimaan pajak

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak, tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Point B dan C

a.  Pemeriksa dan Penelaah
keberatan sama sama petugas
pajak dan bernaung didalam 1 (
satu ) naungan yaitu Direktorat
Jenderal Pajak

b.  Direktorat Jenderal Pajak
dibebani target penerimaan
disektor Pajak

Berdasarkan uraian tersebut
diatas, maka tidak tertutup
kemungkinan setiap proses
keberatan ditolak




Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.
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Lembaga ini berada dalam satu
naungan yaitu dibawah
Direktorat Jenderal Pajak

Mengingat posisinya berada
dalam satu atap, maka dapat
dipastikan kesetiaan
pengabdiannya tidak dapat
diragukan lagi.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
Pengurangan Keberatan Dan
Banding .

Keputusan yang diambil
diantaranya :

1. Menolak keberatan

2. Menerima seluruh
keberatan yang diajukan

3. Menerima sebagian
keberatan yang diajukan

4. Menambah jumlah yang
telah ditetapkan dari Surat
ketetapan yang ada.

Bidang keberatan berada
didalam satu atap yaitu
Direktorat Jenderal Pajak

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Kedudukan bidang keberatan
merupakan bagian dari
peradilan pajak yang berada
dalam Departemen Keuangan
dan Departemen Dalam Negeri
(eksekutif).

Sedangkan Wajib Pajak yang
mengajukan keberatan
bermaksud mencari keadilan
atas dari hasil ketetapan yang
dilakukan oleh Direktorat
Jendral Pajak.
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Menurut Saya, yang bertugas
mempertahankan pelaksanaan
undang-undang adalah
lembaga yudikatif. Sehingga
atas permohonan keberatan
yang diajukan WP seharunya
ditangani oleh lembaga yang
terpisah dari lembaga eksekutif
guna mencapai keadilan.

Kesetiaannya dalam
menjalankan tugas terhadap
birokrasi di DJP di era
sekarang ini yang sudah
semakin tegas dan ketat
hukumnya, sehingga pelaksana
dari birokrasi inipun
diharuskan menjalankan
tugasnya secara professional.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak , tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Pendapat saya mengenai
impartiality antara kepentingan
DJP dan WP yang mengajukan
keberatan harus bebas
sepenuhnya dari pengaruh
pihak yang berperkara, juga
harus bebas dari pengaruh dan
genggaman eksekutif . Tujuan
utamanya untuk menjamin
terlaksana peradilan yang jujur
dan adil serta mampu berperan
mengawasi semua tindakan
pemerintah.

Untuk itulah hukum janganlah
sekedar untuk mewujudkan apa
yang menjadi program
pemerintah khususnya di
bidang perpajakan, yang
menunjang peningkatan
penerimaan Negara dan
menunjang pertumbuhan
ekonomi, pembangunan sosial
dan modernisasi serta stabilitas
politik.




Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.

333

Menurut saya dikarenakan
proses keberatan ini masih
dalam ruang lingkup DJP
dimana DJP pun diberikan
target untuk penerimaan
pajaknya sehingga muncul
kepentingan yang membuat
sikap kurang objektif.
Akibatnya pengajuan keberatan
umumnya ditolak oleh DJP.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
PenguranganKeberatan Dan
Banding .

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Proses pengajuan keberatan
berjalan baik, sesuai
aturan/prosedur yang
ditetapkan dalam Undang-
undang.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak , tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Dalam proses keberatan
sampai penandatangan BAP,
keberpihakan lembaga ini
kepada DJP terlihat jelas,
sehingga seakan-akan hanya
mengikuti prosedur baku. Hak
Waijib Pajak untuk menjawab
hanya ditampung, tapi tidak
diperhitungkan.

Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.

Hasil keberatan kebanyakan
ditolak oleh bidang keberatan,
karena keberpihakan lembaga
ini pada institusinya dan/atau
dalam memenuhi target
penerimaan. Padahal waktu
untuk memproses keberatan ini
tidak berbeda jauh dengan
proses pemeriksaan.




Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
Pengurangan, Keberatan Dan
Banding .
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Proses pemeriksaan/keberatan
sampai keluarnya ketetapan
berjalan baik sesuai prosedur.
Namun target penerimaan
menjadi bumerang bagi wajib
pajak.

Bagaimana pendapat bapak / ibu
secara umum mengenai kedudukan
bidang keberatan dan kesetiaannya
dalam menjalankan tugas terhadap
birokrasi di Direktorat Jenderal
Pajak.

Kedudukan bidang keberatan
seharusnya tidak satu atap
dengan DJP , mengingat yang
menerbitkan SKPKB adalah
DJP. Apabila bidang
keberatan berada di luar DJP ,
maka secara fisiologis sudah
terlepas dari kepentingan (
wadah DJP ) yang
membawahinya. Sehingga
tugas yang di bebankan dalam
memproses Keberatan lebih
baik dan fair , tidak ada
tekanan baik dari dalam
maupun luar .

Bagaimana pendapat bapak / ibu
mengenai impartiality ( tidak
memihak , tetapi tetap professional
berdasarkan UU perpajakan. )
antara kepentingan DJP dan
kepentingan Wajib pajak yang
mengajukan keberatan.

Saya sebagai seorang
professional harus menjalankan
fungsi dan tugas yang
diberikan oleh wajib pajak
dengan benar. Dengan arti
bahwa apa yang diberikan
penjelasan, bukti, data,
dokumen harus benar-benar
yang sesungguhnya bukan di
buat-buat. Sehingga saya
dalam memjalankan
profesionalisme ini benar-
benar menjunjung tinggi
kebenaran. Sehingga dalam
mengajukan keberatannya ,
harus sesuai dengan peraturan
Perpajakan Di Indonesia dan
akuntansi secara umum sesuai
standar Akuntan Indonesia

juga.




Menurut bapak / ibu alasan alasan
apa yang menyebabkan keberatan
pada umumnya ditolak oleh DJP (
a. Kurang professional , b.
Memihak kepada DJP karena
perintah atasan atau c. Memenuhi
Target penerimaan pajak ), mohon
penjelasan.
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a. Masalah professional
sebagai konsultan pajak harus
benar-benar di perkuat . Dalam
arti kami harus benar-benar
menguasai Peraturan
Perundang-undangan
Perpajakan.

b.  Mengenai memihak
kepada DJP karena perintah
atasan , itu sudah menjadi buah
bibir di masyarakat ini. Oleh
sebab itu DJP harus
merapihkan diri dan
professional juga dalam
menjalankan tugas Negara ini .
Jangan untuk kepentingan
penerimaan Negara yang tinggi
sehingga di korbankan wajib
pajak yang sudah benar tapi
tetap ditolak dalam memproses
keberatannya.

c.  Target Penerimaan
Negara yang sangat tinggi,
jangan membebani wajib pajak
yang sudah benar , dalam arti
sudah memenuhi semua pajak
yang terhutang. Masalah tidak
benar atau tidak sesuai harus
segera di berikan bimbingan
atau penyuluhan yang terus
menerus.

Dapat juga di tambahkan mengenai
proses Pemeriksan dan Ketetapan
Pajak nya serta Keputusan atas
Ketetapan Pajaknya dari bagian
Keberatan dalam hal ini bagian
PenguranganKeberatan Dan
Banding .

Proses Pemeriksaan
memerlukan waktu yang
panjang ( paling sedikit 6 bulan
sampai 1 tahun lamanya ).
Dengan waktu yang lama
demikian membuat wajib pajak
gelisah dalm arti : apa yang
harus di perbuat untuk yang
akan datang ini dalam
mengambil keputusan. ( yang
dikoreksi oleh pemeriksa , apa
Harga pokok penjualan atau
biaya-biaya usaha dll ). Supaya
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jangan terjadi kesalahan lagi
dimasa yang akan mendatang.

Begitu juga Keputusan dalam
proses keberatan yang
memakan waktu satu tahun
lamanya baru diputuskan. Ini
semua mengganggu dalam
proses kelangsung usaha wajib
pajak. Apalagi kalau keberatan
tidak di bayar SKP